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Tinjauan Mata Kuliah

M ata kuliah Pengantar Perencanaan Wilayah dan Kota (KK-61073)
dengan bobot 3 sks dikemas untuk Anda mahasiswa Program Studi
Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Krisnadwipayana. Mata kuliah
ini memberikan pemahaman awal yang akan mengantar pada perencanaan

wilayah dan kota sebagai disiplin ilmu. Materi yang akan dibahas dalam mata
kuliah ini meliputi pengertian dasar yang terkait dengan perencanaan wilayah

dan kota, konsep, isu dan masalah pengembangan wilayah dan kota; proses

perencanaan; pendekatan perencanaan wilayah dan kota; praktek

perencanaan wilayah dan kota di Indonesia; aspek keprofesian; serta

tantangan dalam perencanaan wilayah dan kota di masa yang akan datang.

Setelah selesai mempelajari materi modul ini dengan seksama, Anda

diharapkan dapat menjelaskan secara umum kerangka konseptual perencanaan

wilayah dan kota, baik secara substantif maupun prosedural, dan praktek

perencanaan wilayah dan kota yang berlaku di Indonesia. Secara khusus, Anda

diharapkan dapat menjelaskan:

Pengertian-pengertian dasar yang terkait dengan perencanaan.

Konsep, isu dan masalah pengembangan wilayah.

Konsep, isu dan masalah pengembangan kota.

Proses perencanaan wilayah dan kota.

Pendekatan dalam perencanaan wilayah dan kota.

Praktek perencanaan wilayah di Indonesia.

Praktek perencanaan kota di Indonesia.

Aspek keprofesian dalam perencanaan wilayah dan kota.

Tantangan dalam perencanaan wilayah dan kota di Indonesia.

CoNoR~LWNE

Materi di atas dikemas dalam sembilan modul sesuai dengan judul
topiknya, yaitu sebagai berikut:
Modul 1 Pengertian-Pengertian Dasar, Unsur-unsur, dan Karakteristik

Perencanaan, serta Lingkup Perencanaan Wilayah dan Kota.

Modul 2 Tinjauan Konsep, Isu dan Masalah Pengembangan Wilayah.
Modul 3 Tinjauan Konsep, Isu dan Masalah Pengembangan Kota.
Modul 4 Proses Perencanaan Wilayah dan Kota.
Modul 5 Pendekatan dalam Perencanaan Wilayah dan Kota.
Modul 6 Praktek Perencanaan Wilayah di Indonesia.
Modul 7 Praktek Perencanaan Kota di Indonesia.



Modul 8 Aspek Keprofesian dalam Perencanaan Wilayah dan Kota.
Modul 9 Tantangan dalam Perencanaan Wilayah dan Kota di Indonesia.

Ada beberapa manfaat yang akan Anda peroleh setelah mempelajari
materi dalam mata kuliah ini, di antaranya adalah:
1. pemahaman terhadap konsep dasar dan lingkup perencanaan wilayah dan
kota.
2. pemahaman terhadap proses perencanaan wilayah dan kota.
3. pemahaman praktek perencanaan wilayah dan kota di Indonesia.

Dengan pemahaman yang menyeluruh terhadap materi yang bersifat
introduksi dalam mata kuliah ini, Anda diharapkan akan dapat mempelajari
mata kuliah lainnya di program studi Perencanaan Wilayah dan Kota dengan
baik.

Dalam mempelajari mata kuliah ini diharapkan Anda memahami bahwa
materi pada Modul 1 merupakan dasar untuk mempelajari modul-modul
berikutnya karena dengan memberikan pengertian-pengertian dasar yang
terkait dengan perencanaan, unsur-unsur, dan karakteristik perencanaan,
serta lingkup perencanaan wilayah dan kota. Selanjutnya kegiatan belajar
pada Modul 2 dan 3 berturut-turut secara khusus akan dibahas tinjauan
konsep, isu dan masalah pengembangan wilayah, serta tinjauan konsep, isu
dan masalah pengembangan kota. Kedua modul ini diharapkan menjadi
pemahaman awal sebagai titik tolak perlunya perencanaan wilayahdan kota.
Pada Modul 4 akan dibahas proses perencanaan wilayah dan kota yang akan
didahului dengan tinjauan terhadap proses perencanaan secara umum,
karakteristik serta tahapan atau langkah-langkah kegiatannya secara rinci,
yang meliputi: pendefinisian persoalan; perumusan tujuan dan sasaran;
pengumpulan data dan informasi; analisis; identifikasi dan evaluasi alternatif;
implementasi; pemantauan; serta evaluasi.

Pada Modul 5 pembahasan akan dilakukan dalam tiga kegiatan belajar.
Kegiatan Belajar 1 membahas mengenai pendekatan sektoral serta pendekatan
spasial dalam konteks perencanaan wilayah. Kegiatan Belajar 2 membahas
mengenai pendekatan atau konsep bagaimana perencanaan wilayah itu
dilakukan. Dalam hal ini dikenal tiga konsep dalam perencanaan wilayah, yaitu
perencanaan pengembangan dari atas, perencanaan pengembangan dari
bawah, serta pendekatan perencanaan ekonomi lokal. Pada bagian ketiga
modul ini akan dibahas beberapa pendekatan dominan
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dalam praktek perencanaan kota yang selama ini diterapkan, antara lain
rational comprehensive planning, disjointed incremental approach, dan
mixscanning approach; advocacy planning; dan strategic planning. Tinjauan
ini akan difokuskan pada esensi dan perbedaan tiap pendekatan, karakteristik,
dan relevansinya dengan isu dan persoalan pembangunan perkotaan.

Pada Modul 6 akan dibahas tentang praktek perencanaan wilayah di
Indonesia, yang dimulai dengan tinjauan terhadap perencanaan pembangunan,
perencanaan tata ruang dan keterkaitan antar keduanya, dalam tataran praktek.
Selanjutnya pada kegiatan belajar berikutnya dibahas proses dan produk
perencanaan tata ruang wilayah dalam konteks penataan ruang, yang
mencakup pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
Kemudian Modul 6 ini diakhiri dengan kegiatan belajar 3 yang membahas
praktik perencanaan tata ruang di Indonesia yang dilakukan berdasarkan
wilayah administratif, yaitu perencanaan tata ruang wilayah nasional,
perencanaan tata ruang wilayah provinsi, serta perencanaan tata ruang wilayah
kabupaten; yang dilengkapidengan contoh-contoh produk perencanaan tata
ruang wilayah yang bersangkutan.

Pada Modul 7 akan dibahas praktek perencanaan kota di Indonesia. Untuk
memahami praktek perencanaan tata ruang kota, modul ini terdiri atas dua
kegiatan belajar. Kegiatan Belajar 1 ditujukan untuk memberikan pemahaman
terhadap perencanaan tata ruang yang menghasilkan rencana umum tata ruang,
sesuai dengan lingkup wilayah administrasi Kota. Kegiatan Belajar 2 lebih
lanjut membahas perencanaan tata ruang yang menghasilkan rencana rinci tata
ruang dalam bentuk rencana detail tata ruang kota. Dengan mempelajari Modul
7 ini para mahasiswa diharapkan dapat memahami praktek perencanaan tata
ruang kota di Indonesia yang berlaku selama ini, baik yang menyangkut proses
teknis penyusunan maupun prosedurnya.

Pada Modul 8 akan dibahas aspek keprofesian dalam perencanaan wilayah
dan kota. Modul ini terdiri dari dua kegiatan belajar. Kegiatan belajar pertama
membahas tentang profesi, profesionalisme serta perencana wilayah dan kota
sebagai suatu profesi. Selanjutnya kegiatan belajar kedua secara khusus akan
membahas tentang etika profesi dan kode etik perencana wilayah dan kota.

Pada Modul 9 sebagai modul terakhir akan dibahas tantangan dalam
perencanaan wilayah dan kota di indonesia, yang terbagi dalam 2 kegiatan
belajar. Kegiatan Belajar 1 membahas tantangan dalam pengembangan dan
perencanaan wilayah di Indonesia, yang meliputi globalisasi, desentralisasi,
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kesenjangan wilayah, dan pembangunan berkelanjutan. Kegiatan Belajar 2
secara khusus akan membahas tantangan dalam pembangunan dan
perencanaan kota di Indonesia, yang dimulai dengan uraian tentang
kecenderungan urbanisasi global, isu-isu strategis dan tantangan pembangunan
perkotaan.

Secara detail, keterkaitan antarmodul dapat dilihat pada diagram berikut.
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Peta Kompetensi
Pengantar Perencanaan Wilayah dan Kota (KK-61073)

KOMPETENSI UMUM
Menguraikan kerangka konseptual perencanaan wilayah dan kota, baik
secara substantif maupun prosedural, dan praktek perencanaan wilayah
dan kota yang berlaku di Indonesia

Menjelaskan tantangan dalam perencanaan
wilayah dan kota di Indonesia
9

Menjelaskan aspek keprofesian
dalam perencanaan wilayah dan kota

8
Menjelaskan praktek perencanaan Menjelaskan praktek perencanaan
wilayah di Indonesia kota di Indonesia
6 7

Menjelaskan pendekatan dalam perencanaan wilayah
dan kota

]

Menguraikan proses perencanaan
wilayah dan kota

f

Menjelaskan konsep, isu dan masalah Menjelaskan konsep, isu dan masalah
pengembangan wilayah pengembangan kota

)
[ ]

Menjelaskan pengertian-pengertian dasar:
karakteristik, fungsi, kebutuhan perencanaan, serta
—timgkup perencanaam witayatrdam kota
1




MobuL 1

Pengertian Dasar, Unsur-Unsur, dan
Karakteristik Perencanaan, serta
Lingkup Perencanaan Wilayah dan Kota

\—— PENDAHULUA N

-[ erminologi perencanaan telah dipergunakan dalam berbagai bidang,
kala spasial serta tingkat operasionalisasinya. Aktivitas perencanaan pada

dasarnya dilakukan oleh sektor privat maupun sektor publik. Namun
yang akan menjadi bahasan dalam modul ini adalah perencanaan dalam sektor
publik, yang secara spesifik difokuskan untuk memberikan pengantar pada
salah satu jenis perencanaan berdasarkan skala spasial, yakni Perencanaan
Wilayah dan Kota (Regional and City Planning) yang telah berkembang
sebagai suatu disiplin ilmu.

Sebagai pengantar pada perencanaan wilayah dan kota, perlu dipahami
terlebih dahulu beberapa pengertian dasar, konsep atau terminonologi yang
berkaitan dengan perencanaan, karakteristik, fungsi dan kebutuhan
perencanaan, wilayah, kota, dan lingkup perencanaan wilayah dan kota. Dalam
hal ini pengertian dasar, konsep dan terminologi tersebut dapat diacu baik dari
definisi yang selama ini dikemukakan oleh para akademisi perencanaan
maupun dalam praktek perencanaan wilayah dan kota berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
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PENGANTAr PERENCANAAN WILAYAh DAN KOTA

KEGIATAN BELAJAR 1

Pengertian, Unsur-Unsur dan Karakteristik

Perencanaan

ebagai bahasan awal tentang perencanaan wilayah dan kota, pada bagian

odul ini akan diuraikan pengertian-pengertian dasar yang berkaitan dengan

konsep perencanaan secara umum, unsur-unsur dari aktivitas

perencanaan, serta karakteristiknya.

A. PENGERTIAN DAN UNSUR-UNSUR PERENCANAAN

Selama ini terdapat banyak definisi tentang perencanaan yang dapat

menjadi rujukan, antara lain:

1.

Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis
kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai sesuatu tujuan
tertentu.

Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-
baiknya dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada secara lebih
efektif dan efisien.

Perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai, bagaimana,
bilamana dan oleh siapa.

Perencanaan adalah proses mengarahkan kegiatan manusia dalam
pemanfaatan sumberdaya yang mengacu pada masa yang akan datang.
Perencanaan adalah usaha sadar, terorganisasi dan terus menerus yang
dilakukan guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif
untuk mencapai tujuan tertentu (Waterston, 1965).

Perencanaan adalah suatu cara berpikir mengenai masalah sosial dan
ekonomi. Perencanaan berorientasi ke masa depan, sangat memikirkan
hubungan antara tujuan dengan keputusan bersama dan mengusahakan
kekomprehensifan di dalam kebijakan dan program (Friedman, 1965).
Perencanaan adalah seni untuk melakukan sesuatu yang dapat
terlaksanakan di masa datang (Beenhakker, 1980).

Perencanaan adalah proses aktivitas yang berkelanjutan dan merumuskan
apa yang dapat dilakukan dan diinginkan untuk masa depan, serta
bagaimana mencapainya (M.J. Branch, 1980).
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9. Perencanaan dalam arti seluas-luasnya adalah suatu proses
mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan
untuk mencapai tujuan tertentu; Cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-
baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif;
Penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana,
bilamana dan oleh siapa (Tjokroamidjojo, 1977).

10. Perencanaan sebagai suatu general activity adalah penyusunan rangkaian
tindakan secara berurut yang akan mengarah pada pencapaian tujuan
tertentu (Peter Hall, 1992).

11. Perencanaan adalah proses yang kontinyu, yang menyangkut pengambilan
keputusan atau pilihan mengenai bagaimana memanfaatkan sumberdaya
yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu di
masa depan (Conyers & Hills, 1984).

12. Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di
masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang
dibutuhkan untuk mencapainya (Kay and Alder, 1999).

13. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan
yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber
daya yang tersedia (UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional).

Dalam konteks pengertian perencanaan di atas, maka produk atau output
dari perencanaan sebagai suatu proses adalah rencana, yang merupakan
rumusan kegiatan yang akan dilaksanakan secara spesifik di masa yang akan
datang, Sebagai produk dari suatu proses perencanaan, rencana dapat
berbentuk sebagai blueprint yang merepresentasikan tujuan atau apa yang
ingin dicapai; dan regulasi, yakni alat untuk mencapai tujuan yang
dipreskripsikan.

Dari berbagai pengertian perencanaan yang telah dikemukakan selama ini,
secara umum hampir selalu terdapat dua unsur penting dalam perencanaan,
yakni: unsur hal yang ingin dicapai dan unsur cara untuk mencapainya.
Terkait dengan kedua unsur utama perencanaan tersebut, dalam proses
perencanaan dikenal beberapa nomenklatur yang seringkali dipergunakan
secara bersama-sama atau dipertukarkan apabila membahas tentang
perencanaan, yaitu: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program,
proyek, aktivitas, dan lain-lain. Pengertian berbagai nomenklatur ini adalah
sebagai berikut (Rustiadi, E. et al. 2009):
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Visi (vision): Suatu kondisi ideal (cita-cita) normatif yang ingin di capai
di masa datang.

Misi (mission): Cara normatif untuk mencapai visi.

Tujuan-tujuan (goals): Hal-hal yang ingin dicapai secara umum. Setiap
bentuk tujuan (goal) bersifat dapat dimaksimumkan atau diminimumkan.
Sasaran (objective): Bentuk operasional dari tujuan, biasanya lebih
terukur, disertai target pencapaiannya. Kondisi minimum yang harus
dicapai dalam mencapai tujuan dalam waktu tertentu.

Strategi (strategy): Sekumpulan sasaran dengan metode-metode untuk
mencapainya.

Kebijakan (policy): Sekumpulan aktivitas (actions), untuk pelaksanaan-
pelaksanaan pencapaian jangka pendek.

Aktivitas (actions): Kegiatan pelaksanaan, khususnya menyangkut fisik
dan biaya.

Program (program): Sekumpulan aktivitas (actions) untuk mencapai suatu
tujuan tertentu yang dilakukan oleh suatu institusi tertentu.

Proyek (project): Sekumpulan aktivitas (actions) untuk mencapai suatu
tujuan/target/sasaran tertentu yang dilakukan oleh suatu institusi tertentu
dalam waktu tertentu dengan sumberdaya (biaya) tertentu.

Mengacu pada 2 unsur utama dalam perencanaan, visi, tujuan, dan

sasaran adalah istilah yang menjelaskan mengenai unsur perencanaan yang
pertama (hal yang ingin dicapai); sedangkan misi dan aktivitas adalah istilah-
istilah mengenai unsur perencanaan yang kedua (cara untuk mencapai).
Kemudian strategi, program dan proyek merupakan suatu set kumpulan
komponen perencanaan hingga pelaksanaannya (mencakup dua unsur
perencanaan) dalam suatu struktur tertentu (Rustiadi, E. et al. 2009).

Berdasarkan berbagai definisi perencanaan, setidaknya ada 4 unsur dasar

dalam perencanaan, yakni (Conyer & Hill, 1984):

1.
2.
3.
4.

merencana berarti memilih

perencanaan sebagai alat untuk mengalokasikan sumberdaya
perencanaan sebagai alat untuk mencapai tujuan
perencanaan adalah untuk masa datang.
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Uraian keempat unsur dasar perencanaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan berarti memilih; artinya, perencanaan merupakan proses
memilih di antara berbagai kegiatan yang diinginkan, karena tidak semua
yang diinginkan itu dapat dilakukan dan dicapai dalam waktu yang
bersamaan. Hal itu menyiratkan pengertian bahwa hubungan antara
perencanaan dan proses pengambilan keputusan sangat erat. Oleh karena
itu, banyak buku mengenai perencanaan membahas pendekatan alternatif
dalam proses pengambilan keputusan, terutama berkaitan dengan faktor-
faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan urutan tindakan di
dalam proses pengambilan keputusan.

2. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya.
Penggunaan istilah sumber daya menunjukkan segala sesuatu yang
dianggap berguna dalam pencapaian suatu tujuan tertentu. Sumber daya
mencakup sumber daya manusia; sumber daya alam (tanah, air, hasil
tambang, dan sebagainya); sumber daya buatan. Perencanaan mencakup
proses pengambilan keputusan tentang bagaimana sumber daya yang
tersedia itu digunakan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kuantitas dan
kualitas sumber daya tersebut sangat berpengaruh dalam proses memilih
di antara berbagai pilihan tindakan yang ada.

3. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan. Konsep
perencanaan sebagai alat pencapaian tujuan muncul berkenaan dengan
sifat dan proses penetapan tujuan. Salah satu masalah yang sering dihadapi
oleh seorang perencana adalah bahwa tujuan-tujuan mereka kurang dapat
dirumuskan secara tepat. Sering kali tujuan-tujuan tersebut didefinisikan
secara kurang tegas, karena kadang kala tujuan-tujuan tersebut ditetapkan
oleh pihak lain.

4. Perencanaan mengacu ke masa depan. Salah satu unsur penting dalam
perencanaan adalah unsur waktu. Tujuan perencanaan dirancang untuk
dicapai pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, perencanaan
berkaitan dengan antisipasi ke masa depan, bukan semata-mata menjawab
persoalan-persoalan masa kini.

Tentu saja pengertian perencanaan di atas bersifat umum yang dapat
diterapkan baik dalam konteks kepentingan privat maupun publik.
Perencanaan wilayah dan kota pada dasarnya berkaitan dengan publik domain.
Oleh sebab itu, pengertian perencanaan yang dimaksud mempunyai
karakteristik (Alexander, 1986):
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bukan aktivitas individual;

bukan berorientasi pada masa Kini;

bukan kegiatan rutin;

bukan trial and error dalam pemecahan masalah;

bukan sekedar membayangkan masa depan yang diinginkan/utopian; dan
tidak terbatas pada pembuatan rencana, tapi terkait dengan tindakan
(pelaksanaan).

o0k wdnpE

Jadi perencanaan pada dasarnya bukan kegiatan individual, tetapi
dilakukan dalam konteks masyarakat (society). Dalam hal ini jelas terdapat
banyak kepentingan yang harus diakomodasi. Perencanaan juga tidak
berorientasi pada masa kini tapi pada masa depan, oleh karena itu perencanaan
tidak sekedar memberikan solusi pada masalah-masalah yang ada sekarang ini.
Perencanaan harus dapat mengantisipasi berbagai masalah yang muncul di
masa yang akan datang dan berupaya untuk memberikan alternatif solusinya.

Perencanaan juga bukanlah kegiatan rutin yang dilakukan sehari-hari,
tetapi hanya periodik sesuai dengan jangka waktu perencanaan: jangka
panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Dalam perencanaan jangka
pendek, perencanaan sekurang-kurangnya dilakukan setahun sekali.
Perencanaan juga bukanlah kegiatan mencoba-coba (trial and error)
pemecahan suatu masalah yang timbul, tapi dilakukan secara sadar dengan
sengaja untuk memberikan solusi terbaik. Perencanaan bukan pula
memimpikan suatu utopia, tapi suatu tujuan yang dapat diwujudkan melalui
strategi implementasi. Akhirnya, perencanaan bukanlah sekedar membuat
rencana, tapi harus terkait dengan tindakan (implementasi) untuk
perwujudannya. Rencana atau blueprint sebagai produk perencanaan
sesungguhnya bukanlah tujuan namun merupakan sarana (means) untuk
mencapai tujuan tertentu di masa yang akan datang.

B. KEBUTUHAN PERENCANAAN

Dalam berbagai hierarki spasial (nasional, regional, dan lokal) atau
lingkup substanstif (ekonomi, sosial, dan fisik) yang berbeda-beda,
perencanaan dewasa ini sudah menjadi kebutuhan untuk dilakukan. Hal ini
sesuai dengan salah satu unsur perencanaan, yakni untuk mencapai tujuan.
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Perencanaan dipandang sebagai alat atau cara untuk mencapai tujuan dengan

lebih baik, karena (Tjokroamidjojo, 1994):

1. Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapat suatu pengarahan
kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditujukan pada
pencapaian tujuan terentu;

2. Dengan perencanaan maka dilakukan suatu perkiraan (forecasting)
terhadap hal-hal yang dalam masa pelaksanaan akan dilalui.

3. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif
tentang cara yang terbaik (the best alternative) atau kesempatan untuk
memilih kombinasi cara yang terbaik (the best combination).

4. Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas, yakni memilih
urut-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun tindakan
yang akan dilaksanakan.

5. Dengan adanya rencana maka akan ada suatu alat pengukur atau standar
untuk melakukan penilaian atau evaluasi.

Dalam konteks keterbatasan sumber daya yang ada pada suatu wilayah
atau kota, perencanaan dibutuhkan karena kebutuhan pembangunan lebih besar
daripada sumber daya yang tersedia. Oleh sebab itu, melalui perencanaan ingin
dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif
(menunjukan rasio dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan
sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada. Sebagai
contoh, misalnya dalam konteks perkembangan wilayah dan kota, terjadi
kecenderungan perkembangan/pertumbuhan yang menimbulkan berbagai
persoalan yang dipicu oleh semakin meningkatnya kebutuhan ruang sejalan
dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas sosial-ekonomi yang
menyertainya. Sementara itu, di sisi lain ruang untuk mengakomodasikan
berbagai kebutuhan tersebut relatif terbatas sehingga dapat menimbulkan
konflik pemanfaatan sumberdaya. Dalam hal ini maka diperlukan adaanya
suatu intervensi baik untuk memengaruhi permintaan/kebutuhan maupun
untuk memengaruhi alokasi ketersediaan ruang untuk memenuhi kebutuhan.
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KARAKTERISTIK PERENCANAAN

Setidak-tidaknya ada 5 karakteristik perencanaan secara umum, yaitu:

Mengarah ke pencapaian tujuan

Dalam hal ini merencana berarti berpikir tentang situasi aktual dengan

cara yang belum pernah ada; dengan cara yang kurang lazim; innovation.

Perencanaan lebih mengandung hal-hal semestinya daripada hal-hal yang

sebagaimana terjadi. Perencanaan juga berarti memobilisasi kehendak

masyarakat: kemana akan menuju (daripada dari mana kita berasal).

Mengarah ke pencapaian tujuan berarti juga mengandung unsur-unsur

motivasi pembaharuan; dinamis, normatif atau kreatif.

Mengarah ke perubahan

Perencanaan pada dasarnya menghasilkan serangkaian tindakan yang

akan dilakukan. Fokus perencanaan adalah pada organisasi/kelompok

yang selalu berubah. Oleh karena itu serangkaian tindakan yang
dipreskripsikannya haruslah dapat mengakomodasikan perubahan
tersebut.

Pernyataan Pilihan

Perencanaan merupakan serangkaian tindakan memilih strategi, kebijakan

atau program yang akan dilaksanakan. Hal yang sangat penting bagi

pembuatan keputusan yang menyangkut kepentingan umum adalah:

a. mempertimbangkan kelangkaan sumberdaya, sehingga yang menjadi
pilihan adalah manfaat yang terbesar dengan biaya tertentu atau
manfaat tertentu dengan biaya terkecil.

b. dalam sektor publik terdapat banyak tujuan atau sasaran, sehingga
perlu pula dipertimbangkan aspek-aspek : kelayakan ekonomis,
kelayakan teknologis, dan kelayakan lingkungan.

c. memungkinkan lahirnya inovasi.

Rasionalitas

Rasionalitas menjadi pola pikir penting dalam perencanaan. Secara

sederhana dalam pengertian rasionalitas ini tercakup kriteria:

a. Efisiensi: usaha tekecil

b. Optimasi: tidak mementingkan salah satu (maksimasi sasaran atau
optimasi semua sasaran)

c. Sintetis, yang bersifat integrasi (saling melengkapi antar sasaran) atau
holistik (bersifat menyeluruh, tidak sebagian-sebagian).
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5. Tindakan kolektif sebagai dasar
Apabila dalam sektor privat yang terjadi adalah kepentingan tunggal atau
kepentingan banyak, dalam perencanan publik terdapat banyak atau semua
pihak, sehingga menuntut keterbukaan untuk membangkitkan partisipasi,
sulit ditutup dari interaksi dengan sektor lain, serta sangat dibutuhkan
kebersamaan.

;\E{; LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi Kegiatan
Belajar 1 di atas, kerjakanlah latihan berikut!

1) Berdasarkan definisi-definisi perencanaan, sebutkan unsur atau elemen
dari perencanaan.

2) Dalam domain perencanaan publik, apa saja karakteristik perencanaan?
Jelaskan secara singkat.

3) Mengapa dibutuhkan perencanaan?

Petunjuk Jawaban Latihan

1) Elemen perencanaan yang utama adalah: (1) memilih; (2) alokasi
sumberdaya; (3) pencapaian tujuan; dan (4) masa depan.

2) Dalam domain publik, perencanaan mempunyai karakteristik: mengarah
ke pencapaian tujuan, mengarah ke perubahan, merupakan pernyataan
pilihan, mengacu pada rasionalitas, dan tindakan kolektif sebagai dasar.

3) Perencanaan dibutuhkan karena adanya keterbatasan sumber daya;
sementara kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber daya
yang tersedia tersebut. Oleh sebab itu, dengan perencanaan ingin
dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif
(menunjukan rasio dapat memberi hasil yang optimal dalam
memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi
yang ada.
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E:'—;Q RANGKUMA N

Pembahasan tentang Perencanaan Wilayah Perkotaan perlu terlebih
dahulu dimulai dengan tinjauan terhadap pengertian dasar, konsep atau
terminologi yang menjadi unsur-unsur yang membentuknya. Pengertian
dasar tersebut mencakup wilayah, kota dan perkotaan, serta perencanaan.
Selain itu, perlu dibahas pula pengertian yang berkaitan seperti daerah dan
kawasan. Pemahaman terhadap pengertian-pengertian dasar tersebut
diperlukan sebagai pengantar kepada Perencanaan Wilayah dan Kota, baik
sebagai disiplin ilmu maupun sebagai salah praktek dalam perencanaan
pembangunan di Indonesia.

Pengertian perencanaan secara umum adalah proses kontinyu, yang
menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan mengenai bagaimana
memanfaatkan sumberdaya yang ada semaksimal mungkin guna
mencapai tujuan-tujuan tertentu di masa depan; atau suatu proses untuk
menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan,
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Ditinjau dari unsurnnya, terdapat 4 unsur dasar dalam perencanaan,
yakni: merencana berarti memilih, alokasi sumberdaya, tujuan, dan masa
datang. Dalam domain publik, perencanaan mempunyai Kkarakteristik:
mengarah ke pencapaian tujuan, mengarah ke perubahan, merupakan
pernyataan pilihan, mengacu pada rasionalitas, dan tindakan kolektif
sebagai dasar.

% TES FORMATIF 1

Petunjuk: Untuk soal nomor 1 — 4, pilihlah salah satu jawaban yang
paling tepat!

1) Berikut ini adalah pernyataan dalam kaitannya dengan definisi
perencanaan, kecuali ....
A. Banyak sekali definisi perencanaan.
B. Merupakan sebuah proses yang menerus.
C. Harus diputuskan sendiri oleh masyarakat banyak.
D. Untuk kepentingan masa yang akan datang.
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2) Berikut ini adalah pernyataan yang termasuk dalam unsur dasar
perencanaan, kecuali ....

A
B.
C.
D.

Pengalokasian sumber daya alam.

Untuk kepentingan masa kini

Untuk mencapai tujuan.

Ada beberapa alternatif yang harus dipilih.

3) Perencanaan dapat dipandang sebagai alat atau cara untuk mencapai
tujuan dengan lebih baik, karena fungsinya sebagai berikut, kecuali....

A

Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapat suatu pengarahan
kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditujukan
pada pencapaian tujuan tertentu;

Dengan perencanaan maka dilakukan suatu perkiraan (forecasting)
terhadap hal-hal yang dalam masa pelaksanaan akan dilalui.

Dengan adanya perencanaan semua Yyang diinginkan dapat
diwujudkan karena ketersediaan sumberdaya tidak terbatas

Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas, yakni
memilih urut-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran
maupun tindakan yang kan dilaksanakan.

4) Karakteristik perencanaan sekurangnya adalah sebagai berikut,

kecuali....

A. Mengarah ke perubahan karena perencanaan berkaitan dengan
serangkaian tindakan yang dipreskripsikan haruslah dapat
mengakomodasikan perubahan

B. Mengarah ke pencapaian tujuan yang berarti juga mengandung unsur-
unsur motivasi pembaharuan; dinamis, normatif atau kreatif

C. Tindakan individual sebagai dasar karena perencanaan mencakup
juga kepentingan individu-individu dalam masyarakat

D. Berisi tentang pernyataan tentang serangkaian tindakan memilih

strategi, kebijakan atau program yang akan dilaksanakan

Petunjuk: Untuk soal 5 — 7, pilihlah:

A

B.

C.

Jika pernyataan benar, alasan benar dan keduanya menunjukkan
hubungan sebab-akibat

Jika pernyataan benar, alasan bebar tetapi keduanya tidak
menunjukkan hubungan sebab-akibat

Jika salah satu dari pernyataan tersebut salah

Jika kedua pernyataan salah.
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Perencanaan adalah proses kontinyu, yang menyangkut pengambilan
keputusan atau pilihan mengenai bagaimana memanfaatkan sumberdaya
yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu di
masa depan

SEBAB

Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas, yakni memilih
urut-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun tindakan
yang akan dilaksanakan.

Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya.
SEBAB
Sumberdaya yang tersedia jumlahnya tak terbatas

Dalam konteks perencanaan wilayah dan kota, perenceanaan lebih
bersifat individual

SEBAB
Perencanaan dilakukan dalam konteks masyarakat, dimana terdapat
banyak kepentingan yang harus diakomodasi.

Petunjuk: Untuk soal 8-10, pilihlah:

8)

9)

A. lJika (1) dan (2) benar
B. Jika (1) dan (3) benar
C. Jika (2) dan (3) benar
D. Jika semua benar

Dalam konteks perencanaan publik, pengertian perencanaan mempunyai

cir-ciri:

1. Bukan aktivitas individual; bukan berorientasi pada masa kini

2. Bukan kegiatan non-rutin; seringkali trial and error dalam
pemecahan masalah

3. Bukan sekedar membayangkan masa depan yang diinginkan/utopian;
dan tidak terbatas pada pembuatan rencana, tapi terkait dengan
tindakan pelakasanaan

Karakteristik perencanaan adalah sebagai berikut:
1. Mengarah ke pencapaian tujuan

2. Mengarah ke perubahan

3. Tindakan individual sebagai dasar.
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10) Dalam konteks perencanaan, digunakan nomenklatur yang terkait dengan
pencapaiannya di masa yang akan datang:
1. Visi adalah sebagai suatu kondisi ideal/normatif yang ingin di capai
di masa datang dan Misi adalah sebagai cara normatif untuk mencapai
visi.
Tujuan, yaitu hal-hal yang ingin dicapai secara umum..
3. Sasaran adalah bentuk operasional dari tujuan, biasanya lebih terukur,
disertai target pencapaiannya.

o

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang
terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian,
gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap
materi Kegiatan Belajar 1.

. Jumlah Jawaban yang Benar
Tingkat penguasaan = x 100%

Jumlah Soal

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat
meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. Bagus! Jika masih di bawah 80%,
Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang
belum dikuasai.
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KEGIATAN BELAJAR 2

Lingkup Perencanaan Wilayah dan Kota

E erencanaan wilayah dan kota (regional and city planning) pada
asarnya adalah perencanaan yang ruang lingkupnya dilakukan berdasarkan
skala spasial dimana aktivitas perencanaan tersebut dilakukan. Sesuai
dengan lingkupnya ini, maka secara spesifik dapat dibedakan lingkup
perencanaan wilayah dan perencanaan kota. Sebelumnya, akan diuraikan
terlebih dahulu lingkup perencanaan secara umum.

A. LINGKUP PERENCANAAN

Aktivitas perencanaan pada dasarnya dilakukan dalam berbagai lingkup
baik secara substansial maupun spasial/teritorial. Menurut Conyer dan Hill
(1984), jenis atau klasifikasi aktivitas perencanaan dapat dibedakan
berdasarkan kriteria:

1. Sifat tujuan perencanaan,

2. Lingkup aktivitas perencanaan yang tercakup,
3. Hirarki/tingkat spasial,

4. Hirarki operasional.

Klasifikasi berdasarkan sifat dari planning goals-nya disebut juga sebagai
goal-oriented. Perencanaan yang berorientasi pada tujuan ini dapat dilakukan
untuk Kklasifikasi yang lebih rinci lagi, dengan bertumpu pada identifikasi
tujuan-tujuan yang lebih spesifik. Misalnya saja perencanaan publik vs
perencanaan privat atau korporat.

Berdasarkan lingkup substansinya, perencanaan diklasifikasikan menurut
objek utama yang menjadi fokus perencanaan secara sektoral, misalnya
perencanaan ekonomi, perencanaan sosial, perencanaan sumberdaya alam dan
lingkungan, perencanaan fisik/spasial. Klasifikasi lain dilakukan berdasarkan
sektornya, misalnya perencanaan pertanian, perencanaan industri, dan
perencanaan transportasi.

Klasifikasi perencanaan yang lain adalah berdasarkan hirarki atau skala
spasial dimana aktivitas perencanaan tersebut dilakukan. Misalnya
perencanaan pembangunan nasional, perencanaan regional/wilayah, dan
perencanaan lokal (kabupaten/kota). Klasifikasi ini dapat juga dilakukan
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dalam perencanaan fisik/spasial, seperti yang berlaku di Indonesia yaitu

perencanaan tata ruang: wilayah nasional, wilayah propinsi, dan wilayah

kabupaten/kota; yang menghasilkan produk rencana tata ruang secara hirarkis:

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, RTRW Propinsi, dan RTRW

Kabupaten/Kota.

Klasifikasi perencanaan berdasarkan tingkat operasionalisasinya misalnya
dalam bentuk perencanaan program atau proyek secara sektoral, atau
perencanaan wilayah terpadu yang bersifat lintas sektoral pada suatu kawasan
tertentu. Klasifikasi perencanaan berdasarkan tingkat operasionalisasnya ini
misalnya adalah (Smith, 1993):

1. Normative Planning: Perencanaan yang lebih menyangkut perumusan
kebijakan, memberikan pertimbangan tentang nilai-nilai dasar bagi suatu
keputusan; definisi sesuatu yang diinginkan secara ideal; keputusan yang
ditetapkan adalah apa yang harus dilakukan.

2. Strategic Planning: Perencanaan yang lebih menyangkut program
pembangunan; analisis dan evaluasi terhadap tujuan dan sasaran alternatif;
seleksi dan disain cara untuk mencapat tujuan yang diinginkan; keputusan
yang ditetapkan adalah apa yang dapat dilakukan.

3. Operational Planning: lebih menyangkut implementasi proyek; tindakan-
tindakan purposif atau intervensi untuk mempengaruhi perubahan;
keputusan yang ditetapkan adalah apa yang akan dilakukan

B. LINGKUP PERENCANAAN WILAYAH

Perencanaan Wilayah atau perencanaan pengembangan wilayah (regional
planning, regional development planning) pada dasarnya merupakan kegiatan
sistematis dalam mewujudkan suatu wilayah yang lebih baik dengan
memanfaatkan segenap potensi sumberdaya dan keterbatasan yang ada.

Perencanaan pengembangan wilayah adalah perencanaan pengembangan
yang diberlakukan pada suatu wilayah. Perencanaan wilayah berkaitan dengan
“dimana” suatu pengembangan akan dilakukan. Jadi, dalam merencanakan
pembangunan, tidak cukup hanya menentukan “apa” yang akan dibangun,
akan tetapi juga “dimana” pembangunan tersebut akan dilakukan.

Masalah dimana pengembangan ini akan dilakukan menjadi penting,
karena suatu wilayah tidak bersifat homogen. Tingkat pengembangan
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wilayah yang satu, berbeda dengan pengembangan wilayah lainnya, baik dari
perkembangan ekonomi, penduduk, maupun fisiknya. Karena karakteristik
wilayah yang berbeda inilah maka apabila suatu intervensi pembangunan
dilakukan di suatu wilayah tertentu, efeknya akan berbeda dengan apabila
dilakukan di wilayah lainnya.

Dalam konteks ini tujuan perencanaan wilayah antara lain adalah:
1. Terciptanya keserasian antara penduduk, kegiatan, dan ruang
2. Mengurangi kesenjangan antar wilayah
3. Memeratakan pembangunan di setiap wilayah

Tentu saja perencanaan wilayah dibutuhkan untuk memacu pertumbuhan
suatu wilayah, baik dari segi ekonomi, sosial maupun fisik. Dalam konteks ini
wilayah atau region adalah ruang/permukaan bumi yang pengertian, batasan
dan perwatakannya didasarkan pada ciri-ciri geografis atau suatu unit geografis
yang berada pada skala sub-nasional. Oleh sebab itu perencanaan wilayah
dapat dilakukan dalam skala spasial yang disesuaikan dengan batas
administrasi  (Daerah) Kabupaten/Kota dan Provinsi, atau secara
fungsional/ekoregion  misalnya:  Daerah  Aliran  Sungai  (DAS),
pulau/kepulauan.

Bahasan lebih rinci mengenai konsep, isu dan masalah pengembangan
wilayah akan diberikan pada Modul 2.

C. LINGKUP PERENCANAAN KOTA

Ditinjau dari pemahaman perencanaan secara umum, perencanaan kota
(city planning) atau perencanaan perkotaan (urban planning) merupakan salah
satu jenis aktivitas perencanaan yang mempunyai hierarki atau skala spasial
kota/perkotaan. Urban planning mengacu pada proses perwujudan alternatif
masa depan pada suatu kawasan perkotaan, pernyataan tujuan dan sasaran,
serta formulasi strategi-strategi implementasi untuk mencapai masa depan
alternatif tersebut (Caves, 2005). Perencanaan kota (perkotaan) dimaksudkan
agar pembangunan kota dilakukan sesuai dengan potensi yang dimilikinya,
sekaligus memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang timbul sejalan
dengan dinamika perkembangan perkotaanya yang pesat.

Terminologi yang sering digunakan untuk menjelaskan aktivitas perencanaan
kota/perkotaan sangatlah beragam: perencanaan tata ruang (spatial planning),
perencanaan tata guna lahan (land use planning), perencanaan fisik (physical
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planning). Namun intinya adalah menyangkut ruang, sesuatu ada dimana,
secara statis atau dinamis, melindungi kawasan dan tapak tertentu, keterkaitan
antara aktivitas-aktivitas yang berbeda dan jaringan dalam suatu kawasan;
serta interseksi dan simpul secara nyata yang secara fisik berlokasi bersama-
sama dalam suatu kawasan (UN-Habitat, 2009).

Terminologi urban planning kadang-kadang digunakan secara terbatas
hanya mengacu pada perencanaan tata guna lahan (land use planning), yakni
perencanaan fisik yang penekanannya pada penggunaan apa yang akan
dilakukan dalam suatu kawasan perkotaan. Sesungguhnya, perencanaan
perkotaan menyangkut perencanaan lingkungan binaan (built environment),
lebih dari sekedar tatanan fisik yang merupakan bagian dari lingkungan binaan
tersebut. Ditinjau dari lingkupnya, secara rinci perencanaan perkotaan
mencakup antara lain perencanaan tata guna lahan, transportasi, sarana-
prasarana, pengembangan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Selain perencanaan kota, dikenal pula terminologi manajemen
kota/perkotaan (urban management), yang dalam keseharian seringkali kedua
terminologi tersebut membingungkan perbedaannya karena seringkali
dipertukarkan. Perbedaan antara keduanya adalah: perencanaan kota lebih
memperhatikan pada penyiapan dan antisipasi kondisi kota pada masa yang
akan datang, dengan titik berat pada aspek spasial dan tata guna lahan.
Manajemen kota lebih memperhatikan kegiatan yang akan segera dilakukan
dengan titik berat pada aspek intervensi dan pelayanan publik yang akan
berimplikasi pada kondisi kota secara keseluruhan (Devas dan Rakodi, 1993).
Lingkup perencanaan perkotaan pada masa perkembangannya
berorientasi pada aspek fisik dan spasial, seperti dikemukakan oleh Keeble
(dalam Devas dan Rakodi, 1993) bahwa perencanaan kota adalah the art and
science of ordering the use of character and sitting of building and
communication routes so as to secure and maximise the practicable degree of
economy, conveince and beauty.

Jika ditelusuri secara historis, aktivitas perencanaan kota pada mulanya
dikaitkan dengan pekerjaan yang menghasilkan produk fisik-spasial yang
bersifat statis. Pada perkembangannya perencanaan dikaitkan untuk
merumuskan cita-cita dalam arti yang lebih luas untuk mencapai cita-cita yang
lebih baik, termasuk melakukan upaya yang didasari peramalan/ekspektasi
sehingga merupakan proyeksi masa depan untuk mencapai tujuan yang lebih
baik dengan memperbesar dan mengurangi skala pelaksanaan.
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Perencanaan kota (city/urban planning), pada masa lalu lebih diarahkan
pada perencanaan fisik dan estetika, tetapi pada masa kini lebih kompleks yang
mengarah pada tujuan pembangunan perkotaan secara sosial-ekonomi. Sering
disebutkan bahwa perencanaan kota pada dasarnya adalah kegiatan
penyusunan rencana kota, yang dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan
kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan masyarakat kota dalam
mencapai kesejahteraan. Secara lebih rinci tujuan perencanaan kota antara lain
adalah:

1. Penyediaan fasilitas umum yang memadai;

2. Penyediaan utilitas;

3. Penyediaan perumahan (lokasi, distribusi, estetika); serta
4. Pengembangan sistem transportasi kota.

Penekanan perencanaan kota/perkotaan pada wawasan fisik ini masih
berlangsung sampai saat ini di negara-negara berkembang, seperti halnya di
Indonesia. Meskipun demikian, sesungguhnya sejak tahun 1970-an sudah
berkembang berbagai pemikiran dengan wawasan yang lebih luas. Misalnya
saja, pemahaman tentang perencanaan kota/perkotaan sebagai (Devas &
Rakodi, 1993 ):

1. Proses menentukan tindakan yang tepat guna di masa depan melalui
serangkaian pilihan-pilihan (Davidoff dan Reiner);

2. Aplikasi metoda ilmiah pada penentuan kebijakan perkotaan (Faludi);

3. Perancangan, pertumbuhan dan pengelolaan lingkungan fisik, sejalan
dengan kebijakan yang telah ditentukan dan disepakati, untuk mencapai
sasaran sosial ekonomi yang seimbang (Franklin);

4. Mekanisme untuk menciptakan lingkungan kehidupan yang didambakan
semua orang, dan mengatur agar public goods dapat dinikmati semua
orang (Taylor & Williams).

Secara esensial, faktor yang berpengaruh dalam perencanaan Kota:
landasan falsafah dan ideologi, motivasi dan tujuan yang merupakan dasar
kebijaksanaan, sumber daya alam, manusia, modal, dan informasi; teknologi
dan ilmu pengetahuan, personil terampil, ruang dan waktu. Selain itu, dalam
proses perencanaan perlu dipertimbangkan bahwa suatu rencana haruslah
logis, masuk akal, dapat dimengerti; luwes (fleksibel) dan mampu mengikuti
arus/perkembangan; objektif dalam arti menyangkut kepentingan umum
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maupun tertentu; memperhatikan kendala dan limitasi baik fisik maupun
sosial; merupakan proses yang terus menerus.

Produk dari proses perencanaan adalah rencana. Dengan pengertian ini
maka suatu jenis produk rencana dipandang sebagai kumpulan
substansi/materi/isi rencana. Dalam konteks perencanaan wilayah dan kota di
Indonesia, berbagai jenis/macam rencana ini pada dasarnya mengacu pada
prosedur yang berlaku. Hal ini akan diuraikan lebih lanjut pada Modul
tersendiri mengenai Proses Perencanaan Wilayah dan Kota.

&E LATIHAN

—_— =
—_—
p—

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas,
kerjakanlah latihan berikut!

1) Bagaimana klasifikasi perencanaan dapat dilakukan?

2) Apa perbedaan perencanaan kota/perkotaan dengan manajemen
perkotaan?

3) Mengapa aspek ‘dimana’ menjadi sangat penting dalam perencanaan
wilayah?

Petunjuk Jawaban Latihan

1) Kilasifikasi aktivitas perencanaan dapat dibedakan berdasarkan sifat tujuan
perencanaan, lingkup aktivitas perencanaan yang tercakup, hirarki/skala
spasial, serta hirarki operasionalisasinya

2) Perbedaan antara Kkeduanya adalah: perencanaan kota lebih
memperhatikan pada penyiapan dan antisipasi kondisi kota pada masa
yang akan datang, dengan titik berat pada aspek spasial dan tata guna
lahan. Manajemen kota lebih memperhatikan kegiatan yang akan segera
dilakukan dengan titik berat pada aspek intervensi dan pelayanan publik.

3) Masalah ”dimana” pengembangan ini akan dilakukan menjadi penting,
karena suatu wilayah tidak bersifat homogen. Tingkat pengembangan
wilayah yang satu, berbeda dengan pengembangan wilayah lainnya, baik
dari perkembangan ekonomi, penduduk, maupun fisiknya sehingga
memerlukan intervensi (perencanaan) yang berbeda pula.
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E:'—;Q RANGKUMA N

Aktivitas perencanaan pada dasarnya dilakukan dalam berbagai
lingkup baik secara substansial maupun spasial/teritorial. Klasifikasi
aktivitas perencanaan dapat dibedakan berdasarkan sifat tujuan
perencanaan, lingkup aktivitas perencanaan yang tercakup, hirarki/skala
spasial, serta hirarki operasionalisasinya.

Dalam konteks hirarki/skala spasial, dikenal perencanaan wilayah
dan kota. Perencanaan Wilayah secara umum dapat didefinisikan sebagai
kegiatan sistematis dalam mewujudkan suatu wilayah yang lebih baik
dengan memanfaatkan segenap potensi sumberdaya dan keterbatasan
yang ada. Perencanaan kota/perkotaan merupakan proses perwujudan
alternatif masa depan pada suatu kawasan perkotaan, pernyataan tujuan
dan sasaran, serta formulasi strategi-strategi implementasi untuk
mencapai masa depan alternatif tersebut. Meskipun seringkali digunakan
secara terbatas pada perencanaan tata guna lahan, sesungguhnya
perencanaan perkotaan menyangkut perencanaan lingkungan binaan (built
environment), sehingga mencakup perencanaan tata guna lahan,
transportasi, sarana-prasarana, pengembangan ekonomi, sosial, dan
lingkungan.

@ TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

Petunjuk : Untuk soal 1 — 2, pilihlah:

A. lJika pernyataan benar, alasan benar dan keduanya menunjukkan
hubungan sebab-akibat

B. Jika pernyataan benar, alasan bebar tetapi keduanya tidak
menunjukkan hubungan sebab-akibat

C. Jika salah satu dari pernyataan tersebutsalah

D. lika kedua pernyataan salah.

1) Berdasarkan lingkup substansinya, perencanaan diklasifikasikan menurut
objek utama yang menjadi fokus perencanaan secara sektoral, misalnya:
perencanaan ekonomi, perencanaan sosial, perencanaan sumberdaya alam
dan lingkungan, perencanaan fisik/spasial.

sebab



- PWKL4201/MODUL 1 1.21

2)

Perencanaan merupakan serangkaian tindakan melaksanakan strategi,
kebijakan atau program yang ttelah ditetapkan.

Penekanan perencanaan kota/perkotaan pada wawasan fisik sudah sejak
lama ditinggalkan di negara-negara berkembang, seperti halnya di
Indonesia.

sebab

Sejak tahun 1970-an sudah berkembang berbagai pemikiran dengan
wawasan yang lebih luas, antara lain perencanaan kota diartikan sebagai
pengelolaan lingkungan fisik sejalan dengan kebijakan yang telah
ditentukan dan disepakati, untuk mencapai sasaran-sasaran yang semata-
mata bersifat fisik.

Petunjuk: Untuk soal 3 — 5, pilihlah:

3)

4)

A. lJika (1) dan (2) benar
B. Jika (1) dan (3) benar
C. Jika (2) dan (3) benar
D. Jika semuanya benar

Hal-hal yang tepat berkaitan dengan perencanaan perkotaan dan

manajemen perkotaan adalah:

1. Perencanaan kota lebih memperhatikan pada penyiapan dan antisipasi
kondisi kota pada masa yang akan datang, dengan titik berat pada
aspek spasial dan tata guna lahan.

2. Manajemen kota lebih memperhatikan kegiatan yang akan segera
dilakukan dengan titik berat pada aspek intervensi dan pelayanan
publik yang akan berimplikasi pada kondisi kota secara keseluruhan.

3. Perencanaan perkotaan dan manajemen perkotaan sama saja, karena
sulit dibedakan.

Klasifikasi perencanaan berdasarkan tingkat operasionalisasinya

dilakukan dalam bentuk perencanaan kebijakan, program, dan proyek:

1. Normative Planning lebih menyangkut perumusan kebijakan,
memberikan pertimbangan tentag nilai-nilai dasar bagi suatu
keputusan; definisi sesuatu yang diinginkan secara ideal; keputusan
yang ditetapkan adalah apa yang harus dilakukan.

2. Strategic Planning lebih menyangkut strategi pembangunan; anali-
sis dan evaluasi terhadap tujuan dan sasaran alternatif; seleksi dan
disain cara untuk mencapat tujuan yang diinginkan; keputusan yang
ditetapkan adalah apa yang dapat dilakukan.
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3. Operational Planning lebih menyangkut implementasi proyek;
tindakan-tindakan purposif atau intervensi untuk mempengaruhi
perubahan; keputusan yang ditetapkan adalah apa yang akan dilaku-
kan.

5) Dalam proses perencanaan perlu dipertimbangkan bahwa suatu rencana
haruslah ....
1. Logis, masuk akal, dapat dimengerti;
2. Luwes dan mampu mengikuti dinamika perkembangan;
3. Memperhatikan kendala dan limitasi baik fisik maupun sosial.

Petunjuk: Untuk soal nomor 6 — 10, pilihlah salah satu jawaban yang paling
tepat!

6) Perencanaan pengembangan wilayah adalah perencanaan pengembangan
yang diberlakukan pada suatu wilayah. Perencanaan wilayah berkaitan
terutama dengan aspek:

A. Apa yang akan dikembangkan

B. Dimana suatu pengembangan akan dilakukan.
C. Siapa yang mengembangkan

D. Berapa biaya dibutuhkan

7) Apabila suatu intervensi pembangunan dilakukan di suatu wilayah
tertentu, efeknya akan berbeda dengan apabila dilakukan di wilayah
lainnya. Hal ini karena wilayah bersifat....

A. Homogen

B. Heterogen
C. Unik

D. Universal

8) Tujuan perencanaan wilayah adalah sebagai berikut, kecuali ....
A. Menghilangkan kesenjangan antar wilayah
B. Terciptanya keserasian antara penduduk, kegiatan dan ruang
C. Memeratakan pembangunan di setiap wilayah
D. Mengurangi kesenjangan antar wilayah

9) Perencanaan kota/perkotaan pada dasarnya mengacu pada suatu proses
yang meliputi hal-hal sebagai berikut kecuali ....
A. Proses perwujudan alternatif masa depan pada suatu kawasan
perkotaan,
B. Pernyataan tujuan dan sasaran pengembangan kawasan perkotaan
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C. Menyelesaian persoalan perkotaan masa kini dan masa lalu
D. Formulasi strategi implementasi untuk mencapai masa depan
alternatif.

10) Perencanaan yang bersifat normatif (normative planning) adalah
perencanaan yang lebih menyangkut aspek/hal sebagai berikut kecuali.. ..
A. Perumusan kebijakan
B. Pertimbangan tentang nilai-nilai dasar bagi suatu keputusan;
C. Definisi sesuatu yang diinginkan secara ideal
D. Keputusan yang ditetapkan adalah apa yang dapat dilakukan.

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang
terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian,
gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap
materi Kegiatan Belajar 2.

. Jumlah Jawaban yang Benar
Tingkat penguasaan = x 100%

Jumlah Soal

Aurti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat
meneruskan dengan modul selanjutnya Bagus! Jika masih di bawah 80%,
Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang
belum dikuasai.
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Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1 Tes Formatif 2
1) C 1) C
2) B 2) C
3) C 3) A
4) C 4) D
5 B 5 D
6) C 6) A
7 C 7) B
8 B 8) A
9 A 9) C
10) D 10) D
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Glosarium

Perencanaan . proses untuk menentukan tindakan masa depan
yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia

Unsur perencanaan  : memilih; alokasi sumberdaya; mencapai tujuan;
dan masa datang.

Karakteristik : mengarah ke pencapaian tujuan; mengarah ke

perencanaan perubahan; pernyataan pilihan; rasionalitas; dan
tindakan kolektif sebagai dasar.

Perencanaan . kegiatan sistematis dalam mewujudkan suatu

wilayah wilayah yang lebih baik dengan memanfaatkan
segenap potensi sumberdaya dan keterbatasan
yang ada.

Perencanaan kota . penyiapan dan antisipasi kondisi kota pada masa

yang akan datang, dengan titik berat pada aspek
spasial dan tata guna lahan, yang dimaksudkan
untuk  mewujudkan peningkatan  kualitas
lingkungan  kehidupan dan  penghidupan
masyarakat kota dalam mencapai kesejahteraan.
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MobuL 2

Tinjauan Konsep, Isu, dan Masalah
Pengembangan Wilayah

\—— PENDAHULUA N

U ntuk dapat merencanakan suatu wilayah dengan baik, yang pertama kali
harus diketahui adalah suatu pengenalan mengenai sesuatu itu
yang disebut wilayah, bagaimana menentukan deliniasi wilayah, serta
klasifikasi dari wilayah, atau dengan kata lain, hal yang disebut sebagai konsep
wilayah. Setelah konsep wilayah dikenali dengan baik maka selanjutnya yang
harus dikenali adalah faktor-faktor pembentuk wilayah, atau dapat disebut
sebagai unsur wilayah. Berikut yang harus dikenali adalah permasalahan-
permasalahan yang terdapat dalam pengembangan serta perencanaan
pengembangan wilayah.

Modul 2 ini terdiri atas tiga Kegiatan Belajar. Kegiatan Belajar 1
mencakup pengertian wilayah, yaitu suatu pengertian yang disebut sebagai
wilayah. Pengertian mengenai sesuatu yang disebut wilayah ini penting, karena
istilah wilayah banyak dipakai dari sudut pandang yang berbeda. Dalam
Kegiatan Belajar ini, diberikan pengertian wilayah dari sudut pandang ilmu
perencanaan wilayah, yaitu wilayah sebagai bagian dari negara. Wilayahpun
terdiri atas beberapa tipe wilayah. Dengan demikian, disini diberikan
klasifikasi wilayah serta cara mendeliniasi wilayah tersebut. Tujuan perencaaan
wilayah, juga tercakup dalam Kegiatan Belajar 1 ini.

Kegiatan Belajar 2 membahas unsur-unsur pembentuk wilayah. Unsur-
unsur pembentuk wilayah ini dapat dilihat dua sudut pandang. Pertama, dari
sumber-sumber daya yang membentuk wilayah, yaitu sumber daya alam,
sumber daya manusia serta sumber daya buatan. Kekayaan serta tingkat
pendayagunaan sumber-sumber tersebut menentukan tingkat pertumbuhan
wilayah. Kedua, dari unsur-unsur pembentuk ruang, yaitu dari struktur ruang
serta pola ruang. Unsur-unsur pembentuk ruang ini, akan dapat menentukan
kinerja dari pemanfaatan sumber daya yang dimiliki wilayah tersebut.
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Kegiatan Belajar 3 membahas isu atau permasalahan yang terdapat dalam
perencanaan wilayah terutama perencanaan wilayah di negara berkembang. Isu
utama yang merupakan isu klasik dalam perencanaan wilayah adalah masalah
kesenjangan. Kesenjangan wilayah ini hampir selalu didapat di negara-negara
berkembang. Memang, wilayah tidak dapat berkembang secara sama rata akan
tetapi kesenjangan yang terlalu besar, akan membawa banyak masalah.
Pengembangan wilayah dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan atau
menaikkan kesejahteraan penduduk, merupakan isu yang juga selalu menarik.
Selain itu, dibahas isu lainnya yang juga hampir selalu terdapat di negara
berkembang, yaitu interaksi desa-kota, pengelolaan SDA dan lingkungan, serta
pendekatan sistem dalam pengembangan wilayah.
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KEGIATAN BELAJAR 1

Pengertian Wilayah

A. APAITU WILAYAH? APA ITU PERENCANAAN WILAYAH?

Untuk dapat memahami perencanaan wilayah maka harus dipahami dulu,
sesuatu yang disebut perencanaan, serta sesuatu yang disebut wilayah.
Perencanaan wilayah adalah perencanaan yang diterapkan pada suatu wilayah.
Perencanaan secara bahasa sehari-hari adalah semua pemikiran untuk
melaksanakan tindakan yang tepat untuk mencapai maksud tertentu. Jadi,
perencanaan adalah pemilihan tindakan untuk masa depan yang sesuai dengan
keinginan kita. Secara lebih lengkap, perencanaan dalam istilah Perencanaan
Wilayah dan Kota (PWK) didefinisikan oleh Friedman sebagai:

Perencanaan adalah suatu cara berpikir mengenai masalah sosial dan
ekonomi. Perencanaan berorientasi ke masa depan, sangat memikirkan
hubungan antara tujuan dengan keputusan bersama dan mengusahakan
kekomprehensifan di dalam kebijakan dan program (Friedman, 1965:3).

Sebagaimana telah dikatakan dalam Istilah Teknis, wilayah adalah ruang.
Wilayah ini spesifik karena ruangnya adalah ruang supra urban. Dimaksudkan
dengan supra urban adalah semua ruang yang lebih luas dari kota (Friedman,
1964), artinya meliputi kota serta semua ruang di luar kota. Sudah pasti ruang
ini akan luas sekali, sampai tak terbatas. Hal ini sudah pasti tidak mungkin.
Oleh sebab itu, harus ada batasnya. Dalam penentuan batas terluas dari kota
maka diingat hal yang dinyatakan Richardson bahwa wilayah diperlukan
sebagai disagregasi dari rencana nasional menjadi perencanaan antarwilayah
(Richardson, 1976) maka dapat disimpulkan bahwa batas terluar dari wilayah
adalah negara. Jadi, wilayah meliputi hamparan ruang yang berada di luar kota
sampai dengan batas negara. Wilayah ini berupa wilayah perdesaan (rural
area) atau wilayah luar kota seperti kawasan pertanian, kawasan perkebunan,
kawasan kehutanan, kawasan pertambangan, dan kawasan luar kota lainnya.
Seringkali di dalam hamparan ini terdapat sebaran kota dalam berbagai ukuran
dan fungsi yang semuanya dihubungkan dengan jaringan jalan. Di wilayah ini
juga sering terdapat jaringan prasarana yang lainnya seperti irigasi, jaringan
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telekomunikasi, listrik, dan jaringan kereta api. Itu semua tercakup ke dalam
semua yang disebut wilayah.

Jadi, wilayah adalah bagain dari negara atau dapat dikatakan juga, negara
terbagi di dalam wilayah-wilayah. Apakah negara terbagi habis dalam
wilayah-wilayah, maka jawabannya adalah ya, apabila pembagiannya adalah
pembagian secara administratif. Akan tetapi, seperti dikatakan Richardson
juga (1978):

“Wilayah adalah ruang di dalam susunan ekonomi nasional yang
strukturnya cukup comprehensif sehingga dapat berfungsi secara
independent, walau dalam praktik mempunyai kaitan yang erat dengan
ekonomi nasional” (Richardson,1978).

Dengan melihat pernyataan Richardson seperti itu, dimana wilayah
kesatuannya lebih ditentukan kesatuan ekonomi maka belum tentu negara akan
habis terbagi dalam wilayah-wilayah. Mungkin saja terdapat wilayah yang
masih terbelakang sehingga tidak terintegrasi dengan kesatuan ekonomi
manapun.

Jadi, terlihat bahwa wilayah dapat mempunyai banyak makna, tergantung
maksud pada waktu mendefinisikan kesatuan ruang. Kesatuan ruang yang lain,
diantaranya adalah yang disebut sebagai zona.

Zona adalah ruang yang mempunyai karakteristik yang berbeda dari ruang
sekelilingnya. Misalnya zona industri, yaitu ruang yang sebagian besar
penggunaan lahannya untuk bangunan industri atau penunjangnya. Hal ini
berbeda dengan ruang sekitarnya (Richardson, 1978).

Kawasan adalah ruang yang ditentukan berdasarkan batas fungsional.
Misalnya kawasan industri, kawasan perdagangan, dan kawasan perumahan,
yang mempunyai fungsi masing-masing. Kawasan industri berfungsi sebagai
ruang aktifitas industri berada. Kawasan perumahan berfungsi sebagai ruang
tempat perumahan berada (Richadson, 1978).

Daerah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap
unsur yang terkait padanya dan sistemnya ditentukan berdasarkan batas
administratif (Richardson, 1978). Dengan demikian di Indonesia, daerah
menunjuk konsep wilayah administratif, contohnya Provinsi, Kabupaten atau
Kota.

Jadi, perencanaan wilayah adalah perencanaan yang diterapkan pada suatu
wilayah. Apa itu rencana dan apa itu wilayah, sudah diuraikan pada uraian di
atas.
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B. KLASIFIKASI DAN DELINIASI (PENENTUAN BATAS)
WILAYAH

Untuk dapat mendefinisikan ruang sehingga berupa wilayah, ada dua
pandangan. Pertama adalah pandangan obyektif. Pandangan obyektif
mendifinisikan atau menentukan batas wilayah, demi penetuan batas wilayah
itu sendiri. Wilayah dipandang sebagai suatu kesatuan yang pasti, suatu
organisme yang dapat diidentifikasikan dan dipetakan (Glasson, 1978).
Pandangan obyektif ini merupakan pandangan yang sekarang sudah dianggap
usang karena melihat wilayah hanya dari faktor alamiah, yaitu konfigurasi
tanah, iklim, vegetasi dan kepadatan penduduk, dimana iklim merupakan
faktor yang dominan. Pada awal abad 20, pandangan ini sangat popular dan
banyak negara yang membagi wilayahnya menurut cara yang disebut cara
Herbertson ini. Sekarang pandangan ini sudah banyak ditinggalkan.

Pandangan yang sekarang banyak dianut adalah pandangan subyektif.
Pandangan subyektif mendefinisikan atau menentukan batas-batas wilayah,
untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, jelas berbeda dengan pandangan obyektif
yang membagi ruang demi pembagian itu. Pendefinisian wilayah menurut
pandangan subyektif ini sejalan dengan kemajuan ekonomi. Pada waktu
ekonomi belum berkembang sehingga perkembangan relatif merata, wilayah
didefinisikan menurut homogenitasnya. Jadi, suatu wilayah batasnya
ditentukan apabila wilayah tersebut masih mempunyai kesamaan (homogen).
Pada waktu ekonomi belum berkembang dan aktifitas ekonomi utama biasanya
pertanian, homogenitas ini lebih banyak ditentukan oleh konsep geografi,
misalnya kesamaan dalam iklim, topografi, dan vegetasi. Contoh wilayah ini
adalah Pantura, terutama di bagian Pantura wilayah Jawa Barat (Bekasi,
Karawang, Subang bagian utara, dan Purwakarta bagian utara). Wilayah ini
hampir seluruhnya merupakan dataran rendah yang merupakan hamparan
pesawahan yang subur yang diairi oleh irigasi waduk Jatiluhur. Sayang irigasi
ini sekarang banyak yang rusak dan tercemar limbah industri. Setelah ekonomi
lebih berkembang, homogenitas ini bergesar ke arah konsep ekonomi,
misalnya karena mempunyai dasar ekonomi yang sama. Contohnya, wilayah
sebelah barat dan selatan yang langsung berbatasan dengan kota Bandung.
Wilayah tersebut dapat dikatakan homogen berupa wilayah industri, terutama
industri tekstil. Ke sebelah selatan lagi, homogen merupakan wilayah
perkebunan dataran tinggi, terutama perkebunan teh dengan diselang-seling
oleh peternakan sapi. Homogenitas wilayah-wilayah
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ini dapat ditentukan dalam kesamaan dari aktifitas ekonominya, penghasilan
serta lapangan kerja penduduk, dan penggunaan tanah yang dominan.

Masih termasuk ke dalam pendefinisian wilayah secara subyektif adalah
pendefinisian wilayah menurut kriteria tertentu, yaitu wilayah didefinisikan
secara fungsional atau juga melihat interdependensi yang ada di dalamnya.
Dikatakan secara fungsional, karena wilayah ini merupakan suatu wilayah,
karena di dalamnya terdapat suatu sistem kota, yang masing-masing
mempunyai fungsi sendiri, misalnya sebagai kota utama, kota kedua, dan
seterusnya. Kota-kota (nodes) ini merupakan pusat aktifitas atau disebut
sebagai nodal centers. Kota-kota ini semuanya mempunyai kaitan sehingga
dapat dikatakan saling bergantung (interdependen). Jadi, terdapat
interdependensi. Oleh karena itu, wilayah yang terbentuk dengan cara ini
disebut sebagai wilayah nodal, atau wilayah fungsional, atau wilayah
interdependen. Contoh klasik dari wilayah ini adalah wilayah Jabodetabek.
Wilayah ini terikat oleh kota Jakarta sebagai node utama, membawahi pusat-
pusat yang lebih kecil seperti Bekasi, Tangerang, Depok dan Bogor, dan semua
saling bergantungan. Banyak penduduk di kota-kota yang lebih kecil tersebut
bekerja, berbelanja, dan rekreasi di Jakarta atau sebaliknya. Batas dari wilayah
ini adalah apabila interaksi yang terjadi sudah semakin lemah. Gambar 2.1.
memperlihatkan contoh pendeliniasian wilayah nodal ini. Pada gambar ini
interdependensi ditunjukkan dengan besarnya volume lalu-lintas. Akan tetapi,
interdependensi ini juga dapat ditunjukkan oleh hal lain, misalnya volume
percakapan telpon, aliran uang, dan aliran perdagangan, tergantung tujuan kita
dalam pendefinisian wilayah.

Wilayah yang lainnya adalah wilayah perencanaan (planning region) atau
wilayah pemrograman (programming region). Boudeville sebagai mana
dikutip Glasson (Glasson,1978) menyatakan bahwa wilayah ini adalah wilayah
dimana terdapat kesatuan di dalam keputusan-keputusan ekonomi.

Di Indonesia, biasanya wilayah perencanaan ini bersamaan dengan
wilayah administrasi. Wilayah yang bersamaan dengan wilayah administrasi
disebut sebagai daerah. Hal ini jelas terlihat dalam UU no. 26 tahun 2007
mengenai Tata Ruang, dimana Tata Ruang dilaksanakan sesuai dengan batas
administrasi.
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Keterangan

I \/olume lalu lintas harian rata-rata
— — — Batas wilayah modal atau fungsional

Gambar 2.1.
Wilayah Modal

C. ALASAN DAN TUJUAN PERENCANAAN WILAYAH

Seperti dikatakan di atas, perencanaan pengembangan wilayah adalah
perencanaan pengembangan yang diberlakukan pada wilayah. Wilayah adalah
ruang. Jadi, perencanaan wilayah, berkaitan dengan “dimana” suatu
perkembangan akan dilakukan atau diletakan. Jadi, dalam merencanakan
pembangunan, tidak cukup hanya menentukan “apa” yang akan dibangun,
akan tetapi juga “dimana” pembangunan tersebut akan dilakukan. Jadi, lokasi
pengembang atau di wilayah mana pengembangan akan dilakukan menjadi
penting. Itu sebabnya, perencanaan wilayah menjadi penting.

Persoalan dimana pengembangan ini akan dilakukan menjadi penting,
karena negara atau wilayah itu tidak pernah homogen. Tingkat pengembangan
wilayah yang satu, berbeda dengan pengembangan wilayah lainnya.
Pengembangan ini berbeda, baik dilihat dari pengembangan ekonominya,
pengembangan penduduknya, maupun perkembangan fisiknya, misalnya
penggunaan lahan serta pembangunan prasarana. Karena karakteristik wilayah
yang berbeda itu maka apabila suatu proyek pembangunan dibangun di satu
wilayah tertentu, efeknya akan berbeda dengan apabila diletakan di wilayah
lainnya.
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Contohnya, Pemerintah Pusat merencanakan membangun satu ruas jalan.
Apabila ruas jalan tersebut dibangun di wilayah yang sudah berkembang maka
akan dengan cepat ruas jalan ini memberikan dampak pada wilayah sekitarnya.
Misalnya, di sepanjang jalan tersebut segera berdiri industri, kawasan
perumahan baru, bahkan mungkin pembukaan perkebunan, serta jalan-jalan
simpangan dari jalan ini. Dengan cepat jalan ini menjadi jalan yang ramai
karena melayani kegiatan sepanjang jalan tersebut. Akan tetapi, apabila ruas
jalan ini dibangun di wilayah yang belum berkembang maka dampaknyapun
akan terasa lambat. Tidak akan cepat berdiri industri baru karena di wilayah
yang belum berkembang ini belum tersedia tenaga kerja bagi industri tersebut.
Pemasarannya tidak akan dapat dilakukan di wilayah itu karena di wilayah
belum berkembang tersebut belum banyak permintaan akan hasil industri
tersebut. Dampak yang lainnyapun, akan terasa lambat, sehingga jalan tersebut
tidak akan cepat ramai, sehingga keuntungan atau manfaat dari pembuatan
jalan tersebut menjadi kecil. Banyak lagi contoh yang dapat diberikan bahwa
lokasi dari suatu pembangunan, menjadi faktor yang harus diperhatikan dalam
pembangunan atau mengulang lagi, bukan hanya “apa” yang harus dibangun,
yang penting, akan tetapi’dimana” pembangunan dilakukan juga merupakan
faktor penting (Friedman dan Alonso, 1974).

Hal di atas contoh dari sudut Pemerintah Pusat. Jadi, Pemerintah Pusat
melihat, besar manfaat dari pembangunan terhadap perkembangan nasional,
dilihat dari sudut Pemerintah Pusat. Selain dari kepentingan Pemerintah Pusat,
karena kewajiban Pemerintah Pusat adalah mensejahterakan seluruh rakyat
maka Pemerintah Pusat juga melihat dampaknya bagi kesejahteraan penduduk
di kedua wilayah tersebut. Mungkin saja, bahwa dilihat dari kenaikan
kesejahteraan, apabila dibangun di wilayah yang belum berkembang, kenaikan
kesejahteraan yang terjadi akan lebih besar. Dampaknya adalah kesenjangan
antara wilayah yang sudah berkembang dan belum berkembang akan menjadi
lebih kecil. Ini adalah hal yang sangat baik. Hal inipun menjadi pertimbangan
bagi Pemerintah Pusat dan merupakan pilihan yang pelik (Friedman dan
Alonso, 1974).

Selain dilihat dari sudut Pemerintah Pusat, dari sudut pemerintah
daerahpun, perencanaan wilayah merupakan hal yang penting. Contoh
pembangunan jalan raya seperti di atas adalah contoh proyek Pemerintah Pusat
(mungkin dari Kementerian Pekerjaan Umum) yang berada di suatu wilayah.
Di wilayah itupun, mungkin terdapat proyek Pemerintah Pusat dari
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Kementerian lain misalnya Kementerian Industri dan Perdagangan
membangun suatu kawasan Industri, atau Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral mengizinkan di wilayah tersebut dibangun suatu pertambangan
besar. Pemerintah Daerah sendiripun, disana mempunyai proyek-proyek juga,
misalnya OPD Pariwisata dan Kebudayaan mengembangkan suatu kawasan
wisata. OPD Pengairan membangun irigasi untuk mengairi lahan pesawahan.
Bayangkan jika semua proyek-proyek tersebut tidak direncanakan sebagai satu
kesatuan. Proyek yang satu dapat tumpang tindih, bahkan bentrok dengan
proyek lainnya. Misalnya saja, kawasan pariwisata tersebut akan hiruk-pikuk
dan terkena pencemaran oleh industri yang berada di kawasan industri. Irigasi
yang dibangun, malah airnya di”’serobot” oleh industri. Jadi, diperlukan suatu
perencanaan wilayah yang mengintegrasikan semua kegiatan tersebut menjadi
suatu kesatuan pembangunan yang saling bersinergi, bukannya saling bentrok.
Pandangan yang menyatakan bahwa perencanaan harus dipandang sebagai
satu kesatuan yang saling kait- mengkait ini disebut sebagai pandangan yang
komprehensif atau perencanaan yang integral, sebagai lawan dari
perencanaan yang memandang perkembangan sektor demi sektor atau
pandangan sektoral atau yang disebut juga sebagai isolated planning (Klaasen
et al, 1979). Dalam isolated planning, satu sektor dipandang sebagai satu
sektor tersendiri dan tidak ada kaitannya dengan sektor lain.

Dalam pengertian yang integral atau komprehensif ini, selain satu sektor
harus dilihat pengaruhnya terhadap sektor lain, juga harus diingat bahwa satu
bagian dari wilayah (subwilayah), perkembangannyapun akan mempengaruhi
subwilayah yang lain (Klaasen, 1979). Jadi, perencanaan yang komprehensif
adalah perencanaan yang memandang suatu wilayah yang terdiri atas beberapa
subwilayah dan mempunyai berbagai sektor perkembangan, dan semua itu
dipandang sebagai satu kesatuan yang berkaitan, diimana tiap subwilayah dan
tiap sektor tersebut akan bersinergi dengan subwilayah dan sektor lainnya.
Dimaksudkan dengan bersinergi apabila dua atau lebih kegiatan dilakukan
bersama-sama sebagai satu kesatuan maka penjumlahan hasilnya akan lebih
tinggi dibandingkan dengan apabila tiap sektor atau wilayah tersebut
dikembangkan satu demi satu tanpa ada kaitan. Secara sederhana dapat
dicontohkan, bahwa 2 + 2, jika bersinergi hasilnya akan lebih besar dari 4.



2.10 PENGANTAr PERENCANAAN WILAYAh DAN KOTA =

Dengan demikian, perencanaan wilayah yang komprehensif merupakan
“payung” yang melingkupi semua perencanaan sektoral serta subwilayah yang
ada di wilayah tersebut.

Pertanyaan sekarang adalah tujuan dari pekerjaan perencanaan wilayah
yang terlihat begitu rumit seperti di atas.

Dalam menjelaskan tujuan dari perencanaan wilayah, Friedman dan
Alonso melihat dari sudut pandang nasional. Seperti dikatakan di muka,
kesenjangan antarwilayah merupakan salah satu masalah yang dihadapi
pemerintah nasional. Kesejangan wilayah sebetulnya hal yang wajar. Akan
tetapi, kalau kesenjangan itu sudah terlalu besar maka akan menjadi masalah,
karena biasanya, kalau kesenjangan sudah terlalu besar maka wilayah yang
sudah maju akan semakin maju, wilayah yang terbelakang akan semakin
terbelakang. Dengan demikian, untuk mengembangkan wilayah terbelakang
akan semakin sukar. Karena itu, salah satu tujuan pengembangan wilayah
adalah mengurangi kesenjangan antarwilayah. Inklusif dalam tujuan ini adalah
menjaga keseimbangan antarwilayah.

Dengan makin sukarnya wilayah-wilayah terbelakang ini berkembang
maka wilayah-wilayah ini tidak terintegrasi dengan wilayah lainnya. Wilayah-
wilayah ini merupakan wilayah-wilayah yang tidak terkait pengembangannya
dengan wilayah lain. Tujuan lain dari perencanaan wilayah adalah
mengintegrasikan perkembangan nasional.

Wilayah berkembang karena investasi. Seringkali investasi dilakukan
swasta. Salah satu tujuan dalam perencanaan wilayah adalah efisiensi dalam
penentuan lokasi aktifitas sehingga lokasi investasi yang dipilih swasta tidak
jauh berbeda dengan yang ditentukan pemerintah. Lokasi yang dipilih
pemerintah kriterianya adalah wilayah serta nasional secara keseluruhan
dengan baik. Kalau kedua pilihan lokasi tersebut tidak jauh berbeda,
pemerintah tidak usah terlalu banyak memberikan insentif. Inipun salah satu
tujuan perencanaan wilayah (Friedman dan Alonso, 1974).

Semua tujuan di atas sudah tentu tidak dapat dicapai sekaligus dalam satu
perencanaan wilayah. Karena tiap wilayah berbeda karakteristiknya, untuk
masing-masing wilayah terdapat tujuan yang diprioritaskan untuk dapat
dicapai. Untuk mencapai tujuan yang diprioritaskan, seringkali tujuan- tujuan
yang lain haruslah mengalah (Friedman dan Alonso, 1974).

Kalau dilihat secara teliti, terlihat bahwa pada intinya, tujuan perencaaan
wilayah seperti di atas adalah kemajuan ekonomi. Lebih spesifik lagi, ukuran
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kemajuan ekonomi ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bagi
wilayah, atau Produk Domestik Bruto (PDB) bagi negara.

Ternyata bahwa apabila ukurannya PDRB, tujuan tersebut sangat sukar
dicapai. Kesenjangan makin lama makin besar, baik antarwilayah maupun
antarlapisan ekonomi. Akibatnya, kesejahteraan atau kemakmuran penduduk
tidak merata. Karena itu, tumbuh gagasan untuk memberikan Kriteria lain dari
ukuran kemajuan wilayah. Hoover mengajukan pertanyaan, manakah yang
harus kita lihat dalam mengukur kemakmuran tersebut. Yang diukur
kemakmurannya apakah kemakmuran wilayah, ataukah kemakmuran
individu-individu (place prosperity versus people prosperity). Suatu wilayah
dapat saja makmur dan berkembang, misalnya karena kemajuan industri,
sehingga PDRB naik, akan tetapi mayoritas penduduk yang bekerja di pabrik
yang dibayar murah, tetap saja miskin. Dengan demikian menurut Hoover,
seharusnya tujuan akhir dari perencanaan wilayah adalah peningkatan
kesejahteraan individu (people prosperity) serta penciptaan harapan, keadilan
dan keselarasan sosial bagi semua penduduk (Hoover, 1975).

Friedman dan Weaver, selain dari kesejahteraan individu seperti kata
Hoover, memasukan unsur lingkungan hidup ke dalam tujuan perencanaan
wilayah ini, Dengan demikian, menurut Friedman dan Weaver, tujuan
perencanaan wilayah adalah peran sumber daya alam untuk melanjutkan hidup
yang berbudaya, perhatian yang lebih besar terhadap keadilan (equity),
keadilan yang lebih baik bagi negara berkembang dalam relokasi industri dari
negara maju ke negara berkembang, serta penegasan kembali akan prinsip
percaya diri pada tiap jenjang wilayah (Friedman dan Weaver, 1980).

Dua tujuan di atas menunujukan masih sarat dengan ukuran ekonomi,
tetapi ukuran pengembangan tidak lagi semata-mata diukur dari PDRB akan
tetapi telah masuk ke dalam ukuran kesejahteraan individu, keadilan, prinsip
harga diri dan kualitas hidup, bahkan pengelolaan sumber daya alam yang
lebih baik. Singer, menambahkan lagi ke dalam tujuan ini, tujuan pemerataan,
yaitu bahwa semua hal tersebut harus dirasakan semua penduduk secara merata
(Singer, 1981).

Setelah melihat kegagalan dari perencanaan wilayah yang hanya bertujuan
menaikan PDRB mengikuti perkembangan di negara maju, Misra menyatakan
bahwa rumusan yang tepat untuk perkembangan bagi negara berkembang
adalah “’keberhasilan seseorang untuk mencapai budaya yang lebih tinggi”.
Artinya, tujuan dari perkembangan tidak semata-mata pencapaian tingkat
PDRB yang lebih tinggi saja, akan tetapi dari penciptaan
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hidup yang kaya dalam arti yang luas, yaitu kemampuan untuk mendapatkan
barang-barang yang lebih baik dan lebih berharga bagi hidupnya (aspek
ekonomi) serta hormat kepada orang lain dan dirinya sendiri, bebas dari segala
bentuk tirani, serta kehidupan bermasyarakat dimana setiap orang merasa
memiliki (aspek kemanusiaan dan sosial) (Misra, 1981). Todaro juga
mempunyai pendapat yang sama dengan Misra (Todaro, 1981). Disini jelas,
bahwa baik Misra dan Todaro berpendapat bahwa kesejahteraan masyarakat
yang menjadi tujuan dari perencanaan pengembangan wilayah, bukanlah
semata-mata diukur dari aspek ekonomi, apalagi apabila hanya diukur dari
PDRB. Streeten bahkan secara lebih tegas menyatakan, bahwa pengembangan
haruslah bertujuan untuk memecahkan masalah dunia saat ini, yaitu
kekurangan pangan, penyakit, buta huruf, kawasan kumuh, ketiadaan lapangan
kerja serta ketimpangan (Todaro, 1981).

Pemikiran di atas dengan jelas menunjukkan bahwa tujuan dari
pengembangan wilayah sekarang sudah jauh beragam, tidak lagi hanya tujuan
ekonomi, akan tetapi kesejahteraan dalam arti yang seluas-luasnya.

Perkembangan terbaru kemudian mengarah pada arti kesejahteraan yang
lebih luas, yaitu konsep perencanaan untuk perkembangan yang berkelanjutan.
Dimaksudkan dengan pengembangan yang berkelanjutan adalah
pembangunan yang memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, dan lingkungan
masa Kini, tanpa mengabaikan kemampuan generasi di masa datang memenuhi
kebutuhan mereka (Norton, 2003).

Mengenai pembangunan berkelanjutan ini, Stimson et al memberikan
prinsip yang lebih jelas. Menurut Stimson et al, pembangunan berkelanjutan
berada di bawah 4 prinsip, yaitu prinsip ekonomi, prinsip lingkungan, prinsip
sosial, dan prinsip pemerintahan. Gabungan dari keempat prinsip tersebut
memberikan tiga efisiensi, yaitu efisiensi lingkungan, efisiensi sosial, dan
efisiensi bisnis (Stimson, 2006).



PWKL4201/MODUL 2 2.13

E LATIHAN
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1)
2)

3)

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas,
kerjakanlah latihan berikut!

Definisikan apa yang dimaksud perencanaan wilayah ?

Apakah yang dimaksud dengan wilayah (region), dan bagaima cara
delineasinya?

Jelaskan pergeseran tujuan pengembangan wilayah.

Petunjuk Jawaban Latihan

1)

2)

3)

%{ RANGKUMA N

Perencanaan wilayah adalah suatu proses pemikiran atas tindakan-
tindakan yang harus dilakukan di masa depan atas suatu wilayah untuk
mencapai tujuan tertentu dari perkembangan wilayah tersebut.

Wilayah adalah suatu kesatuan ruang supra urban yang delineasinya dapat
ditentukan oleh pandangan subyektif dan pandangan obyektif. Pandangan
subyektif membagi wilayah demi pembagian wilayah itu sendiri.
Berdasarkan pendekatan obyektif, wilayah didelineasikan menurut tujuan
pembentukan wilayah.

Pergeseran tujuan pengembangan wilayah: pada awalnya tujuan
pengembangan wilayah semata-mata untuk tujuan perkembangan
ekonomi; kemudian bergeser ke arah kesejahteraan masyarakat dan
kemudian ke arah pembangunan yang berkelanjutan.

Perencanaan wilayah adalah suatu proses pemikiran atas tindakan-
tindakan yang harus dilakukan di masa depan atas suatu wilayah untuk
mencapai tujuan tertentu dari perkembangan wilayah tersebut.

Wilayah adalah suatu kesatuan ruang supra urban, yang delineasinya
dapat ditentukan oleh pandangan subyektif dan pandangan obyektif.
Pandangan subyektif membagi wilayah demi pembagian wilayah itu.
Dalam pandangan subyektif ini dikenal deliniasi menurut homogenitas
wilayah. Berdasarkan pendekatan obyektif, wilayah didelineasikan
menurut tujuan pembentukan wilayah. Dalam pandangan subyektif ini
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@ TES FORMATIF 1

dikenal wilayah fungsional atau wilayah nodal serta wilayah perencanaan

yang di Indonesia sering merupakan wilayah administratif. Dikenal juga
variasi lain dari wilayah, yaitu zona, kawasan serta daerah.

Dalam perencanaan wilayah ini dikenal dua pendekatan, yaitu
pendekatan yang komprehensif atau integral serta pendekatan sektoral
atau isolated planning.

Tujuan pengembangan wilayah, berkembang menurut waktu. Pada
awalnya, tujuan pengembangan wilayah semata-mata untuk tujuan
perkembangan ekonomi. Akan tetapi, kemudian tujuan ini bergeser kearah
kesejahteraan masyarakat dan kemudian ke arah pembangunan yang
berkelanjutan, baik dilihat dari prinsip ekonomi, lingkungan, sosial
maupun pemerintahan.

Petujuk: untuk soal 1-3 pilihlah salah satu jawaban yang benar:

1)

2)

Kegiatan perencanaan merupakan suatu proses pemikiran di masa depan
untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh semua orang atau
badan, kecuali ....

A. Pemerintah kota yang merencanakan untuk membangun lintasan
monorail lengkap dengan penentuan lokasi stasiun-stasiunnya pada
jalur tertentu untuk mengatasi kemacetan

B. Seseorang yang merencanakan untuk esok hari akan pergi dari rumah
tanpa menentukan kapan akan kembali dan akan pergi kemana.

C. Seorang manajer yang merencanakan untuk membeli mesin-mesin
baru dan merekrut tenaga kerja tambahan untuk meningkatkan
produksi sehingga menjadi dua kali produksi awalnya.

D. Pemerintahan Kabupaten yang merencanakan rehabilitasi hutan,
pengerukan sungai serta pembangunan tanggul untuk mengatasi
banjir.

Semua yang disebut di bawah ini adalah salah satu definisi wilayah,
kecuali ....

A. Wilayah perencanaan atau planning region.

B. Wilayah homogen

C. Wilayah heterogen

D. Wilayah fungsional atau wilayah modal



- PWKL4201/MODUL 2 2.15

3) Satu-satunya yang benar dari pernyataan ini adalah ....

A

Tujuan perkembangan wilayah berkembang dari perkembangan
untuk mencapai pengembangan yang berkelanjutan, berkembang
kearah untuk pencapaian kesejahteraan secara luas dan kemudian
untuk tujuan perkembangan ekonomi.

Tujuan perkembangan wilayah berkembang dari tujuan untuk
perkembangan ekonomi, ke tujuan untuk mencapai pembangunan
yang berkelanjutan dan kemudian untuk perkembangan kesejahteraan
secara luas.

Tujuan perkembangan wilayah berkembang dari tujuan untuk
perkembangan ekonomi ke tujuan untuk mencapai kesejahteraan
secara luas dan kemudian untuk tujuan perkembangan yang
berkelanjutan

Tujuan perkembangan wilayah berkembang dari tujuan untuk
mencapai  perkembangan ekonomi ke perkembangan yang
berkelanjutan dan kemudian ke tujuan untuk mencapai kesejahteraan
yang lebih luas

Petunjuk: Untuk soal 4 -6 pilihlah:

A.

B.

C.
D.

Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan
hubungan sebab-akibat.

Jika pernyataan benar, alasan benar, tetapi keduanya tidak
menunjukkan sebab-akibat

Jika salah satu dari pernyataan itu salah

Jika kedua pernyataan salah.

4) Perencanaan wilayah diperlukan baik di negara maju maupun di negara
berkembang, baik di wilayah negara, provinsi, maupun kabupaten

5)

SEBAB

Karakteristik wilayah tidaklah pernah sama. Ada wilayah maju, ada
wilayah berkembang. Ada wilayah berkembang karena industri, ada
karena pertanian, dan sebagainya.

Tujuan perencanaan wilayah ditentukan oleh karakteristik perkembangan
wilayah tersebut, jadi tiap wilayah mempunyai tujuan perkembangan yang
berbeda.

SEBAB

Tujuan perkembangan wilayah yang utama adalah untuk perkembangan
ekonomi.
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6) Pendekatan yang seharusnya bagi perencanaan wilayah adalah
pendekatan isolated planning
SEBAB
Perekembangan satu sektor kegiatan, akan berpengaruh terhadap sektor
kegiatan lainnya dan seharusnya perkembangan sektor-sektor kegiatan
harus bersinergi.

Petunjuk: Untuk soal 7-8, pilihlah:
A. Jika (1) dan (2) benar
B. lJika (1) dan (3) benar
C. lika (2) dan (3) benar
D. Jika semua benar

7) Definisi Friedman mengenai perencanaan wilayah adalah ....
1. Perencanaan adalah suatu cara berpikir mengenai masalah sosial dan
ekonomi.
2. Perencanaan berorientasi ke masa depan,
3. Perencanaan sangat memikirkan hubungan antara tujuan dengan
keputusan bersama dan mengusahakan kekomprehensifan di dalam
kebijakan dan program .

8) Terdapat beberapa pernyataan mengenai tujuan perencanaan ....

1. Misra menyatakan bahwa rumusan yang tepat untuk tujuan
perkembangan bagi negara berkembang adalah “keberhasilan
seseorang untuk mencapai budaya yang lebih tinggi”

2. Pendapat Todaro bertentangan dengan pendapat Misra

3. Pengembangan haruslah bertujuan untuk memecahkan masalah dunia
saat ini, yaitu kekurangan pangan, penyakit, buta huruf, kawasan
kumuh, ketiadaan lapangan kerja serta ketimpangan

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang
terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian,
gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap
materi Kegiatan Belajar 1.

. Jumlah Jawaban yang Benar
Tingkat penguasaan = x 100%

Jumlah Soal
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Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat
meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. Bagus! Jika masih di bawah 80%,
Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang
belum dikuasai.
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KEGIATAN BELAJAR 2
Unsur-unsur Pembentuk Wilayah

A. SUMBER DAYA ALAM

Sumber daya alam adalah semua yang disediakan oleh alam dimana
manusia hidup dan membangun kehidupan. Sumber daya alam suatu wilayah
merupakan dasar potensi pengembangan wilayah. Sumber daya alam
mempunyai keterbatasan dalam menampung kegiatan manusia dalam
pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Manusia harus berhati-hati di dalam
memanfaatkan sumber daya alam. Apabila pemanfaatannya baik, sumber daya
dapat sangat bermanfaat bagi pengembangan wilayah. Contohnya adalah
pemanfaatan mineral sehingga dapat ditambang dengan cara ramah
lingkungan, pemanfaatan lahan subur untuk pertanian, pembukaan lahan untuk
membangun kota, memelihara hutan lindung sehingga mencegah bencana
alam seperti banjir, dan kekeringan. Apabila sumber daya alam dipergunakan
tidak sesuai dengan daya dukungnya, akan terjadi banyak kerugian serta
korban. Contoh, adanya banjir karena kawasan hulunya hutannya telah gundul,
terjadinya longsor karena membangun di tanah yang labil serta mempunyai
kemiringan yang tinggi.

Unsur-unsur yang harus dikenali dari aspek sumber daya alam ini adalah
(Departemen Pekerjaan Umum, 2007):

Klimatologi

Topografi

Geologi

Hidrologi

Sumber daya mineral/bahan galian
Kemungkinan bencana alam
Penggunaan lahan

No ok~ owbdE

Dimaksudkan dengan klimatologi suatu wilayah adalah keadaan iklim
suatu wilayah yang meliputi besarnya curah hujan, banyaknya hari hujan,
intensitas hujan, temperatur rata-rata, kelembaban relatif, kecepatan dan arah
angin, serta lama penyinaran matahari.
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Topografi suatu wilayah adalah keadaan ketinggian wilayah. Ketinggian
suatu wilayah dapat diklasifikasi dari 0-250 meter di atas permukaan laut (dpl),
250-500 m dpl, 500-1500 m dpl, 1500-2500 m dpl, serta 2500-3000 m dpl.
Kawasan-kawasan yang mempunyai ketinggian, kemiringan lereng serta rona
alam yang sama dapat dikelompokkan sebagai satu satuan morfologi. Dikenal
3 satuan morfologi, yaitu satuan morfologi dataran yaitu bentang alam yang
didominasi oleh daerah yang relatif datar atau sedikit bergelombang dengan
kisaran kemiringan lereng 0% -5%. Satuan morfologi perbukitan adalah
bentuk bentang alam yang memperlihatkan relief baik halus maupun kasar,
membentuk bukit-bukit dengan kemiringan yang bervariasi. Morfologi
perbukitan terdiri atas tiga sub satuan, yaitu subsatuan morfologi perbukitan
landai, dengan kemiringan antara 5-15 %, subsatuan morfologi perbukitan
sedang dengan kemiringan 15-40% dan morfologi perbukitan terjal dengan
kemiringan > 40%. Satuan tubuh gunung berapi hampir sama dengan satuan
perbukitan sedang sampai terjal dan membentuk tubuh kerucut gunung berapi.
Satuan tubuh gunung berapi dibedakan dari satuan perbukitan karena
mempunyai ciri tersendiri, yaitu banyak dijumpai mata air, kandungan gas
beracun, dan sumber daya mineral lainnya yang khas gunung berapi.

Kemiringan lereng merupakan turunan dari topografi yang penting, karena
banyak penggunaan lahan ditentukan oleh kemiringan lahan seperti,
pembangunan kawasan perkotaan, dan berbagai jaringan prasarana.
Kemiringan lahan ini biasanya diklasifikasi, dimana tiap kelas ikut
menentukan pengembangan penggunaan lahan. Pembagian kelas tersebut
adalah sebagai berikiut:

1. Kemiringan lereng 0- 2%
2. Kemiringan lereng >2 —5%
3. Kemiringan lereng >5 -15%, yang jika mungkin dibagi lagi dalam:

5 -8% dan >8 -15%

4. Kemiringan lereng >15 — 40%
5. Kemiringan lereng > 40%

Keadaan geologi dapat menerangkan mengenai batuan dasar yang menjadi
tumpuan wilayah serta sumber daya alam wilayah serta juga berbagai
kemungkinan bencana yang ditimbulkan oleh karakteristik geologi.

Keadaan hidrologi terbagi dalam dua bagian, yaitu air permukaan dan air
tanah. Air permukaan meliputi sumber daya air yang ada di permukaan tanah



2.20 PENGANTAr PERENCANAAN WILAYAh DAN KOTA =

seperti mata air, sungai, danau dan rawa. Semua air permukaan ini dapat
mempunyai debit atau besaran air yang berbeda-beda, misalnya dinyatakan
dengan liter/detik, yaitu berapa liter air yang keluar perdetik dari suatu mata
air, mengalir di suatu sungai. Besarnya debit ini kadang-kadang berbeda untuk
tiap musim (musim penghujan dan musim kemarau). Dalam hidrologi
permukaan ini juga perlu dikenali apa yang disebut DAS atau Daerah Aliran
Sungai, yaitu kawasan yang merupakan suatu kesatuan karena mendapat
pengaruh dari satu atau satu sistem sungai tertentu.

Selain dari air permukaan, suatu wilayah dapat juga mempunyai air tanah,
yaitu potensi air yang berada di bawah permukaan tanah. Air tanah ini dapat
dibagi dalam dua golongan, yaitu air tanah dangkal, bisa didapat dari sumur-
sumur yang dapat digali oleh penduduk sendiri, serta air tanah dalam, yaitu air
tanah yang hanya bisa didapat dari tanah dengan memakai tekonlogi tambahan
untuk pengadaannya, serta keberadaannya dapat diketahui dari kondisi
geologinya serta memerlukan pengamatan geologi yang cermat.

Sumber daya mineral/bahan galian merupakan sumber daya alam yang
penting, karena dapat memberi pengaruh yang banyak terhadap perkembangan
wilayah. Sumber daya mineral dapat dibagi dalam tiga golongan, yaitu
golongan A, golongan B dan golongan C. Sumber daya mineral golongan A
adalah sumber daya mineral yang sangat strategis dan penambangannya harus
dalam pengawasan yang ketat. Termasuk ke dalam golongan ini misalnya
uranium. Sumber daya mineral golongan B adalah sumber daya mineral yang
mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan untuk menggalinya diperlukan
teknologi serta seringkali modal yang besar. Termasuk ke dalam golongan ini
adalah semua barang tambang seperti emas, batubaru, bijih besi, mangaan, dan
nikel. Sumber daya mineral golongan C atau biasa disebut juga sebagai bahan
galian, adalah batu, batu kapur, pasir dan bahan urug yang dapat diambil
dengan teknologi sederhana dan tidak memerlukan modal yang tinggi,
sehingga dapat dilaksanakan penduduk setempat. Sumber daya ini diperlukan
sebagai bahan bangunan. Semua sumber daya tersebut baik golongan A, B
maupun C dapat memberi sumbangan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja
yang besar bagi wilayah, akan tetapi penanganannya harus hati-hati karena
sering kali menghasilkan pencemaran serta kerusakan lingkungan.

Bencana terjadi karena alam berusaha mengembalikan keseimbangan
ekosistem yang terganggu baik oleh proses alam itu sendiri, maupun karena
ulah manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam itu. Dilihat dari aspek
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geologi bencana yang kita kenal adalah: longsor, banjir, amblesan, gempa
bumi, kekeringan. Bencana ini dapat dikenali serta diantisipasi dari keadaan
geologinya serta dari sejarah bencana yang terjadi di wilayah studi.

Penggunaan lahan adalah sebaran pengelompokan peruntukan lahan.
Termasuk dalam peruntukan lahan ini adalah lahan non budi daya, serta lahan
budidaya yang terdiri atas permukiman, pertanian lahan basah, pertanian lahan
kering, industri, dan pertambangan. Dengan mengetahui penggunaan lahan ini,
maka dapat dihitung rasio tutupan lahan. Rasio tutupan lahan penting artinya
untuk perhitungan ketersediaan air tanah bebas. Selain itu, penggunaan lahan
dapat menjadi bahan untuk analisis penyimpangan penggunaan lahan dari
kesesuaiannya serta yang melampaui batas kemampuannya. Kedua hal tersebut
dapat menjadi bahan arahan untuk rencana penggunaan lahan selanjutnya.

Semua unsur-unsur dari sumber daya alam ini dapat menjadi bahan
masukan untuk melakukan analisis Satuan Kemampuan Lahan yang juga
terdiri atas berbagai unsur, misalnya Satuan Kemampuan Lahan Morfologi,
Kestabilan Lereng, dan Ketersediaan Air. Analisis Satuan Kemampuan Lahan
ini selanjutnya menjadi bahan untuk analisis Kesesuian Lahan, yaitu suatu
analisis mengenai lahan tertentu sesuainya untuk penggunaan lahan yang
bagaimana. Misalnya analisis ini menentukan arahan rasio tutupan lahan
maksimal yang diperbolehkan pada suatu wilayah, arahan ketinggian
bangunan, dan arahan pemanfaaatn air baku. Digabungkan dengan
penggunaan lahan masa kini, analisis ini dapat memberikan rekomendasi
sebagai masukan untuk penyusunan rencana pengembangan wilayah (bahan-
bahan dari Dept. Pekerjaan Umum, 2007).

B. SUMBER DAYA MANUSIA

Yang dimaksud dengan sumber daya manusia adalah penduduk sebagai
pelaku dari pelaksanaan rencana pengembangan wilayah. Penduduk bekerja
serta ditampung keinginannya agar suatu wilayah berkembang sesuai dengan
arahan yang diberikan dalam rencana pengembangan wilayah. Apabila
kuantitas serta kualitas penduduk baik maka wilayah mempunyai peluang
berkembang yang lebih besar. Jadi, penduduk berlaku sebagai subjek dari
perencanaan wilayah. Penduduk berlaku sebagai objek perencanaan wilayah
karena perencanaan wilayah ditujukan bagi penduduk. Apabila rencananya
baik, penduduk mendapat dampak positif dari rencana tersebut, misalnya
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kesejahteraannya naik. Akan tetapi, kadang-kadang pendudukpun merasakan
akibat negatif dari perencanaan wilayah, yaitu apabila rencananya kurang baik,
atau apabila penduduk suatu wilayah tertentu harus mengalah (misalnya kena
gusur), untuk kepentingan perkembangan yang lebih luas.

1. Jumlah dan Struktur Penduduk

a. Jumlah dan pertumbuhan penduduk

Jumlah penduduk merupakan hal pertama yang harus diketahui. Jumlah
ini berubah-ubah setiap waktu. Oleh karena itu, seharusnya jumlah penduduk
dicari datanya bukan dari satu tahun saja, akan tetapi dari tahun-tahun
terdahulu sehingga merupakan satu seri catatan jumlah penduduk. Dengan
demikian, jumlah penduduk ini dapat disusun dalam suatu tabel, dimana kolom
pertama adalah daftar tahun, dan kolom kedua adalah jumlah penduduk yang
sesuai dengan tahun-tahun tersebut. Tabel ini berguna untuk memproyeksi
jumlah penduduk di masa datang. Jumlah penduduk penting untuk menghitung
antara lain menentukan kebutuhan fasilitas. Dengan memakai standar tertentu,
yaitu standar yang ditentukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, dapat
dihitung kebutuhan sekolah, rumah sakit, dan pasar, yang sesuai dengan
banyaknya penduduk. Jumlah penduduk ini juga penting untuk
memperkirakan angkatan kerja sehingga dapat diketahui, angkatan kerja yang
ada pada tahun perencanaan untuk dapat bekerja di berbagai sektor ekonomi
wilayah.

Jumlah penduduk suatu wilayah, sering penyebarannya tidak merata. Ada
bagian tertentu dari wilayah (disebut subwilayah, misalnya kecamatan adalah
subwilayah dari kabupaten) yang penduduknya banyak, ada subwilayah
tertentu yang penduduknya sedikit. Dengan demikian, jumlah penduduk dari
setiap subwilayah tersebut juga harus diketahui. Jika ditabelkan maka tabel ini
terdiri atas beberapa kolom, kolom pertama adalah tahun, kolom kedua adalah
jumlah penduduk wilayah pertama, kolom ketiga adalah jumlah penduduk
wilayah kedua, dan seterusnya, serta kolom terakhir adalah jumlah penduduk
dari setiap subwilayah tersebut (penduduk wilayah secara keseluruhan).

Selain dari jumlahnya, yang juga penting untuk diketahui adalah
pertumbuhannya. Pertumbuhan ini disebabkan dua hal, yaitu pertumbuhan
alamiah dan pertumbuhan karena pergerakan penduduk. Pertumbuhan alamiah
disebabkan oleh dua hal, yaitu jumlah kelahiran dan jumlah
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kematian. Jumlah kelahiran akan menyebabkan bertambahnya jumlah
penduduk. Jumlah kematian akan menyebabkan berkurangnya jumlah
penduduk. Jumlah kelahiran dikurangi jumlah kematian merupakan jumlah
bersih dari pertambahan penduduk alamiah (nett natural increase). Biasanya
jumlah bersih ini angkanya positif.

Pertumbuhan karena pergerakan penduduk merupakan pertumbuhan
karena adanya penduduk yang masuk ke atau keluar dari suatu wilayah.
Pertumbuhan penduduk semacam ini, disebut sebagai migrasi. Apabila
penduduk masuk ke suatu wilayah, disebut sebagai migrasi masuk
(inmigration). Kadang-kadang, masuknya itu untuk pindah permanen, kadang-
kadang musiman. Contoh perpindahan musiman, misalnya penduduk desa
masuk ke suatu kota, pada waktu di desa sedang tidak ada pekerjaan. Pada
musim tanam serta musim panen, mereka kembali ke desa. Kadang- kadang,
berpindahnya ini secara permanen karena mencari atau mendapatkan
pekerjaan baru di suatu wilayah. Jika penduduk meninggalkan suatu wilayah
maka hal ini disebut sebagai migrasi keluar (outmigration). Pengurangan
migrasi masuk oleh migrasi keluar disebut sebagai migrasi bersih (net
migration). Nilai migrasi bersih ini dapat positif, dapat negatif. Suatu wilayah
yang sedang berkembang, mempunyai migrasi bersih positif artinya wilayah
tersebut menarik penduduk untuk datang. Suatu wilayah yang sedang
menurun, mempunyai migrasi masuk negatif, artinya wilayah tersebut
ditinggalkan oleh penduduk karena di wilayah tersebut, tidak ada atau sudah
sedikit kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan penduduk sebagai sumber
kehidupan.

Selisih antara pertambahan alamiah bersih dengan migrasi bersih adalah
total pertambahan penduduk. Nilainya dapat positif dapat negatif. Bila nilai ini
positif maka dikatakan wilayah tersebut jumlah penduduknya bertambah. Bila
negatif, berarti wilayah tersebut jumlah penduduknya menurun. Bila total
pertambahan penduduk ini dibagi oleh jumlah penduduk kemudian dikalikan
oleh 100% maka nilai ini dikatakan sebagai % pertumbuhan penduduk. Jika
nilainya tinggi maka dikatakan wilayah tersebut pertumbuhan penduduknya
pesat. Jika %-nya kecil, dikatakan wilayah tersebut pertumbuhan penduduknya
lambat. Sebagai patokan, dapat diambil angka pertumbuhan nasional tahun
1995-2000, angka pertumbuhan penduduk Indonesia dengan memakai rumus
geometrik adalah 1,11% pertahun. Artinya setiap tahun, dari tahun 1995 s.d.
tahun 2000, secara rata-rata penduduk Indonesia bertambah sebesar 1,11%
pertahun (BPS, 2009).
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Contoh dari dinamika perkembangan penduduk ini diberikan dalam
Tabel 2.1. di bawah ini.

Tabel 2.1.
Perkembangan Penduduk wilayah A.

Jml Pert. Mig. | Net. Net.

Kela- | Kema- R Mig. .
Tahun | pendu- hiran | tian A|ml§h Masuk Ke- Mlgra Pertam- %
duk bersih luar si bahan
2005 5576 30 17 100 38
2006 5860 143 30 111 210 37 173 2845,09

2007 7324 723 194 529 | 1012 77 935 1464 | 24,98

2008 8523 | 1423 87 1336 | 1544 220 1324 2660 | 36,31

2009 9243 402| 1355 -953 | 2001 328| 1673 720 8,44

2010 9746 123 0 123 1544 1164 380 503 5,44

Sumber: data fiktif

Dari tabel tersebut terlihat bahwa perkembangan penduduk wilayah A ini
luar biasa tinggi. Hal ini terjadi karena migrasi ke wilayah tersebut sangat
tinggi. Mungkin hal ini terjadi karena wilayah tersebut ekonominya sedang
sangat berkembang sehingga menarik penduduk untuk datang mencari
kehidupan. Dari data ini juga terlihat bahwa pada tahun 2009, pertambahan
penduduk alamiah bersih menunjukkan angka negatif. Hal ini terjadi karena
angka kematian pada saat itu sangat tinggi. Mungkin hal ini terjadi karena pada
waktu tersebut terjadi wabah suatu penyakit yang tidak dapat teratasi.

b. Persebaran dan Kepadatan Penduduk.

Selain jumlah, penting untuk diketahui penyebarannya. Penduduk
biasanya menyebar secara tidak merata. Hal ini terjadi misalnya, di kawasan
yang merupakan kawasan hutan atau perkebunan, jumlah penduduk biasanya
sangat sedikit. Di wilayah yang sulit untuk didiami misalnya di kawasan rawa,
konturnya curam, dan wilayahnya kecil. Sebaliknya, di kawasan yang luas,
serta mudah untuk ditinggali, penduduk bisa banyak. Besarnya penyebaran
penduduk ini, selain dinyatakan dengan tabel, agar dapat lebih jelas terlihat,
dapat digambarkan dalam suatu peta, contohnya pada Gambar 2.2.
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PETA PERSEBARAN PENDUDUK

Gambar2.2.
Peta Persebaran penduduk

Selain dari persebarannya, juga penting diketahui kepadatan penduduknya
karena wilayah yang penduduknya banyak, belum tentu kepadatannya juga
tinggi, misalnya karena penduduk yang banyak tersebut menyebar pada
wilayah yang luas. Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk di wilayah
itu, dibagi oleh luas wilayah. Luas wilayah biasanya dinyatakan dengan hektar
atau km2. Karena kepadatan penduduk di suatu wilayah tidak merata maka
wilayah dibagi dalam sub-sub wilayah. Misalnya, suatu kabupaten dibagi
dalam kecamatan. Untuk tiap kecamatan, dihitung kepadatannya, yaitu jumlah
penduduk di kecamatan tersebut dibagi oleh luas wilayah. Dengan demikian,
diketahui kepadatan penduduk tiap kecamatan. Kepadatan ini pasti bervariasi.
Tingginya kepadatan, dengan demikian dibagi dalam kelas-kelas dari yang
terendah sampai tertinggi. Misalnya kecamatan dengan kepadatan antara ......

s.d. ... m adalah kepadatan terendah, kemudian kepadatan ....... s.d. ..
kepadatan lebih tinggi, kepadatan ........
s,d. , lebih tinggi lagi, dan seterusnya. Besarnya kepadatan yang sudah

terklasifikasi ini kemudian digambarkan dalam satu peta kepadatan. Contoh
dari peta kepadatan penduduk terlihat dalam Gambar 2.3.
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Gambar 2.3.
Peta kepadatan Penduduk

Dengan membandingkan kedua peta tersebut, dapat terlihat bahwa
wilayah dengan jumlah penduduk yang tinggi, kepadatannya belum tentu
tinggi pula.

c. Struktur Penduduk

Umur dan Kelamin

Struktur umur dan kelamin adalah gambaran jumlah penduduk yang
terbagi dalam jenis kelaminnya (pria dan wanita), serta umurnya (0-4 tahun, 5-
9 tahun, 10-14 tahun, dan seterusnya). Data ini diperlukan untuk menghitung
kebutuhan fasilitas yang lebih rinci dari apabila dihitung hanya dari jumlah
penduduk. Juga dapat dipakai untuk menentukan jumlah wanita usia subur
untuk memperkirakan tingginya tingkat kelahiran. Tingginya tingkat kelahiran
dapat dipakai untuk memprediksi kenaikan jumlah penduduk. Struktur umur
dan kelamin ini dapat digambarkan dalam suatu grafik yang disebut grafik
piramida penduduk. Contoh dari piramida penduduk ini dapat dilihat pada
Gambar 2.4.
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d. Lapangan kerja

Struktur lapangan kerja menggambarkan lapangan kerja penduduk. Dari
sini dapat dilihat bagaimana karakteristik ekonomi wilayah dilihat dari
lapangan pekerjaannya, serta dapat juga dapat dilihat potensi perkembangan
wilayah dengan melihat keahlian penduduk. Struktur lapangan kerja ini dapat
digambarkan lagi dengan bar-chart, maupun dengan pie-chart., walau dengan
pie-chart didapat hasil perbandingan yang lebih baik karena dapat terlihat
secara langsung kontribusi tiap lapangan kerja terhadap keseluruhan lapangan
kerja.

Umur/Tahun
B Laki-laki
] Wanita
I
|
|
|
I
|
|
) T T T T T T (}(1000} T T T T T T 1
105 90 75 60 45 30 15 15 30 45 60 75 90 105

Sumber: Warpani, 1984
Gambar 2.4.
Piramida Penduduk

Seandainya digambarkan dengan bar-chart, contohnya dapat dilihat pada
Gambar 2.5 di bawah ini.
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Gambar 2.5.
Bar-chart struktur lapangan kerja

e. Struktur Pendidikan

Sama dengan struktur lapangan kerja, struktur pendidikan juga dapat
menunjukkan salah satu karakteristik wilayah serta potensi wilayah untuk
berkembang. Hal yang juga sama dengan struktur lapangan kerja, struktur
pendidikanpun dapat digambarkan baik dalam bar-chart maupun dalam pie-
chart. Contoh pie-chart struktur pendidikan dapat diihat pada Gambar 2.6, di
bawah ini.

Keterangan:
34%

[[ITTT Belumitak bersekolah
Sekolah Taman Kanak-kanak
> Tingkat Sekolah Dasar

6% [ Tingkat SLP

% 38% LAl Tingkat SLA
B Tingkat Akademi/Perguruan Tinggi/
Universitas

14%

Sumber: Warpani, 1984

Gambar 2.6.
Pie-chart struktur pendidikan
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2. Kualitas Penduduk: Index Pembangunan Manusia

Selain dari jumlahnya, penting juga diketahui kualitas dari penduduk.
Jumlah yang banyak saja, tanpa kualitas yang baik, belum tentu merupakan
potensi bagi perkembangan, bahkan mungkin dapat menjadi masalah bagi
pengembangan. Kualitas penduduk dinyatakan dengan Indeks Pembangunan
Manusia atau biasa disingkat dengan IPM (HDI- Human Development Index).
IPM merupakan suatu indeks yang merupakan gabunan dari 4 komponen, yaitu
Angka Harapan Hidup (tahun), Angka Melek Huruf (% yang bisa membaca),
Rata-rata Lama Sekolah (tahun) serta Paritas Daya Beli (indeks). Keempat
komponen itu kemudian digabung menjadi suatu indeks (tanpa satuan), dan
indeks ini dinamakan IPM. Secara teoritis besarnya IPM ini berkisar dari 0
sampai 1,00, walaupun secara prakteknya, ridak ada nilai IPM sebesar 0 karena
tidak mungkin salah satu atau beberapa komponennya bernilai 0. Makin tinggi
IPM, berarti kualitas penduduk makin baik, Tabel
2.2 di bawah ini memberikan satu ilustrasi dari besarnya IPM suatu wilayah.
Angka IPM wilayah ini tidak terlalu tinggi karena ada wilayah-wilayah lain,
misalnya DKI yang angka IPM-nya jauh lebih tinggi dari wilayah ini.

Tabel 2.2.
IPM Kabupaten Karawang
Komponen Tahun
2002 2003 2004 2005
1. Angka Harapan Hidup (AHH) 65,70 65,75 66,12 66,73
2. Angka Melek Huruf (AMH) 87,82 87,86 87,98 88,40
3. Rata-rata lama sekolah 6,01 6,40 6,61 6,92
4. Paritas Daya Beli (PDB) 524,20 526,17 530,36 538,80
Angka IPM 63,84 64,33 65,04 66,35

Sumber: Studio Perencanaan Wilayah, 2008, Prodi PWK ITB, Fakta dan
Analisis kelompok Perubahan dari Pertanian ke Industri.

3. Proyeksi Penduduk

Penduduk berkembang, karena itu, jumlah penduduk masa lalu, masa kini
dan masa mendatang dari suatu wilayah tidak pernah sama. Pada umumnya,
kecuali pada beberapa kasus dimana suatu wilayah perkembangannya sangat
menurun, penduduk di masa mendatang lebih tinggi jumlahnya dari penduduk
masa kini, dan penduduk masa kini jumlahnya lebih tinggi dari di masa lalu.
Dalam perencanaan pengembangan
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wilayah, diperlukan perkiraan, jumlah penduduk di masa datang. Perkiraan
jumlah penduduk di masa datang ini, disebut sebagai proyeksi penduduk.
Proyeksi penduduk dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan cara
ekstrapolasi grafis dan dengan fungsi matematik.

a. Ekstrapolasi grafik
Ekstrapolasi grafis adalah cara memproyeksi jumlah penduduk di masa

datang dengan memakai grafik. Untuk melakukan hal ini, diperlukan data

jumlah penduduk beberapa tahun yang lalu sampai dengan tahun Kini.

Ekstrapolasi grafik dilakukan dengan cara:

1) Gambarkan dalam suatu grafik, koordinat-koordinat penduduk, dimana
berlaku sebagai sumbu x (sumbu horisontal) adalah tahun dan sumbu y
(sumbu vertikal) adalah jumlah penduduk pada tahun yang bersangkutan.

2) Hubungkan koordinat-koordinat itu sehingga menjadi suatu grafik.

3) Proyeksikan jumlah penduduk dengan cara memperpanjang garis grafik
tersebut.

Ada tiga cara memperpanjang:

1) Perpanjang 2 titik yang terakhir. Akan didapat garis proyeksi
perkembangan penduduk di masa datang, dengan perkiraan bahwa
perkembangan penduduk di masa datang polanya akan sama dengan ciri
perkembangan terakhir

2) Hubungkan titik awal dan titik terakhir. Bila garis ini diperpanjang akan
didapat proyeksi penduduk di masa datang. Dengan perkiraan bahwa
perkembangan penduduk di masa datang memperlihatkan kombinasi
karakteristik perkembangan terakhir dan perkembangan di masa dulu.

3) Apabilaingin didapat proyeksi yang lebih halus, garis lurus tersebut dapat
ditarik sebagai garis yang secara visual lebih menggambarkan keadaan
perkembangan yang sejalan (Warpani, 1984).

Gambar 2..7 memperlihatkan 3 cara ekstrapolasi grafik sebagaimana
diterangkan di atas,
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Gambar 2.7
Proyeksi Penduduk dengan ekstrapolasi grafik

b. Fungsi matematik
Secara umum, proyeksi dengan fungsi matematik dapat dibagi dalam dua

cara, yaitu fungsi linier atau polinomial serta bunga berganda.
Proyeksi linier dapat dinyatakan dalam persamaan:

Pt =Po+t(r),
dimana:
Pt adalah jumlah penduduk pada tahun t (tahun proyeksi)
Po adalah jumlah penduduk pada tahun ini
t  adalah tahun selisih antara Pt dan Po
r adalah rata-rata pertambahan jumlah penduduk pada tahun-tahun
sebelumnya.(Warpani, 1984)

Sebagai contoh, dapat dilihat data pada tabel salinan Tabel 2.1. di bawah ini:
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Jum. Pert. : : Net.

Tanun | pendu- | (5| SR Aamian | | ilar | wigrasi | Feyam | %
2005 5576 30 17 100 38

2006 5860 143 30 111 210 37 173 284| 5,09
2007 7324 723 194 529 1012 77 935 1464 | 24,98
2008 8523 | 1423 87 1336| 1544 220 1324 2660| 36,31
2009 9243 402| 1355 -953| 2001 328 1673 720 8,44
2010 9746 123 0 123| 1544| 1164 380 503| 5,44

Sumber: data fiktif

Dari tabel di atas dapat dihitung bahwa rata-rata pertambahan penduduk
dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 adalah: (284 + 1464 + 2660 + 720
+503):5=1.162
Dengan demikian, jumlah penduduk pada tahun 2015 (t = 5) adalah 9.746 +
5x1.162 = 9.746 + 5631 = 15.377.

c. Bunga berganda
Proyeksi dengan bunga berganda dilakukan berdasarkan anggapan, bahwa
pertambahan penduduk akan berganda dengan sendirinya. Dengan demikian,
untuk memproyeksi penduduk dipergunakan rumus bunga berganda, yaitu:
Pt=Po(l+r)

dimana:

Pt adalah jumlah penduduk pada tahun t (tahun proyeksi)

Po adalah jumlah penduduk pada tahun awal

r adalah rata-rata % kenaikan penduduk

t  rentang waktu antara tahun awal dan tahun proyeksi (Warpani,
1984)

Dengan melihat tabel di atas, rata-rata % kenaikan jumlah ( r) penduduk
adalah: (5,09 + 24,98 + 38,32 + 8,49 + 5,49) : 5. Hasil perhitungan rata-rata ini
dimasukan ke dalam rumus bunga berganda tersebut dengan t sama dengan 5
apabila akan menghitung jumlah penduduk pada tahun 2015. Dalam contoh
ini angka tersebut luar biasa besarnya sehingga tidak masuk
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akal karena datanya fiktif. Apabila dipakai data dari wilayah yang sebenarnya,
hasilnya akan cukup baik.

Dari berbagai cara proyeksi di atas, yaitu secara grafis, dengan persamaan
matematik linier, serta persamaan matematik bunga berganda, akan didapat
hasil proyeksi yang berbeda-beda. Proyeksi dengan bunga berganda akan
memberikan hasil perhitungan yang paling besar. Pertimbangan dari
perencana, yang menentukan proyeksi mana yang kira- kira akan lebih tepat
menggambarkan keadaan penduduk di wilayah studi pada masa datang.

4. Sumber daya buatan

Sumber daya alam adalah dasar dari potensi perkembangan wilayah.
Sumber daya manusia adalah daya yang dapat mengolah potensi ini sehingga
dapat memberikan manfaat bagi manusia. Dalam manusia mengolah sumber
daya alam ini, manusia membangun berbagai alat bantu agar pengolahan
sumber daya alam ini dapat berlangsung dengan lebih mudah dan cepat. Alat
bantu ini adalah sumber daya buatan manusia. Sumber daya buatan manusia
ini disebut sebagai prasarana atau dalam perencanaan wilayah disebut struktur
ruang wilayah.

Prasarana atau struktur ruang wilayah meliputi sistem:
a. perkotaan
b. jaringan transportasi
c. jaringan energi
d. jaringan telekomunikasi, dan
e. jaringan sumber daya air

Selain dari jaringan prasarana atau struktur ruang, manusia juga mengolah
alam sehingga berdaya guna bagi manusia. Pengolahan alam ini memerlukan
ruang. Ruang tempat manusia mengolah alam ini membentuk pola yang
disebut sebagai pola ruang. Pola ruang ini dibagi dalam 2 kelompok besar,
yaitu ruang budi daya, yaitu ruang dimana manusia mengolah sumber daya
alamnya, misalnya menjadi tempat aktifitas perkebunan, pertanian, industri,
dan pertambangan. Hal tersebut terdapat ruang nonbudidaya, yaitu ruang alam
tidak boleh dipergunakan untuk kegiatan manusia dan dikhususkan untuk
kepentingan lingkungan. Ruang ini disebut sebagai ruang nonbudidaya.
Contohnya adalah hutan lindung.



2.34 PENGANTAr PERENCANAAN WILAYAh DAN KOTA

a. Struktur Ruang atau Jaringan Prasarana
Sistem perkotaan merupakan sistem simpul-simpul di dalam suatu

wilayah yang merupakan konsentrasi kegiatan wilayah, baik kegiatan ekonomi
maupun kegiatan sosial. Di sini berlokasi kegiatan pengumpul, yaitu kegiatan
pengumpulan produksi wilayah sekitar kota serta juga kegiatan distribusi, yaitu
penyebaran produksi kota atau produksi wilayah lain yang masuk ke wilayah
dengan melalui kota ini. Kegiatan ekonomi serta sosial seringkali mempunyai
keuntungan dari skala ekonomi, yaitu keuntungan yang lebih besar apabila
aktifitas tersebut secara kuantitif lebih besar maka kota-kota yang besar
merupakan suatu kebutuhan di samping kota-kota yang kecil. Dengan
demikian, kota mempunyai nilai strategis di dalam perkembangan wilayah.

Dengan melihat besar kota tersebut maka kota dapat berupa:

1) kawasan megapolitan, kawasan yang ditetapkan dengan kriteria memiliki
2 atau lebih kawasan metropolitan yang mempunyai hubungan fungsional
dan membentuk suatu sistem

2) kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang mempunyai
kriteria:

a) berpenduduk paling sedikitnya 1.000.000 jiwa - terdiri atas satu
kawasan perkotaan dan beberapa perkotaan di sekitarnya yang
membentuk satu kesatuan pusat perkotaan

b) terdapat keterkaitan fungsi antarkawasan sehingga menjadi satu
kawasan metropolitan

c) kawasan perkotaan besar, yaitu mempunyai jumlah penduduk
500.000 jiwa

d) kawasan perkotaan sedang yaitu mempunyai jumlah penduduk lebih
dari 100.000 jiwa sampai 500.000 jiwa

e) kawasan perkotaan kecil yaitu mempunyai jumlah penduduk antara
50.000 jiwa-100.000 jiwa. (Pemerintah Republik Indonesia, 2008)

Sistem jaringan transportasi meliputi tiga komponen, yaitu sistem:
1) jaringan transportasi darat
2) jaringan transportasi laut
3) jaringan transportasi di udara

Sistem jaringan transportasi darat terdiri atas jaringan jalan raya, jaringan
jalan kereta api, dan jaringan transportasi sungai, danau dan
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penyeberangan. Jaringan jalan raya ini mempunyai kelas-kelas, yaitu dilihat
dari fungsinya, jaringan jalan arteri (primer dan sekunder) serta jaringan jalan
kolektor (primer dan sekunder). Pada beberapa wilayah juga kadang kadang
terdapat jaringan jalan tol dan jaringan jalan bebas hambatan. Selain itu,
pembagian kelas ini dapat dilihat dari kekuatan jalan tersebut menahan beban.
Jalan yang dapat menahan beban terbesar disebut jalan kelas I, dan kemudian
didapat pula jalan kelas 1l dengan kemampuan menahan beban yang lebih
kecil, serta jalan kelas I11-A dan I11-B, serta kelas 1V yang mampu menahan
beban yang terkecil. Dari kewenangan mengurus jalan tersebut, jalan dapat
dibagi dalam jalan Negara, jalan Propinsi dan jalan Kabupaten. Sistem jaringan
jalan ini sesuai dengan sistem kota. Jalan yang lebih tinggi tingkatnya
menghubungkan kota yang lebih besar.

Jaringan jalan kereta api terbagi atas jaringan jalan kereta api umum, yang
terdiri atas jaringan jalur kereta api antarkota dan jaringan jalur kereta api
perkotaan. Jaringan jalan kereta api khusus adalah jaringan jalur kereta api
yang dibangun oleh badan usaha atau swasta. Jaringan jalur ini dapat
dihubungankan dengan jaringan jalur kereta api umum. Sistem jaringan jalan
kereta api ini sejalan dengan sistem kota. Jalan kereta api utama
menghubungkan kota yang lebih besar.

Jaringan transportasi sungai dan danau terdiri atas pelabuhan sungai dan
pelabuhan danau serta alur pelayaran untuk kegiatan angkutan sungai dan
danau.

Sistem transportasi laut, juga mempunyai pelabuhan umum dan pelabuhan
khusus. Pelabuhan umum terdiri atas pelabuhan internasional, pelabuhan
nasional, pelabuhan regional, dan pelabuhan lokal. Semua kelas pelabuhan
tersebut mungkin saja terdapat di suatu wilayah, atau mungkin pula ada
wilayah yang hanya mempunyai pelabuhan-pelabuhan tetentu saja.

Sistem transportasi udara terdiri juga atas pelabuhan udara umum dan
pelabuhan udara khusus. Sistem transportasi udara ini juga mempunyai ruang
udara, yaitu ruang udara di atas bandara, ruang udara sekitar bandara, serta
ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan. Semua ruang udara
tersebut diatur oleh Undang-undang.

Sistem jaringan energi terdiri atas:

1) Jaringan pipa minyak dan gas bumi
2) Jaringan pembangkit tenaga listrik
3) Jaringan transmisi tenaga listrik.
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Jaringan pipa minyak dan gas bumi terdiri atas jaringan yang menyalurkan
minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke tempat pengilangan atau tempat
penyimpanan, serta jaringan yang menyalurkan fasilitas ini ke konsumen.

Hal ini sama juga dengan jaringan transmisi tenaga listrik. Sedangkan
pembangkit tenaga listrik dibangun untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik
penduduk, termasuk di tempat-tempat terpencil. Pembangkit tenaga listrik ini
harus dipilih di tempat yang aman, yang tidak membahayakan penduduk.

Sistem jaringan telekomunikasi terdiri atas:

1) Jaringan terestial, yaitu jaringan yang berada di atas tanah
2) Jaringan satelit.

Jaringan terestial sistemnya sejalan dengan sistem kota serta berfungsi
juga untuk mendukung pengembangan kawasan andalan. Jaringan satelit
ditentukan dengan kriteria ketersediaan orbit satelit dan frekuensi radio yang
terdaftar pada Perhimpunan Telekomunikasi Internasional.

Sistem jaringan sumber daya air meliputi sistem sumber daya air pada
setiap wilayah sungai, serta sumber daya air cekungan air tanah.

Contoh dari berbagai sistem jaringan prasarana ini dapat dilihat pada
Gambar 2.8.

b. PolaRuang
Sebagaimana dikatakan di atas, pola ruang terbagi atas dua bagian
utama, yaitu:
1) ruang nonbudidaya atau kawasan lindung
2) ruang budidaya

Kawasan lindung adalah kawasan yang tidak diperkenankan atau
diperkenankan dengan syarat-syarat tertentu untuk dimanfaatkan sebagai
kawasan budidaya.

Kawasan lindung ini terdiri atas:

1) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya
2) kawasan perlindungan setempat

3) kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya

4) kawasan rawan bencana alam

5) kawasan lindung geologi

6) kawasan lindung lainnya
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Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya
terdiri atas lawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan
air. Kriteria dari tiap kawasan lindung ini diatur dalam undang-undang.

Kawasan perlindungan setempat terdiri atas sempadan pantai, sempadan
sungai, kawasan sekitar danau, dan waduk serta kawasan terbuka hijau kota.
Untuk kawasan-kawasan lindung lain, juga terdiri atas berbagai tipologi
kawasan. Penentuan wilayah yang termasuk ke dalam setiap tipologi kawasan
ditentukan berdasarkan krieria yang ditetapkan. Misalnya kawasan hutan
lindung ditetapkan berdasarkan kriteria kemiringan lereng paling sedikit 40%,
ketinggian paling sedikit 2.000 meter d.p.l., jenis lahan, serta intensitas hujan.

Gambar 3.3
PETA
PRIORITAS RENCANA
PEMBANGUNAN PRASARANA
PENDIDIKAN

Keterangan:

E=IBatas Kabupaten
E=JBatas Kecamatan
[]Batas Wilayah Perencanaan
[=”]Ibukota Kabupaten
[+ ]ibukota Kecamatan
[==]Jalan Tol

[==] Jalan Negara/Propinsi
["]Jalan Kabupaten
Il Prioritas 1

[ Prioritas 2

[ prioritas 3

Skala @
KABUPATEN KARAWANG —

Sumber: Studio Perencanaan Wilayah Prodi Planologi ITB, 2008

Gambar 2.8.
Contoh Peta Struktur Ruang

Kawasan budidaya adalah kawasan yang diperuntukan untuk digunakan,
diolah serta dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi, sosial serta tempat hidup
penduduk.
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Kawasan budidaya terdiri atas kawasan budidaya:

1) Peruntukan hutan produksi

2) Peruntukan hutan rakyat

3) Peruntukan pertanian

4) Peruntukan perikanan baik darat maupun laut dikular hutan lindung

5) Peruntukan pertambangan

6) Peruntukan industri

7) Peruntukan pariwisara, baik yang mempunyai daya tarik wisata karena
karunia Allah maupun buatan manusia

8) Peruntukan pemukiman yang dilengkapi prasarana serta sarana
lingkungan serta tempat kerja

9) Peruntukan lainnya berupa tempat ibadah, pendidikan serta keamanan

Contoh dari peta pola ruang atau sering juga disebut sebagai peta guna lahan
dapat dilihat pada Gambar 2.9 di bawah ini.

KABUPATEN
KARAWANG

A \ LEGENDA
) £ Batas Kabupaten

) =] Batas Kecamatan
(%] Ibukota Kabupaten
=] Ibukota Kecamatan
£ Jalan Tol
-1 Jalan Negara/Provinsi
£ Jalan Lokal Primer

] Jalan Lokal Primer
= Jalan Bel Kereta Api
3 Sawah
() Permukiman
I Industri
- Hutan Bakau
2 Hutan Lindung

Surrbe sl Anakes 200

ir

N

w +r

PETA GUNA LAHAN 2007

Sumber: Studio Perencanaan Wilayah 2008, Prodi PWK ITB

Gambar 2.9.
Contoh Peta Guna Lahan
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Sama seperti dalam kawasan lindung, untuk penentuan kawasan- kawasan

budidaya ini penentuannya berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.
Kawasan budidaya menggambarkan kegiatan yang dominan di kawasan itu.
Dengan demikian, pada setiap kawasan budiaya masih dimungkinkan adanya
penggunaan lainnya. Kawasan budidaya diciptakan untuk memudahkan
pengelolaan kegiatan. Dengan demikian, di dalamnya tercakup juga
penyediaan prasarana dan sarana, pelestarian lingkungan, dan sebagainya.
(Pemerintah Republik Indonesia, 2008).

&E LATIHAN

—_— =

—_—
p—

1)
2)

3)

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas,
kerjakanlah latihan berikut!

Jelaskan unsur-unsur pembentuk suatu wilayah!

Uraikan cakupan sumber daya alam yang menjadi unsur pembentuk
wilayah!

Uraikan cakupan sumber daya buatan yang menjadi unsur pembentuk
wilayah!

Petunjuk Jawaban Latihan

1)

2)

3)

Suatu wilayah terbentuk oleh tiga unsur, yang mencakup sumber daya
alam, sumber daya manusia serta sumber daya buatan.

Sumber daya alam merupakan dasar dari pengembangan wilayah.
Sumberdaya alam yang baik, baik dilihat dari sudut klimatologi, topografi,
hidrologi, jenis tanah, dan deposit mineral/bahan galian merupakan dasar
yang menentukan suatu wilayah mempunyai potensi untuk dapat
berkembang serta nyaman untuk dihuni, ataukah tidak.

Sumber daya buatan manusia terdiri atas dua bagian, yaitu struktur
wilayah, berupa sistem kota serta sistem prasarana yang terdiri atas
berbagai jenis prasarana seperti jaringan jalan darat, laut, udara, dan
jaringan energi. Selain itu, juga terdapat pola ruang yang terdiri atas ruang
kawasan nonbudidaya dan kawasan budidaya.
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E:'—;Q RANGKUMA N

Suatu wilayah terbentuk oleh tiga unsur. Unsur sumber daya alam,
sumber daya manusia serta sumber daya buatan. Sumber daya alam
merupakan dasar dari pengembangan wilayah. Sumber daya alam yang
baik, baik dilihat dari sudut klimatologi, topografi, hidrologi, jenis tanah,
dan deposit mineral/bahan galian merupakan dasar yang menentukan
suatu wilayah mempunyai potensi untuk dapat berkembang serta nyaman
untuk dihuni, ataukah tidak.

Sumber daya manusia menentukan, apakah sumberdaya alam yang
tersedia tersebut dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk peningkatan
kesejahterannya yang menyebabkan suatu wilayah dapat berkembang,
atau tidak. Sumber daya manusia ini dapat dilihat dari dua sudut. Pertama
dari sudut jumlah serta strukturnya, kedua dari sudut kualitasnya. Agar
suatu wilayah dapat berkembang, baik jumlah penduduknya maupun
kualitasnya harus memadai.

Sumber daya buatan manusia, membantu manusia agar sumber daya
alam tersebut dapat dimanfaatkan dengan seoptimal mungkin. Sumber
daya buatan manusia ini juga terdiri atas dua bagian, yaitu struktur
wilayah, berupa sistem kota serta sistem prasarana yang terdiri atas
berbagai jenis prasarana seperti jaringan jalan darat, laut, udara, dan
jaringan energi. Selain itu, juga terdapat pola ruang yang terdiri atas ruang
kawasan nonbudidaya dan kawasan budidaya.

Ketiga unsur pembentuk wilayah tersebut bekerja saling mendukung
sehingga didapatkan pengembangan wilayah yang sebaik mungkin.

g TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

Petunjuk: untuk soal 1-3 pilihlah salah satu jawaban yang benar:

1) Sumber daya alam merupakan dasar dari pengembangan wilayah
karena....
A. Sumber daya alam merupakan satu-satunya unsur pengembangan
wilayah yang dapat menjadi dasar bagi pengembangan wilayah
B. Sumber daya alam dapat diolah oleh manusia sebagai sumber
kehidupannya sehingga menetukan tingkat kesejahteraan manusia
dan pengembangan wilayah
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Sumber daya alam memiliki berbagai kekayaan yang dapat diolah
tanpa batas sehingga dapat mengembangkan suatu wilayah

Sumber daya alam menentukan tingkat kesejahteraan manusia yang
hidup berdasarkan sumber daya alam tersebut.

2) Sumber daya manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam
pengembangan wilayah, karena:

A

B.

C.

D.

Manusia merupakan potensi yang sangat besar untuk dapat mengubah
alam dan mengembangkan wilayah

Sumber daya manusia dapat mengolah sumber daya alam serta
membangun sumber daya buatan untuk pengembangan wilayah
Manusia mengontrol sumber daya alam supaya dapat dimanfaatkan
sebesar-besranya untuk pengembangan wilayah

Sumber daya manusia dengan kuantitasnya yang banyak dapat
menjadi tenaga kerja yang merupakan unsur yang sangat penting
dalam pengembangan wilayah

3) Sumber daya buatan mempunyai karakteristik ....

A

B.

C.
D.

Karena sumber daya buatan adalah buatan manusia, maka sumber
daya buatan dapat dibuat dalam jumlah yang tak terbatas

Sumber daya buatan kurang begitu penting dibandingkan dengan
sumber daya alam yang menjadi dasar pengembangan wilayah
Sumber daya buatan terdiri atas struktur ruang dan pola ruang
Sumber daya buatan bersama dengan sumber daya manusia dapat
mengendalikan sumber daya alam tanpa batas

Petunjuk: Untuk soal 4 -6 pilihlah:

A

B.

C.
D.

Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan
hubungan sebab-akibat.

Jika pernyataan benar, alasan benar, tetapi keduanya tidak
menunjukkan sebab-akibat

Jika salah satu dari pernyataan itu salah

Jika kedua pernyataan salah.

4) Sumber daya alam merupakan dasar dalam pengembangan wilayah

SEBAB

Sumber daya alam terdiri atas unsur topografi, klimatologi, geologi, dan
sebagainya.
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5) Proyeksi penduduk dapat dilakukan dengan metode grafis, persamaan
matematik linier, dan persamaan matematik bunga berganda

SEBAB

Ketiga metode tersebut sahih, tinggal perencana yang menentukan
metode yang tepat untuk diterapkan di wilayahnya

6) Penentuan pola ruang wilayah harus memenuhi kriteria bahwa apabila
digambarkan dalam peta, peta tersebut menjadi peta yang artistik.

SEBAB

Pola ruang wilayah terdiri atas kawasan budi daya dan kawasan
nonbudidaya

Petunjuk: Untuk soal 7-8, pilihlah:
A. lJika (1) dan (2) benar
B. Jika (1) dan (3) benar
C. Jika (2) dan (3) benar
D. Jika semua benar

7) Dua dari tiga unsur pembentuk wilayah adalah ....
1. Sumber daya alam dan sumber daya lingkungan
2. Sumber daya alam dan sumber daya buatan
3. Sumber daya alam dan sumber daya manusia

8) Cara mencari kepadatan penduduk adalah ...
1. Jumlah penduduk (satuannya manusia), dibagi luas wilayah
(satuannya ha)
2. Jumlah penduduk (satuannya manusia), dibagi luas wilayah
(satuannya kmz2)
3. Jumlah penduduk seluruh wilayah diambil rata-ratanya

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang
terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian,
gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap
materi Kegiatan Belajar 2.

) Jumlah Jawaban yang Benar
Tingkat penguasaan = x 100%

Jumlah Soal
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Aurti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat
meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. Bagus! Jika masih di bawah 80%,
Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang
belum dikuasai.
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KEGIATAN BELAJAR 3

Isu dan Masalah
dalam Perencanaan Wilayah

A. KESENJANGAN WILAYAH

Kesenjangan wilayah adalah perbedaan tingkat perkembangan antara satu
wilayah dengan wilayah lainnya. Ukuran dari tingkat perkembangan ini dapat
berbeda-beda. Sebagaimana dikatakan dalam Kegiatan Belajar 1, tujuan dari
perencaaan wilayah adalah menciptakan kesejahteraan bagi penduduknya
maka ukuran yang paling baik dari tingkat perkembangan ini adalah
kesejahteraan penduduk. Kesejahteraan penduduk, secara sederhana dapat
dinyatakan dengan besarnya pendapatan (income) penduduk. Dengan
demikian, kesenjangan dapat dilihat dari perbedaan tingkat pendapatan
penduduk. Apabila tingkat pendapatan penduduk antarwilayah yang satu
dengan wilayah lainnya dalam suatu negara sangat berbeda-beda maka
dikatakan kesenjangan wilayah di negara tersebut, tinggi. Akan tetapi, kadang-
kadang data mengenai pendapatan penduduk ini sukar didapat. Bagi Indonesia,
data yang paling mudah didapat karena selalu ada catatannya setiap tahun
adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu data mengenai
semua nilai tambah dari setiap sektor produksi. Ini selalu dicatat, baik data
untuk tiap daerah (setiap Provinsi, kadang-kadang untuk kabupatenpun ada
datanya) per setiap sektor produksi. Apabila data PDRB setiap sektor produksi
itu dijumlah, didapat PDRB total dari wilayah tersebut (BPS, 2009). Dengan
demikian, suatu negara kesenjangannya besar, apabila PDRB antarwilayah
tersebut sangat berbeda-beda.

Ternyata, setiap negara berkembang termasuk Indonesia, mengalami
masalah mengenai kesenjangan ini. Kesenjangan wilayah di negara
berkembang terhitung besar, dan kecenderungannya setiap tahun sampai saat
ini masih menunjukkan menaik. Bahwa kesenjangan wilayah itu besar dan
selalu menaik, ada cara pengukurannya. Cara pengukuran ini diajukan oleh
Williamson dengan mengajukan suatu indeks, sehingga indeks yang
menunjukkan besarnya kesenjangan itu dinamakan indeks Williamson
(Williamson, 1968).
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Besarnya indeks ini dapat dihitung dari rumus Williamson di bawah ini.

(2( yi —y)? Li
VW = n

y
Dimana:
fi = Penduduk daerah ke-i
n = Penduduk nasional
yi = Pendapatan perkapita daerah ke-i
Y = Pendapatan perkapita rata-rata

Jadi, untuk menghitung berapa besarnya indeks Williamson ini harus
diketahui:

1. besarnya pendapatan tiap wilayah ( = yi, dimana i berjalan dari 1, 2, 3 ....
yaitu wilayah no. 1, 2, 3......sampai n, yaitu wilayah ke n) di dalam suatu
negara. Jika data pendapatan tidak ada, dapat diganti dengan data PDRB

2. Jumlah penduduk tiap wilayah fi di dalam negara tersebut sama dengan
y, fi ini juga berjalan dari 1 sampai n.

Data ini kemudian disusun dalam satu tabel. Tabel tersebut tersusun dari
kolom-kolom yaitu kolom Yi, kolom Yi dikurangi Y rata2, kolom fi/n, serta
kolom yi dikurangi y rata-rata, serta kolom kuadrat dari yi dikurangi y rata2.
Dari kolom-kolom tersebut dapat dihitung besarnya ) dari kolom tersebut,
kemudian ditarik akarnya dan dibagi dengan y rata.-rata. Inilah indeks
Williamson. Selain dipakai untuk melihat kesenjangan wilayah di dalam suatu
negara, indeks Williamson ini dapat juga dipakai untuk melihat kesenjangan
antar subwilayah di dalam suatu wilayah.

Dari perhitungan berbagai negara, Williamson dapat menyimpulkan
bahwa apabila suatu negara belum berkembang, kesenjangan wilayah di dalam
negara itu rendah, atau dapat dikatakan bahwa perkembangan merata di
seluruh negara. Makin negara tersebut berkembang, kesenjangan akan semakin
membesar, dan kemudian mencapai puncak, dan setelah itu menurun lagi, yang
berarti bahwa perkembangan negara tersebut boleh dikatakan merata di seluruh
wilayahnya. Jadi, baik pada awal perkembangan maupun pada waktu suatu
negara sudah berkembang sepenuhnya, keadaan negara boleh dikatakan sama-
sama merata. Bedanya adalah pada awal
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perkembangan, negara tersebut sama merata miskinnya, pada waktu negara
sudah berkembang penuh, negara tersebut sama merata makmurnya. Pada
waktu negara sedang dalam proses pembangunan maka terjadi kesenjangan
wilayah. Itulah sebabnya di negara-negara berkembang kesenjangan wilayah
selalu besar. Apabila digambarkan dalam grafik, grafik kesenjangan wilayah
tersebut terlihat seperti gambar di bawah ini

W

Pendapatan perkapita nasional

Yang menjadi pertanyaan, adalah kapan puncak dari kesenjangan tersebut
tercapai sehingga kesenjangan dapat menurun. Untuk ini Williamson tidak
dapat menerangkannya. Dari berbagai negara yang Williamson hitung nilai
Vw-nya, ternyata banyak negara berkembang yang dari tahun ketahun Vw-nya
terus membesar dan belum menurun saja. Penelitian atas Indonesia dari
Nurzaman (Nurzaman, 2002), juga menunjukkan bahwa sejak tahun 1975
sampai dengan tahun 1996, nilai Vw terus membesar. Walaupun tidak ada
perhitungan Vw masa kini, akan tetapi kalau melihat gejalanya, kemungkinan
besar, kesenjangan wilayah juga tetap besar.

Uraian di atas menunjukkan, bahwa Williamson dapat menunjukkan
dengan angka besarnya kesenjangan serta apabila angka kesenjangan ini
dihitung dari tahun Kketahun, terlihat perkembangannya. Akan tetapi,
kesenjangan terjadi, tidak dapat diterangkan oleh Williamson. Yang dapat
menerangkan kesenjangan terjadi adalah Hirschman. Menurut Hirschman, di
seluruh bagian dunia ini, selalu terdapat wilayah maju, yang oleh Hirschman
diberi istilah wilayah Utara (U), dan wilayah yang belum maju yang oleh
Hirshman diberi istilah wilayah Selatan (S). Karena sudah maju, wilayah U
aktifitas ekonomi utamanya adalah industri, perdagangan serta jasa. Wilayah
S yang belum maju, aktifitas utamanya adalah pertanian, pertambangan,
kehutanan, serta sektor-sektor primer lainnya. Antara U dan S terjadi interaksi,
di antaranya dalam bentuk perdagangan. U membeli dari S bahan
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mentah untuk industrinya, seperti barang tambang, hasil pertanian (karet, kopi,
dan lain-lain). Oleh U barang-barang ini diolah menjadi hasil industri misalnya
bijih besi dan batubara menjadi besi baja. Karet menjadi berbagai alat
kedokteran dari karet, pelapis jas hujan, dan lain-lain. Harga hasil industri ini
lebih mahal dari harga barang mentahnya. Sebagian dari industri ini dibeli oleh
S. Jadi dengan demikian, S menjual barangnya dengan harga yang murah, dan
membeli hasil industri dari U dengan harga yang lebih tinggi. Jadi, S berada
dalam keadaan yang merugi. Efek yang merugikan ini dinamakan polarization
effect (efek pengkutuban). Kalau S terus menerus dalam kondisi yang merugi
(atau polarization effect terus menerus bekerja) maka kesenjangan akan terjadi
dan semakin besar. Dengan kata lain, S makin tertinggal dari U (Hirschman,
1968).

Akan tetapi, Hirschman juga mengatakan, bahwa disamping polarization
effect terjadi juga trickling down effect. Trickling down effect terjadi kalau
misalnya, karena U merupakan wilayah yang berkembang, upah di U pun lebih
besar dari di S dan harga lahan di U, makin lama makin mahal. Akibatnya,
ongkos produksi di U akan tinggi. Hal ini menyebabkan bahwa S berusaha
membangun industri sendiri agar tidak membeli hasil industri U yang semakin
mahal. Karena S belum berkembang, upah di S masih murah, harga lahanpun
masih murah. Jadi, industri di S harganya bisa lebih murah dari di U sehingga
makin lama industri di S makin maju dan S makin berkembang
(Hirschman,1968).

Bekerjanya polarization effect dan trickling down effect inilah yang
menyebabkan adanya kesenjangan, yang kalau menurut Williamson, pada
awalnya membesar (karena polarization effect yang lebih besar dari trickling
down effect) dan kemudian menjadi mengecil (karena trickling down effect
lebih besar dari polarization effect). Hal ini sudah terbukti terjadi di negara
maju.

Sayangnya, hal tersebut tidak selamanya terjadi. Di negara berkembang,
kesenjangan wilayah terus menerus membesar. Bukan itu saja, kesenjangan
antara negara maju dengan negara berkembangpun makin lama makin besar.
Alasan hal tersebut terjadi, lebih jauh diterangkan oleh Myrdal. Sama dengan
Hirschman, Myrdalpun percaya akan adanya aliran yang menguntungkan U,
walaupun Myrdal memberi istilah yang lain, yaitu backwash effect. Effect yang
menguntungkan S oleh Myrdal diberi nama spread effect. Kata Myrdal, kedua
efek itu bekerja di dalam kaitan antara U dan S. Akan tetapi , berbeda dengan
Hirschman yang optimis bahwa suatu kali trickling down effect akan
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mengalahkan polarization effect, Myrdal pesimis akan hal ini. Bahkan Myrdal
memperkenalkan istilah lain yaitu cummulative causation effect. Cummulative
causation effect terjadi sebagai contoh karena industri di U mendapat
keuntungan yang besar, dia makin lama makin besar. Karena makin besar, dia
dapat bekerja dengan lebih efisien. Karena bekerja lebih efisien, dia dapat
mengembangkan lagi industri lainnya. Demikian seterusnya, sehingga U
makin lama makin berkembang oleh berbagai industri dan aktifitas lainnya. S
makin lama makin tertinggal sehingga kesenjangan makin lama makin besar.
Kelihatannya teori Myrdal ini yang lebih tepat untuk menggambarkan keadaan
kesenjangan di negara berkembang (Hilhorst, 1992).

Jika demikian keadaannya maka pemerintah di negara berkembang harus
berusaha keras untuk mengurangi kesenjangan ini karena seandainya
kesenjangan yang makin lama makin besar maka akan makin sukar
mengembangkan wilayah tertinggal untuk mengejar ketinggalannya.
Contohnya adalah di Indonesia. Kesenjangan antara wilayah-wilayah maju di
Jawa dan beberapa bagian dari Sumatera dengan wilayah-wilayah lain yang
kurang maju di luar Jawa terutama di Indonesia timur makin lama makin besar
sehingga akan makin sukar mengembangkan wilayah tertinggal tersebut untuk
mengejar ketinggalannya.

Akan tetapi, sudah tentu hal ini tidak dapat dibiarkan terjadi terus menerus.
Harus ada cara mengatasinya. Salah satu cara mengatasinya adalah
sebagaimana yang diusulkan oleh Nurzaman adalah mencari sektor ekonomi
yang memberi pengaruh untuk memperbesar kesenjangan serta sektor ekonomi
yang memperkecil kesenjangan. Menurut peneltian Nurzaman, ternyata sektor
bangunan dan konstruksi (real estate, pembangunan prasarana, dan
sebagainya), perbankan, dan sektor-sektor lain yang biasa berkembang di kota
besar, memberi pengaruh untuk memperbesar kesenjangan. Sektor-sektor
peranian bahan makanan, perkebunan, peternakan, pertambangan, dan sektor
lain yang merupakan sektor primer, memberi pengaruh untuk memperkecil
kesenjangan. Sektor inilah yang direkomendasikan untuk mendapat prioritas
perkembangan. Walaupun untuk sektor pertambangan, serta migas dan
olahannya harus dilakuakn secara hati- hati karena betul kalau dilihat dari
sudut PDRB sektor tersebut memperkecil kesenjangan, akan tetapi dilihat dari
sudut kesejahteraan penduduk, belum tentu. Sektor-sektor tersebut dapat
memperkecil kesenjangan karena lokasi dari sektor tersebut (kecuali
pertambangan yang bahkan lokasinya justru
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biasanya terdapat di wilayah yang masih belum berkembang) dapat tersebar
merata di seluruh negara sehingga dapat memperkecil kesenjangan berbeda
dengan sektor-sektor yang memperbesar kesenjangan sebagaimana disebutkan
di atas. (Nurzaman,2002).

Hal itu juga harus dipikirkan, lokasi dari perkembangan tersebut.
Perkembangan yang terlalu terpusat di wilayah-wilayah maju akan
memperbesar kesenjangan.

Yang diusulkan Nurzaman tersebut sebetulnya hanyalah hal teknis. Hal
yang lebih mendasar adalah sebetulnya mengubah konsep pembangunan dari
”Pembangunan dari Atas” (Top-down Development) yang memprioritaskan
perkembangan pada sektor maju di wilayah yang telah maju pula, ke konsep
”Pembangunan dari Bawah” (Bottom-up Development) yang membangun
secara merata bahkan diutamakam pada wilayah yang lebih tertinggal pada
sektor-sektor yang merata pula.

B. KEMISKINAN

Kemiskinan merupakan salah satu masalah besar di dalam perencanaan
wilayah, sebagaimana dikatakan dalam tujuan perencanaan wilayah yang
dipaparkan dalam Kegiatan Belajar 1, salah satu tujuan utama perkembangan
wilayah adalah kesejahteraan yang seluas-luasnya bagi penduduk, baik secara
lahiriah maupun batiniah. Apabila masih terdapat kemiskinan, berarti paling
sedikit kesejahteraan lahiriah belum tercapai. Jadi, tujuan perencanaan wilayah
masih belum tercapai.

Indikator dari kemiskinan dinyatakan dengan Garis Kemiskinan (GK).
GK ini terdiri atas dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM)
dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). GKM adalah besarnya
pengeluaran untuk pemenuhan bahan makanan, yang dihitung setara minimal
sebesar 2100 kalori per orang per hari. Ini meliputi kebutuhan akan beras,
minyak, gula, tempe, tahu, dan lain-lain yang terdiri atas 52 komoditi. GKBM
adalah pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan seperti
perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan, yang terdiri atas 51 jenis
komaditi di daerah perkotaan dan 47 komoditi di daerah pedesaan. GK adalah
gabungan dari kedua komponen tersebut. Pengeluaran untuk semua
pemenuhan kebutuhan itu ditentukan oleh BPS pada bulan Maret 2007 sebesar
Rp.166.697,- per kapita per bulan dan mulai pada bulan Maret 2006 naik
menjadi Rp.182.626,- per kapita per bulan. Karena inflasi, sudah pasti
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pada tahun-tahun sebelumnya, nilai ini lebih kecil. Apabila pengeluaran
sesorang berada di bawah GK ini maka orang tersebut terhitung miskin (BPS,
1 Juli 2008).

Dengan cara itu maka BPS dapat menghitung jumlah banyaknya
penduduk miskin di Indonesia. Menurut perhitungan BPS, jumlah penduduk
miskin di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 2.3 .

Dari tabel tersebut terlihat, bahwa angka kemiskinan di Indonesia masih
sangat besar. Kecuali tahun 1996, semua lebih besar dari 10% (dua digit). Hal
ini sudah tentu merupakan masalah dalam perencanaan wilayah di Indonesia.
Dari tabel tersebut terlihat bahwa kemiskinan di pedesaan selalu lebih besar
daripada di perkotaan. Ini juga merupakan masalah karena penduduk desa akan
lebih tertarik untuk pindah ke kota karena kota menjanjikan kehidupan yang
lebih baik.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa angka kemiskinan fluktuatif yaitu angka
kemiskinan ini naik turun dan tidak menunjukakan kecenderunganatau/trend
tertentu. Berdasarkan kesimpulan BPS, ternyata hal ini terjadi karena
kemiskinan, terutama faktor GKM sangat dipengaruhi oleh harga beras.
Apabila harga beras turun maka tingkat kemiskinan akan menurun. Sebalikny,
apabila harga beras naik (baik di pedesaan maupun di perkotaan) maka angka
kemiskinan akan naik.

Tabel 2.3.
Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia 1996-2007

Tahun Jumlah Penduduk Miskin (Juta) Persentase Penduduk Miskin
Kota Desa Kota+Desa Kota Desa Kota+Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1996 942 2459 34.0 13,39 19,78 1747
1998 17,60 31,80 49,50 2192 25,72 2423
1999 15,64 32,33 4797 19.41 26,03 2343
2000 12,30 26,40 38,70 14,60 22,38 19,14
2001 8,60 29,30 37,90 976 2484 1841
2002 13,30 25,10 38,40 14,48 21,10 18,20
2003 12,20 25,10 37,30 13.57 20,23 1742
2004 11,40 24,80 36,10 1213 20,11 16,66
2005 12,40 22,70 3510 11,68 19,98 15,97
2008 14,49 2448 39,30 1347 21,81 17,75
2007 13,56 2381 a7 12,52 20,37 16,58

Sumber: BPS, Berita Resmi Statistik no. 37/07/tahun XI, 1 Juli 2008
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Pada tahun 2006 faktornya lain lagi. Pada tahun tersebut angka
kemiskinan meningkat karena pada tahun tersebut harga BBM dinaikan. Harga
kebutuhan pokok yang lainnyapun meningkat. Dengan demikian, makin
banyak penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan sehingga angka
kemiskinan naik. Dengan demikian terlihat bahwa kehidupan penduduk
Indonesia terutama penduduk yang berada di sekitar garis kemiskinan,
kesejahterannya sangat labil. Terjadi perubahan sedikit saja pada ekonomi
Indonesia, misalnya BBM naik, panen gagal, atau ada bencana maka angka
kemiskinan dengan cepat naik. Jika terjadi krisis besar seperti Krisis
multidimensi pada akhir tahun 1997. Seperti terlihat pada tabel, angka
kemiskinan melonjak dari 9,42 pada tahun, menjadi 17,60 pada tahun 1998.

Selain dari angka kemiskinan secara umum, BPS juga menyediakan data
mengenai mengenai ke dalaman kemiskinan disebut sebagai Indeks Ke
dalaman Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan disebut Indeks Keparahan
Kemiskinan. Ternyata kedua indeks tersebut dari tahun 2007 ke tahun 2008
mengalami penuruan, Indeks Kedalaman Kemiskinan menurun dari 2.99
menjadi 2,77 dan Keparahan Kemiskinan menurun dari 0,84 menjadi 0,76. Hal
ini menunjukkan bahwa keadaan kemiskinan menjadi bertambah baik.
Artinya, walaupun tetap berada di bawah garis kemiskinan, akan tetapi
jaraknya dari garis kemiskinan menjadi bertambah kecil. Sama seperti angka
kemiskinan pada umumnya, baik Indeks Kedalaman Kemiskinan maupun
Indeks Keparahan Kemiskinan lebih tinggi di perdesaan daripada di kota. Hal
ini menunjukkan bahwa kemiskinan di perdesaan keadaannya lebih parah
daripada di perkotaan (BPS, 1 Juli 2008).

Dari data serta analisis yang dilakukan BPS tersebut terlihat bahwa
kesejahteraan penduduk di perdesaan lebih rendah daripada di perkotaan. Dari
data tersebut menunjukkan bahwa keadaan kesejahteraan ini sangat labil.
Terdapat gangguan sedikit saja pada ekonomi Indonesia, angka kemiskinan
langsung naik. Sebaliknya, apabila keadaan ekonomi membaik sedikit saja,
misalnya harga beras turun maka angka kemiskinan juga menurun, termasuk
kemiskinan di perdesaan. Hal ini terjadi karena petani di perdesaan, pada
waktu panen biasa menjual sebagian berasnya untuk menutupi ongkos-ongkos
produksi dan kemudian setelah beras persediaannya habis, biasanya pada
waktu musim tanam, harga beras sedang tinggi petani kembali membeli beras.
Menurut laporan BPS tersebut kemiskinan menurun apabila tingkat
pengangguran juga menurun (BPS, 1 Juli 2008).
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Dengan demikian, hal yang harus dilakukan para perencana untuk
memecahkan masalah ini. Karena kemiskinan sebagian besar terjadi di
perdesaan maka perhatian terhadap kawasan perdesaan harus lebih besar.
Kestabilan dalam bertani harus tetap dijaga, jangan sampai harga komoditas
pertanian terlalu bergejolak. Harga komoditas pertanian yang terlalu
begejolakpun akan mempengaruhi angka kemiskinan di kota karena komponen
harga beras merupakan salah satu komponen penting dalam menentukan GK.
Agar perdesaan dapat berkembang dengan stabil dan mantap maka konsep
pembangunan yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah konsep yang lebih
berpihak pada pembangunan perdesaan seperti yang juga telah diberikan dalam
mengatasi kesenjangan wilayah, misalnya mengubah konsep pembangunan
yang Top-down menjadi konsep pembangunan yang Bottom-up. Angka
kemiskinan tergantung pada besarnya angka pengangguran. Dengan demikian,
perencana harus berusaha lebih keras dalam mengatasi pengangguran ini.
Salah satunya adalah dengan menggalakkan perkembangan usaha-usaha
mikro, kecil, dan menengah, karena terbukti usaha-usaha tersebut cukup
ampuh di dalam menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian, sekali lagi
ditekankan, perlunya konsep pengenbangan yang lebih berpihak kepada rakyat
seperti konsep pengembangan yang Bottom-up tersebut.

C. SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

Sumber daya alam dan lingkungan juga merupakan isu atau permasalahan
yang penting dalam perencanaan wilayah karena sumber daya alam ini,
walaupun di Indonesia sering terdapat dalam jumlah yang melimpah, tetap
penggunaannya harus dilaksanakan dengan hati-hati. Sumber daya alam
terbagi dalam dua golongan besar. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui
(renewable resource) serta sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui
(non-renewable resource). Sumber daya alam yang dapat diperbaharui, secara
teoritis tidak akan habis-habis karena sumber daya alam tersebut dapat
berkembang biak atau tumbuh kembali. Contohnya, ikan di laut atau pohon di
hutan. Ikan di laut selalu berkembang biak sehingga kalaupun ikan ditangkap,
akan ada ikan baru yang menggantikan ikan yang ditangkap tersebut.
Demikian juga dengan pohon di hutan. Akan tetapi, apabila penanganannya
tidak hati-hati maka sumber daya yang dapat diperbaharukan ini juga akan
punah. Contohnya mengenai ikan di laut,
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apabila penangkapannya melebihi kemampuan ikan tersebut berkembang biak
maka ikan pun akan punah. Hal yang sama dengan pohon di hutan. Apabila
tidak ada penanaman kembali atau memberi kesempatan agar hutan itu secara
alamiah pulih maka hutanpun akan rusak. Jadi, sekaya apa pun sumber daya
alam, pengambilannya dari alam, harus dilakukan secara hati- hati.

Suatu contoh dari pemanfaatan sumber daya alam terbarukan yang
dilakukan dengan tidak hati-hati adalah pengambilan kayu di hutan-hutan
Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua yang tanpa
memperhatikan kelangsungan lingkungan. Akibatnya, terasa oleh semua
dalam berbagai bencana seperti kebakaran hutan penggundulan hutan yang
menyebabkan banjr, longsor, kenaikan suhu, serta habisnya persediaan kayu
baik untuk keperluan masa kini maupun mendatang.

Hal ini terlebih-lebih berlaku bagi sumber daya alam yang tidak dapat
diperbaharukan seperti barang tambang. Setelah ditambang maka persediaan
bahan tambang tersebut akan habis. Jadi, harus ada pertimbangan-
pertimbangan yang matang di dalam memanfaatkan sumber daya alam
tersebut.

Pemikiran tersebut menjadi penting karena manusia hidup bukan hanya
untuk dirinya sendiri. Manusiapun mempunyai keturunan yang hidup di masa
depan. Merekapun berhak untuk dapat hidup sejahtera. Dengan demikian,
dalam memanfaatkan sumber daya alam ini, harus dipegang prinsip yang
keberlanjutan dalam pembangunan. Yang dimaksud dengan keberlanjutan
dalam pembangunan, dinyatakan antara lain oleh World Commision on
Environment and Develpoment yang merupakan salah satu badan PBB, bahwa:

”"Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi
kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi
mendatang memenuhi kebutuhannya” (Berke, 2006).

Konsep di atas harus benar-benar dipatuhi, apalagi kalau mengingat,
bahwa pada saat ini, sudah lebih dari separuh sumber daya, baik yang
terbarukan maupun yang tidak terbarukan sudah habis dipakai. Pemanfaatan
sumber daya pada saat ini memiliki laju yang lebih besar daripada jaman dulu
(Pearce, 1990).

Dengan mengingat pada hal tersebut maka terdapat pemikiran yang
berpendapat bahwa sumber daya alam beserta lingkungan haruslah dipelihara
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semaksimal mungkin. Aliran ini menganut paham untuk mempreservasi
(mempertahankan kelangsungan) dari lingkungan secara ekstrim. Manusia
hanya boleh mengambil dari lingkungan dengan sangat minimal. Paham ini
disebut sebagai paham Deep Ecology. Paham ini adalah sebagai reaksi atas
paham yang banyak dianut pada pertengahan sampai mendekati akhir abad 20,
yang berpendapat bahwa sumber daya alam haruslah dimanfaatkan seluas-
luasnya untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi. Paham ini bersifat sangat
eksploratif terhadap sumber daya alam. Jadi, demi kepentingan ekonomi,
sumber daya alam boleh dimanfaatkan secara habis-habisan. Paham ini disebut
sebagai paham Extreme Cornucopian. Sudah tentu, kedua paham tersebut
tidaklah tepat.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan mengorbankan sumber daya
alam akan menyebabkan banyak bencana baik di masa kini maupun untuk
masa datang. Pemanfaatan sumber daya alam yang sangat minimal, juga akan
menghambat perkembangan ekonomi dan kehidupan manusia. Dengan
demikian, munculah paham yang lebih lunak, baik yang berasal dari Deep
Ecology, maupun yang berasal dari Extreme Cornucopian. Paham yang berasal
dari Deep Ecology disebut paham Communalist, yang tetap berpendapat bahwa
preservasi itu tetap perlu. Pertumbuhan ekonomi juga perlu. Dengan demikian,
dalam merencanakan pertumbuhan ekonomi, pembatas-pembatas (constraints)
dari lingkungan harus tetap diperhatikan. Jangan sampai pertumbuhan
ekonomi dapat merugikan lingkungan. Paham yang berasal dari Extreme
Cornucopian disebut sebagai paham Accomodating. Paham ini berpendapat
bahwa konservasi lingkungan memang diperlukan, akan tetapi disertai dengan
manajemen pembangunan sehingga perkembangan ekonomi dapat
berlangsung terus sesuai kebutuhan manusia (Perace, 1990).

Kelihatannya kedua paham yang berada di tengah tersebut yang
merupakan paham yang merupakan kompromi dari dua paham yang ekstrim
merupakan paham yang lebih dapat diterima.

Indonesia, saat inipun sudah menyadari akan pentingnya faktor
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di dalam perkembangan
ekonomi. Hal ini terlihat di dalam Undang-undang nomor 26 tahun 2007
mengenai Penataan Ruang.

Dalam Undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa pola ruang terbagi atas
kawasan nonbudi daya dan kawasan budidaya. Dalam perencanaan ruang,
kawasan nonbudidaya harus ditentukan terlebih dahulu, dan baru yang
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lainnya boleh dibagi-bagi dalam berbagai kawasan budi daya. Dalam suatu
sistem Wilayah Aliran Sungai, luas kawasan nonbudi daya ini minimal harus
mencapai luas 30 % dari seluruh luas. Keadaan morfologi, topografi, dan
berbagai unsur sumber daya alam ini tidak seragam untuk seluruh wilayah,
sehingga penentuan kawasan nonbudidaya atau kawasan lindung inipun tidak
dapat seragam. Suatu kabupaten yang wilayahnya secara umum mempunyai
topografi yang tinggi, lereng yang terjal, dan sebagainya, dapat saja kawasan
lindungnya atau kawasan nonbudidayanya ditetapkan 60-sampai70% dari
seluruh luas kabupaten. Akan tetapi, kabupaten di daerah hilirnya karena
keadaan alamnya lebih tepat untuk menjadi kawasan budidaya, dapat saja,
kawasan nonbudi dayanya mungkin hanya 10% dari seluruh luas kabupaten.
Wilayah hilir diharuskan memberikan kompensasi terhadap wilayah hulu
karena kabupaten yang berada di hulu tersebut memelihara lingkungan yang
hasilnya juga dinikmati oleh wilayah hilirnya (Pemerintah Republik Indonesia,
2007).

D. PENDEKATAN SISTEM DALAM PERENCANAAN WILAYAH

Suatu wilayah tidak dapat berdiri sendiri. Wilayah berhubungan dengan
wilayah lainnya karena wilayah memerlukan wilayah lain. Wilayah
memerlukan wilayah lainnya untuk memasarkan hasil produksinya yang
berlebih. Sebaliknya, wilayah juga membutuhkan wilayah lain untuk
mendapatkan produksi lain yang di wilayahnya kurang atau tidak dapat
dihasilkan. Misalnya, wilayah yang mempunyai deposit mineral yang banyak,
akan menghasilkan barang tambang yang tidak mungkin dihabiskan hanya
untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Sebaliknya, wilayah tersebut tidak subur,
wilayah tersebut harus mengimpor keperluannya akan produk pertanian baik
pertanian bahan makanan, maupun pertanian lainnya misalnya bambu atau
kayu untuk bahan bangunan. Bahkan, untuk wilayah yang relatif dapat
memenuhi sendiri kebutuhan fisiknya, wilayah tersebut pun masih tergantung
pada wilayah lain misalnya untuk kebutuhan pendidikan, dan kesehatan.

Selain dari satu wilayah tidak dapat berdiri sendiri, bagian-bagian dari
wilayah itupun (subwilayah), masing-masing tidak dapat berdiri sendiri. Sama
dengan satu wilayah harus berhubungan dengan wilayah lainnya, satu
subwilayah di dalam satu wilayah pun, harus berhubungan dengan sub-
wilayah sub-wilayah lainnya.
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Aktivitas yang terdapat di dalam satu wilayahpun, masing-masing tidak
dapat berdiri sendiri. Aktifitas pertanian misalnya, tidak dapat berdiri sendiri
karena aktivitas ini memerlukan masukan (input) dari aktifitas lainnya,
misalnya memerlukan pupuk yang berasal dari aktifitas industri. Aktivitas
pertanian ini memerlukan aktifitas perdagangan untuk memasarkan hasil- hasil
pertaniannya, memerlukan aktifitas transportasi untuk mengangkut hasil
pertaniannya, misalnya dari ladang ke pasar. Demikian juga dengan aktifitas
lainnya.

Jadi, wilayah beserta sub-sub wilayahnya serta aktifitas-aktifitas tersebut
semua kait terkait. Karena kaitan-kaitan ini mempunyai makna, tidak terkait
demikian saja maka wilayah, subwilayah serta aktifitas yang ada di dalamnya

semuanya merupakan satu sistem. Maksud dari sistem adalah:
”Satu set dari objek yang bersama dengan interaksi yang terdapat di
dalam objek tersebut serta ciri-cirinya” ( Chadwick, 1972 ).

Jadi, suatu sistem harus mempunyai objek. Dalam perencanaan wilayah,
objek adalah subwilayah-subwilayah serta semua aktivitasnya, baik aktivitas
ekonomi maupun sosial yang terdapat di dalam wilayah tersebut. Interaksi
adalah kaitan yang terdapat antarobyek tadi, seperti contoh di atas, kegiatan
pertanian mempunyai kaitan dengan kegiatan industri. Ciri adalah hal yang
menunjukkan cara pandang pihak lain terhadap salah satu obyek. Misalnya,
dilihat dari sudut aktivitas pertanian, industri adalah penyedia salah satu bahan
pertanian, yaitu pupuk. Dilihat dari pandangan penduduk, industri adalah
penyedia lapangan kerja, dan sebagainya.

Jadi, suatu wilayah adalah suatu sistem. Sebagai suatu sistem, bagian-
bagian dari wilayah, yaitu obyek di dalam wilayah tersebut, tidak dapat
dipandang berdiri sendiri. Pertanian, tidak dapat dipandang berdiri sendiri,
tetapi harus dalam interaksinya dengan industri, dengan perdagangan.
Demikian juga aktifitas lainnya dan subwilayah- subwilayah. Jadi, semua
harus dipandang sebagai satu kesatuan yang masing-masing saling
berinteraksi. Interaksi ini ditentukan oleh ciri dari tiap obyek tersebut.
Pandangan yang melihat wilayah sebagai sistem yang saling terkait ini disebut
sebagai pandangan yang komprehensif (comprehensive).

Dalam perencanaan wilayah, wilayah dipandang sebagai satu kesatuan
yang secara komprehensif untuk dikembangkan sehingga mencapai tujuan
tertentu. Dari berbagai definisi tujuan wilayah sebagai yang telah dibahas
dalam Pokok Bahasan I, secara umum tujuan perencanaan wilayah adalah
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mencapai keadaan yang lebih baik dari keadaan sekarang. Dengan demikian,
dipandang sebagai satu kesatuan yang komprehensif maka tujuan yang ingin
dicapai adalah mencapai hasil yang lebih baik daripada apabila wilayah tidak
dipandang sebagai satu sistem. Dengan pandangan sebagai satu sistem ini,
hasil dari keseluruhan sistem harus lebih besar daripada kalau tiap obyek dalam
sistem mencapai tujuannya sendiri-sendiri. Dengan contoh yang sederhana
dapat digambarkan sebagai berikut. Apabila obyek A direncanakan sendiri
maka hasilnya adalah 2. Demikian juga dengan obyek B serta C. Akan tetapi,
apabila A, B dan C direncanakan secara komprehensif dalam satu sistem
penjumlahan hasilnya bukanlah 6 akan tetapi lebih besar dari 6, misalnya 8.
Hal ini dapat terjadi karena dengan dipandang sebagai satu sistem, seluruh
sistem dapat berjalan dengan efisien daripada kalau direncanakan berjalan
sendiri-sendiri. Sebagai contoh, apabila perencanaan industri terpisah dari
perencanaan pertanian, mungkin saja kawasan pertanian kena limbah industri
sehingga hasil dari pertanian tidak optimal atau bahkan terganggu. Akan tetapi
apabila direncanakan bersama-sama, kerusakan dari limah dapat dihindari
bahkan dapat memberikan keuntungan, misalnya pekerja industri dapat dengan
mudah membeli hasil pertanian dari kawasan pertanian untuk melengkapi
kebutuhan bahan makanannya. Perencanaan yang seperti ini, disebut pula
sebagai perencanaan yang sinergis.

Dalam perencanaan wilayah, pekerjaan memandang obyek-obyek dalam
sistem ini dilakukan oleh Bappeda (Badan Perencaan Pembangunan Daerah),
baik Bappeda Provinsi maupun Bappeda Kabupaten atau Kota. Perencanaan
tiap obyek sendiri, misalnya perencanaan sektor pertanian, dan sektor industri,
dilakukan oleh OPD atau Dinas-Dinas yang berada di daerah.

Dengan berlakunya Otonomi Daerah, masalah sistem dalam perencanaan
ini sekarang mendapat tantangan karena daerah mempunyai kewenangan
untuk mengurus urusan di dalam daerahnya sendiri. Walaupun oleh UU no. 26
tahun 2007 sudah diatur bahwa jika diperlukan dapat dilakukan koordinasi
antardaerah serta dengan daerah yang lebih luas (misalnya Kabupaten dengan
Provinsi), koordinasi ini sering tidak berjalan dengan baik. Koordinasi antara
proyek-proyek yang dilakukan oleh Pemeritah Pusat dengan Proyek-proyek
terkait di daerah sering kali kurang berjalan dengan baik. Hal ini merupakan
tantangan yang harus dihadapi bersama.
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Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas,
kerjakanlah latihan berikut!

1) Sebutkan beberapa isu dalam perencanaan wilayah di Indonesia!

2) Mengapa Kkesenjangan wilayah di negara berkembang berbeda
karakteristiknya dengan di negara maju?

3) Jelaskan mengapa masalah kemisikinan menjadi masalah sangat
kompleks di Indonesial!

Petunjuk Jawaban Latihan

1) Di antara berbagai isu tersebut, menarik untuk disimak adalah masalah
kesenjangan wilayah, masalah kemiskinan, masalah sumber daya alam
dan lingkungan, serta masalah sistem di dalam perencanaan.

2) Kesenjangan wilayah menjadi masalah yang umum terjadi di negara
berkembang, dan menunjukkan kecenderungan yang semakin membesar.
Hal inilah yang membedakannya dengan di negara maju yang polanya
adalah kesenjangan naik kemudian mencapai puncak, dan terus menurun.

3) Masalah kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks karena
banyak faktor yang memengaruhinya: ketidakstabilan produksi pangan,
ketidakstabilan kebijakan pemerintah, misalnya kenaikan harga BBM,
konsep perencanaan yang tidak tepat, misalnya yang lebih menitik-
beratkan pada pengembangan industri di wilayah-wilayah yang sudah
maju, daripada membangun dari bawah dengan menguatkan dulu struktur
dasar ekonomi seperti pertanian dan usaha kecil/menengah.
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Dalam perencanaan wilayah, terutama perencanaan wilayah di
Indonesia, terdapat beberapa isu atau masalah utama yang harus dihadapi.
Di antara semua isu tersebut menarik untuk disimak adalah masalah
kesenjangan wilayah, masalah kemiskinan, masalah sumber daya alam
dan lingkungan, serta masalah sistem di dalam perencanaan.

Masalah kesenjangan wilayah menarik untuk dibahas karena
kesenjangan wilayah merupakan gejala yang umum terjadi di negara
berkembang. Bagi negara yang baru berkembang saat ini, kesenjangan ini
menjadi masalah karena di negara-negara yang telah maju, setelah
kesenjangan naik kemudian mencapai puncak, dan terus menurun. Bagi
negara berkembang, hal tersebut ternyata sangat sukar terjadi. Dengan
demikian, kesenjangan makin lama semakin besar. Hal inilah yang
menjadi masalah besar di negara berkembang.

Isu atau masalah kedua adalah isu mengenai kemiskinan. Masalah
kemiskinan ini merupakan masalah yang kompleks karena banyak faktor
yang memengaruhniya, diantaranya ketidakstabilan produksi pangan,
ketidakstabilan kebijaksanaan pemerintah, misalnya kenaikan harga
BBM, konsep perencanaan yang tidak tepat, misalnya yang lebih
menitikberatkan pada pengembangan industri di wilayah-wilayah yang
sudah maju daripada membangun dari bawah dengan menguatkan dulu
struktur dasar ekonomi seperti pertanian dan usaha kecil/menengah.

Isu mengenai sumber daya alam dan lingkungan juga menarik karena
di negara berkembang, demi menaikkan Pendapatan Produksi Bruto
(PDB-bagi negara) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB- bagi
wilayah) yang sering dipakai sebagai ukuran kemajuan ekonomi, masalah
lingkungan menjadi diabaikan. Hal ini berdampak negatif terhadap
pembangunan jangka panjang, bahkan sekarangpun telah terasa. Berbagai
masalah lingkungan seperti kerusakan hutan dengan semua masalah
ikutannya, masalah bencana alam yang sebetulnya dapat dicegah dengan
pengaturan lingkungan yang baik seperti banjir, longsor, kekeringan, dan
lain-lain, tampak bermunculan dimana-mana. Kerugian dari peristiwa
tersebut sangat besar, baik dilihat dari kerugian material, maupun dari
kerugian sosial yang ditimbulkannya.

Isu yang terakhir yang dibahas adalah perencanaan sebagai sistem.
Hal ini juga menarik karena perencanaan wilayah seharusnya dapat
mengintegrasikan perencanaan-perencanaan sektoral atau aspek-aspek
dari pembangunan seperti sektor atau aspek pertanian, industri,
pertambangan, dan sebagainya. Perencanaan wilayah ini harus
mengintegrasikan perencanaan subwilayah-subwilayah. Semua aspek
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tersebut harus diintegrasikan dalam suatu payung bernama perencanaan
wilayah yang komprehensif. Pertanyaan sekarang adalah seberapa mampu
perencana serta birokrat dapat mengintegrasikan semua hal tersebut di
bawah satu payung itu.

Petunjuk: untuk soal 1-3 pilihlah salah satu jawaban yang benar:

1)

2)

3)

Isu adalah ....

A. Desas-desus yang beredar mengenai rencana pengembangan suatu
wilayah

B. Masalah utama dalam suatu wilayah yang apabila terpecahkan maka
masalah lainnya akan ikut terpecahkan atau lebih mudah
memecahkannya

C. Tidak ada jawaban yang benar

D. Masalah utama dalam perencanaan wilayah yang banyak beredar di

masyarakat sehingga harus menjadi perhatian utama perencana

Di antara isu dalam perencanaan wilayah yang dinyatakan di atas, yang
terpenting adalah ....

A

B.

C.

D.

Masalah kemiskinan karena angka kemiskinan di Indonesia sangat
besar sehingga sukar untuk menanggulanginya

Masalah kesenjangan wilayah karena apabila kesenjangan terlalu
besar dapat membahayakan NKRI

Semua isu sama pentingnya, tinggal memilih mana yang akan
diprioritaskan untuk ditanggulangi

Masalah sumber daya dan lingkungan karena isu tersebut menjadi
sorotan dunia internasional

Antara masalah kemiskinan dan sumber daya alam dan lingkungan
terdapat kaitan karena ....

A

Kemiskinan dapat menyebabkan penduduk membuka sumber daya
alam (misalnya hutan lindung) yang sebenarnya tidak boleh dibuka
sehingga merusak lingkungan

Sumber daya alam yang ada telah habis dimanfaatkan sehingga
menyebabkan kemiskinan pada penduduk.

Sumber daya alam berkaitan dengan kemiskinan karena sumber daya
alam adalah dasar dari perkembangan wilayah

Tidak ada jawaban yang benar.
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Petunjuk: Untuk soal 4 -6 pilihlah:
A. lJika pernyataan benar, alasan benar dan keduanya menunjukkan
hubungan sebab-akibat.
B. lJika pernyataan benar, alasan benar tetapi keduanya tidak
menunjukkan sebab-akibat
C. Jika salah satu dari pernyataan itu salah
D. lJika kedua pernyataan salah.

4) Sumber daya alam berkaitan erat dengan kemiskinan
SEBAB

Penanganan yang salah atas sumber daya alam dan lingkungan dapat
menyebabkan kemiskinan.

5) Kesenjangan wilayah sebagaimana diterangkan Hirschman menyangkut
faktor sumber daya alam serta karakteristik ekonomi wilayah

SEBAB

Teori Hirschman ternyata tidak semua sejalan dengan teori Myrdal

6) Perencanaan wilayah yang komprehensif tidak mungkin terlaksana
SEBAB

Perencanaan wilayah yang komprehensif menjadi payung atas
perencanaan sektoral dan perencanaan sub-wilayah sub-wilayah

Petunjuk: Untuk soal 7-8, pilihlah:
A. Jika (1) dan (2) benar
B. Jika (1) dan (3) benar
C. Jika (2) dan (3) benar
D. Jika semua benar

7) Kesenjangan wilayah mempunyai ciri:
1. Terdapat terutama di negara berkembang
2. Di negara berkembang, kesenjangan wilayah ini mempunyai
kecenderungan mengecil
3. Besarnya kesenjangan dapat dihitung dengan index Williamson
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8) Dalam permasalahan kemiskinan didapat istilah:
1. Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan
2. Indeks Ke dalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan
3. Kemiskinan Relatif dan Kemiskinan Absolut

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang
terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian,
gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap
materi Kegiatan Belajar 3.

. Jumlah Jawaban yang Benar
Tingkat penguasaan = x 100%

Jumlah Soal

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% =baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat
meneruskan dengan modul selanjutnya. Bagus! Jika masih di bawah 80%,
Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang
belum dikuasai.
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Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1 Tes Formatif 2 Tes Formatif 3
A B HB
2)C 2)B 2)C
3)C 3)C 3)A
4) A 4)B 4) A
5C 5 A 5) B
6) C 6) C 6) C
7D 7nC 7B

8) B 8)C 8)D
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Garis kemiskinan

Isu/isu perencanaan
wilayah

Kesenjangan
wilayah

Pendekatan sistem
dalam perencanaan

Ruang

Sumber daya (alam)
dan lingkungan

Sumber daya alam
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Glosarium

batas besarnya pengeluaran seseorang yang
dapat dianggap memadai untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya dengan yang tidak.
Apabila pengeluaran besarnya berada di bawah
garis kemiskinan maka orang tersebut terhitung
sebagai penduduk miskin.

: masalah utama atau persoalan perencanaan wilayah
perbedaan yang sangat besar dalam tingkat

perkembangan antarwilayah di dalam suatu
negara. Di dalam suatu wilayahpun, dapat
terjadi  kesenjangan antarsubwilayah yang
terdapat di dalam wilayah tersebut.

. pendekatan yang melihat semua obyek (dalam

perencanaan wilayah adalah subwilayah-
subwilayah serta semua aktifitas) di dalamnya
yang bersama membangun interaksi yang
terdapat di dalam objek tersebut dengan
memperhatikan ciri-ciri dari tiap obyek.

: wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan

ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi
sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia,
dan mahluk lain hidup, melakukan kegiatan dan
memelihara kelangsungan

hidupnya.

: semua yang disediakan oleh alam dimana manusia

hidup dan membangun kehidupannya dan
membangun lingkungan alam dan manusia.
Sumber daya alam dan lingkungan yang baik
dan kaya serta lingkungannya

dipelihara dengan baik akan memberikan
potensi bagi suatu wilayah untuk berkembang
dengan baik.

semua yang disediakan oleh alam dimana
manusia hidup dan membangun
kehidupannya. Sumber daya alam yang baik
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Sumber daya
buatan

Sumber daya
manusia

Unsur pembentuk
wilayah

Wilayah

Wilayah fungsional
atau wilayah nodal

Wilayah formal
atau wilayah
homogen
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dan kaya akan memberikan potensi bagi suatu
wilayah untuk berkembang dengan baik.

: sumber daya yang dibangun oleh manusia agar

sumber daya alam dapat diolah dengan lebih
baik, lebih mudah dan lebih cepat. Sumber daya
buatan ini terdiri atas dua unsur, struktur ruang,
yang terdiri atas sistem kota serta

berbagai jaringan prasarana serta pola ruang
yang tediri atas kawasan budidaya dan kawasan
nonbudidaya.

: sumber daya yang dapat mengolah sumber daya

alam tersebut menjadi bermanfaat. Sumber
daya manusia adalah semua penduduk yang
berada di suatu wilayah. Sumber daya manusia
ini harus dilihat dari dua sudut,
kuantitasnya serta kualitasnya.

: semua unsur-unsur yang menyebabkan suatu

wilayah mempunyai wujudnya dan mempunyai
kemampuan berkembang.

ruang supra urban. Dimaksud dengan supra
urban adalah lebih luas dari kota. Jadi,
wilayah adalah ruang yang meliputi seluruh
ruang di luar kota, serta kota-kota yang
tercakup di dalam ruang tersebut.

wilayah yang dibentuk atau didefinisikan
berdasarkan kriteria tertentu serta
memperlihatkan hubungan fungsional atau
interdependensi  antara  bagian-bagiannya.
Karena interdependensi ini biasanya terikat
oleh satu “node” maka wilayah ini sering
disebut sebagai wilayah nodal.

wilayah yang terbentuk karena mempunyai

kesamaan, misalnya kesamaan  dalam
topografi, dalam pemanfaatan lahan, kepadatan
penduduk, aktifitas ekonomi.
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Wilayah : adalah suatu wilayah yang memperlihatkan

perencanaan atau keterkaitan atau kesatuan atas keputusan-

wilayah keputusan ekonomi. Di Indonesia, biasanya
wilayah perencanaan ini merupakan wilayah

pemograman admimistratif, atau biasa disebut juga sebagai
daerah.
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MobuL 3

Tinjauan Konsep, Isu dan Masalah
Pengembangan Kota

=— PENDAHULUA N

P embahasan mengenai kota dan perkembangannya tidak dapat dilepaskan

dari pembahasan terhadap proses urbanisasi sebagai suatu fenomena global.

Terkait dengan pertumbuhan perkotaan yang sangat pesat, yang menjadi

tantangan adalah implikasi pertumbuhan tersebut. Apakah pertumbuhan

kota-kota sesuatu yang baik atau buruk? Dapatkah

pertumbuhan perkotaan dikendalikan? Apa dan bagaimana pemerintah dapat
melakukan intervensi dalam pembangunan perkotaan?

Kegiatan Belajar 1 dalam modul ini akan membahas tentang pengertian
dan karakteristik kota/perkotaan, sebagai dasar untuk membahas lebih lanjut
tentang berbagai konsep, isu, dan masalah yang terkait dengan pengembangan
kota/perkotaan. Kegiatan Belajar 2 akan membahas pertumbuhan perkotaan
dan urbanisasi, baik secara global maupun di negara- negara berkembang.
Dalam hal ini terdapat perbedaan antara fenomena urbanisasi di negara maju
dan di negara berkembang, dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi.
Oleh sebab itu, perlu dipahami faktor-faktor yang dapat menjelaskan cara
proses urbanisasi berlangsung di negara berkembang termasuk di Indonesia,
baik sebagai faktor pendorong maupun faktor penarik.

Kegiatan Belajar 3 akan membahas unsur-unsur pembentuk ruang kota
atau kawasan perkotaan. Kegiatan Belajar 4 lebih lanjut tentang pertumbuhan
perkotaan dan implikasinya terhadap berbagai masalah di perkotaan. Dalam
hal ini lingkup pembahasannya mencakup: pertumbuhan perkotaan dan
implikasinya; masalah-masalah perkotaan, serta urbanisasi dan pertumbuhan
perkotaan di Indonesia.

Dengan mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat memahami
konsep, proses, dan dampak urbanisasi, serta tantangan dan masalah
pertumbuhan perkotaan, baik secara umum maupun di Indonesia.



3.2 PENGANTAr PERENCANAAN WILAYAh DAN KOTA

KEGIATAN BELAJAR 1

Pengertian dan Karakteristik
Kota/Perkotaan

A. PENGERTIAN KOTA

Apa yang dimaksud dengan kota? Kapan sebuah permukiman dapat
disebut sebagai kota? Apa saja karakteristiknya yang membedakannya dengan
bagian wilayah lain yang bukan kota?

Sebagai suatu konsep atau pengertian yang berkaitan dengan ruang
sebagai tempat manusia beraktivitas, pengertian kota secara fungsional sangat
beragam, banyak pakar dari berbagai ilmu mendefinisikan berdasarkan sudut
pandangnya masing-masing. Disiplin ilmu yang mempunyai pemahaman
terhadap kota, antara lain: geografi, demografi, ekonomi, sosiologi,
antropologi, dan planologi (perencanaan wilayah dan kota). Dalam konteks ini
jelas tidak ada satupun definisi berdasarkan tiap sudut pandang tersebut dapat
secara rinci dan lengkap mencakup semua aspek pengertian kota. Seorang
pakar Perencanaan Kota menyatakan bila pandangan yang berbeda-beda
tentang keadaan fisik dan sosio-ekonomi kota digabungkan dengan berbagai
keterkaitan ganda antar pandangan tersebut maka kompleksitas kota secara
operasional dan analitis dapat dilihat secara jelas (Branch, 1985: 45).

Pengertian atau definisi kota secara klasik yang selama ini dapat ditelusuri
dari berbagai kepustakaan, antara lain:

1. Wirth (P.J.M. Nas, 1979: 29): Kota adalah suatu permukiman yang relatif
besar, padat, dan permanen, dihuni oleh orang-orang yang heterogen
kedudukan sosialnya.

2. Max Weber (P.J.M. Nas, 1979: 29): Suatu tempat adalah kota apabila
penghuni setempatnya dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan
ekonominya di pasar lokal.

3. Marx dan Engels (P.J.M. Nas, 1979: 30): Kota sebagai “perserikatan”
yang dibentuk guna melindungi hak milik dan guna memperbanyak alat-
alat produksi dan alat-alat yang diperlukan agar anggota masing-masing
dapat mempertahankan diri. Perbedaan antara kota dan perdesaan adalah
pemisahan yang besar antara kegiatan rohani dengan materi. Individu-
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individu terbagi dalam kedua macam tenaga kerja ini, yang
mengakibatkan bahwa mereka mengalami alienasi.

4. Harris dan Ullman (P.J.M. Nas, 1979: 30): Kota-kota merupakan pusat
untuk permukiman dan pemanfaatan bumi oleh manusia. Kota-kota
sekaligus merupakan paradoks. Pertumbuhannya yang cepat dan luasnya
kota-kota menunjukkan cara yang unggul untuk mengeksploitasi bumi.

5. Bintarto (1983): Kota dapat diartikan sebagai suatu sistem jaringan
kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi
dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen dan coraknya
yang materialistis. Atau dapat pula diartikan sebagai bentang budaya yang
ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan nonalami dengan gejala-gejala
pemusatan penduduk yang cukup besar dengan corak kehidupan yang
bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah
belakangnya.

Pengertian lain mengenai kota yang kemudian lebih sering dijadikan
acuan di Indonesia adalah:

1. Kota adalah tempat dimana konsentrasi penduduk lebih padat dari wilayah
sekitarnya karena terjadinya pemusatan kegiatan fungsional yang
berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas penduduknya.

2. Kota adalah permukiman yang mempunyai penduduk relatif besar, luas
areal terbatas, pada umumnya bersifat nonagraris, kepadatan penduduk
relatif tinggi, tempat sekelompok orang-orang dalam jumlah tertentu dan
bertempat tinggal dalam suatu wilayah geografis tertentu, cenderung
berpola hubungan rasional, ekonomis dan individualistis (Kamus Tata
Ruang).

Di Indonesia, untuk maksud perencanaan kota, Kementerian Dalam
Negeri mendefinisikan pengertian kota tidak semata-mata secara fungsional,
namun juga secara administratif. Dalam hal ini kota, didefinisikan sebagai
Pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan wilayah
administrasi yang diatur dalam peraturan perundangan, serta permukiman
yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan
(Permendagri No. 2/1987). Ini berarti ada dua jenis kota: kota
otonomi/administratif dan kota fungsional. Kota dalam pengertian administrasi
pemerintahan di daerah inilah yang kemudian secara formal dipakai dalam UU
No. 22/1999 (dan revisinya UU No. 32/2004): Kota sebagai Daerah Otonom,
selain bentuk Daerah Otonom Kabupaten).
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Selain pengertian kota (city), dikenal pula perkotaan (urban) yang
pengertiannya lebih luas menunjukkan ciri/karakteristik/sifat kekotaan. Dalam
hal ini perkotaan atau kawasan perkotaan adalah permukiman yang meliputi
kota induk dan daerah pengaruh di luar batas administratifnya yang berupa
daerah pinggiran sekitarnya/ kawasan suburban. Undang-undang No. 26
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mendefinisikan kawasan perkotaan
sebagai kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan
susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan
dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan
ekonomi.

Mengacu pengertian di atas, kawasan perkotaan boleh jadi merupakan
aglomerasi kota (otonom) dengan kota-kota fungsional di wilayah sekitarnya
yang memiliki sifat kekotaan, dapat melebihi batas wilayah administrasi dari
kota yang bersangkutan. Sebagai contoh adalah kawasan perkotaan
metropolitan Bandung mencakup Kota Bandung, Kota Cimahi, serta kawasan
sekitarnya yang mempunyai ciri/karakteristik perkotaan yang sebenarnya
termasuk dalam batas administrasi Kabupeten Bandung. Demikian pula
kawasan perkotaan Jabodetabek yang mencakup Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang, dan Bekasi.

Tabel 3.1
Pengertian Kota dilihat dari Berbagai Aspek

Lingkup Pengertian Kota

Fisik Suatu wilayah dengan kawasan terbangun (built up area) yang
lebih padat dibandingkan dengan wilayah sekitarnya

Demografis Wilayah dimana terdapat konsentrasi penduduk yang dicerminkan
oleh jumlah dan tingkat kepadatan yang lebih tinggi dibandingkan
dengan keadaan di wilayah sekitarnya

Sosial Suatu wilayah dimana terdapat kelompok-kelompok sosial
masyarakat yang heterogen (tradisional-modern, formal informal,
maju - terbelakang, dan sebagainya)

Geografis Suatu wilayah dengan wilayah terbangun yang lebih padat
dibandingkan dengan area sekitarnya

Statistik Suatu wilayah yang secara statistik besaran atau ukuran jumlah
penduduknya sesuai dengan batasan atau ukuran untuk kriteria kota
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Lingkup Pengertian Kota

Ekonomi Suatu wilayah dimana terdapat kegiatan usaha yang sangat beragam
dengan dominasi di sektor nonpertanian, seperti perdagangan,
perindustrian, pelayanan jasa, perkantoran, dan pengangkutan.

Administrasi | Suatu wilayah yang dibatasi oleh suatu batas kewenangan
administrasi pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

Sumber: Kompilasi dari berbagai sumber

1. Kota Fungsional dan Kota Otonom

Dari uraian di atas berbagai pengertian yang terkait kota maka dapat
dibedakan antara pengertian kota fungsional dan kota sebagai daerah otonom.
Pengertian kota yang pertama lebih mengacu pada pengertian fungsional yang
terkait dengan pemenuhan ciri-ciri perkotaan secara fisik, sosial- demografis,
dan ekonomi sehingga sering dipergunakan atau dipertukarkan dengan istilah
yang lebih luas pengertiannya yakni kawasan perkotaan. Pengertian yang
kedua, lebih terkait dengan salah satu bentuk daerah otonom yang ada dalam
sistem pemerintahan daerah di negara kota yakni Daerah Kota, (selain
Daerah Kabupaten), yang dahulu disebut sebagai Kotamadya Daerah Tingkat
Il.

Pengertian-pengertian yang dikemukakan di atas pada dasarnya lebih
bersifat fungsional. Dalam hal ini pengertian kota yang dimaksud adalah
padanan dari city, town, dan urban. Sebagai lawan dari pengertian kota ini
adalah desa (rural), yang dalam berbagai aspek secara dikotomis berbeda dari
kota.

Dalam bahasa Inggris, dibedakan antara city yang berarti a large (and
important) town, dengan town (kota kecil) yang diterangkan sebagai any
collection of houses larger than a village. Setidaknya pengertian-pengertian
ini memberi gambaran mengenai hirarki: city — kota besar, town — kota kecil,
villlage — desa, hamlet — kampung. Dalam bahasa Indonesia tidak ada kata
khusus untuk kota besar maupun kota kecil.

Kata kota itu sendiri berasal dari bahasa Jawa kuno kuta/kuto, yang berarti
tempat kekuasaan atau pemerintahan. Banyak kota di Jawa mempunyai nama
dengan "kuto", misalnya Kutoarjo, Kutowinangun, Kutamaya. Di daerah
luar Jawa kita jumpai nama-nama kota dengan "pura" (Tanjungpura,
Martapura, Singapura, dan sebagainya) yang dalam bahasa
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Melayu berarti juga kota. Semua itu menunjukkan adanya semacam konsep
tradisional kita mengenai kota (Siregar, 2004).

2. Karakteristik Kota dan Kawasan Perkotaan

Berdasarkan berbagai pengertian yang telah diuraikan pada bagian
terdahulu, jadi apakah kota itu? Apa saja karakteristik dan unsur-unsur yang
membentuknya sehingga secara keseluruhan berwujud sebagai kota?

Menurut Branch (1995), jika setiap unsur kota ditinjau satu persatu secara
terpisah maka kota nampak tidak rumit. Namun, pada kenyataannya kota
memiliki berbagai komponen dan unsur, mulai dari komponen yang terlihat
nyata secara fisik seperti perumahan dan prasarana umum hingga komponen
yang secara fisik tidak dapat terlihat yaitu berupa kekuatan politik dan hukum
yang mengarahkan kegiatan kota. Di samping itu, berbagai interaksi antarunsur
yang bermacam-macam memiliki tingkat kepentingan yang sama dengan
unsur itu. Pada saat unsur-unsur dan keterkaitan antarunsur dipandang secara
bersama-sama, kota-kota yang cukup besar akan terlihat sebagai organisme
yang paling rumit yang merupakan hasil karya manusia. Dalam kaitan ini
perencanaan Kkota secara komprehensif diupayakan untuk memahami
kerumitan tersebut, sehingga memungkinkan bagi perencana memberikan
rekomendasi yang bersifat membangun melalui berbagai intervensi yang
mengarahkan perkembangan kota.

Salah satu cara untuk memahami kompleksitas suatu kota adalah dengan
cara meninjau secara sepintas melalui pandangan orang-orang dari bidang-
bidang yang berlainan, baik yang memiliki hubungan langsung dengan
perencanaan kota, maupun yang memiliki pengaruh tidak langsung pada
kegiatan perkotaan. Kota merupakan tempat yang dapat ditinjau dari berbagai
sudut pandang, yang menggambarkan karakteristik, keberagaman, dan
kompleksitasnya. Pembahasan mengenai karakteristik kota dan/atau kawasan
perkotaan pada bagian ini didasarkan pada tinjauan yang telah dilakukan
Branch (1995), yang menguraikan kota secara fisik, sosial, dan ekonomi.

3. Kota Ditinjau dari Aspek Fisik

Pengertian kota dan perkotaan menurut aspek fisik adalah kawasan
terbangun (built up area) yang terletak saling berdekatan/terkonsentrasi, yang
meluas dari pusatnya hingga ke wilayah pinggiran, atau wilayah geografis
yang didominasi oleh struktur binaan (man made structure). Dalam pengertian
ini kota terdiri dari: (a) bangunan-bangunan dan kegiatan-kegiatan
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yang berada di permukaan tanah, atau dekat dengan muka tanah; (b) Instalasi-
instalasi di bawah permukaan tanah; dan (c) Kegiatan-kegiatan di dalam
ruangan kosong di angkasa. Pada skala yang lebih luas, bentuk kota secara
keseluruhan mencerminkan posisinya secara geografis dan karakteristik
tempatnya.

Unsur-unsur yang memengaruhi karakteristik fisik kota adalah (disarikan

dari Branch, 1995):

a.

Topografi tapak. Topografi memengaruhi unsur-unsur yang berada di
dalam kota. Umumnya jaringan jalan primer menyebar keluar keempat
arah angin melalui kemiringan-kemiringan yang akan memberikan
kenyamanan dan keamanan berkendaraan.

Bangunan. Bangunan merupakan unsur perkotaan yang paling jelas
terlihat. Penempatan bangunan menunjukkan pola sirkulasi yang
dikehendaki. Penggunaan bangunan beragam sesuai dengan beragamnya
kegiatan manusia yang menghuninya.

Struktur (bukan bangunan). Kota ditinjau secara fisik juga berisikan
struktur atau bangunan lain yang bukan berupa bangunan gedung, yaitu:
jembatan, gorong-gorong, saluran irigasi dan pengendali banjir, jaringan
utilitas umum, gardu-gardu listrik, fasilitas pengolahan limbah, bak-bak
penampungan, pengilangan minyak, dan berbagai instalasi lainnya.
Struktur-struktur yang bukan berupa bangunan juga memiliki fungsi yang
penting bagi sebuah kota, sebagaimana pentingnya bangunan gedung.
Jaringan transportasi dan utilitas pada dasarnya merupakan pembentuk
pola penggunaan lahan kota.

Ruang terbuka. Ruang terbuka di kota yang ditinjau secara fisik
ditentukan oleh pola pengembangan bangunan dan sistem jaringan. Ruang
terbuka tidak hanya sekadar berupa taman, tempat bermain, dan tempat
rekreasi yang lain. Biasanya, semakin ke tepi kota persentase ruang
terbuka akan semakin meningkat.

Kepadatan perkotaan. Kepadatan perkotaan menunjukkan sebaran
konsentrasi bangunan dan kegiatan dalam suatu kawasan. Kepadatan
perkotaan bergantung pada tiga kondisi: persentase luas lahan yang
tertutup oleh bangunan (Koefisien Dasar Bangunan/KDB), ketinggian
bangunan, dan kuantitas ruang terbuka yang permanen di seluruh wilayah
kota.

Iklim. Pengaruh iklim setempat tercermin pada fisik kota. Rata-rata curah
hujan berhubungan dengan kebutuhan penyediaan jaringan
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drainase, rancangan jalan, dan bangunan, macam vegetasi perkotaan,
dengan keseimbangan antara kegiatan di dalam dan di luar ruang. Suhu
udara tidak hanya berhubungan dengan curah hujan tetapi juga
berhubungan secara langsung dengan berbagai unsur fisik kota, melalui
kebutuhan akan pendinginan dan penghangatan udara.

g. Vegetasi. Vegetasi merupakan unsur fisik kota yang penting. Unsur ini
dapat meningkatkan daya tarik kota dan menjaga kebersihan udara.
Vegetasi dapat mengurangi terjadinya erosi tanah, bahaya longsor, dan
mengurangi kebisingan, dan dapat berperan pula sebagai pematah angin.
Jenis-jenis vegetasi tertentu dapat mengurangi kemungkinan penyebaran
api, mencegah datangnya serangga, dan mempunyai sifat yang lebih
toleran terhadap pencemaran udara. Hal yang terpenting adalah bahwa
vegetasi dapat memberikan kepuasan tersendiri bagi manusia terhadap
keinginannya untuk senantiasa berdekatan dengan alam.

h. Kualitas estetika. Walaupun konsep tiap orang dan kebudayaan setempat
tentang keindahan beragam, sebagian besar orang menyetujui adanya
unsur tertentu fisik kota yang mendukung kualitas estetikanya.
Indikatornya antara lain: kebersihan, tidak terlihatnya papan-papan
reklame yang terlalu besar, estetika bangunan, ruang terbuka hijau,
vegetasi, dan unsur perancangan kota lainnya.

4. Kota Ditinjau dari Aspek Sosial

Pengertian kota menurut aspek sosial merupakan konsentrasi penduduk
yang membentuk suatu komunitas yang pada awalnya bertujuan untuk
meningkatkan produktivitas melalui konsentrasi dan spesialisasi tenaga kerja
dan meningkatkan adanya diversitas intelektual, kebudayaan dan kegiatan
rekreatif di kota-kota. Aspek yang berpengaruh terhadap hal ini adalah besaran
dan komposisi penduduk dan keruangan.

Setiap aspek kota dipengaruhi oleh besaran jumlah penduduknya.
Kemampuan suatu kota untuk menyediakan tenaga kerja menentukan jenis
pekerjaan produktif yang layak dikembangkan di kota tersebut tanpa harus
mendatangkan tenaga kerja dari tempat lain. Jumlah dan besaran fasilitas yang
harus disediakan seperti untuk melayani penduduk dikaitkan dengan jumlah
dan jenis penduduk. Komposisi penduduk menajamkan perhitungan kebutuhan
akan kegiatan dan pelayanan kota tertentu. Sebagai contoh, banyaknya sekolah
dasar dan sekolah menengah ditentukan oleh besaran kelompok usia yang
akan mempergunakan fasilitas tersebut. Tiap kelompok
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penduduk memiliki kebutuhan tertentu. Besaran dan komposisi penduduk
perkotaan mengalami perubahan karena dipengaruhi angka kelahiran,
kematian, migrasi masuk, dan migrasi keluar.

Kota secara sosial dapat dipandang dari sudut keruangan. Di sekitar
pusat pemerintahan dan pusat komersial biasanya terdapat sederetan bangunan
apartemen yang tidak terawat yang merupakan tempat tinggal sebagian besar
penduduk yang tidak mampu, berpenghasilan rendah, golongan usia lanjut, dan
kelompok yang tergolong minoritas. Bagian paling kumuh cenderung berada
pada kawasan ini, perkampungan gelandangan pun biasanya terdapat di daerah
ini, dengan angka kriminalitas lebih tinggi. Para migran yang tidak mampu
yang berasal dari perdesaan di sekitar kota yang menempati permukiman liar
memiliki persentase yang cukup besar terhadap jumlah penduduk kota-kota di
negara yang sedang berkembang. Penduduk permukiman liar tersebut
dijumpai di lahan terbuka di pinggiran kota dan di semua bagian dalam kota
yang memungkinkan penggunaan lahan secara liar seperti sepanjang tepian
jalan raya, jalur kereta api, jalur utilitas, lereng bukit terjal, kawasan industri,
dan kawasan yang belum terbangun.

5. Kota Ditinjau dari Aspek Ekonomi

Pengertian kota menurut aspek ekonomi, berarti kota memiliki fungsi
sebagai penghasil produksi barang dan jasa, untuk mendukung kehidupan
penduduknya dan untuk keberlangsungan kota itu. Ekonomi perkotaan dapat
ditinjau dari tiga bagian yaitu ekonomi publik, ekonomi swasta (privat), dan
ekonomi khusus. Ekonomi publik meliputi pelaksanaan pemerintahan kota
sebagaimana terlihat pada anggaran pendapatan dan belanja kementrian-
kementrian yang melaksanakannya secara reguler, distrik sekolah, dan distrik
khusus yang ditetapkan untuk tujuan-tujuan tertentu. Ekonomi swasta terdiri
atas berbagai macam kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan swasta,
mulai dari perusahaan industri, dan komersial yang besar hingga kegiatan
usaha yang independen atau seorang profesional yang menyediakan berbagai
bentuk jasa. Ekonomi khusus terdiri atas bermacam-macam organisasi nirlaba,
sukarela, organisasi yang dibebaskan dari pajak, yang kesemuanya bukan
diselenggarakan oleh badan-badan pemerintah, maupun perusahaan-
perusahaan yang tujuan utamanya mencari keuntungan.

Ekonomi perkotaan yang sehat mampu menyediakan berbagai kebutuhan
untuk keperluan pertumbuhan perkotaan, terutama untuk menerima
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perkembangan baru yang disebabkan oleh kemajuan di bidang teknologi dan
perubahan keadaan.

6. Karakteristik Kawasan Perkotaan

Dibandingkan dengan kota, pengertian perkotaan (urban) lebih luas
karena merupakan suatu wilayah geografis yang meliputi kota dengan wilayah
sekitarnya, tidak dilihat berdasarkan batas administrasi tetapi berdasarkan sifat
kekotaannya. Dalam hal ini perkotaan dapat didefinisikan sebagai kawasan
permukiman yang meliputi kota induk dan daerah pengaruh di luar batas
administratifnya yang berupa kawasan pinggiran sekitarnya (suburban).

Definisi kawasan perkotaan di Indonesia secara formal adalah kawasan
yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi
kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusi
pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi
(Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang).

Pengertian kawasan perkotaan secara fungsional di atas yang mendasari
perhitungan jumlah penduduk perkotaan dengan basis data desa sebagai unit
terkecil untuk ditetapkan terlebih dahulu apakah bersifat desa urban atau desa
rural. Dalam hal ini sejak tahun 1980, BPS telah mempergunakan kriteria desa
urban sebagai berikut:

a. Kepadatan penduduk: suatu desa dengan kepadatan penduduk 5.000 orang
per-km2, didefinisikan sebagai kota

b. Persen rumah tangga pertanian: suatu desa yang kurang dari 25% rumah
tangganya berusaha dalam bidang pertanian, didefinisikan sebagai kota

c. Jumlah fasilitas kota: suatu desa yang memiliki 8 atau lebih jenis fasilitas

(dari maksimum 14, yaitu kendaraan umum bermotor, bioskop, SD, SLP,

SLA, Klinik, Klinik bersalin, puskesmas, kantor pos, bank, pasar tertutup,

daerah pertokoan, asrama atau hotel, dan tempat penyewaan (alat pesta);

didefinisikan sebagai kota.

Kriteria tersebut dalam prakteknya sukar untuk diterapkan secara
dogmatis. Metodologi kombinasi berdasarkan 3  kriteria tersebut
dikembangkan dengan pemberian nilai ranking 1-10 untuk tiap kriteria
sehingga hasilnya dijadikan dasar untuk menetapkan status keurbanan desa,
yakni : >23 : desa urban; 17-23 : desa marginal; dan <17 : desa rural.
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Ditinjau berdasarkan statusnya, kawasan perkotaan di Indonesia

dibedakan atas:

a. Kawasan perkotaan berstatus administratif Daerah Kota

b. Kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari Daerah Kabupaten

c. Kawasan perkotaan baru yang merupakan hasil pembangunan yang
mengubah kawasan perdesaan menjadi kawasan perkotaan

d. Kawasan perkotaan yang mempunyai bagian dari dua atau lebih daerah
yang berbatasan.

Kota atau kawasan perkotaan berdasarkan jumlah penduduk

diklasifikasikan dalam 4 kategori:

a. Kawasan Perkotaan Kecil, yaitu Kawasan Perkotaan dengan jumlah
penduduk yang dilayani sebesar 10.000 hingga 100.000 jiwa;

b. Kawasan Perkotaan Sedang, yaitu Kawasan Perkotaan dengan jumlah
penduduk yang dilayani sebesar 100.001 hingga 500.000 jiwa;

c. Kawasan Perkotaan Besar, yaitu Kawasan Perkotaan dengan jumlah
penduduk yang dilayani 500.000 — 1.000.000 jiwa;

d. Kawasan Perkotaan Metropolitan, yaitu Kawasan Perkotaan dengan
jumlah penduduk yang dilayani lebih besar dari 1.000.000 jiwa.

Berkaitan dengan pengertian kawasan perkotaan yang ternyata berbeda-
beda ukurannya, perlu dipahami tentang kota atau kawasan perkotaan
metropolitan. Pengertian umum tentang kota metropolitan diindikasikan
dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa. Hal tersebut sesungguhnya
merupakan simplifikasi dari beberapa variabel yang merupakan faktor-faktor
pembentuk kota metropolitan. Istilah metropolitan berasal dari kata “metro”
yang mengambil dari sistem “perkereta-apian ringan” (light train system) di
wilayah perkotaan. Kebutuhan sistem transportasi perkotaan tersebut adalah
akibat dari pertumbuhan kota dimana sistem commuter penduduk perkotaan
sudah terjadi (dari kota-kota dormitory ke kota induk). Kondisi tersebut terjadi
pada kota yang telah mencapai penduduk lebih dari 1 juta jiwa dimana sistem
metro/kereta api bawah tanah/subway mulai diperkenalkan untuk melancarkan
pergerakan penduduk dalam melakukan kegiatan sehari-hari (bekerja, belanja,
dan lain-lain).

Selain istilah metropolitan, dewasa ini dipergunakan pula istilah
megalopolitan atau megapolitan. Megalopolitan merupakan nama yang
diberikan pada sistem kota yang bersifat kompleks, merupakan kota besar



3.12 PENGANTAr PERENCANAAN WILAYAh DAN KOTA =

dan berpenduduk berjuta-juta yang terdiri atas banyak metropolis (Kamus Tata
Ruang, IAP & Cipta Karya, 1997). Istilah lain dari megalopolitan ini adalah
Megacity; dicirikan dengan ukuran dan kepadatan yang tinggi, tekanan
pelayanan lingkungan yang besar, tingginya aliran lalu lintas dan kemacetan,
luasnya kawasan kumuh, nilai tanah yang tinggi, beragamnya instansi yang
terlibat dalam proses pembangunan, dan kapasitas pengembangannya tinggi.
Kota inti mempunyai besaran lebih dari 10 juta jiwa (The World Bank, 1996).

Istilah megapolitan muncul pada abad ke 20, namun hingga kini belum
ada perangkat pengukuran yang disusun sistematis dan berlaku universal.
Perserikatan Bangsa-bangsa pada tahun 1980 mengkategorisasikan sebuah kota
dinyatakan megapolitan jika jumlah populasinya malampaui 8 juta jiwa.
Sedangkan Asia Development Bank (ADB) menentukan, angka sepuluh juta jiwa
sebagai batasan untuk mendefinisikan megacity.

Jean Gottman pada awal tahun 1960-an (dalam Reksomarnoto, 2006).
mendefinisikan megapolitan sebagai jaringan yang terintegrasi dari daerah
metropolitan dan mikropolitan. Istilan megapolitan diidentikkan dengan
istilah megalopolis, dengan menggunakan kata depan yang sama sehingga Jean
Gottman mengartikan megapolitan sebagai suatu kesatuan wilayah urban
(urban field) yang membentang pada suatu wilayah yang cukup luas lebih dari
500 mil. Sebagai contoh adalah perkembangan wilayah urban yang sangat pesat
pada bentangan (koridor) perkotaan di pantai timur AS sepanjang 600 mil yang
meliputi Washington DC, Baltimore, Philadelpia, New York, dan Boston
dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 35 juta jiwa.

Definisi lain tentang megapolitan ditulis oleh Robert E. Lang dalam
artikelnya yang berjudul: Exploring America's New Megapolitan Geography
menyebutkan, sebuah wilayah disebut megapolitan jika memenuhi sejumlah
syarat (Reksomarnoto, 2006): (1) satu wilayah yang menggabungkan dua atau
lebih daerah metropolitan atau mikropolitan, dengan total jumlah penduduk
melebihi 10 juta jiwa; (2) wilayah yang.digabung ke dalam metropolitan
maupun mikropolitan bersebelahan satu sama lain; (3) memiliki kesatuan
budaya; (4) berada di lingkungan alam fisik yang sama; dan (5) ada
infrastruktur transportasi yang menghubungkan daerah-daerah tersebut
ditandai dengan aktifitas lalu lintas barang ekonomi dan jasa.
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1)

2)

3)

4)

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas,
kerjakanlah latihan berikut!

Apa yang dimaksud dengan kota? Sebutkan karakteristiknya, yang
membedakannya dengan desa!

Kriteria apa saja yang lazim digunakan untuk mendefinsikan kawasan
perkotaan secara statistik (seperti halnya dipakai BPS dalam penentuan
desa urban untuk menghitung penduduk perkotaan)? Uraikan secara
singkat!

Sebutkan karakteristik kawasaan perkotaan secara fisik, sosial, dan
ekonomi!

Jelaskan jenis-jenis kawasan perkotaan berdasarkan status administrasi
pemerintahannya!

Petunjuk Jawaban Latihan

1)

2)

3)

Anda dapat mengacu pada salah satu definisi kota yang dikemukakan oleh
para pakar yang Anda anggap paling lengkap. Karakteristik kota dapat
diturunkan dari aspek-aspeknya: fisik, sosial-demografis, dan ekonomi.
Pembedaannya secara dikotomis dengan desa dapat mempertajam
karakteristik kota dibandingkan dengan desa.

BPS selama ini menggunakan kriteria kepadatan penduduk, persentase
penduduk bekerja di sektor nonpertanian, serta jumlah fasilitas perkotaan.
Uraiannya secara rinci dapat dilihat kembali dalam pembahasan mengenai
karakteristik perkotaan.

Karakteristik kawasan perkotaan secara fisik, sosial, dan ekonomi dapat
mengacu pada uraian dari Branch (1995). Karakteristik fisik kawasan
perkotaan antara lain menyangkut topografi tapak, bangunan, stuktur
bukan bangunan; ruang terbuka; kepadatan; iklim; vegetasi; dan kualitas
estetika. Secara sosial, karakteristik perkotaan dapat ditinjau jumlah dan
distribusi (konsentrasi) penduduk. Ditinjau secara ekonomi, karakteristik
perkotaan ditandai dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh
pemerintah (sektor publik) dan sektor swasta. Dalam hal ini kegiatan
ekonomi perkotaan terutama didominasi oleh sektor sekunder dantersier.
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4)

;Q RANGKUMA N

Di Indonesia, kawasan perkotaan dibedakan berdasarkan status
administrasinya, yakni: (1) Kawasan perkotaan berstatus administratif
Daerah Kota; (2) Kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari Daerah
Kabupaten; (3) Kawasan perkotaan baru yang merupakan hasil
pembangunan yang mengubah kawasan perdesaan menjadi kawasan
perkotaan; dan (4) Kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari dua
atau lebih daerah yang berbatasan.

Apa yang dimaksud kota atau kapan sebuah permukiman dapat

disebut sebagai kota, merupakan pertanyaan yang mendasar pada saat
Anda membahas kota beserta karakteristiknya. Jawaban terhadap

pertanyaan ini tergantung dari sudut pandang mana atau bidang/disiplin

apa meninjauanya. Secara umum karakteristik kota dapat ditinjau

berdasarkan aspek fisik, sosial serta ekonomi. Berdasarkan bidang ilmu,
kota atau perkotaan telah menjadi pokok bahasan di bidang geografi,

ekonomi, sosiologi, antropologi, engineering, planologi, dan lain-lain.
Sebagai suatu konsep atau pengertian yang berkaitan dengan ruang
sebagai tempat manusia beraktivitas, pengertian kota secara fungsional
sangat beragam, sebanyak pakar mendefinisikannya berdasarkan sudut

pandang atau tinjauan yang berbeda-beda.
Dalam konteks ruang, kota merupakan satu sistem yang tidak berdiri

sendiri karena secara internal kota merupakan satu kesatuan sistem

kegiatan fungsional di dalamnya, sementara secara eksternal, kota

dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Kota ditinjau dari aspek fisik

merupakan kawasan terbangun yang terletak saling
berdekatan/terkonsentrasi, yang meluas dari pusatnya hingga ke wilayah
pinggiran, atau wilayah geografis yang didominasi oleh struktur binaan.
Kota ditinjau dari aspek sosial merupakan konsentrasi penduduk yang
membentuk suatu komunitas yang bertujuan untuk meningkatkan
produktivitas melalui konsentrasi dan spesialisasi tenaga kerja. Kota

ditinjau dari aspek ekonomi memiliki fungsi sebagai penghasil produksi

barang dan jasa, untuk mendukung kehidupan penduduknya dan untuk
keberlangsungan kota itu sendiri.
Di Indonesia, kawasan perkotaan dibedakan berdasarkan status

administrasinya, yakni: (1) Kawasan perkotaan berstatus administratif

Daerah Kota; (2) Kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari Daerah
Kabupaten; (3) Kawasan perkotaan baru yang merupakan hasil
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pembangunan yang mengubah kawasan perdesaan menjadi kawasan
perkotaan; dan (4) Kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari dua
atau lebih daerah yang berbatasan.

Petunjuk : Untuk soal nomor 1 — 4, pilihlah salah satu jawaban yang paling
tepat!

1)

2)

3)

4)

Salah satu definisi kota secara klasik yang dikemukakan oleh PJIM Nas,
meninjau kota dari berbagai sudut pandang, antara lain sebagai berikut,
kecuali ....

A. Demografis

B. Geologi
C. Ekonomi
D. Sosial

Karakteristik fisik kawasan perkotaan antara lain menyangkut unsur-
unsur sebagai berikut, kecuali ....

A. topografi tapak,

B. bangunan dan struktur bukan bangunan

C. ruang terbuka dan vegetasi

D. komposisi penduduk

Di Indonesia, kawasan perkotaan dibedakan berdasarkan status

administrasinya sebagai berikut, kecuali ....

A. Kawasan perkotaan berstatus administratif Daerah Kota

B. Kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari Daerah Kabupaten;

C. Kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari dua atau lebih
perdesaan yang berbatasan.

D. Kawasan perkotaan baru yang merupakan hasil pembangunan yang
mengubah kawasan perdesaan menjadi kawasan perkotaan;

Di Indonesia, suatu desa sebagai suatu unit spasial disebut desa urban

(berciri perkotaan) dengan menggunakan kriteria ....

A. Kepadatan penduduk, persen rumah tangga pertanian, dan panjang
jalan

B. Kepadatan bangunan, persen rumah tangga industri, dan jumlah
fasilitas perkotaan
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C. Kepadatan penduduk, persen rumah tangga pertanian, dan jumlah
fasilitas perkotaan
D. Heterogenitas, jumlah penduduk, dan kepadatan fasilitas.

Petunjuk: Untuk soal 5 — 7, pilihlah;
A Jika pernyataan benar, alasan benar dan keduanya menunjukkan
hubungan sebab-akibat.
B. Jika pernyataan benar, alasan benar tetapi keduanya tidak
menunjukkan hubungan sebab-akibat
C. Jika salah satu dari pernyataan tersebutsalah
D. lJika kedua pernyataan salah.

5) Kotaadalah tempat dimana konsentrasi penduduk lebih padat dari wilayah
sekitarnya karena terjadinya pemusatan kegiatan fungsional yang
berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas penduduknya.

sebab
Kota mempunyai karakteristik sosial, ekonomi, dan fisik, yang
membedakannya dengan desa.
6) Kota Otonom dengan kota fungsional (kawasan perkotaan) pengertian dan
karakteristiknya sama saja
sebab

Kota dan kawasan perkotaan, delineasinya mempunyai kepadatan
penduduk, persen rumah tangga pertanian, dan jumlah fasilitas perkotaan
yang sama.

7) Berdasarkan ukuran penduduknya, Kota atau Kawasan Perkotaan Besar
adalah bila jumlah penduduknya lebih besar dari 1.000.000 jiwa.

sebab

Jumlah penduduk merupakan ukuran suatu kota/kawasan perkotaan.

Petunjuk: Untuk soal 8 — 10, pilihlah:
A. lJika (1) dan (2) benar
B. lJika (1) dan (3) benar
C. Jika (2) dan (3) benar
D. lJika semuanya benar
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8) Dari pengertian berikut, manakah yang tepat?

1. Kota adalah tempat dimana konsentrasi penduduk lebih padat dari
wilayah sekitarnya karena terjadinya pemusatan kegiatan fungsional
yang berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas penduduknya.

2. Kota adalah permukiman yang berpenduduk relatif besar, luas areal
tak terbatas, pada umumnya bersifat agraris, kepadatan penduduk
relatif tinggi, tempat sekelompok orang-orang dalam jumlah tertentu
dan bertempat tinggal dalam suatu wilayah geografis tertentu,
cenderung berpola hubungan rasional, ekonomis, dan individualistis

3. Kawasan perkotaan adalah pusat permukiman dan kegiatan penduduk
yang mempunyai batasan wilayah administrasi yang diatur dalam
peraturan  perundangan, serta  permukiman yang telah
memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan.

9) BPS telah mempergunakan kriteria desa urban sebagai berikut.
1. Kepadatan penduduk: suatu desa dengan kepadatan penduduk 5.000
orang per-km2
2. Persen rumah tangga pertanian : suatu desa yang kurang dari 25%
rumah tangganya berusaha dalam bidang pertanian
3. Jumlah fasilitas kota: suatu desa yang memiliki 14 atau lebih jenis
fasilitas

10) Kota atau kawasan Kawasan Perkotaan berdasarkan jumlah penduduk

diklasifikasikan dalam 4 kategori, antara lain ....

1. Kawasan Perkotaan Kecil, yaitu Kawasan Perkotaan dengan
jumlah penduduk yang dilayani sebesar 10.000 hingga 100.000 jiwa;

2. Kawasan Perkotaan Besar, yaitu Kawasan Perkotaan dengan jumlah
penduduk yang dilayani 500.000 — 1.000.000 jiwa;

3. Kawasan Perkotaan Metropolitan, yaitu Kawasan Perkotaan dengan
jumlah penduduk yang dilayani lebih besar dari 1.000.000 jiwa.

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang
terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian,
gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap
materi Kegiatan Belajar 1.

. Jumlah Jawaban yang Benar
Tingkat penguasaan = x 100%

Jumlah Soal
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Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat
meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. Bagus! Jika masih di bawah 80%,
Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang
belum dikuasai.
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KEGIATAN BELAJAR 2

Pertumbuhan Perkotaan dan Urbanisasi

A. URBANISASI DAN PERTUMBUHAN PERKOTAAN

Apa yang disebut urbanisasi? Apa bedanya dan kaitannya dengan
pertumbuhan perkotaan (urban growth)? Bagaimana dampaknya terhadap
pengembangan kota? Pembahasan mengenai konsep urbanisasi dan
pertumbuhan perkotaan dalam berbagai dimensinya diperlukan sebagai
landasan untuk dapat melakukan intervensi yang menjadi hakikat dari
perencanaan perkotaan.

Seperti halnya kota, ada banyak definisi dan konsep mengenai urbanisasi
ditinjau dari berbagai sudut pandang. Secara umum urbanisasi dipahami
sebagai proses menjadi kawasan perkotaan, migrasi masuk kota, perubahan
pekerjaan dari bertani menjadi yang lain; juga menyangkut perubahan dalam
pola perilaku manusia (Daldjoeni,1987: 82). Urbanisasi secara harfiah berarti
pengkotaan yaitu proses menjadi kota. Pengkotaan juga dapat diterapkan pada
suatu negara sehingga berarti meningkatnya proporsi penduduk yang
bertempat tinggal di kawasan perkotaan. Kemudian kota-kota itu sendiri yang
tumbuh meluas ke arah pinggiran yang semula perdesaan sehingga berubah
menjadi perkotaan.

Pengertian urbanisasi sebagaimana yang dinyatakan oleh De Bruijne (1987)
adalah:

1. Pertumbuhan persentase penduduk yang bertempat tinggal di perkotaan,
baik secara mondial, nasional, maupun regional.

Berpindahnya peduduk ke kota-kota dari perdesaan.

Bertambahnya penduduk bermatapencaharian nonagraris di perdesaan.
Tumbuhnya suatu permukiman menjadi kota.

Mekarnya atau meluasnya struktur artefaktial-morfologis suatu kota di
kawasan sekelilingnya.

Meluasnya pengaruh suasana ekonomi kota ke perdesaan.

7. Meluasnya pengaruh suasana sosial, psikologis, dan kultural kota ke

perdesaan; ringkasnya adalah meluasnya nilai-nilai dan norma-norma
kekotaan ke kawasan luarnya.

ok~ own

o
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Perkembangan perkotaan atau urbanisasi secara umum dimanifestasikan

oleh perubahan-perubahan yang mencakup:

1. perubahan fisik (dari kawasan tidak terbangun ke kawasan terbangun);

2. perubahan fungsional (dari dominasi penggunaan lahan pertanian ke
bukan-pertanian);

3. perubahan spasial (dari kawasan kecil menjadi besar, baik secara
horisontal maupun vertikal);

4. perubahan sosial-ekonomi (dari sektor primer ke sektor industri,
perdagangan dan jasa);

5. perubahan demografis (dari kepadatan penduduk rendah ke kepadatan
penduduk yang tinggi).

Philip M. Hauser dan Robert W. Gardner (1985) membedakan
pertumbuhan perkotaan dengan urbanisasi. Secara esensial, urbanisasi adalah
suatu proses perubahan proporsi penduduk yang berdiam di kawasan
perkotaan. Dengan pengertian tersebut maka urbanisasi baru dapat terjadi
apabila laju pertumbuhan penduduk perkotaan lebih besar daripada laju
pertumbuhan penduduk perdesaan. Dengan kata lain apabila laju pertumbuhan
keduanya sama, urbanisasi dapat dikatakan tidak terjadi. Meskipun demikian,
tidak berarti pertumbuhan masing-masing kota tidak berlangsung, karena
pertumbuhan kota sendiri berlangsung karena dua hal:

(1) Pertumbuhan alami, sebagai selisin kelahiran dan kematian; dan (2)
Reklasifikasi dan migrasi.

B. KECENDERUNGAN URBANISASI GLOBAL

Secara global, memasuki dekade kedua abad 21 ini kecenderungan
demografis menunjukkan bahwa lebih dari separuh penduduk dunia berada di
kawasan perkotaan. Jumlah penduduk dunia menjadi lebih banyak yang berada
di kawasan perkotaan dari pada di kawasan perdesaan. Kecenderungan
urbanisasi ini akan terus berlangsung dan sebagian besar terjadi di negara-
negara berkembang karena di negara-negara maju sudah melampauinya sejak
setengah abad lalu.

Pada penghujung dekade pertama di abad 21 ini, penduduk perkotaan
secara global melampaui proporsi 50%. Angka ini menjadi bagian dari
kecenderungan pertumbuhan penduduk perkotaan yang dapat dikatakan
dramatis karena satu abad yang lalu, hanya kurang dari 5% penduduk dunia
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tinggal di perkotaan dan selama abad 20, dunia mengalami laju urbanisasi yang
tidak pernah terjadi sebelumnya dengan pertumbuhan penduduk perkotaan
rata-rata 2,6% per tahun antara tahun 1950-2007. Dalam kurun waktu ini
penduduk perkotaan berlipat empat kali dari 0,7 milyar jiwa menjadi 3,3 milyar
jiwa sehingga meningkatkan tingkat urbanisasi dari 29% pada tahun 1950
menjadi 49% pada tahun 2007. Pada tahun 2008 diperkirakan penduduk
perkotaan sudah melampaui 50%. Kecenderungan ini diperkirakan akan terus
berlanjut sampai 6,4 milyar penduduk atau sekitar 70% penduduk dunia berada
di kawasan perkotaan pada tahun 2050 (UN- Habitat, 2009).

Kecenderungan urbanisasi global sesungguhnya menunjukkan perbedaan
jika kita meninjaunya berdasarkan Negara maju dan Negara berkembang.
Sementara tingkat urbanisasi di Negara maju telah mencapai lebih dari 50%
setengah abad lalu, tingkat urbanisasi sebesar ini belum dapat dicapai di
Negara-negara berkembang sampai dengan tahun 2019. Tingkat urbanisasi di
Negara-negara berkembang masih cukup rendah jika dibandingkan dengan
Negara maju, dengan kekecualian di Amerika Latin yang mempunyai tingkat
urbanisasi sama dengan di Negara maju. Dalam hal ini hanya sekitar 44%
penduduk perkotaan di Negara berkembang tinggal di kawasan perkotaan.
Angka ini diperkirakan berkembang menjadi 67% pada tahun 2050. Ditinjau
dari lajunya, rata-rata laju pertumbuhan penduduk perkotaan di Negara
berkembang adalah 3,1% per tahun pada kurun 1975- 2007, diperkirakan 2,3%
pada kurun 2007-2025, dan 1,6% pada kurun 2025- 2050. Meskipun
kecenderungan semakin menurun, Negara-negara berkembang tetap
mengalami laju urbanisasi yang lebih pesat dari pada Negara-negara maju,
karena masih tingginya laju pertumbuhan alami dan migrasi perdesaan-
perkotaan.

Kecenderungan urbanisasi global yang menunjukkan gambaran yang
berbeda-beda antara Negara maju dan Negara berkembang serta antar
wilayah/benua sejak tahun 1950 sampai dengan perkiraan pada tahun 2050
dapat dilihat pada Tabel 3.2.
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Tabel 3.2.
Kecenderungan Urbanisasi Global (1950 - 2050)

Urban population (million) Percentage urban

1950 1975 2007 2025 2050 1950 1975 2007 2025 2050
World 737 1518 3294 4584 6398 291 373 494 572 696
More developed region 427 702 916 995 1071 525 67.0 744 79.0 86.0
Less developed region 310 817 2382 3500 5327 180 27.0 438 532 67.0
Africa 32107 373 658 1233 145 257 387 47.2 61.8
Asia 237 574 1645 2440 3486 168 240 408 511 66.2
Europe 281 444 528 545 557 512 657 722 762 838
Latin America and the Caribbean 69 198 448 575 683 414 611 783 B35 887
North America 110 180 275 365 402 639 738 813 857 90.2
Oceania 8§ 13 24 27 A 620 7.5 705 719 764

Sumber: UN-Habitat, 2009
C. URBANISASI DI INDONESIA

Indonesia seperti halnya negara-negara berkembang lainnya, sedang
mengalami pertumbuhan perkotaan yang pesat. Dalam kurun 1980-1990,
terjadi peningkatan proporsi penduduk perkotaan dari 22% menjadi 31%.
Sensus Penduduk 2000 menunjukkan bahwa jumlah penduduk perkotaan telah
mencapai lebih dari 85 juta jiwa atau sekitar 42% dari total penduduk, dan
Survei antar Sensus 2005 menunjukkan proporsi penduduk perkotaan
meningkat menjadi 48,3%. Pada tahun 2008 ini, proporsi penduduk perkotaan
sudah mencapai 50% dari total penduduk, dan diperkirakan mencapai 68,3%
pada tahun 2025 (BPS, Bappenas dan United Nations Population Fund, 2005).
Ditinjau dari laju pertumbuhannya, laju pertumbuhan penduduk perkotaan
menunjukkan angka yang sangat pesat dibandingkan dengan laju pertumbuhan
penduduk total. Pada kurun 1980- 1990 laju pertumbuhan penduduk perkotaan
ini sebesar 5,38% pertahun jauh lebih besar dari laju pertumbuhan total yang
hanya sebesar 1,98%; sementara pada kurun 1990-2000 sebesar 4,40%
pertahun. United Nations Population Fund (2008) memperkirakan laju
pertumbuhan penduduk Indonesia dalam kurun 2005-2010 dan 2010-2015
sebesar 3,34% dan 2,7% pertahun.

Ditinjau secara spasial, sesuai dengan tahap perkembangan Indonesia,
urbanisasi yang berlangsung pada waktu lalu diperkirakan cenderung memusat
(polarized). Artinya, tarikan metropolitan dan kota-kota besar terhadap migran
jauh lebih besar daripada kota-kota menengah maupun
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kecil. Ini terjadi karena pada tahap awal, kota-kota utama relatif lebih
menjanjikan dari segi lapangan kerja maupun fungsi-fungsi pelayanan
perkotaan. Selain itu, mekanisme pasar dalam suasana ekonomi liberal serta
integrasi ekonomi global lebih mendukung perkembangan kota-kota utama
daripada kota-kota pada orde yang lebih rendah. Akibatnya, kita dapat
mengamati tekanan penduduk terhadap pelayanan maupun lingkungan di kota-
kota utama (Prabatmodjo, 2000).

Urbanisasi di Indonesia bukanlah suatu proses yang baru. Sebelum zaman
penjajahan Belanda di Indonesia sudah terdapat kota-kota besar menurut
ukuran zamannya. Ada perbedaan pokok antara kota-kota di pedalaman dan
yang di pantai utara Jawa serta daerah seberang. Kota di pedalaman dengan
kraton menjadi pusat pemerintahan dan di sekitarnya terdapat hinterland yang
bermata pencaharian bertani. Adapun kota-kota di pantai merupakan
pelabuhan ekspor hasil bumi dari pedalaman; di situ berkuasa para Bupati
pesisiran. Di Sumatera dan Kalimantan terdapat kota- kota pelabuhan yang
melayani perniagaan regional dan internasional.

Indonesia sebagai bagian Asia Tenggara yang selama 15 tahun awal
kemerdekaannya tertinggal ekonominya, baru sejak tahun 1966 memajukan
ekonominya melalui bantuan luar negeri. Meskipun di beberapa negara sedang
berkembang pada masa tersebut nampak adanya korelasi antara perkembangan
ekonomi dan tingkat urbanisasi, tetapi Gunnar Myrdal dalam bukunya berjudul
Asian Drama (1968) menunjukkan bahwa urbanisasi di negara-negara Asia
Tenggara sebenarnya merupakan aspek belaka dari kemiskinan; jelasnya,
kemiskinan lebih merupakan reaksi terhadap kurangnya perkembangan
ekonomi daripada suatu akibat dari kenaikan pendapatan per kapita.

Kecenderungan pertumbuhan kota/perkotaan di Indonesia terjadi baik
dalam konteks eksternal (perkembangan wilayah) maupun internal.
Pertumbuhan kota/perkotaan secara eksternal, berarti:

a. Pergeseran kegiatan manufaktur dan industri dari wilayah kota;

b. Berkembangnya permukiman skala besar sebagai kota baru di dalam
kota dan di wilayah sekitar kota;

c. Perkembangan kota-kota kecil dan menengah di wilayah metropolitan;

d. Peningkatan kebutuhan akan prasarana dan sarama perhubungan untuk
memenuhi kebutuhan maobilitas penduduk dan produk;

e. Beberapa kota besar berkembang menjadi pusat kegiatan yang bersifat
global.
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Pertumbuhan kota/perkotaan secara internal, mengandung arti:

a. Berkembangnya fungsi kota dalam sektor kegiatan jasa lokal, regional,
dan internasional;

Pergeseran pusat-pusat permukiman di dalam kota;

Efisiensi pemanfaatan lahan kota yang nilai dan harganya semakin
meningkat menyebabkan berkembangnya pemanfaatan lahan yang sangat
intensif;

d. Semakin meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatan ekonomi menuntut
dikembangkannya prasarana perhubungan dan utilitas umum dengan
teknologi pembangunan kota yang maju;

e. Sektor informal dan permukiman penduduk berpendapat rendah masih
terdapat di dalam kota besar.

Tabel 3.3
Pertumbuhan Penduduk Perkotaan di Indonesia
Tahun Jumlah Penduduk Persentase
Perkotaan Penduduk
(Juta Jiwa) Perkotaan
1971 20,5 17
1980 32,8 22
1990 55,4 31
1993 65,9 35
1998 84,4 41
2000 85 42
2018 152,2 59

Sumber: BPS, Sensus Penduduk, 1971 - 2000

D. URBANISASI, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN
INDUSTRIALISASI

Di negara maju, urbanisasi pada dasarnya merupakan fungsi dari
pertumbuhan ekonomi. Makin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara atau
suatu wilayah, maka makin tinggi derajat urbanisasinya (level of urbanization).
Hal ini telah dibuktikan dengan data empirik yang menunjukkan korelasi
antara pertumbuhan ekonomi (dan juga pendapatan per



- PWKL4201/MODUL 3 3.25

kapita penduduknya) dengan derajat urbanisasi yang dicapai. Tak dapat
dipungkiri bahwa kawasan perkotaan mempunyai peranan yang sangat besar
terhadap ekonomi wilayah/negara. 50-60 % Gross Domestic Product (GDP)
digerakkan oleh kegiatan ekonomi di kawasan perkotaan (industri,
perdagangan, dan jasa). Pertumbuhan kota ditandai dengan adanya
perubahan/pergeseran struktur ekonomi dimana sektor primer (pertanian)
berubah menjadi sektor sekunder (industri) dan sektor industri mengarah
menjadi sektor tersier (jasa).

Sangat mudah dipahami bahwa urbanisasi di negara-negara maju juga
berkorelasi dengan industrialisasi karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi
jika ditelusuri secara sektoral sesungguhnya bersumber dari pertumbuhan
industri yang pesat dan dominan. Di negara maju, Kkaitan urbanisasi dan
pertumbuhan atau pembangunan ekonomi merupakan suatu keniscayaan.
Urbanisasi mempunyai peranan terhadap pembangunan ekonomi dan
sebaliknya pembangunan ekonomi juga berpengaruh terhadap urbanisasi.
Kaitan keduanya hubungan sebab akibat yang timbal balik sifatnya:
pembangunan ekonomi dapat mempercepat proses urbanisasi dan sebaliknya
proses urbanisasi dapat pula mempercepat proses pembangunan ekonomi.
Dalam konteks ini menjadi sangat penting untuk melihat kota atau kawasan
perkotaan dalam sebagai penghela pertumbuhan ekonomi. Kota-kota
memberikan peluang besar dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Kota-
kota juga selalu menjadi focal point bagi pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan
kesempatan kerja. Banyak kota yang tumbuh secara historis mempunyai
keuntungan dalam transportasi atau penyediaan bahan mentah. Kota-kota,
terutama ibukota negara, dimana sebagian besar aktivitas produktif modern
terkonsentrasi di negara berkembang dan dimana sebagian besar kesempatan
kerja berada. Kota-kota juga menjadi pusat kehidupan modern, dimana tingkat
partisipasi angkatan kerja perempuan sangat besar dan indikator yang lebih
tinggi dalam hal kesehatan dan kesejahteraan, kemelek-hurufan, status
perempuan, dan mobilitas sosial Kepadatan penduduk yang tinggi juga
bermakna positif untuk mengurangi dampak manusia terhadap ekosistem lokal
sekaligus berimplikasi biaya perkapita yang lebih rendah dalam penyediaan
infrastruktur dan pelayanan dasar (Cohen, 2006).

Berbagai penelitian dalam dekade terakhir menunjukkan keterkaitan
positif antara pembangunan ekonomi dan urbanisasi di banyak negara Afrika.
Di Asia sangat jelas bahwa urbanisasi adalah faktor utama di belakang
pertumbuhan ekonomi, yang berkontribusi terhadap keseluruhan
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pengurangan laju kemiskinan. Di Amerika Latin, bagaimanapun,
pembangunan ekonomi dan dan urbanisasi mempunyai keterkaitan melalui
industrialisasi dan modernisasi sehingga hasilnya adalah tingkat ketimpangan
semakin tinggi antarnegara (UN-Habitat, 2010). Kaitan yang erat antara
pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi juga tampak dengan jelas jika negara-
negara dikelompokkan berdasarkan tingkat pendapatan. Negara-negara
berpendapatan tinggi mempunyai GDP perkapita dan tingkat urbanisasi
tertinggi; sementara negara berpendapatan rendah berada pada kondisi
sebaliknya.

Di wilayah Asia Pasifik, secara keseluruhan 42% penduduk di Asia-
Pasifik berkontribusi terhadap 80% GDP, meskipun kedua proporsi tersebut
mencakup sebagian negara maju. GDP perkapita di Asia Pasifik meningkat
sejak tahun 1990, dan antara 2000-2005 tumbuh lebih pesat dari pada wilayah
lainnya, yakni 4,4 persen atau sekitar dua kali dari rata-rata pertumbuhan dunia
(UN-Habitat, 2010).

Bagaimana halnya dengan urbanisasi di negara berkembang? Berbeda
dengan di negara maju, di negara berkembang urbanisasi tidak selalu
berbarengan dengan industrialisasi (karena hanya urbanisasi demografis).
Ditinjau dari lajunya, kecepatan urbanisasi di negara berkembang jauh lebih
besar dibandingkan dengan di negara-negara maju. Fenomena inilah yang
disebut sebagai oveurbanization atau psedo-urbanization. Ditinjau secara
spasial, proses urbanisasi ini juga tidak berlangsung merata di semua ukuran
kota tetapi hanya di kota-kota besar/kota-kota utama saja sehingga
menimbulkan fenomena primate city.

Antara proses urbanisasi di negara maju dan berkembang tetap masih ada
perbedaan-perbedaan penting lain, yakni: (1) Kekuatan pendorong urbanisasi
(penjajahan asing, pertumbuhan penduduk secara keseluruhan, teknologi, dan
peranan perencanaan); (2) Perbandingan penduduk terhadap sumber dan
tingkat hidup; (3) Pandangan hidup dan nilai; (4) Keadaan politik dunia.
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Gambar 3.1

Hubungan antara Persentase Penduduk Perkotaan
dengan Pendapatan Nasional Bruto

E. PROSES URBANISASI

3.27

Proses urbanisasi secara konseptual dapat ditinjau berdasarkan aspek

demografik, aspek ekonomi, dan aspek fisik. Secara diagramatis, proses
urbanisasi dapat dilihat pada Gambar 3.2.

1.

e

Ditinjau dari aspek demografik, proses urbanisasi terkait dengan proses-
proses:
Pertumbuhan penduduk perkotaan: (1) pertumbuhan alami; (2) migrasi
desa-kota; (3) migrasi internasional; dan (4) perluasan batas administrasi
(boundary expansion).
Pergeseran dalam hirarki kota-kota (Urban hierarchy): kota besar, kota
sedang, dan kota kecil.
Komposisi umur dan gender penduduk perkotaan.
Perubahan angkatan Kkerja.
Keterkaitan desa-kota: penduduk, komoditas, kapital, informasi.
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HASIL
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Perubahan politik Guna lahan | perencanaan
t Perubahan budaya s i TP Kontlik
\ Lingkungan > ol politik
2| PERUBAHAN URBANISASI terbangun dan | S| sosial yang
Z| EKONOMI lansekap kota terdefinisi
Perubahan sosial Ekologi
sosial
Perubahan teknologi
Urbanisme
Sumber daya lingkungan  Urbanisme | <+
[Faklcr pemersatu lokal dan sejarah]

Sumber : Knox, Paul L., 1994

Gambar 3.2
Proses Urbanisasi

F. FAKTOR-FAKTOR URBANISASI

Berdasarkan berbagai penelitian oleh berbagai ahli, mengenai faktor-
faktor yang mendorong arus penduduk dari perdesaan ke perkotaan, PBB
menekankan tiga faktor di bawah ini (Hauser, 1985) :

1. Tingkat pendapatan perorangan meningkat.

2. Pertambahan pendapatan cenderung dibelanjakan terutama untuk barang-
barang bukan pertanian.

3. Produksi dan konsumsi lebih berdayaguna di perkotaan.

Penelitian PBB itu juga mengambil kesimpulan mengenai faktor-faktor
yang mempengaruhi laju urbanisasi. Faktor-faktor ini adalah (Hauser, 1985) :
1. Perubahan teknologi yang lebih cepat di bidang pertanian daripada di

bidang bukan-pertanian, yang mempercepat arus penduduk dari

perdesaan.

2. Kegiatan produksi untuk ekspor terpusat di kawasan kota.

Pertambahan alami yang tinggi di perdesaan.

4. Susunan kelembagaan yang membatasi daya serap perdesaan, seperti:
sistem pemilikan tanah; kebijakan harga dan pajak yang bersifat
menganakemaskan penduduk perkotaan.

5. Layanan pemerintah yang lebih berat pada perkotaan.

w
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6. Kelembaman (intertia) - faktor negatif yang menahan penduduk tetap
tinggal di perdesaan.

7. Kebijakan perpindahan penduduk oleh Pemerintah dengan tujuan
mengurangi arus penduduk dari perdesaan ke perkotaan.

Dalam perspektif lain, faktor-faktor pendorong urbanisasi menurut
Charles Whynne-Hammond (1979 dalam Daldjoeni,1987) adalah:
(1) kemajuan di bidang pertanian; (2) industrialisasi; (3) potensi pasaran; (4)
peningkatan kegiatan pelayanan; (5) kemajuan transportasi; (6) tarikan sosial
dan kultural; (7) kemajuan pendidikan; dan (8) pertumbuhan penduduk alami.
Ditinjau dari aspek demografis, urbanisasi yang diartikan sebagai
mengalirnya penduduk dari perdesaan ke perkotaan disebabkan oleh adanya
tingkat kehidupan antara perdesaan-perkotaan. Dalam konteks inilah
kemudian para pakar mengindentifikasi faktor pendorong (push factors) dan
faktor penarik (pull factors) sebagai berikut (Khairuddin, 1992):
a. Faktor Pendorong:
1) Semakin terbatasnya lapangan kerja di perdesaan
2) Kemiskinan di perdesaan akibat bertambah banyaknya jumlah
penduduk
3) Transportasi desa-kota yang semakin lancar
4) Tingginya tingkat upah buruh di kota daripada di desa
5) Bertambahnya kemampuan membaca dan menulis atau tingkat
pendidikan masyarakat desa
6) Tata cara dan adat istiadat yang kadang-kadang dianggap sebagai
beban oleh masyarakat desa.
b. Faktor Penarik:
1) Kesempatan kerja yang lebih luas dan bervariasi di kota
2) Tingkat upah yang lebih tinggi
3) Lebih banyak kesempatan untuk maju (diferensiasi pekerjaan dan
pendidikan dalam segala bidang)
4) Tersedianya barang-barang kebutuhan yang lebih lengkap
5) Terdapatnya macam-macam kesempatan untuk rekreasi dan
pemanfaatan waktu luang, seperti bioskop, dan taman hiburan.
6) Bagi orang-orang atau kelompok tertentu di kota memberi
kesempatan untuk menghindarkan diri dari kontrol sosial yang ketat.
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G. DAMPAK URBANISASI

Jelas perbedaan dalam latar belakang urbanisasi di negara berkembang
dan maju menghasilkan perbedaan penting dalam jenis masalah yang dihadapi
negara berkembang dan maju serta jenis kebijakan dan program yang disusun
untuk memecahkan masalah ini. Selain itu, perbedaan dalam kekuatan
pendorong dan situasi yang mempengaruhi urbanisasi di negara berkembang
dan negara maju menghasilkan perbedaan dalam akibat yang ditimbulkan
urbanisasi. Perbedaan ini akan dibahas sebagai berikut dalam kerangka
berbagai sudut pandang kawasan kota (Hauser,1985: 52).

Dampak urbanisasi di negara maju berbeda bila dibandingkan dengan di
negara berkembang. Bedanya adalah di negara berkembang secara fisik kota
akan tumbuh menjadi besar dan luas dengan tingkat teknologi dan kualitas
kehidupan kota yang kurang memadai, misalnya permukiman miskin
(squatter), sarana-prarasana yang kurang memadai. Sebaliknya, di negara maju
perubahan fisik kota berkembang dengan permukiman elite di pinggiran kota
yang ditunjang teknologi maju. Meskipun, di beberapa negara sedang
berkembang di Asia Tenggara nampak adanya korelasi antara perkembangan
ekonomi dan tingkat urbanisasi tetapi Gunnar Myrdal (1968) menunjukkan
bahwa urbanisasi merupakan aspek belaka dari kemiskinan. Kemiskinan
sebagai reaksi terhadap kurangnya perkembangan ekonomi daripada suatu
akibat dari kenaikan pendapat perkapita. Dari penelitian yang dilakukannya,
secara umum yang mendorong penduduk perdesaan pindah ke kota adalah
kemiskinan, kerusakan lingkungan, dan gangguan keamanan.

Di antara hal-hal penting yang ditemukan mengenai perbedaan
pertumbuhan kota dan urbanisasi di negara maju dan negara berkembang
adalah bahwa di negara berkembang pertambahan penduduk secara alami lebih
memainkan peranan penting dalam pertumbuhan kota. Meski arus penduduk
dari desa ke kota juga menjadi masalah bagi pemerintah di negara berkembang,
hal yang lebih penting dari perpindahan penduduk adalah lebih besarnya
jumlah kelahiran atas angka kematian, yang harus mendapatkan perhatian
penuh dalam usaha mengurangi laju pertumbuhan kota. Karena itu
perencanaan kota, pada tingkat pemerintahan apapun, baik nasional, regional
atau lokal, harus mencakup kebijaksanaan penduduk sebagai unsur yang tidak
terpisahkan dari adanya Kkebijaksanaan sosial dan ekonomi dalam
hubungannya dengan urbanisasi.
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Kekotaan sebagai gaya hidup sudah banyak menyebabkan perubahan pada
tata nilai, lembaga, pengawasan sosial, tingkah laku manusia, kegiatan dan
organisasi ekonomi, dan pemerintah di negara maju, tempat proses ini masih
terus berjalan. Urbanisasi jelas akan semakin banyak pengaruhnya pada
kebudayaan dan penduduk di negara berkembang. Sejauh kekotaan menjadi
gaya hidup bagi lebih dari separuh penduduk dunia pada akhir abad ini, dunia
mungkin, dalam waktu beberapa puluh tahun yang akan datang, akan
mengalami perubahan sosial, ekonomi, politik paling besar yang pernah
terjadi.

XSQE:{; LATIHAN

e
—_—
p—

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas,
kerjakanlah latihan berikut!

1) Bagaimana definisi urbanisasi yang paling komprehenif?

2) Sebutkan perbedaan-perbedaan antara proses urbanisasi di negara maju
dengan negara berkembang!

3) Jelaskan proses urbanisasi secara konseptual yang melibatkan aspek
demografik, ekonomi, dan fisik!

4) Jelaskan perbedaan dampak urbanisasi di negara maju dengan di negara
berkembang!

Petunjuk Jawaban Latihan

1) Definisi urbanisasi yang paling lengkap dapat mengacu pada de Briujne,
yang mencakup aspek demografis, ekonomi, dan fisik.

2) Perbedaan antara proses urbanisasi di negara maju dan negara berkembang
: urbanisasi di negara-negara maju juga berkorelasi dengan industrilisasi
karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi jika ditelusuri secara sektoral
sesungguhnya bersumber dari pertumbuhan industri yang pesat dan
dominan. Urbanisasi di negara berkembang tidak selalu berbarengan
dengan industrialisasi karena hanya urbanisasi demografis.

3) Proses urbanisasi secara konseptual dapat ditinjau berdasarkan aspek
demografik, aspek ekonomi, dan aspek fisik (lihat Gambar 3.2).

4) Dampak urbanisasi di negara maju berbeda bila dibandingkan dengan di
negara berkembang. Di negara berkembang secara fisik kota akan
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tumbuh menjadi besar dan luas dengan tingkat teknologi dan kualitas
kehidupan kota yang kurang memadai, misalnya permukiman miskin
(squatter), sarana-prarasana yang kurang memadai. Sebaliknya, di negara
maju perubahan fisik kota berkembang dengan permukiman elite di
pinggiran kota yang ditunjang teknologi maju.

%Q RANGKUMA N

Pada bagian ini telah dibahas tentang konsep, proses, dan dampak
urbanisasi. Urbanisasi dapat didefinisikan sebagai proses pengkotaan,
proses menjadi kota; peningkatan persentase penduduk perkotaan; kota
tumbuh meluas, pinggiran yang semula perdesaan menjadi kota; dalam
bahasa sehari-hari urbanisasi diasosiasikan dengan migrasi desa-kota.
Secara konseptual urbanisasi tidak selalu sama dengan pertumbuhan
perkotaan karena urbanisasi lebih menunjukkan perubahan proporsi
penduduk yang berdiam di kawasan perkotaan Dengan pengertian tersebut
maka urbanisasi baru dapat terjadi apabila laju pertumbuhan penduduk
perkotaan lebih besar daripada laju pertumbuhan penduduk perdesaan.

Di negara maju, urbanisasi pada dasarnya merupakan fungsi dari
pertumbuhan ekonomi. Makin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara
atau suatu wilayah maka makin tinggi derajat urbanisasinya (level of
urbanization). Urbanisasi di negara-negara maju juga berkorelasi dengan
industrialisasi karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi jika ditelusuri
secara sektoral sesungguhnya bersumber dari pertumbuhan industri yang
pesat dan dominan. Berbeda dengan di negara maju, di negara
berkembang urbanisasi tidak selalu berbarengan dengan industrialisasi
karena hanya urbanisasi demografis. Ditinjau dari lajunya, kecepatan
urbanisasi di negara berkembang jauh lebih besar dibandingkan dengan di
negara-negara maju, yang disebut sebagai oveurbanization atau psedo-
urbanization.

Proses urbanisasi secara konseptual dapat ditinjau berdasarkan aspek
demografik, aspek ekonomi, dan aspek fisik. Ditinjau dari aspek
demografik, proses urbanisasi terkait dengan proses-proses: pertumbuhan
penduduk perkotaan baik pertumbuhan alami maupun migrasi desa-kota,
migrasi internasional dan perluasan batas administrasi; pergeseran dalam
hirarki kota-kota; komposisi umur dan gender penduduk perkotaan;
perubahan angkatan Kkerja; serta keterkaitan desa-kota: penduduk,
komaditas, kapital, informasi.
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Faktor-faktor yang mempengaruhi laju urbanisasi antara lain: (1)
Perubahan teknologi yang lebih cepat di bidang pertanian daripada di
bidang bukan pertanian, yang mempercepat arus penduduk dari
perdesaan; (2) Kegiatan produksi untuk ekspor terpusat di kawasan kota;
(3) Pertambahan alami yang tinggi di perdesaan; (4) Susunan
kelembagaan yang membatasi daya serap perdesaan, seperti: sistem
pemilikan tanah; kebijaksanaan harga dan pajak yang bersifat meng-
anakemaskan penduduk perkotaan; (5) Layanan pemerintah yang lebih
berat pada perkotaan; (6) Kelembaman (intertia)- faktor negatif yang
menahan penduduk tetap tinggal di perdesaan; dan (7) Kebijakan
perpindahan penduduk oleh Pemerintah dengan tujuan mengurangi arus
penduduk dari perdesaan ke perkotaan.

% TES FORMATIF 2

Petunjuk: untuk soal nomor 1- 4, pilihlah salah satu jawaban yang paling
tepat!

1) Kegiatan sektor industri dengan kemajuan teknologinya pada umumnya
akan terpusat di kawasan perkotaan antara lain karena sebagai berikut,
kecuali ....

A. Tenaga kerja berpendidikan dan berpengalaman lebih mudah
diperoleh di daerah urban.

B. Peranan industri yang bersifat foot-loose berkurang peranannya
dalam keseluruhan kegiatan sektor industri.

C. Berbagai jenis prasarana ekonomi dan sosial yang terdapat di
perkotaan keadaannya lebih baik dari di daerah pertanian.

D. Pengelompokkannya menciptakan external economies di antara
berbagai industri tersebut.

2) Perbedaan antara proses urbanisasi di negara maju dan negara
berkembang, antara lain sebagai berikut, kecuali ....
A. kekuatan penarik urbanisasi
B. perbandingan penduduk terhadap sumber dan tingkat hidup
C. pandangan hidup dan nilai
D. keadaan politik dunia
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3) Faktor-faktor yang mempengaruhi laju urbanisasi adalah sebagai berikut,

kecuali ....

A. Perubahan teknologi yang lebih lambat di bidang pertanian

B. Kegiatan produksi untuk ekspor terpusat di kawasan kota

C. Susunan kelembagaan yang membatasi daya serap perdesaan, seperti:
sistem pemilikan tanah; kebijaksanaan harga dan pajak yang bersifat
meng-anakemaskan penduduk perkotaan

D. Layanan pemerintah yang lebih berat pada perkotaan.

Petunjuk: Untuk soal 4 — 6, pilihlah:
A Jika pernyataan benar, alasan benar dan keduanya menunjukkan
hubungan sebab-akibat.
B. lJika pernyataan benar, alasan benar tetapi keduanya tidak
menunjukkan hubungan sebab-akibat
C. Jika salah satu dari pernyataan tersebutsalah
D. lika kedua pernyataan salah.

4) Urbanisasi secara harfiyah berarti pengkotaan atau proses menjadi kota.
sebab
Urbanisasi di negara maju sering digambarkan sebagai latar belakang dan
akibat daya produksi yang meningkat serta tingkat hidup yang lebih tinggi.
5) Urbanisasi di negara maju berkorelasi dengan industrialisasi
sebab

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi jika ditelusuri secara sektoral
sesungguhnya bersumber dari pertumbuhan industri yang pesat dan
dominan.

6) Bukti yang ada menunjukkan bahwa motivasi utama untuk migrasi adalah
ekonomi — kebutuhan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi.
sebab

Pola urbanisasi juga dipengaruhi dengan bagaimana cara organisasi
perekonomian dan bagaimana negara berinteraksi dengan ekonomi global.
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Petunjuk: Untuk soal 7 — 8, pilihlah;
A. lJika (1) dan (2) benar
B. Jika (1) dan (3) benar
C. Jika (2) dan (3) benar
D. Jika semuanya benar

7) Dari definisi urbanisasi menurut De Bruijne berikut, manakah yang

tepat?
1. pertumbuhan persentase penduduk yang bertempat tinggal di
perkotaan

2. bertambahnya penduduk bermata-pencaharian agraris di perdesaan
3. meluasnya pengaruh suasana ekonomi kota ke perdesaan

8) Ditinjau dari aspek demografi, proses urbanisasi terkait dengan proses
pertumbuhan perkotaan yaitu ....
1. pertumbuhan alami
2. migrasi desa-kota
3. migrasi internasional

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang
terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian,
gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap
materi Kegiatan Belajar 2.

. Jumlah Jawaban yang Benar
Tingkat penguasaan = x 100%

Jumlah Soal

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat
meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. Bagus! Jika masih di bawah 80%,
Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang
belum dikuasai.
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KEGIATAN BELAJAR 3
Unsur-unsur Pembentuk Ruang Kota

A. UNSUR PEMBENTUK RUANG KOTA

Kota atau kawasan perkotaan pada dasarnya dapat dipandang sebagai
sistem spasial yang secara internal mempunyai unsur-unsur yang menjadi
pembentuknya Dalam hal ini secara fisik kota ditinjau dari aspek morfologinya
menunjukkan bentuk tertentu. Bentuk kota/perkotaan (urban form) adalah
sinonim dari morfologi perkotaan (Morris, 1994). Bentuk perkotaan terkait erat
dengan skala dan dapat dijelaskan sebagai atribut morfologis dari suatu
kawasan perkotaan pada semua skala (William et al., 2000).

Bentuk perkotaan (urban form) adalah ukuran (size), bentuk (shape) dan
intensitas permukiman perkotaan, yang mencakup beberapa Kkarakteristik
spasial yang terukur seperti kepadatan, percampuran penggunaan lahan, dan
konektivitas jaringan jalan (Knaap et al., 2007). Pengertian ini hampir sama
dengan yang dikemukakan Handy (1996) yang mendefinisikan bentuk
perkotaan sebagai gabungan karakteristik yang berkaitan dengan penggunaan
lahan, sistem transportasi, dan desain kota. Bentuk perkotaan meliputi
sejumlah karakteristik fisik dan nonfisik yang mencakup ukuran, shape, skala,
densitas, penggunaan lahan, jenis bangunan, tata letak blok, dan distribusi
ruang terbuka hijau. Karakteristik bentuk perkotaan ini secara garis besar
dikelompokkan dalam lima unsur: densitas, penggunaan lahan, aksesibilitas
dan infrastruktur transportasi, tata letak, serta jenis rumah dan bangunan
(Demsey, N. dalam Jenks. et al., 2010).

Menurut Morris (1994), dalam perkembangannya bentuk permukiman
baik perdesaan maupun perkotaan ditentukan oleh faktor-faktor dan pengaruh
yang disebut sebagai determinan bentuk perkotaan. Dalam hal ini ada dua
determinan yang berbeda, yaitu: (1) faktor yang diturunkan dari atribut
geografis kondisi alami dari lokasi permukiman (iklim, topografi, dan
ketersediaan bahan bangunan); dan (2) faktor yang berasal dari intervensi
manusia dalam proses pemukiman alami, yang disebut sebagai determinan
man-made (ekonomi, politik, religi, pertahanan, pola pembagian lahan,
mobilitas perkotaan, estetika, peraturan, infrastruktur, pengelompokan etnis).
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Sementara itu, menurut Doxiadis (1968) unsur dasar permukiman terdiri atas

isi (content) dan wadah (container), yang lebih lanjut dapat dibagi dalam lima

unsur:

1. Alam (nature); menjadi dasar terciptanya permukiman dan memberikan
kerangka untuk dapat berfungsi.

2. Manusia (antropos)

Masyarakat (society)

4. Ruang kehidupan (shells); struktur yang menjadi tempat manusia tinggal
yang mempunyai fungsi berbeda-beda.

5. Jaringan (Networks); sistem alami atau binaan yang memfasilitasi
berfungsinya permukiman, seperti jalan, jaringan air minum, listrik, dan
sebagainya.

w

Keseimbangan kombinasi dari manusia sebagai isi dan bentuk
permukiman sebagai wadahnya, menentukan keberhasilan terbentuknya
permukiman. Keterkaitan antarkedua unsur tersebut sangat erat karena
manusia membangun ruang kehidupannya dan dengan demikian menciptakan
wadah untuk berbagai kegiatannya.

Dalam perspektif yang berbeda, menurut Patrick Geddes, karakteristik
permukiman sebagai suatu kawasan memiliki unsur: place (tempat tinggal);
work (tempat kerja); folk (tempat bermasyarakat). Di Indonesia, Kus Hadinoto
(1970-an) mengadaptasinya menjadi 5 unsur pokok, yaitu:

1. Wisma : tempat tinggal (perumahan)

2. Karya : tempat bekerja (kegiatan usaha)
3. Marga : jaringan pergerakan, jalan

4. Suka : tempat rekreasi/hiburan

5. Penyempurna: prasarana — sarana.

Unsur pembentuk struktur tata ruang kota dapat pula dipahami secara
persepsional. Bagaimana orientasi orang di dalam kota? Bagaimana ’peta’
yang tergambar dalam pikiran orang mengenai kotanya? Bagaimanakah
asosiasi atau preferensi yang dihubungkan dengan kota atau bagian kota?
Kevin Lynch dalam The image of the city (1960) telah merintis kajian yang
terkait dengan gambaran atau citra yang terbentuk mengenai kota.
Menurutnya, ada lima unsur dalam gambaran mengenai kota: path, edge,
district, node, dan landmark.
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Kelima unsur pembentuk Citra Kota dapat dilihat pada Gambar 3.3.
Penjelasan tiap unsur tersebut adalah sebagai berikut.

1. Path: Jalur yang biasa, sering atau potensial dilalui oleh pengamat,
misalnya: jalan, lintasan angkutan umum, kanal, rel kereta api. Manusia
mengamati kota ketika bergerak dalam “path”.

2. Edge: Batas antara dua kawasan yang memisahkan kesinambungan,
elemen linier yang tidak dianggap/digunakan sebagai “path” oleh
pengamat. Misalnya: pantai, lintasan rel kereta api, dinding, sungai

3. District: Bagian kota berukuran sedang sampai dengan besar, tersusun
sampai dua dimensi yang dapat dimasuki pengamat (secara mental), dan
dapat dikenali dari karakter umumnya.

4. Node/core: Titik/lokasi yang strategis yang dapat dimasuki pengamat.
Dapat berupa konsentrasi penggunaan/ciri fisik yang penting. Misalnya:
persimpangan, tempat perhentian, ruang terbuka, penggantian moda
angkutan, dan lain-lain.

5. Landmark: Titik acuan bersifat eksternal yang tidak dapat dimasuki
pengamat, biasanya berupa struktur fisik yang menonjol. Apabila dilihat
dari jauh, dari berbagai sudut pandang dan jarak, di atas elemen lainnya,
dijadikan acuan.

Ringkasnya, Lynch melihat adanya lima unsur pembentuk citra kota yaitu
path (jalanan), edge (perbatasan), district (kawasan), node (simpangan) dan
landmark (tengeran). Jalanan dirumuskan sebagai saluran dimana pengamat
biasanya begerak senyatanya atau secara potensial. Ini dapat berupa jalan
besar, jalan setapak, saluran air, dan jalan kereta api. Perbatasan adalah unsur
yang linear yang tidak dianggap atau dipakai sebagai jalan. Misalnya, batas
antara dua bagian seperti tembok, dan pantai. Kawasan adalah bagian kota
yang mempunyai luas tanah dan ciri-ciri tertentu yang nampak. Simpangan
adalah tempat-tempat strategis dalam kota yang dapat dijalani, didatangi atau
pangkal jalan, misalnya simpangan, dan terminal untuk angkutan. Rambu-
rambu dapat juga merupakan tempat-tempat pengenal seperti simpangan akan
tetapi orang tidak boleh berjalan di situ. Umumnya ini merupakan obyek fisik
seperti tanda, patung, dan bukit. Dalam gambaran yang diciptakan oleh para
informan, unsur-unsur tadi dapat saling memperkuat atau saling melemahkan.
Sebuah patung di simpang jalan mempermudah orang mengenal jalan itu.
Akan tetapi, dapat juga terlalu menarik perhatian sehingga bagian kota di
sebelahnya diabaikan orang.
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Gambar 3.2

Lima Unsur dalam Citra Kota
B. STRUKTUR RUANG DAN POLA RUANG KOTA

Kota sebagai suatu sistem spasial/tata ruang lebih lanjut dapat ditinjau
berdasarkan struktur ruang dan pola ruang:

1. Struktur ruang: susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan
prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial
ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

2. Pola ruang: distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang
meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang
untuk fungsi budi daya.

Struktur dan pola ruang kota secara sederhana dapat diartikan sebagai
bentuk atau gambar dari tata ruang kota seperti yang terlihat sudah terjadi,
terlepas apakah bentuk itu merupakan hasil perencanaan atau tidak. Struktur
ruang kota tercermin dari adanya hierarki pusat pelayanan kegiatan perkotaan,
seperti pusat kota, pusat bagian wilayah kota, dan pusat lingkungan; yang
ditunjang dengan sistem prasarana jalan seperti jalan arteri, jalan kolektor, dan
jalan lokal. Sedangkan pola ruang kota menggambarkan
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ukuran, fungsi, dan karakteristik kegiatan perkotaan seperti: kawasan
perumahan, perdagangan, industri, dan pemerintahan.

Struktur ruang kota pertama-tama dapat dilihat dari adanya hierarki pusat
pelayanan kegiatan kota, yakni adanya pusat kota, pusat sekunder (BWK =
Bagian Wilayah Kota), dan pusat lingkungan.

Kawasan Pusat Kota adalah bagian wilayah kota yang merupakan
tempat terkonsentrasinya berbagai aktivitas (sosial, ekonomi, dan budaya)
yang melayani penduduk kota itu (skala lokal) serta penduduk dari wilayah
yang lebih luas (skala regional). Kawasan pusat kota biasanya dicirikan dengan
adanya unsur-unsur kegiatan perdagangan/bisnis (CBD-Central Business
District), pusat pemerintahan (Civic Center), dan simpul jaringan transportasi.
Dalam teori struktur ruang kota konsentrik, pusat kota merupakan kawasan
yang memiliki aksesibilitas, land rent-nya tinggi, dan intensitas penggunaan
lahan tinggi. Hanya kegiatan komersial (perdagangan dan jasa) yang sesuai
untuk berlokasi di pusat kota, di samping pemerintahan (karena alasan
sentralitas pelayanan). Karakteristik kawasan pusat kota terdiri dari: area
pemusatan Kkegiatan fungsional (terutama perdagangan, pemerintahan),
intensitas penggunaan lahan tinggi (nilai lahan tinggi), kepadatan penduduk
tinggi, jumlah fasilitas perkotaan lengkap, dan aksesibilitas tinggi. Secara
konseptual, dalam kawasan pusat kota dibedakan antara CBD Core dan CBD
Frame. CBD Core adalah bagian CBD yang pemanfaatannya sangat intensif,
kepadatan tinggi, keterkaitan, internal kuat, lalulintas pedestrian padat.
Sedangkan CBD Frame adalah bagian CBD yang intensitas pemanfaatannya
lebih rendah: area parkir, perdagangan dan jasa spesifik, dan perumahan.

Pusat pelayanan kegiatan kota yang hierarkinya lebih rendah dari pusat
kota adalah pusat bagian wilayah kota dan pusat lingkungan. Wilayah kota
dalam pengembangannya seringkali dibagi dalam beberapa BWK yang
didasarkan pada fungsi kegiatannya dalam lingkup kota. Tiap BWK ini
mempunyai pusat pelayanan kegiatan (pusat sekunder) yang jenis dan skala
pelayanannya disesuaikan dengan penduduk pendukungnya. Adanya pusat
BWHK ini pada dasarnya dapat mengurangi ketergantungan pada pusat kota
secara berlebihan karena di dalam pusat BWK tersedia fasiltas pelayanan
perkotaan sehingga tidak semua kebutuhan harus dipenuhi di pusat kota.
Demikian juga halnya pusat lingkungan yang melayani kebutuhan pelayanan
fasilitas perkotaan dengan skala lingkungan (neighbourhood).
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Ditinjau dari pola ruangnya, kota atau kawasan perkotaan secara garis
besar terdiri dari kawasan terbangun — kawasan tidak terbangun (RTH). Dalam
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kaota, pola ruang ini lazim dibedakan
menurut fungsi utamanya : Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya.

Kawasan Terbangun adalah ruang dalam kawasan permukiman
perkotaan yang mempunyai ciri dominasi penggunaan lahan secara terbangun
atau lingkungan binaan untuk mewadahi kegiatan perkotaan. Jenis-jenis
pemanfaatan ruang kawasan terbangun kota antara lain adalah kawasan
perumahan, kawasan pemerintahan, kawasan perdagangan dan jasa, serta
kawasan industri. Sesungguhnya keragaman jenis pemanfaatan ruang kota
bergantung pada fungsi kota tersebut dalam lingkup wilayah yang lebih luas.

Kawasan perumahan merupakan kawasan yang luasannya paling dominan
di kota (50-60% dari luas wilayah kota). Di kota-kota di Indonesia, kawasan
perumahan biasanya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Perumahan Formal (Teratur/Terencana). Perumahan ini pada umumnya
merupakan : (1) perumahan yang dibangun pada masa kolonial Belanda;
(2) perumahan yang dibangun setelah masa kemerdekaan (untuk PNS,
swasta besar); perumahan mewah yang dibangun oleh para pengusaha
swasta; (3) perumahan sederhana (fasilitas KPR) oleh Perum Perumnas
(T-21 s/d. T-70); (4) perumahan yang dibangun oleh pengembang swasta
(real estate); (5) perumahan Susun (Rusun sederhana, Rusun menengah,
Rusun mewah).

2. Perumahan Informal (Tidak Teratur), yakni perumahan yang polanya
tidak teratur, prasarana, dan sarana tidak memadai. Perumahan ini
mencakup : Kampung kota, perumahan liar (squater), dan perumahan
kumuh (slum)

Kawasan perdagangan dan jasa (komersial) merupakan kawasan
fungsional perkotaan yang dominan pada suatu kota meskipun luasannya
relatif kecil. Hal ini terutama karena kegiatan perdagangan dan jasa menjadi
salah satu fungsi utama kota dalam wilayah yang lebih luas, terkait dengan
fungsi kota sebagai pusat koleksi dan distribusi bagi wilayah belakangnya.
Ditinjau dari distribusi lokasinya, struktur kegiatan perdagangan dapat berupa
centers, ribbons, atau specialized areas. Ditinjau dari skala pelayanannya,
hirarki pusat perdagangan (shopping center) terdiri dari Convenience store,
Neighborhood center, Community center, Regional center, dan
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Superregional center. Faktor dinamis yang mempengaruhi pola lokasi
perdagangan di dalam kota antara lain : (1) peningkatan mobilitas :
penggunaan kendaraan bermotor; (2) peningkatan daya beli dan cita rasa; (3)
lokasi perumahan baru; (4) perubahan dalam kebijakan zoning; dan (5)
Perubahan dalam merchandising.

Kawasan perkantoran di kota-kota keberadaannya adalah untuk mewadahi
kegiatan sektor jasa: transportasi, telekomunikasi, utilitas; perdagangan besar;
finansial, asuransi, real estate; jasa pribadi; jasa profesional; dan administrasi
publik. Pola lokasi perkantoran — jasa biasanya dipengaruhi oleh faktor:
komunikasi, aksesibilitas, prestisius, lingkungan, tenaga kerja, dan daya tarik
tapak.

Kawasan industri (KI) dalam pengertian luas adalah tempat pemusatan
kelompok perusahaan industri dalam suatu areal tersendiri. Secara rinci
kawasan ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni KI Non-manajemen dan
KI ber-Manajemen. Kawasan Industri ber-manajemen terdiri dari Kawasan
industri (industrial estate), Kawasan Berikat (Export Processing Zone),
Kompleks Industri, Sarana Usaha Industri Kecil (SUIK), Permukiman Industri
Kecil (PIK), dan Lingkungan Industri Kecil (LIK). Kawasan Industri Non-
manajemen terdiri dari Lahan peruntukan industri, Kantong industri, dan
Sentra industri kecil. Dalam konteks perencanaan tata ruang kota, pemilihan
lokasi untuk Kawasan Industri harus mempertimbangkan : (1) Sesuai dengan
industri menurut RTRW; (2) Aksesibilitas (bahan baku, bahan jadi, pemasok);
(3) Aksesibilitas ke pusat-pusat transportasi; (4) Topografi datar (kemudahan
pengembangan lahan); (5) Bebas dari rawan bencanaalam;

(6) Berdekatan dengan kota-kota besar yang berpenduduk padat (pasar,
tenaga kerja); (7) Ketersediaan prasarana dasar (listrik, air); (8) Harga lahan
murah; dan (9) Keterkaitan industri hulu-hilir.

Kawasan atau Ruang Terbuka Hijau adalah ruang-ruang dalam kota
atau wilayah yang lebih luas baik bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk
area memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka
yang pada dasarnya tanpa bangunan. Dalam Ruang Terbuka Hijau (RTH)
pemanfaatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh-
tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman.

Selain pusat-pusat pelayanan kegiatan perkotaan dan kawasan fungsional
perkotaan, unsur pembentuk struktur tata ruang kota adalah sistem prasarana
dan prasarana. Prasarana perkotaan adalah kelengkapan dasar fisik yang
memungkinkan kawasan permukiman perkotaan dapat berfungsi



- PWKL4201/MODUL 3 3.43

sebagaimana mestinya. Jenis prasarana: transportasi, air bersih, air limbabh,
drainase, persampahan, listrik, dan telekomunikasi. sarana perkotaan adalah
kelengkapan kawasan permukiman perkotaan, yaitu: pendidikan, kesehatan,
peribadatan, pemerintahan dan pelayanan umum, perdagangan dan industri,
sarana olah raga, dan ruang terbuka hijau.

Secara spesifik prasarana yang paling berpengaruh terhadap struktur ruang
kota adalah prasarana transportasi, yakni jaringan jalan. Dalam perencanaan
tata ruang kota, pengembangan jaringan jalan tidak dapat dilepaskan dari pola
ruang yang ada atau ingin diwujudkan. Jaringan jalan dapat menjadi faktor
yang mendorong perkembangan kegiatan, dan sebaliknya pengembangan
suatu kegiatan memerlukan dukungan pengembangan jaringan jalan. Oleh
sebab itu, dalam pengembangan jaringan jalan: (1) perlu kesinambungan
antara sistem lokal/lingkungan dengan sistem wilayah yg lebih luas; (2)
Hubungan struktural yang menerus dan compatible antara sistem lingkungan
dengan lingkungan lain; (3) Jika belum memungkinkan, sistem dalam
lingkungan harus memenuhi kebutuhan sendiri (self contained), tanpa
mengakibatkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar.

&E}: LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas,
kerjakanlah latihan berikut!

1) Jelaskan perbedaan tinjauan terhadap kota sebagai nodal dan kota
sebagai area!

2) Jelaskan apa saja unsur pembentuk struktur tata ruang kota dengan
mengacu pada para ahli!

3) Jelaskan perbedaan antara struktur pemanfaatan ruang dengan pola
pemanfaatan ruang!

4) Jelaskan jenis-jenis pemanfaatan ruang kota!

Petunjuk Jawaban Latihan
1) Tinjauan terhadap kota sebagai nodal menempatkan kota dalam konstelasi

wilayah yang lebih luas, yakni sebagai bagian dari sistem kota-kota yang
mempunyai susunan kota-kota yang berbeda ukuran dan
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2)

3)

4)

%{ RANGKUMA N

fungsinya. Sementara itu, tinjauan terhadap kota sebagai area

menempatkan kota dalam wujud struktural dan pola pemanfaatan

ruangnya secara internal. Dalam hal ini yang menjadi fokus adalah unsur-

unsur pembentuk struktur tata ruang kota atau kawasan perkotaan, yang

terdiri dari pusat kegiatan/pelayanan, kawasan fungsional perkotaan, dan

jaringan jalan.

Mengacu pada hasil kajian para ahli, unsur pembentuk struktur tata ruang

kota adalah :

a) Doxiadis: alam (nature), individu manusia (antropos), masyarakat
(society), ruang kehidupan (shells), dan jaringan (network).

b) Patrick Geddes: place (tempat tinggal); work (tempat kerja); folk
(tempat bermasyarakat);

c) Kevin Lynch: path, edge, district, node, dan landmark.

Struktur pemanfaatan ruang kota terdiri dari susunan unsur-unsur

pembentuk kawasan perkotaan secara hirarkis dan struktural berhubungan

satu dengan lainnya membentuk tata ruang kota. Dalam struktur

pemanfaatan ruang kota terdapat hirarki pusat pelayanan kegiatan

perkotaan, yang ditunjang dengan sistem prasarana jalan seperti jalan

arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal. Sedangkan pola pemanfaatan ruang

kota adalah bentuk yang menggambarkan ukuran, fungsi, dan karakteristik

kegiatan perkotaan.

Jenis-jenis pemanfaatan ruang kota adalah kawasan kawasan-kawasan

fungsional kota: kawasan perumahan, kawasan pemerintahan, kawasan

perdagangan dan jasa, serta kawasan industri; dan kawasan terbuka hijau.

Tinjauan terhadap kota sebagai area menempatkan kota dalam wujud
struktur dan pola ruangnya secara internal. Dalam hal ini yang menjadi

fokus adalah unsur-unsur pembentuk struktur tata ruang kota atau

kawasan perkotaan, yang terdiri dari pusat kegiatan/pelayanan, kawasan

fungsional perkotaan, dan jaringan jalan. Sebagai suatu area, kota dengan

berbagai unsur dan keterkaitannya merupakan sistem yang kompleks. Hal
ini karena struktur dan pola ruang kota merupakan suatu produk sekaligus
proses dari perkembangan kota yang berlangsung lama, baik direncanakan
maupun tidak.
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Secara konsepsional, unsur-unsur pembentuk struktur tara ruang kota
telah dikemukakan oleh banyak pakar. Permukiman kota merupakan
totalitas lingkungan yang terbentuk oleh 5 unsur, yakni alam (nature),
individu manusia (antropos), masyarakat (society), ruang kehidupan
(shells), dan jaringan (network). Dalam perspektif yang berbeda, menurut
Patrick Geddes, karakteristik permukiman sebagai suatu kawasan
memiliki unsur: place (tempat tinggal); work (tempat kerja); folk (tempat
bermasyarakat). Kus Hadinoto (1970-an) mengadaptasinya menjadi 5
unsur pokok, yaitu: wisma, tempat tinggal (perumahan); karya, tempat
bekerja (kegiatan usaha); marga, jaringan pergerakan, jalan; suka, tempat
rekreasi/hiburan; dan penyempurna, prasarana — sarana. Unsur pembentuk
struktur tata ruang kota dapat pula dipahami secara persepsional seperti
yang dikemukakan oleh Kevin Lynch (1960), menurutnya ada lima unsur
dalam gambaran mengenai kota: path, edge, district, node, dan landmark.

Kota sebagai suatu sistem spasial dapat dipandang sebagai wujud
struktur dan pola ruang, baik direncanakan maupun tidak, yang
mencirikan kawasan dengan kegiatan utama bukan-pertanian. Sebagai
wujud struktural pemanfaatan ruang, kota terdiri dari susunan unsur- unsur
pembentuk kawasan perkotaan secara hirarkis dan struktural berhubungan
satu dengan lainnya membentuk tata ruang kota. Dalam suatu kota
terdapat hirarki pusat pelayanan kegiatan perkotaan, seperti pusat kota,
pusat bagian wilayah kota, dan pusat lingkungan; yang ditunjang dengan
sistem prasarana jalan seperti jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal.

Pola ruang kota adalah bentuk yang menggambarkan ukuran, fungsi,
dan karakteristik kegiatan perkotaan. Ditinjau dari pola pemanfaatan
ruangnya, kota atau kawasan perkotaan secara garis besar terdiri dari
kawasan terbangun — kawasan tidak terbangun (RTH). Dalam hal ini
kawasan terbangun adalah ruang dalam kawasan perkotaan yang
mempunyai ciri dominasi penggunaan lahan secara terbangun atau
lingkungan binaan untuk mewadahi kegiatan perkotaan. Jenis-jenis
pemanfaatan ruang kawasan terbangun kota antara lain adalah kawasan
perumahan, kawasan pemerintahan, kawasan perdagangan dan jasa, serta
kawasan industri. Keragaman jenis pemanfaatan ruang kota bergantung
pada fungsi kota tersebut dalam lingkup wilayah yang lebih luas.

Selain pusat-pusat pelayanan kegiatan perkotaan dan kawasan
fungsional perkotaan, unsur pembentuk struktur ruang kota adalah sistem
prasarana dan prasarana sebagai kelengkapan dasar fisik yang
memungkinkan kawasan permukiman perkotaan dapat berfungsi
sebagaimana mestinya. Secara spesifik prasarana perkotaan yang paling
berpengaruh terhadap struktur tata ruang kota adalah prasarana
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transportasi, yakni jaringan jalan. Jaringan jalan merupakan indikator
utama morfologi kota sehingga dalam perencanaan tata ruang Kkota,
pengembangan jaringan jalan tidak dapat dilepaskan dari pola
pemanfaatan ruang yang ada atau ingin diwujudkan. Jaringan jalan dapat
menjadi faktor yang mendorong perkembangan kegiatan, dan sebaliknya
pengembangan suatu kegiatan memerlukan dukungan pengembangan
jaringan jalan.

Petunjuk: Untuk Soal 1 — 4, pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

1)

2)

3)

Yang menjadi fokus dalam tinjauan kota sebagai area adalah ....
unsur-unsur pembentuk sistem kota-kota (kota menurut hierarki dan
fungsinya)

B. unsur-unsur perkembangan kota (penduduk, kegiatan ekonomi, dan
fisik)

C. unsur-unsur pembentuk struktur tata ruang kota (pusat kegiatan/
pelayanan, kawasan fungsional perkotaan, dan jaringan jalan)

D. unsur-unsur perencanaan kota (tujuan, sumberdaya, dan masa
depan).

Unsur pembentuk struktur tata ruang kota dapat dipahami secara
persepsional seperti yang dikemukakan oleh Kevin Lynch adalah ....
A. nature, antropos, society, shells, dan network.

B. path, edge, district, node, dan landmark

C. place, work, folk

D. wisma, karya, marga, suka, dan penyempurna

Mana yang bukan jenis pemanfaatan ruang kota/kawasan perkotaan?
kawasan perumahan

kawasan/ruang terbuka hijau

kawasan pertanian

kawasan perdagangan dan jasa

OO0
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4)

Berikut ini adalah karakteristik pusat kota, kecuali ....

A. bagian wilayah kota yang merupakan tempat terkonsentrasinya
berbagai aktivitas (sosial, ekonomi, dan budaya) yang melayani
penduduk kota itu sendiri (skala lokal) serta penduduk dari wilayah
yang lebih luas (skala regional).

B. kawasan yang biasanya dicirikan dengan adanya unsur-unsur
kegiatan perdagangan/bisnis, pusat pemerintahan, dan simpul
jaringan transportasi.

C. area pemusatan kegiatan fungsional dengan (terutama perdagangan,
pemerintahan), aksesibilitas tinggi, dan fasilitas lengkap.

D. area pemusatan kegiatan fungsional (terutama perdagangan,
pemerintah) dengan intensitas penggunaan lahan rendah.

Petunjuk: Untuk soal 5 — 7, pilihlah:

5)

6)

A Jika pernyataan benar, alasan benar dan keduanya menunjukkan
hubungan sebab-akibat

B Jika pernyataan benar, alasan benar tetapi keduanya tidak
menunjukkan hubungan sebab-akibat

C Jika salah satu dari pernyataan tersebut salah

D lJika kedua pernyataan salah.

Sebagai wujud struktural pemanfaatan ruang, kota terdiri dari susunan
unsur-unsur pembentuk kawasan perkotaan secara hirarkis dan struktural
berhubungan satu dengan lainnya membentuk tata ruang kota.

sebab

Dalam suatu kota terdapat hierarki pusat pelayanan kegiatan perkotaan,
seperti pusat kota, pusat bagian wilayah kota, dan pusat lingkungan; yang
ditunjang dengan sistem prasarana jalan seperti jalan arteri, jalan kolektor,
dan jalan lokal.

Prasarana yang paling berpengaruh terhadap struktur tata ruang kota
adalah prasarana transportasi, yakni jaringan jalan.
sebab

Sistem prasarana jalan di perkotaan berdasarkan fungsinya terdiri dari
jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal.
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7) Kawasan perdagangan dan jasa (komersial) merupakan kawasan
fungsional perkotaan yang dominan pada suatu kota karena luasannya
yang relatif besar

sebab

Kegiatan perdagangan dan jasa menjadi satu-satunya fungsi utama kota
dalam wilayah yang lebih luas, terkait dengan fungsi kota sebagai pusat
koleksi dan distribusi bagi wilayah belakangnya.

Petunjuk: Untuk soal 8 — 10, pilihlah:
A. lJika (1) dan (2) benar

B.
C.

Jika (1) dan (3) benar
Jika (2) dan (3) benar

D. lJika semuanya benar

8) Berkaitan dengan lokasi kawasan perdagangan ....

1.

Ditinjau dari distribusi lokasinya, hirarki pusat perdagangan
(shopping center) terdiri dari convenience store, neighborhood
center, community center, regional center, dan superregional center.
Faktor dinamis yang mempengaruhi pola lokasi perdagangan di
dalam kota antara lain adalah peningkatan mobilitas/penggunaan
kendaraan bermotor; peningkatan daya beli dan cita rasa, lokasi
perumahan baru, perubahan dalam kebijakan zoning; dan perubahan
dalam merchandising.

Ditinjau dari distribusi lokasinya, struktur kegiatan perdagangan
dapat berupa centers, ribbons, atau specialized areas.

9) Ciri-ciri lingkungan fisik yang penting supaya kota cepat dikenal antara

lain adalah ....

1. Bentuk yang sederhana berarti bahwa sesuatu obyek atau susunan
lebih mudah tergambar dalam pikiran orang jika mempunyai bentuk
atau struktur yang sederhana dilihat dari sudut geometri.

2. Kontinuitas, yang memperkuat persepsi. Contohnya adalah jalan yang
menjurus jauh, tembok yang panjang, tanda-tanda atau gaya
bangunan yang berulang

3. Kawasan atau Ruang Terbuka Hijau, yakni ruang-ruang dalam kota

atau wilayah yang lebih luas baik bentuk area/kawasan maupun dalam
bentuk area memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih
bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
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10) Di kota-kota di Indonesia, kawasan perumahan biasanya dibedakan
menjadi dua jenis, yaitu perumahan formal dan perumahan informal.
Perumahan formal merupakan ....

1. perumahan yang dibangun pada masa kolonial Belanda; perumahan
yang dibangun setelah masa kemerdekaan (untuk PNS, swasta besar);
perumahan mewah yang dibangun oleh para pengusaha swasta;

2. perumahan yang polanya tidak teratur, prasarana dan sarana tidak
memadai. Perumahan ini mencakup: kampung kota, perumahan liar
dan perumahan kumuh

3. perumahan sederhana (fasilitas KPR) oleh Perum Perumnas,
perumahan yang dibangun oleh pengembang swasta (real estate); dan
perumahan susun.

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang
terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian,
gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap
materi Kegiatan Belajar 3.

i Jumlah Jawaban yang Benar
Tingkat penguasaan = x 100%

Jumlah Soal

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat
meneruskan dengan modul selanjutnya. Bagus! Jika masih di bawah 80%,
Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang
belum dikuasai.
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KEGIATAN BELAJAR 4

Isu dan Masalah Pengembangan Kota

A. MASALAH-MASALAH PERKOTAAN

Pertumbuhan perkotaan dan urbanisasi menjadi masalah terutama di
negara-negara sedang berkembang karena kegagalan menanggulangi
dampaknya. Dalam hal ini bukan pertumbuhan perkotaan itu yang menjadi
masalah, namun laju pertumbuhan yang pesat di luar kapasitas institusional,
administratif dan finansial untuk menanggulanginya (Rakodi, 1993).

Tinjauan terhadap berbagai masalah perkotaan telah lama dilakukan.
Sejak seperempat abad lalu, telah diidentifikasi masalah perkotaan secara
umum sebagai berikut (Brunn & William, 1983):

1. Kota raksasa (excesive size)

Ukuran kota yang terlalu besar, baik dari jumlah populasi maupun dari

ukuran luas kota, mungkin lebih layak untuk dikatakan sebagai penyebab

masalah daripada dianggap sebagai masalah perkotaan itu. Kota-kota yang
terlalu besar hadir sebagai masalah/kondisi kebanyakan terdapat di negara
berkembang, dimana basis ekonomi dari kota tersebut tidak mampu
mengatasi masalah yang diakibatkan ukuran kota yang terlalu besar.

2. Kepadatan berlebih (overcrowding)

Konsekuensi dari ukuran kota yang terlalu besar adalah kepadatan

penduduk berlebih, dapat dikatakan bahwa tiap orang hanya mendapatkan

sedikit ruang dan bersaing untuk mendapatkan jasa pelayanan dan
kesempatan kerja yang sangat terbatas. Sekali lagi, lebih banyak terdapat

di negara berkembang.

3. Kekurangan sarana prasarana (shortage of urban services)

Dengan terlalu banyak penduduk di suatu kota, pemerintah mendapatkan

tekanan kuat untuk dapat menyediakan segala sarana prasarana yang

diharapkan oleh masyarakat. Hal ini sering terjadi bahkan di negara maju
dan semakin nyata terdapat di negara berkembang. Sebagai contohnya
adalah kekurangan penyediaan perumahan yang terjadi di seluruh dunia.

Sebagai hasilnya adalah penyediaan perumahan yang di bawah

standar/tidak layak bagi kebanyakan masyarakat.
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4. Permukiman kumuh dan liar (slums and squatter settlements)
Kebanyakan di kota-kota dunia terdapat perumahan kumuh/
perkampungan liar. Dimana kedua hal tersebut menggambarkan kawasan
yang tertekan atau bagian dari populasi perkotaan yang tidak sepenuhnya
terintegrasi, secara sosial atau ekonomi, dalam proses pembangunan,
terdapat beberapa perbedaan perilaku untuk tiap negara, standar, dan
definisi yang mengarah pada perumahan kumuh/perkampungan liar.
Slums adalah kawasan yang legal, biasanya berupa rumah tua yang
kondisinya semakin memburuk dengan maksud kurang terawat, terlalu
padat, dan bobrok. Slums biasanya berlokasi pada lahan yang berdekatan
dengan Central Bussiness District (CBD) atau dekat dengan pusat Kkota,
walaupun pada negara yang kurang berkembang slums dapat ditemukan
tersebar di daerah perkotaan. Squatter settlements, adalah penggunaan
lahan yang tidak sesuai dan tanpa ada izin resmi. Biasanya berlokasi di
kawasan pinggiran daripada dekat dengan pusat kota. Penghuni liar ini
membangun rumah di kawasan yang kosong untuk tempat berlindung
dengan memanfaatkan sumber daya seadanya. Tidak terdapat standar
minimum akan sanitasi, bentuk konstruksi yang tidak terawasi, dan
kawasan yang cenderung kurang mendapatkan pelayanan jasa
lingkungan perkotaan seperti utilitas kota. Akhirnya, perumahan liar
umumnya menjadi kawasan dengan masalah-masalah kesehatan, juga
masalah sosio-ekonomi.

5. Kemacetan lalu-lintas (traffic congestion)

Dampak nyata lainnya dari kepadatan yang berlebih, diakibatkan dari
hadirnya kelompok masyarakat yang berkendara di kota-kota besar adalah
kemacetan lalu-lintas. Hal ini dianggap sebagai masalah di kawasan
perkotaan, suatu hal menjengkelkan yang konsekuensinya kurang
dianggap penting bila dibandingkan dengan masalah pengangguran,
perumahan, pelayanan sosial, dan sebagainya. Kemacetan adalah suatu
dilema serius yang ‘mencekik’ banyak kota karena menghambat
pergerakan orang dan barang di dalam kota, dengan konsekuensi serius
yaitu pemborosan sumber daya (waktu dan energi manusia, bahan bakar,
dan sebagainya) dan efek yang mengganggu produktivitas dari basis
ekonomi kota-kota, yang memberi dampak terhadap pertumbuhan tingkat
kesempatan kerja.
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6. Berkurangnya tanggung jawab sosial (lack of social responsibility)
Salah satu dampak mendalam dari kepadatan penduduk yang berlebih di
kota-kota adalah berkurangnya kesadaran/tanggung jawab sosial. Dimana
semakin banyak orang bersaing untuk lahan dan jasa pelayanan, kompetisi
yang ada mengarahkan manusia untuk lebih individualis. Karena itu,
orang menolak untuk mengantri jasa pelayanan, tidak menjaga
kebersihan/tidak merawat properti publik, tidak memperdulikan peraturan
lalu-lintas, dan menunjukkan sikap apatis terhadap hak-hak warga lainnya.

7. Pengangguran dan pekerja di bawah upah minimal (unemployment and
underemployment)
Masalah pengangguran mungkin menjadi ranking nomor satu dari
masalah serius perkotaan karena sebenarnya segala hal terkait dengan kota
dan masyarakatnya terkait satu sama lain terhadap kesehatan ekonomi dari
kota tersebut. Hal ini menjadi masalah di seluruh dunia dengan kadar yang
berbeda untuk setiap negara. Di negara sedang berkembang, masalah
utamanya adalah pengangguran, dengan ketimpangan yang dapat
dirasakan oleh orang miskin dan kurangnya keahlian. Dampak lain dari
masalah pekerjaan di negara kurang berkembang terutama adalah proporsi
dari orang yang bekerja di sektor jasa pelayanan, baik jasa pelayanan
pemerintah maupun perusahaan swasta yang berhubungan dengan publik,
termasuk tempat-tempat seperti kantor pemerintah, bank, kantor pos,
pusat perbelanjaan, dan rumah makan. Secara umum yang terlihat adalah
betapa banyaknya orang yang bekerja di tingkatan ini. Mereka terlihat
bekerja keras atau diharapkan untuk bekerja keras karena gaji mereka
sangat kecil. Tetapi mempekerjakan lebih banyak daripada yang
dibutuhkan adalah salah satu cara untuk menyerap kelebihan angkatan
kerja.

8. Masalah rasial dan sosial (racial & social issues)
Pengangguran dan pekerja di bawah upah minimum, bersama dengan
faktor lain, mengarah pada ragam masalah yang terkait dengan isu rasial
dan isu sosial. Hal ini berbeda untuk tiap negara/kawasan. Di Asia
Tenggara, masuknya jutaan orang Cina dan India selama era kolonial
meninggalkan negara tersebut, setelah kemerdekaannya, dengan pola
sosio-ekonomi yang sangat berubah/menyimpang, terkonsentrasi di
bentuk kota sisa kolonial, yang cenderung membagi ras yang ada dan
bekerja menentang usaha pembangunan sebagai suatu negara kesatuan.
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10.

11.

Secara ringkas, di seluruh dunia, banyak kota menghadapi beberapa
tekanan internal yang membentuk kekuatan sentrifugal untuk bekerja
melawan usaha untuk mengatasi masalah perkotaan yang dihadapi kota
tersebut.

Westernisasi dan modernisasi (westernization vs modernization)

Hal ini mengarah pada masalah yang dihadapi negara kurang berkembang
yang berusaha untuk memodernisasi kota dan perekonomiannya, untuk
industrialisasi dan meningkatkan standar hidup, tanpa meninggalkan
sepenuhnya nilai budaya tradisional dan cara hidupnya. Beberapa
mungkin berpendapat bahwa tradisi dan modernisasi tidak harmonis
bahwa modernisasi secara otomatis membawa perubahan, dan perubahan
yang ada mengarah pada pembaratan. Karena di negara-negara barat, di
negara berkembang yang telah mengembangkan kota industri modern dan
gaya hidup yang mengikutinya.

Kerusakan lingkungan (environmental degradation)

Kerusakan lingkungan polusi air dan udara, tingkat kebisingan yang
tinggi, memburuknya lansekap karena kurang baiknya perencanaan dan
kemiskinan perkotaan adalah salah satu masalah serius perkotaan yang
terkonsentrasi di kota-kota. Perbedaan utama antara negara maju dengan
negara sedang berkembang adalah bahwa di negara maju pemerintah dan
warganya melakukan suatu wusaha untuk mengatasinya. Negara
berkembang menganggap hal ini sebagai masalah sepele bila
dibandingkan dengan masalah mendesak yang ada seperti pengangguran,
perumahan, dan pengawasan terhadap infeksi penyakit. Secara umum
tingkat kerusakan lingkungan sekarang ini lebih banyak terjadi di negara
berkembang daripada di negara industri yang telah maju.

Perluasan perkotaan dan berkurangnya lahan pertanian (urban expansion
and loss of agricultural land)

Bagian dari proses kerusakan lingkungan adalah dilahapnya lahan secara
besar-besaran oleh persebaran perluasan kota, terutama konurbasi raksasa.
Di banyak negara, dimana sumber daya lahan dalam hubungannya dengan
populasi kurang menguntungkan, peralihan lahan pertanian menjadi lahan
perkotaan/persebaran industri menjadi masalah yang terpendam. Banyak
negara di Asia menghadapi masalah ini, sebagai contoh Jepang. Jepang
memanfaatkan lahannya untuk pertumbuhan industri dan kemajuan
ekonomi, dimana pada saat yang
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sama mereka kehilangan kemampuan mereka untuk persediaan makanan
mereka. Rasio kemampuan untuk menyediakan makanan sendiri (food
self-sufficiency ratios) untuk Jepang, Taiwan, Korea Selatan, dan
sejumlah negara di Asia yang tinggi pertumbuhan perkotaannya juga
negara industri mengalami penurunan yang signifikan untuk beberapa
dekade terakhir.
12. Organisasi administrasi (administrative organization)

Dari berbagai permasalahan perkotaan yang dihadapi terutama di negara
sedang berkembang, masalah-masalah tersebut mengarah pada cara secara
spasial mengorganisasikan struktur administrasi baru, bagaimana
mencegah perluasan yang merajalela dan tidak terkontrol, bagaimana
keuangan pelayanan publik dan mengalokasikan dana pada prioritas
utama, dan bagaimana mengembangkan dan mengimplementasikan
rencana komprehensif perkotaan.

Dalam konteks lingkungan urbanisasi dapat menimbulkan banyak
masalah lingkungan (Miller, 2002:94-97) seperti hal-hal sebagai berikut.

1. Meskipun penghuni perkotaan menempati hanya 4% dari permukaan
bumi, perkotaan mengkomsumsi 75% sumberdaya bumi

2. Kawasan yang besar dari bumi harus terganggu dan terdegradasi untuk
menyediakan pangan, air, energi dan sumber daya lainnya

3. Karena konsumsi sumber daya yang tinggi, penduduk perkotaan
menghasilkan pencemaran udara, air, serta sampah dan limbah berbahaya.

4. Tingkat pencemaran yang normal lebih tinggi di kawasan perkotaan
karena polutan dihasilkan dalam kawasan yang kecil dan tidak dapat
segera terdispersi dan terserap seperti halnya di kawasan perdesaan

5. Kepadatan penduduk yang tinggi di kawasan perkotaan dapat
meningkatkan penyebaran penyakit infeksi (terutama jika air minum dan
sistem sanitasi tidak tersedia); tingkat kriminalitas; dan kebisingan yang
berlebihan.

6. Banyak kota mempunyai pepohonan yang tidak memadai untuk yang
mengabsorbsi pencemaran udara, mengeluarkan oksigen, mendinginkan
udara, mengurangi erosi, meredam kebisingan, memberikan habitat alami,
serta menciptakan estetika.

7. Banyak kota-kota menghasilkan hanya sedikit pangan secara mandiri.
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10.

11.

Kota-kota umumnya lebih panas dibandingkan dengan kawasan perdesaan
Banyak kota yang mempunyai masalah dalam penyediaan air bersih,
sejalan dengan pertumbuhan kota.

Banjir cenderung menjadi lebih besar di kawasan perkotaan karena
pembangunan dilakukan di dataran banjir dan penutupan lahan dengan
bangunan menyebabkan presipitasi ke limpasan permukaan lebih cepat.
Lahan pertanian di perdesaan, lahan subur, hutan, lahan basah, dan habitat
alami menyusut sejalan dengan perluasan kota-kota.

Secara lebih rinci, tantangan utama lingkungan perkotaan adalah sebagai

berikut (Robert et al., 2009: 4):

1.

2.

3.

10.

11.

Peningkatan ukuran kota-kota dan konsentrasi secara masif penduduk di
kawasan perkotaan,

Konsumsi sumberdaya alam yang terbatas dan tidak terbarukan secara
masif, (air, mineral, dan pangan),

Peningkatan jumlah pencemaran dan limbah,

Konsumsi lahan untuk bangunan dan degradasi pada kawasan coklat,
lahan terlantar dan penampungan limbah,

Penggunaan yang terus menerus terhadap moda transportasi yang tidak
berkelanjutan serta pencemaran dan kemacetan yang ditimbulkannya,
Tidak adanya ruang terbuka hijau yang cukup pada banyak kota serta
ancaman terhadap keanekaragaman hayati,

Dampak urbanisasi terhadap iklim baik pada tingkat lokal maupun
global,

Pengembangan secara berlebih pada dataran banjir (flood plains),
Adanya hambatan konseptual dan institusional terhadap pengembangan
dan implementasi strategi untuk menangani masalah lingkungan
perkotaan,

Hambatan sosial dan politis yang mencegah dan menghalangi keterpaduan
antar sektor dan komunitas dalam pengelolaan kota,

Tidak adanya insentif ekonomi dan insentif lainnya untuk memperbaiki
kondisi lingkungan.
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E—* LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas,
kerjakanlah latihan berikut!
1) Jelaskan mengapa pertumbuhan perkotaan menjadi tantangan di negara-
negara berkembang!
2) Uraikan beberapa masalah perkotaan sebagai implikasi pertumbuhan
perkotaan!
3) Sebutkan kecenderungan pertumbuhan kota/perkotaan di Indonesia
secara eksternal!
4) Jelaskan kecenderungan pertumbuhan perkotaan di Indonesia!

Petunjuk Jawaban

1)

2)

3)

4)

Tantangan besar yang terkait dengan pertumbuhan perkotaan, terutama di
negara-negara berkembang adalah karena perkembangan kota yang sangat
pesat menimbulkan implikasi langsung terhadap kebutuhan sarana dan
prasarana perkotaan.

Masalah perkotaan sebagai implikasi pertumbahan kota secara umum
sangat banyak, antara lain : kota raksasa (excesive size); kepadatan
berlebih; kekurangan sarana prasarana; permukiman kumuh dan liar;
kemacetan lalu-lintas; berkurangnya tanggung jawab; pengangguran dan
setengah pengangguran; masalah rasial dan sosial; westernisasi dan
modernisasi;  kerusakan lingkungan; perluasan perkotaan dan
berkurangnya lahan pertanian; serta organisasi administrasi.
Kecenderungan pertumbuhan kota/perkotaan di Indonesia dalam konteks
eksternal (perkembangan wilayah) mencakup: pergeseran kegiatan
manufaktur dan industri dari wilayah kota; berkembangnya permukiman
skala besar sebagai kota baru di dalam kota dan di wilayah sekitar kota;
perkembangan kota-kota kecil dan menengah di wilayah metropolitan;
dan peningkatan kebutuhan akan prasarana dan sarana perhubungan untuk
memenuhi kebutuhan mobilitas penduduk dan produk.

Kecenderungan pertumbuhan perkotaan di Indonesia peningkatan
proporsi penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan, serta laju
pertumbuhan penduduk dalam kurun 1970-2000.
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Tantangan besar yang terkait dengan pertumbuhan perkotaan
terutama di negara-negara berkembang karena perkembangan kota yang
sangat pesat menimbulkan implikasi langsung terhadap kebutuhan sarana
dan prasarana perkotaan. Seringkali pertanyaan mengapa pertumbuhan
kota-kota terus berlanjut dan apakah pertumbuhan kota tersebut
merupakan sesuatu yang baik atau buruk? Jika pertumbuhan kota menjadi
suatu keniscayaan, dapatkah pertumbuhan perkotaan dikendalikan?
Haruskah pemerintah melakukan intervensi dalam pembangunan
perkotaan?

Pertumbuhan perkotaan dan proses urbanisasi menjadi masalah di
negara-negara sedang berkembang karena gagal menanggulangi
dampaknya. Jadi, bukan pertumbuhan perkotaan itu sendiri yang menjadi
masalah, tetapi laju pertumbuhan yang pesat di luar kapasitas institusional,
administratif dan finansial untuk menanggulanginya.

Masalah perkotaan secara umum meliputi: kota raksasa (excesive
size); kepadatan berlebih; kekurangan sarana prasarana; permukiman
kumuh dan liar; kemacetan lalu-lintas; berkurangnya tanggung jawab;
pengangguran dan setengah pengangguran; masalah rasial dan sosial;
westernisasi dan modernisasi; kerusakan lingkungan; perluasan perkotaan
dan berkurangnya lahan pertanian; serta organisasi administrasi.

Indonesia seperti halnya negara-negara dunia ketiga lainnya, sedang
mengalami pertumbuhan perkotaan yang pesat. Ditinjau dari laju
pertumbuhannya, laju pertumbuhan penduduk perkotaan menunjukkan
angka yang sangat pesat dibandingkan dengan laju pertumbuhan
penduduk total 5,38% pertahun pada 1980-1990, dan 4,40% pertahun pada
1990-2000. Ditinjau secara spasial, sesuai dengan tahap perkembangan
Indonesia, urbanisasi yang berlangsung pada waktu lalu diperkirakan
cenderung memusat, ditandai dengan tarikan metropolitan dan kota-kota
besar terhadap migran jauh lebih besar daripada kota-kota menengah
maupun kecil.
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@ TES FORMATIF 4

Petunjuk: Untuk Soal 1 — 3, pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!

1) Secara umum masalah perkotaan adalah sebagai berikut, kecuali ....
A. kota raksasa
B. kepadatan penduduk rendah
C. kekurangan sarana prasarana
D. permukiman kumuh dan liar

2) Beberapa masalah perkotaan secara umum yang lain adalah ....
A. angka pengangguran rendah
B. masalah rasial dan sosial rendah
C. kerusakan lingkungan
D. meningkatnya lahan pertanian

3) Urbanisasi dapat menjadi masalah lingkungan pada kawasan perkotaan
karena ....
A. konsumsi terhadap sumber daya bumi rendah
B. menghasilkan pencemaran tinggi
C. tingkat kriminalitas dan kebisingan yang rendah
D. kebutuhan pangan dapat disediakan secara mandiri

Petunjuk: Untuk soal 4 — 5, pilihlah;
A. Jika (1) dan (2) benar
B. lJika (1) dan (3) benar
C. Jika (2) dan (3) benar
D. lJika semuanya benar

4) Berikut ini adalah beberapa masalah perkotaan secara umum.
1. Kemacetan lalu lintas
2. Tanggung jawab sosial rendah
3. Upah pekerja di bawah minimal

5) Tantangan utama lingkungan perkotaan adalah ....
1. konsumsi lahan untuk bangunan tinggi
2. penggunaan moda transportasi yang berkelanjutan
3. pengembangan permukiman yang berlebihan pada dataran banjir
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Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 4 yang
terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian,
gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap
materi Kegiatan Belajar 4.

. Jumlah Jawaban yang Benar
Tingkat penguasaan = x 100%

Jumlah Soal

Aurti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat
meneruskan dengan modul selanjutnya Bagus! Jika masih di bawah 80%,
Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 4, terutama bagian yang
belum dikuasai.



3.60 PENGANTAr PERENCANAAN WILAYAh DAN KOTA =

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1 Tes Formatif 2
1) B 1) B
2) D 2) D
3) C 3) A
4) C 4) B
5 B 5 A
6) C 6) B
7 C 7) B
8) B 8) D
9 D

10) D

Tes Formatif 3 Tes Formatif 4
1) C 1) B
2) B 2) C
3) C 3) B
4) D 4) D
5 A 5 B
6) B

7 D

8) D

9) A

10) B
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Bentuk kota

Kawasan

Kawasan
perkotaan

Kawasan
terbangun

Kawasan/Ruang
Terbuka Hijau

Kota

Glosarium

Kenampakan fisik kota/kawasan perkotaan
ditinjau dari aspek morfologinya

: Ruang yang merupakan kesatuan geografis

beserta segenap unsur terkait padanya yang batas
dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek
fungsional serta memiliki ciri
tertentu/spesifik/khusus

: Kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan

pertanian dengan susunan fungsi kawasan
sebagai tempat permukiman  perkotaan,
pemusatan dan distribusi pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan
ekonomi.

: Ruang dalam kawasan permukiman perkotaan yang

mempunyai ciri dominasi penggunaan lahan
secara terbangun (built up area) atau lingkungan
binaan untuk mewadahi kegiatan perkotaan

. Ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih

luas baik bentuk area/kawasan maupun dalam
bentuk area memanjang/jalur dimana dalam
penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada
dasarnya tanpa bangunan.

: Permukiman yang mempunyai penduduk relatif

besar, luas areal terbatas, pada umumnya bersifat
nonagraris, kepadatan penduduk relatif tinggi,
tempat sekelompok orang-orang dalam jumlah
tertentu dan bertempat tinggal dalam suatu
wilayah geografis tertentu, cenderung berpola
hubungan rasional, ekonomis dan individualistis
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Masalah
perkotaan (urban
problems)

Pertumbuhan
perkotaan (urban
growth)

Pola ruang

Prasarana
perkotaan

Psedo-
urbanization

Pusat kota

Struktur ruang:

Urbanisasi

PENGANTAr PERENCANAAN WILAYAh DAN KOTA

: Masalah yang timbul sebagai akibat pertumbuhan
perkotaan atau urbanisasi yang pesat, sementara
kemampuan pengelolaan pemerintah  kota
terbatas.

. Perubahan ukuran/besaran perkotaan, baik ditinjau
dari aspek demografis maupun fisik.

: Distribusi peruntukan ruang dalam suatu
wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk
fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk
fungsi budi daya.

Kelengkapan dasar fisik yang memungkinkan
kawasan permukiman perkotaan dapat berfungsi
sebagaimana mestinya.

: Urbanisasi semu, urbanisasi yang hanya bersifat
demografis: migrasi desa-kota, yang tidak terkait
dengan tersedianya lapangan kerja di kota karena
adanya industrialisasi.

Bagian wilayah kota yang merupakan tempat
terkonsentrasinya berbagai aktivitas (sosial,
ekonomi, dan budaya) yang melayani penduduk
kota itu (skala lokal) serta penduduk dari wilayah
yang lebih luas (skala regional).

susunan pusat-pusat permukiman dan sistem
jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi
sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi
masyarakat yang secara hierarkis memiliki
hubungan fungsional.

: Pengkotaan, proses menjadi kota; peningkatan
persentase penduduk perkotaan; kota tumbuh
meluas, pinggiran yang semula perdesaan
menjadi  kota; dalam bahasa sehari-hari
urbanisasi diasosiasikan dengan migrasi desa-
kota.
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MobuL 4

Proses Perencanaan Wilayah dan Kota

=— PENDAHULUA N

P erencanaan secara umum dapat didefinisikan sebagai proses untuk
menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan,
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam konteks
wilayah dan kota aktivitas perencanaan dilakukan melalui serangkaian
tahapan yang disebut sebagai proses perencanaan. Dalam modul ini akan
dibahas Proses Perencanaan Wilayah dan Kota yang akan didahului dengan
tinjauan terhadap proses perencanaan secara umum, Kkarakteristik serta
tahapan atau langkah-langkah kegiatannya secara rinci.

Sebagai suatu proses yang kontinyu, proses perencanaan mempunyai
karakteristik utama: bersifat siklis; adanya kesatuan dalam ragam
kegiatan/tahapannya; dan tiap tahapan tidak selalu dilakukan secara
sekuensial. Hal ini perlu dipahami karena akan mempunyai berbagai implikasi
penting yang berkaitan dengan rencana sebagai produk perencanaan, sifat
kontinyuitasnya, serta peranan perencana yang terlibat di dalamnya. Jelas
bahwa proses perencanaan akan menyangkut banyak hal daripada sekadar
membuat suatu dokumen rencana. Oleh karena itu, proses perencanaan secara
generik akan terdiri dari tahapan-tahapan yang berlangsung dalam suatu siklus:
pendefinisian persoalan, perumusan tujuan dan sasaran, pengumpulan data dan
informasi, analisa, identifikasi dan evaluasi alternatif, implementasi,
pemantauan, serta evaluasi.
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KEGIATAN BELAJAR 1

Tinjauan Umum terhadap Proses
Perencanaan

A. PROSES PERENCANAAN: TINJAUAN SECARA UMUM

Perencanaan secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu proses untuk
menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam ungkapan lain
perencanaan adalah proses yang kontinu, yang menyangkut pengambilan
keputusan atau pilihan mengenai cara memanfaatkan sumber daya yang ada
semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu di masa depan
(Conyers dan Hills, 1984).

Mengacu pada kedua pengertian di atas maka perencanaan merupakan
suatu proses, yang produknya adalah rencana, yaitu rumusan kegiatan yang
akan dilaksanakan secara spesifik di masa yang akan datang, baik dalam
bentuk blueprint yang merepresentasikan tujuan atau sesuatu yang ingin
dicapai maupun regulasi sebagai alat untuk mencapai tujuan perencanaan.
Pengertian proses adalah rangkaian kegiatan yang berurutan dan berkaitan satu
sama lain atau saling menunjang (kegiatan sekuensial). Dalam proses ini,
dilakukan pengolahan masukan untuk memperoleh keluaran tertentu. Oleh
sebab itu, proses perencanaan adalah rangkaian kegiatan berpikir yang
berkesinambungan dan rasional untuk mencapai tujuan tertentu di masa yang
akan datang secara sistematis.

Dalam kepustakaan tentang perencanaan wilayah dan Kkota serta
perencanaan pembangunan secara umum, terdapat banyak model yang
mengungkapkan bagaimana proses perencanaan dilakukan dengan
menjabarkannya menurut tahapan-tahapan yang lebih rinci dan spesifik.
Model-model proses perencanaan tersebut antara lain dikemukakan oleh
Patrick Geddes (Classical planning process); Brian McLoughlin (1969);
Diana Conyer (1984); Terry Moore (1988), dan Anderson (1993). Sebagai
gambaran, pada bagian berikut diuraikan beberapa model proses perencanaan
secara umum yang cukup ekstrim perbedaan pengungkapannya:
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1.

Proses Perencanaan Klasik (Patrick Geddes)
Proses perencanaan klasik secara umum terdiri atas tiga tahapan utama,

yakni survey (pengumpulan data), analisis, dan rencana; yang kemudian
dilengkap dengan umpan balik yang menghubungkan rencana dengan survei
pada siklus perencanaan berikutnya, seperti bagan di bawah ini.

oo

— - > Q -, o

Survei Analisis Rencana

!

Brian McLoughlin (1969)

Sebagai suatu proses, perencanaan terdiri atas kegiatan:

Keputusan untuk mengadopsi perencanaan

Formulasi tujuan: identifikasi sasaran

Kajian terhadap serangkaian tindakan yang mungkin diambil, dengan
bantuan model

Evaluasi alternatif; dengan mengacu pada values dan biaya manfaat
Implementasi; melalui investasi publik atau pengendalian terhadap
investasi swasta

Review (monitoring) terhadap keadaan sistem.

A 4

A 4

Gambar 4.1.
Tahapan Proses Perencanaan Klasik

Beenhakker (1980)

Proses perencanaan terdiri atas tahapan kegiatan:

Penilaian terhadap keadaan sekarang

Penilaian terhadap arah perkembangam masa depan

Formulasi pendahuluan terhadap sasaran dan estimasi sumber daya yang
tersedia

Konsiderasi alternatif tindakan

Spesifikasi sasaran dan subsasaran

Identifikasi alternatif program, proyek, kebijaksanaan, dan strategi
Pencarian solusi terbaik

Penjabaran kriteria evaluasi

Aplikasi kriteria evaluasi

Penentuan rencana tindak dan pembiayaannya.



4.4 PENGANTAr PERENCANAAN WILAYAh DAN KOTA

4. Proses Perencanaan Pembangunan (Conyer, 1984)
Proses perencanaan pembambangunan terdiri atas tahapan kegiatan:
Keputusan untuk merencana

Pembentukan kerangka organisasi untuk perencanaan
Spesifikasi tujuan perencanaan

Formulasi sasaran

Pengumpulan dan analisis data

Identifikasi alternatif tindakan

Penilaian alternatif

Seleksi alternatif terbaik

Implementasi

j. Pemantauan dan evaluasi.

Se@ o o0 o

5. Siklus Perencanaan (Terry Moore, 1988)

Proses perencanaan merupakan suatu siklus yang terdiri atas 9 tahapan
sekuensial, dimulai dari pendefinisian persoalan/masalah, perumusan tujuan
dan sasaran, pengumpulan data dan informasi, analisis, identifikasi alternatif,
evaluasi dan seleksi alternatif, implementasi, pemantauan, serta diakhiri
dengan evaluasi yang akan menjadi jembatan ke siklus proses perencanaan
berikutnya.

Pendefinisian

/ Persoalan \
(Re)-Evaluasi
/ Perumusan Tujuan

Pemantauan &
T Pengumpulan Data
Implementasi

\

Evaluasi & Seleksi )
Alternatif proyeksi

Analisis: data dasar,

\ Identifikasi /

Alternatif

Gambar 4.2.
Proses Perencanaan
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6. Proses Perencanaan Kota (Anderson, 1995)

Proses perencanaan kota terdiri atas tahapan kegiatan sekuensial:
Identifikasi isu dan pilihan-pilihan

Perumusan tujuan dan sasaran, identifikasi prioritas-prioritas
Pengumpulan dan interpretasi data

Mempersiapkan rencana-rencana

Penyusunan program implementasi rencana

Evaluasi dampak potensial dari rencana dan program implementasi
Review dan kesepakatan rencana

Review dan kesepakatan program implementasi

Pengadministrasian  program implementasi rencana, pemantauan
dampak, dan penyesuaian rencana sebagai respon terhadap umpan balik.

Se@ho a0 o

Secara diagramatis, proses perencanaan kota yang bersifat siklis dapat
dilihat pada Gambar 4.3.

\

| =

3 =

15 1)

NT. |

g £
LB
4 /
o

REVISE DRAFT OF
- -
IMPLEMN PROGRAM
5. DRAFT PROGRAMS FOR,

PLAN IMPLEMENTATION

— % Basic cycle of the planning process

=~ 7 7 = Recycling steps that are frequently added
to the planning process

Sumber: Larz, 1995:8
Gambar 4.3.
Proses Perencanaan Kota



4.6 PENGANTAr PERENCANAAN WILAYAh DAN KOTA

B. KARAKTERISTIK PROSES PERENCANAAN

Model perencanaan yang sering dipergunakan sebagai rujukan pada
dasarnya mengacu pada pendekatan perencanaan rasional komprehensif
(Rational Comprehensive Planning). Berdasarkan tinjauan terhadap beberapa
model proses perencanaan, tampak adanya perspektif yang beragam terhadap
sifat atau karakteristik proses perencanaan. Meskipun terdapat perbedaan
dalam derajat kompleksitas dan kerincian tiap model, dapat ditemukan
karakteristik proses perencanaan secara umum. Ada tiga karakteristik utama
proses perencanaan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. bersifat siklis;
2. kesatuan dalam ragam kegiatan/tahapannya;
3. tiap tahapan tidak selalu dilakukan secara sekuensial.

Proses perencanaan dipandang sebagai suatu proses siklis, terdiri atas
rangkaian tahapan kegiatan yang akan menjembatani pendefinisian persoalan
dan perumusan tujuan pada awal proses perencanaan dengan penyusunan
program dan proyek sebagai implementasinya. Selain itu, juga dalam proses
ini terkandung makna bahwa pelajaran yang akan diperoleh dari hasil
implementasi program dan proyek akan diumpanbalikkan ke siklus
perencanaan berikutnya.

Ragam tahapan dengan kegiatannya masing-masing haruslah dilihat
sebagai satu kesatuan yang berkaitan satu sama lain. Tidak ada satu tahapan
kegiatanpun dalam proses perencanaan yang terisolasi dari tahapan lainnya.
Implikasi dari karakteristik ini adalah:

1. Dalam praktek, proses perencanaan tidak sepenuhnya sekuensial seperti
yang digambarkan. Hal ini berarti bahwa satu tahapan kegiatan tidak
hanya mempengaruhi tahapan kegiatan selanjutnya yang terdekat atau
dipengaruhi oleh tahapan kegiatan sebelumnya yang terdekat saja.
Demikian pula arah arusnya bisa bolak-balik. Karakteristik ini membawa
kita pada pemahaman terhadap perencanaan yang lebih berorientasi pada
proses dan tidak pada produk.

2. Kerangka organisasi pelaksanaan kerja setiap tahapan akan bersifat
canggih, dan partisipan setiap tahapan perlu berkomunikasi secara intens
satu sama lain.
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Tiap tahapan dalam proses perencanaan tidak selalu dilakukan secara

sekuensial. Ini berarti bahwa situasi lapangan lebih kompleks dari proses
perencanaan secara konvensional. Seringkali terjadi bahwa:

1.

hubungan antar siklus (jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek)
yang tidak serasi;

selain hubungan antar tahapan kegiatan yang tidak berurut, suatu tahapan
kegiatan dapat saja tidak diikutsertakan dalam proses dalam pengertian
melompat dari satu tahap ke tahap lainnya;

terdapat ada hambatan praktis yang mengganggu jalannya setiap tahapan
kegiatan, misalnya saja tidak cukup waktu, tenaga, dana; tidak ada
komunikasi antara tiga mitra (perencana, politisi, pemerintah daerah).
Selain itu juga kesalahan atau perbedaan persepsi antarpelaku tersebut.

IMPLIKASI PEMAHAMAN PERENCANAAN SEBAGAI
PROSES

Pemahaman terhadap konsep perencanaan sebagai suatu proses

mempunyai beberapa implikasi penting yang berkaitan dengan rencana
sebagai produknya, sifat kontinuitasnya, serta peranan perencana yang terlibat
di dalamnya:

1.

Perencanaan lebih melibatkan banyak hal daripada sekadar membuat
suatu dokumen rencana. Hal ini menjadi sangat penting karena dalam
perencanaan seringkali terjadi kesalahan konsepsi:

a. Rencana dianggap menjadi tujuan perencanaan. Padahal tujuan
perencanaan adalah mencapai tujuan (goals) tertentu yang
diidentifikasi atau dipreskripsikan sebelumnya. Sedangkan rencana
merupakan perangkat (tools, means) sebagai perwujudan cara untuk
mencapai tujuan tersebut. Hal ini bukan berarti produk perencanaan
dalam bentuk dokumen rencana tidak berguna. Namun yang lebih
penting adalah pemahaman bahwa suatu rencana seharusnya
dianggap sebagai salah satu perangkat, dan bukan hasil akhir.

b. Kesalahan konsepsi yang kedua adalah implikasi bahwa produk
perencanaan harus selalu dokumen fisik yang memberikan blueprint
bagi tindakan di masa datang secara kaku. Padahal implementasi dari
suatu rencana seharusnya dilakukan dengan fleksibilitas yang lebih
luas daripada apa yang ditetapkan. Kaitan antara perencanaan dan
rencana ini seringkali menimbulkan berbagai isu mengenai
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metoda  perencanaan  serta  kaitan  perencanaan  dengan
implementasinya. Dalam hal inilah terkait antara perencanaan,
pembuatan kebijaksanaan (policy making) dan implementasinya
sebagai satu kesatuan proses.
Perencanaan dianggap sebagai suatu proses yang berlangsung terus
menerus, bukan suatu proses yang dikerjakan sekali saja. Dewasa ini
bahkan  berkembang vyang disebut rolling plans (rencana
berkesinambungan), yaitu suatu rencana yang selalu diperpanjang setiap
tahun sehingga pada kenyataannya rencana tersebut tidak akan pernah
berakhir.
Konsep perencanaan mempunyai implikasi penting yang berkaitan dengan
peran perencana. Dalam hal ini perencana (planner) sesungguhnya
menyangkut pengertian yang luas bagi yang terlibat dalam suatu jenis
kegiatan perencanaan; tidak hanya sesseorang yang bekerja di suatu
kementerian atau instansi yang mengkhususkan pada bidang perencanaan
atau seseorang yang mempunyai kedudukan resmi sebagai seorang
perencana profesional (profesional planner). Setiap orang yang terlibat
sebagai seorang perencana haruslah bekerja erat dengan orang-orang lain
yang terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan, termasuk di
dalamnya para politisi, administrator/birokrasi, dan masyarakat secara
umum.

g\%f LATIHAN

1)
2)
3)
4)

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas,
kerjakanlah latihan berikut!

Uraikan tahapan proses perencanaan generik!

Sebutkan karakteristik utama dari proses perencanaan!

Sebutkan tiga tujuan utama pengumpulan data dan informasi!

Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan rencana!

Petunjuk Jawaban Latihan

1)

Proses perencanaan secara generik terdiri dari tahapan: (1) Pendefinisian
persoalan; (2) Perumusan tujuan dan sasaran; (3) Pengumpulan data dan
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2)

3)

4)

%Q RANGKUMA N

informasi; (4) Analisis; (5) Identifikasi dan evaluasi alternatif; (6)
Implementasi; (7) Pemantauan; dan (8) Evaluasi.

Karakteristik utama dari proses perencanaan yang perlu diperhatikan,
adalah: bersifat siklis; kesatuan dalam ragam kegiatan/tahapannya; serta
tiap tahapan tidak selalu dilakukan secara sekuensial.

Tujuan utama pengumpulan data dan informasi: (1) Identifikasi
permasalahan dan perkembangan eksisting, sebagai dasar bagi perumusan
kebijaksanaan/rencana; (2) Identifikasi dan evaluasi alternatif
kebijaksanaan/rencana; (3) Sebagai umpan balik, untuk siklus proses
perencanaan berikutnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan rencana, antara lain
adalah: sifat dari proses perencanaan, organisasi perencanaan dan

pelaksanaannya, isi (contens) rencana, dan manajemen proses
pelaksanaan.

Perencanaan sebagai kegiatan untuk menentukan tindakan masa depan
yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya
yang tersedia, dalam konteks kota/kawasan perkotaan dilakukan melalui
serangkaian kegiatan atau langkah yang berurutan dan berkaitan satu sama
lain dalam suatu proses perencanaan. Meskipun banyak model proses
perencanaan yang dikemukakan berbagai ahli selama ini, secara generik
proses perencanaan ini terdiri dari tahapan:

(1) Pendefinisian persoalan; (2) Perumusan tujuan dan sasaran;

(3) Pengumpulan data dan informasi; (4) Analisis; (5) Identifikasi dan
evaluasi alternatif; (6) Implementasi; (7) Pemantauan; dan (8) Evaluasi.
Dalam hal ini rencana merupakan rumusan Kkegiatan yang akan
dilaksanakan secara spesifik di masa yang akan datang; produk dari suatu
proses perencanaan dalam bentuk blueprint yang merepresentasikan
tujuan atau segala yang ingin dicapai serta regulasi sebagai alat untuk
mencapai tujuan.

Karakteristik utama dari proses perencanaan yang perlu diperhatikan,
adalah: bersifat siklis; kesatuan dalam ragam kegiatan/tahapannya; serta
tiap tahapan tidak selalu dilakukan secara sekuensial. Pemahaman
terhadap konsep perencanaan sebagai suatu proses mempunyai beberapa
implikasi penting yang berkaitan dengan rencana sebagai produknya, sifat
kontinyuitasnya, serta peranan perencana yang terlibat di dalamnya.
Dalam hal ini implikasi pertama
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adalah perencanaan lebih melibatkan banyak hal daripada sekadar mem-
buat suatu dokumen rencana karena rencana bukanlah tujuan akhir
perencanaan, tetapi perangkat sebagai perwujudan cara untuk mencapai
tujuan. Implikasi yang kedua, perencanaan dianggap sebagai suatu proses
yang berlangsung terus menerus, bukan suatu proses yang dikerjakan
sekali saja. Implikasi yang ketiga berkaitan dengan peran perencana yang
sesungguhnya menyangkut pengertian yang luas bagi siapa saja yang
terlibat dalam suatu jenis kegiatan perencanaan sehingga setiap orang
yang terlibat sebagai seorang perencana haruslah bekerja erat dengan
orang-orang lain yang terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan,
termasuk di dalamnya para politisi, administrator/birokrasi, dan
masyarakat secara umum.

@ TES FORMATIF 1

Petunjuk: Untuk soal 1 — 4 pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

1) Rangkaian kegiatan, langkah atau peristiwa yang berurutan dan berkaitan
satu sama lain (kegiatan sekuensial) adalah definisi dari ....

A. proses

B. perencanaan

C. prosedur

D. proses perencanaan

2) Rangkaian langkah-langkah atau tindakan yang diatur oleh ketentuan
yang dibuat oleh manusia/lembaga adalah definisi dari ....

A. proses
B. perencanaan
C. prosedur

D. proses perencanaan

3) Rangkaian program kegiatan pelaksanaan pembangunan yang
menggunakan ruang menurut jangka waktu yang ditetapkan dalam RTRW
adalah definisi dari ....

A. pengendalian pemanfaatan ruang
B. pemanfaatan ruang

C. perencanaan tata ruang

D. penataan ruang
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4) (1) Survey dan analisis; (2) pengembangan strategi dan kebijaksanaan;
(3) implementasi; dan (4) pemantauan dan evaluasi, adalah siklus/proses
perencanaan menurut ....

A. Terry Moore

B. Patrick Geddes

C. Devas and Rakodi
D. Anderson

Petunjuk: Untuk soal 5 — 6, pilihlah:
A. lJika pernyataan benar, alasan benar dan keduanya menunjukkan
hubungan sebab-akibat
B. Jika pernyataan benar, alasan benar tetapi keduanya tidak
menunjukkan hubungan sebab-akibat
C. Jika salah satu dari pernyataan tersebut salah
D. lJika kedua pernyataan salah.

5) Setiap tahapan proses perencanaan tidak selalu dilakukan secara
sekuensial.

sebab

Hubungan antarsiklus tidak selalu serasi.

6) Salah satu implikasi penting dari perencanaan sebagai suatu proses adalah
perencanaan lebih melibatkan banyak hal daripada sekadar membuat suatu
dokumen rencana,

sebab

Tujuan perencaaan adalah menghasilkan rencana.

Petunjuk: Untuk soal 7 — 8, pilihlah:
A. lJika (1) dan (2) benar
B. lJika (1) dan (3) benar
C. Jika (2) dan (3) benar
D. Jika semuanya benar

7) Siklus perencanaan/pengambilan  keputusan/manajemen  perkotaan
menurut Devas dan Rakodi ....
1. pendefinisian persoalan
2. pengembangan strategi dan kebijaksanaan
3. implementasi
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8) Pemahaman terhadap konsep perencanaan sebagai suatu proses
mempunyai beberapa implikasi penting ....

1. Perencanaan lebih melibatkan banyak hal daripada sekadar mem-
buat suatu dokumen rencana karena rencana bukanlah tujuan akhir
perencanaan, tetapi perangkat sebagai perwujudan cara untuk
mencapai tujuan.

2. Perencanaan dianggap sebagai suatu proses yang berlangsung terus
menerus, bukan suatu proses yang dikerjakan sekali saja.

3. Peran perencana sesungguhnya menyangkut pengertian yang terbatas
bagi yang terlibat secara langsung dalam suatu kegiatan perencanaan

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang
terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian,
gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap
materi Kegiatan Belajar 1.

. Jumlah Jawaban yang Benar
Tingkat penguasaan = x 100%

Jumlah Soal

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat
meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. Bagus! Jika masih di bawah 80%,
Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang
belum dikuasai.
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KEGIATAN BELAJAR 2

Tahapan dalam Proses Perencanaan

D ari berbagai model proses perencanaan, tahapan rinci proses
perencanaan secara umum meliputi pendefinisian persoalan, perumusan
tujuan dan sasaran, pengumpulan data dan informasi, analisis, identifikasi

dan seleksi alternatif, implementasi, pemantauan dan evaluasi. Bahasan
terhadap tiap tahapan perencanaan ini akan dilakukan pada bagian berikutini.

A. PENDEFINISIAN PERSOALAN

Tahapan awal dalam proses perencanaan rasional adalah tahapan
pendefinisian persoalan/masalah (problem). Sebagai tahap awal perencanaan
jelas bahwa pendefinisian persoalan titik mula dari siklus dalam proses
perencanaan secara keseluruhan. Berdasarkan pendefinisian persoalan secara
benarlah kemudian tujuan (goals) dan sasaran (objectives) dapat dirumuskan.
Apa yang dimaksud dengan persoalan atau masalah? Secara sederhana
dapatlah dinyatakan bahwa suatu fenomena (sesuatu yang dapat dilihat atau
dirasakan) disebut persoalan jika terdapat kesenjangan (gap) antara apa yang
ada (aktual) dengan sesuatu yang diinginkan (ideal). Pengertian persoalan ini
terkait dengan pengertian kebutuhan, yang secara umum berarti kesenjangan
antara hasil (atau tujuan) yang ada sekarang dan hasil (atau tujuan) yang
ingin dicapai. Dalam kaitan ini persoalan adalah suatu kebutuhan yang dipilih
untuk dipenuhi; atau kesenjangan yang akan ditiadakan.

Dalam pendefinisian persoalan, setidak ada empat hal yang perlu
diperhatikan, vyaitu: latar belakang persoalan, identifikasi persoalan,
pembatasan persoalan, dan perumusan persoalan.

Latar belakang persoalan. Suatu persoalan pada dasarnya tidak pernah
berdiri sendiri dan terisolasi dari faktor-faktor lain. Selalu terdapat konstelasi
yang merupakan latar belakang dari suatu persoalan tertentu pada suatu
wilayah atau kota: ekonomis, sosial, politik, budaya atau faktor- faktor lain
yang melingkupinya. Secara operasional suatu fenomena baru dapat disebut
sebagai persoalan bila fenomena tersebut terjadi dalam suatu situasi atau
konteks tertentu.

Identifikasi persoalan. Dalam Kkonteks itulah kita harus dapat
mengidentifikasi objek yang menjadi persoalan. ldentifikasi persoalan
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merupakan suatu tahap awal dari pemahaman persoalan tempat suatu
fenomena dalam suatu jalinan situasi tertentu dapat dikenali sebagai suatu
persoalan. Namun, ternyata identifikasi persoalan memberikan kepada kita
sejumlah pertanyaan yang bisa saja sangat banyak. Untuk itulah persoalan
harus dibatasi ruang lingkupnya.

Pembatasan persoalan. Pembatasan persoalan merupakan upaya untuk
menetapkan batas-batas persoalan dengan jelas sehingga memungkinkan kita
untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang termasuk ke dalam lingkup
persoalan, dan faktor yang tidak. Dengan pembatasan-pembatasan ini maka
fokus persoalan akan menjadi jelas, yang memungkinkan kita untuk dapat
merumuskan persoalan dengan lebih baik.

Perumusan persoalan. Perumusan persoalan merupakan upaya untuk
menyatakan secara eksplisit pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita carikan
jawabannya. Perumusan persoalan dijabarkan dari identifikasi dan pembatasan
persoalan; atau dengan kata lain, perumusan persoalan merupakan pernyataan
yang lengkap dan terinci mengenai ruang ingkup persoalan yang akan
dianalisis berdasarkan identifikasi dan pembatasan persoalan. Persoalan yang
dirumuskan dengan baik berarti sudah setengah dijawab. Perumusan persoalan
yang baik bukan saja membantu memusatkan perhatian namun juga sekaligus
mengarahkan cara berpikir kita dalam pemecahannya. Jika suatu persoalan
yang sudah dapat diidentifikasi dan dibatasi yang kemudian tercermin dalam
pernyataan yang bersifat jelas dan spesifik, tempat untuk menemukan
jawabannya kita dapat mengembangkan kerangka pemikiran tertentu untuk
pemecahannya maka secara konseptual masalah tersebut sudah berhasil
dirumuskan.

B. SIFAT SISTEMIK PERSOALAN PERENCANAAN WILAYAH
DAN KOTA

Persoalan yang terkait dengan perencanaan wilayah dan kota seringkali
kompleks sehingga diperlukan pendekatan sistem terhadap persoalan.
Persoalan yang kompleks dan dipengaruhi banyak faktor menuntut
dipergunakannya suatu pendekatan sistem sejak awal pendefinisian atau
perumusannya. Hanya dengan adanya pendekatan sistem dimungkinkan
dilakukan penyusunan model persoalan yang semirip mungkin dengan
kenyataan yang ada. Dalam hal ini pendekatan sistem mencegah perencana
untuk menyajikan secara dini definisi persoalan yang spesifik atau
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menerapkan secara dini suatu formula pemecahan persoalan. Namun
sebaliknya, menekankan agar lingkungan yang melingkupi persoalan
didefinisikan terlebih dahulu secara luas sehingga berbagai kebutuhan yang
mempunyai relevansi dengan persoalan dapat dikenali. Dalam banyak kondisi,
rumusan persoalan seringkali terlalu cepat dibuat, atau terlalu sederhana
sehingga keabsahan pemecahannya sangatlah diragukan dan mungkin saja
tidak/kurang relevan dengan kenyataan.

Bagaimanapun mencari pemecahan persoalan yang jelas membutuhkan
pengetahuan. Mencari dan merumuskan persoalan secara benar juga
membutuhkan kearifan. Skenario yang paling buruk dalam proses
pengambilan keputusan adalah mendapatkan jawaban yang benar untuk
persoalan yang salah. Pemecahan persoalan yang didasarkan pada rumusan
yang salah tidak mungkin memecahkan persoalan yang dihadapi atau bahkan
mungkin akan menghadapi akibat-akibat yang justru tak terduga yang lebih
parah karena pengaruhnya pada sistem yang lebih besar. Dalam konteks
analisis kebijakan publik, jenis kesalahan ini sering disebut sebagai tipe
kesalahan ketiga (E-1Il1 Error of third type), yakni: Rumusan formal dan
substantif yang salah atas persoalan yang mestinya dirumuskan secara benar
(Dunn, 1994).

Pendekatan sistem menekankan perlunya perencana mencari semua
faktor, pembawa pengaruh, atau komponen lingkungan yang relevan yang
melingkupi persoalan. Dengan pendekatan sistem, perencana setidaknya akan
lebih memahami lingkungan dimana persoalan tersebut ada; dan menjadi lebih
berhati-hati dalam menyajikan cara pemecahannya, serta menilai dampak yang
terjadi terhadap lingkungan persoalan.

Dalam mendekati dan memecahkan suatu persoalan, salah satu tantangan
awal yang dihadapi seorang perencana adalah memahami sifat persoalan,
lingkungan dimana persoalan itu terjadi, serta gejala pembangkit dan gejala
respons yang berkaitan dengan perkembangan persoalan dan dampak dari
pemecahan yang disarankan. Sifat persoalan dapat memberikan indikasi
mengenai faktor-faktor intrinsik yang terlibat dalam pengungkapan persoalan
dan dalam menentukan ruang lingkupnya. Karena itulah pemecahan persoalan
harus juga mempertimbangkan faktor-faktor ini. Lingkungan terdiri dari situasi
yang mengandung, menimbulkan atau mengitari persoalan. Gejala respons
merupakan indikasi mengenai cara bidang persoalan dan lingkungannya
bereaksi terhadap rangsangan yang mengganggu (Meredith, 1985).
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Jika perencana secara sadar melakukan pendekatan yang rasional dalam
memecahkan persoalan yang terkait dengan objek perencanaannya,
Seyogyanyalah  definisi dan pemahaman tentang persoalan ini
menggambarkan persoalannya secara memadai dalam konteksnya secara
keseluruhan. Haruslah ada kesadaran akan kompleksitas lingkungan persoalan
secara menyeluruh serta pertimbangan mengenai adanya faktor- faktor alamiah
maupun sosial-ekonomi dan sosial budaya yang ikut terlibat dalam suatu
persoalan. Meskipun demikian, tentu saja ada keterbatasan dalam hal ruang
lingkup persoalan yang dapat didefinisikan. Keterbatasan ini harus juga
disadari dalam merumuskan pemecahannya.

Terdapat banyak contoh yang menunjukkan bahwa sifat persoalan dalam
perencanaan wilayah dan kota sangatlah kompleks; juga terjadi interaksi antara
persoalan itu sendiri dengan lingkungan (wilayah eksternal) yang
melingkupinya. Misalnya saja persoalan transportasi dalam suatu kota, jika
dianalisis, ternyata menyangkut banyak unsur. Tidak saja menyangkut sarana
(kendaraan), prasarana (jalan), tetapi juga sistem aktivitas penduduk yang
diwujudkan dalam pola penggunaan lahan. Persoalan alih fungsi lahan
pertanian ke nonpertanian pada suatu wilayah terkait dengan pertumbuhan
ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Demikian pula persoalan lingkungan
hidup perkotaan, yang menyangkut banyak unsur yang tidak saja bersifat fisik
tetapi terkait dengan lingkungan sosial-budaya masyarakat.

Secara umum sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari
komponen-komponen yang dihubungkan dengan berbagai macam interaksi
yang secara kolektif bereaksi terhadap rangsangan atau kebutuhan dan
memenuhi suatu tujuan atau fungsi tertentu. Dalam suatu sistem, tiap
komponen bereaksi terhadap rangsangan menurut sifat intrinsiknya tetapi
rangsangan aktual yang diterima serta perilaku reaksinya secara aktual
dipengaruhi pula oleh kehadiran dan interaksi dari komponen lainnya.

Dalam menangani suatu sistem, kita dapat mengenali karakteristik berikut :

1. Ada kegunaan atau fungsi tertentu yang harus atau sedang dipenuhi atau
dilakukan.

2. Ada sejumlah komponen (sedikitnya dua) yang dapat diidentifikasi
sebagai komponen utama dari sistem. Setiap komponen mempunyai
sekumpulan atribut.

3. Komponen-komponen saling berhubungan dalam suatu cara yang
memenuhi konsistensi antarkomponen secara bolak-balik.
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4. Ada kendala-kendala yang membatasi perilaku sistem serta respon
(tanggapan) tiap komponen.

Macam-macam sistem dapat dikelompokkan dalam sistem yang
berorientasi kepada fisik, proses, dan organisasi. Sistem fisik misalnya
bangunan, jaringan jalan, jaringan air minum, dsb. Sistem yang didasarkan
pada komponen-komponen prosesnya, misalnya: sistem pembuangan air
limbah dan sistem pengelolaan sampah. Sistem yang berorientasi pada
organisasi misalnya adalah sistem pemerintahan.

C. SIFAT HIERARKIS DARI SISTEM PERSOALAN

Tahap awal dalam proses perencanaan adalah mendefinisikan persoalan
yang akan dipecahkan. Dalam tahap ini kita perlu menggambarkan lingkungan
persoalan secara lebih luas, yang memungkinkan diidentifikasikannya sistem
yang lebih besar yang berhubungan dengan suatu persoalan yang akan
dianalisis.

Mendefinisikan komponen sistem bukanlah tugas yang selalu mudah
karena hal ini memerlukan upaya penelusuran untuk memahami sistem dan
strukturnya. ldentifikasi sifat dan interaksi antarkomponen harus ditentukan
untuk tiap komponen yang telah dinilai dalam sistem. Ini memerlukan
pemahaman yang lengkap mengenai cara komponen-komponen tersebut
berfungsi dan berinteraksi. Tentu saja komponen-komponen tersebut
bagaimanapun harus berinteraksi secara bersamaan atau berurutan agar
kumpulan komponennya beroperasi sebagai suatu sistem. Secara gabungan,
interaksi tersebut membentuk struktur sistem. Struktur sistem inilah yang
kemudian mendefinisikan sistem dan mempengaruhi perilakunya.

Seorang perencana haruslah menyadari bahwa suatu persoalan mungkin
melibatkan atau berhubungan dengan sistem-sistem yang lain. Jadi, dalam
mendefinisikan persoalan, sistem-sistem lain ini harus pula dikenali. Satu
sistem yang langsung menjadi kepentingan seorang perencana pada
kenyataannya merupakan komponen (subsistem) dari sistem yang lebih besar.
Memandang sistem yang diamati dalam kaitannya dengan sistem yang lebih
luas mempunyai dua manfaat sekaligus: definisi fungsi sistem yang lebih luas
dapat disusun; serta konsekuensi perubahan sistem dapat ditetapkan dalam
konteks yang lebih luas. Jadi, suatu struktur sistem hierarkis dapat ditentukan
sehingga memungkinkan dilakukannya analisis
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sistem pada berbagai tingkatan. Haruslah disadari bahwa hierarki sistem pada
dasarnya melukiskan untaian hierarki atau sistem banyak tahap (multi-level
system) seperti dapat ditemukan dalam persoalan sistem transportasi kota.

D. KARAKTERISTIK PERSOALAN

Cara seseorang mengindentifikasi dan mengklasifikasikan persoalan akan
menentukan cara mereka menjelaskan dan berusaha memecahkannya. Namun,
dapat saja orang setuju pada definisi, Klasifikasi, dan eksplanasi suatu
persoalan tetapi tidak setuju terhadap ruang lingkup kepelikan dan pentingnya
suatu persoalan. Pandangan tentang kepelikan persoalan bergantung pada
nilai-nilai dan kebutuhan yang dipandang paling penting oleh orang yang
bersangkutan.

Karakteristik pokok dari persoalan dalam kebijakan publik (Dunn, 1994),
termasuk di dalamnya perencanaan wilayah dan kota, secara umum adalah:

1. Saling bergantung (interdependence); persoalan dalam suatu bidang
(misalnya energi) seringkali mempengaruhi persoalan lain (misalnya
lingkungan). Pada kenyataannya setiap persoalan bukanlah suatu kesatuan
yang berdiri sendiri, tetapi bagian dari seluruh sistem persoalan yang
disebut messes. Dalam konteks ini sistem persoalan ini tidak mungkin
dipecahkan dengan pendekatan analitik (analitic approach). Sistem
persoalan yang saling bergantung ini memerlukan pendekatan holistik
(holistic approach), yaitu pendekatan yang memandang persoalan sebagai
bagian dari keseluruhan yang tidak dapat dipisahkan dan diukur tersendiri.

2. Subjektif (subjective); dalam hal ini hanya kondisi eksternal yang dinilai
menimbulkan persoalan didefinisikan, diklasifikasikan, dijelaskan, dan
dievaluasi secara selektif. Meskipun terdapat pengertian bahwa persoalan
merupakan suatu hal yang objektif, data atau fakta yang sama yang
menunjukkannya dapat diinterpretasikan dalam cara yang berbeda.
Persoalan hanya elemen dari situasi problematis yang diabstraksi dari
suatu situasi tertentu oleh seorang analis. Persoalan merupakan buah
pandangan subjektif manusia.

3. Buatan (artifisial); persoalan hanya mungkin ada jika kita
mempertimbangkan perlunya mengubah situasi problematis. Persoalan
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tidak dapat dipisahkan dengan individu atau kelompok yang
mendefinisikannya.

4. Dinamis (dynamics); banyak pemecahan yang dapat diambil sebanyak
definisi yang dapat diberikan pada persoalan tersebut. Persoalan dan
pemecahannya berada dalam suasana perubahan yang terus-menerus,
karenanya persoalan tidak akan pernah dapat terpecahkan secara tuntas.
Dalam rangka pendefinisian persoalan, yang pertama kali harus diatasi
adalah kemungkinan terjadinya problem unsolving, pemecahan yang
benar atas persoalan yang salah.

E. TIGA KELAS PERSOALAN

Kompleksitas struktural dari persoalan bervariasi tergantung dari
karakteristik dan hubungan di antara lima elemen: pengambil keputusan,
alternatif, keuntungan (nilai), hasil dan probabilitas hasil. Secara umum
terdapat tiga kelas persoalan dalam kaitannya dengan perumusan kebijakan
(Dunn, 1994):

1. Persoalan yang terstruktur baik (well structured problems); Persoalan
yang melibatkan satu atau beberapa pengambil keputusan, satuan kecil
alternatif, konsensus dalam nilai, dan hasilnya diketahui dengan pasti
dengan batas kemungkinan salah (resiko) yang dapat diterima.

2. Persoalan yang agak terstruktur baik (moderately structured problems);
yaitu persoalan yang melibatkan satu atau beberapa pengambil keputusan,
beberapa alternatif, konsensus pada nilai (manfaat), dan hal yang tidak
menentu karena tidak dapat diestimasi dengan tingkat probabilitas
tertentu.

3. Persoalan yang tidak terstruktur (ill structured problems); yaitu persoalan
yang melibatkan banyak pengambil keputusan dalam pemecahannya,
nilainya mengandung konflik atau tidak diketahui, alternatifnya tidak
diketahui atau tidak mungkin disusun secara transitif dan hasilnya tidak
diketahui.

F. PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN
Dalam definisi perencanaan secara umum tercakup pengertian bahwa

perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan. Jika ditinjau lebih jauh,
dalam proses perencanaan perumusan tujuan merupakan tahapan penting
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setelah persoalan didefinisikan dan dirumuskan secara benar. Perumusan
tujuan selanjutnya akan mengarahkan seorang perencana pada tahapan
selanjutnya untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan tersebut.

Dalam terminologi perencanaan, seringkali dibedakan antara tujuan
(goals), sasaran (objectives), dan juga target. Tujuan dan sasaran dalam
pengertian umum merupakan ekspresi prioritas yang ingin dicapai dari
kegiatan perencanaan yang dilakukan. Formulasinya dilakukan pada tahap
awal dari siklus perencanaan. Pada beberapa kasus, secara tegas dapat
dibedakan pula target, yang pengertiannya lebih menyangkut pernyataan
kuantitatif secara lebih presisi tentang sasaran terpilih dan pencapaiannya
biasanya dalam jangka waktu yang lebih pendek. Jadi, meskipun di antara
ketiga pengertian tersebut tercermin adanya perbedaan derajat keterukuran
yang ingin dicapai dan jangka waktu pencapaiannya, satu sama lain pada
dasarnya tetap berkaitan.

Berikut ini akan diuraikan satu per satu tentang tujuan dan sasaran
perencanaan yaitu sebagai berikut.

1. Tujuan perencanaan
Ada beberapa pengertian tujuan yang dapat dirujuk dalam konteks

perencanaan wilayah dan kota, yaitu sebagai berikut:

a. Pernyataan yang memberikan pedoman nyata tentang tindakan yang
diinginkan dari suatu kegiatan perencanaan (Bendavid, 1983).

b. Suatu artikulasi dari nilai-nilai yang dirumuskan dalam kaitannya dengan
isu dan persoalan yang diidentifikasi terhadap pencapaian hasil
kebijaksanaan dan keputusan yang akan ditentukan (Dickey).

c. Suatu pencapaian yang diinginkan dari kegiatan perencanaan, yang
dinyatakan dalam istilah yang bersifat kualittatif (Dusseldorp).

d. Keinginan atau kehendak yang bersifat umum, yang pencapaiannya sangat
diharapkan, bersifat jauh dan belum tentu dapat dirumuskan dan
diprogram dengan cukup spesifik untuk dikaitkan secara kuantitatif dalam
rencana komprehensif. Tujuan lebih menunjukkan sesuatu yang ingin
dicapai sehingga sasaran kebijakan dan perencanaan lebih lanjut dapat
diarahkan (Branch).

Kegiatan perumusan tujuan dalam perencanaan wilayah dan kota
diarahkan untuk menghasilkan suatu pernyataan yang bersifat kualitatif
berkenaan dengan pencapaian yang diinginkan dari hasil
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perencanaan/kebijaksanaan dan/atau keputusan, yang dapat menjadi pedoman
nyata dalam menentukan tindakan yang sesuai untuk mencapainya. Kegiatan
perumusan sasaran dalam perencanaan wilayah dan kota diharapkan akan
menghasilkan suatu pernyataan spesifik yang menyangkut pencapaian tujuan
yang bersifat terukur dan mempunyai kerangka waktu dalam pencapaiannya.

Meskipun tujuan bersifat abstrak, tujuan berbeda dengan aspirasi sebagai
the ultimate aims of the society yang merupakan konsep abstrak pada tingkat
yang paling tinggi yang dikaitkan dengan hal yang diinginkan dalam jangka
waktu sangat panjang.

Tujuan biasanya berupa pernyataan tentang sesuatu kondisi ideal yang
ingin dicapai. Dalam kaitannya dengan tipe masa depan yang dikenal dalam
kebijakan publik yang menurut Dunn (1994) terdiri atas plausible future,
potential futures, dan normative futures, tujuan merupakan salah satu aspek
penting dari masa depan normatif (normative futures) yang akan mengarahkan
apa yang seharusnya. Pengertian masa depan normatif ini sendiri pada
dasarnya adalah masa depan yang potensial dan/atau diinginkan yang sesuai
dengan konsep tentang kebutuhan masa depan, nilai-nilai, dan kesempatan
yang dianut oleh perencana/analis.

2. Sasaran perencanaan
Setingkat lebih rinci dari tujuan, sasaran merupakan pernyataan

operasional dari keinginan yang lebih jelas sekaligus menyajikan tahap-tahap

spesifik untuk mencapai tujuan tertentu. Beberapa pengertian tentang sasaran
antara lain adalah:

a. Sasaran perencanaan adalah pernyataan tentang kehendak yang sudah
diidentifikasi, dianalisis, dan diekspresikan secara spesifik untuk
menunjukkan cara hal tersebut dapat dicapai dalam waktu dan sumber
daya yang tersedia (Branch, 1983).

b. Suatu standar dari kemajuan pencapaian tujuan diukur, bersifat kuantitatif
dan mempunyai kerangka waktu berkenaan dengan Kkinerja target
(Bendavid, 1983).

c. Suatu pernyataan spesifik yang menyatakan hasil terukur yang dicapai
suatu kelompok atau orang tertentu selama kurun waktu tertentu pula
(Dickey).

d. Suatu keinginan yang diharapkan untuk dicapai, merupakan spesifikasi
dari tujuan meskipun tidak selalu harus diungkapkan secara kuantitatif
(Dusseldorp).
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Dari pengertian di atas, kegiatan perumusan sasaran dalam perencanaan
wilayah dan kota diharapkan akan menghasilkan suatu pernyataan spesifik
yang menyangkut pencapaian tujuan yang bersifat terukur dan mempunyai
kerangka waktu dalam pencapaiannya.

Sasaran dapat dibedakan secara kontras dengan tujuan berdasarkan lima
karakteristik yang mencakup: specification of purposes, cara pendefinisiannya,
perioda waktu, prosedur pengukuran, dan perlakuan terhadap target groups
(Dunn, 1994):

a. Tujuan bersifat umum, luas atau abstrak (“meningkatkan kualitas
perawatan kesehatan masyarakat...”), sedangkan sasaran bersifat lebih
kongkrit (“meningkatkan jumlah paramedis sebesar 10 %...”).

b. Tujuan biasanya dinyatakan secara formal (“... kualitas perawatan
kesehatan yang mengacu pada kemudahan terhadap pelayanan medis..”),
sedangkan sasaran lebih operasional (“kualitas perawatan kesehatan yang
mengacu pada jumlah paramedis per-1000 penduduk™).

c. Tujuan mempunyai jangka waktu pencapaian yang tidak spesifik (“.... di
masa depan”), sedangkan sasaran lebih spesifik (“.... dalam kurun 1995-
2005”).

d. Tujuan biasanya bersifat kualitatif (“jaminan kesehatan yang memadai”),
sedangkan sasaran harus bersifat kuantitatif (“jumlah penduduk yang
terlayani per-1000 penduduk kota™).

e. Tujuan menyatakan kelompok yang diharapkan memperoleh manfaat
masih secara luas atau umum (“..penduduk yang memerlukan
perawatan”), sedangkan sasaran sudah menyatakan kelompok sasaran
secara spesifik (“rumah tangga dengan pendapatan di bawah Rp.2.000.000
per-bulan”)

Dalam beberapa kasus, dibedakan pula pengertian target. Target
mempunyai tingkat keabstrakan yang lebih rendah lagi (dibandingkan dengan
tujuan dan sasaran) karena merupakan pernyataan yang sangat jelas tentang
sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek
serta kepada siapa pencapaiannya ditujukan. Sebagai contoh dalam
pembangunan perumahan, misalnya sasaran pembangunan rumah sederhana
sehat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) adalah sebesar
800.000 unit. Sasaran ini kemudian diturunkan lebih rinci menjadi sasaran
tahunan (target), yang harus dipenuhi oleh Perumnas, pengembang swasta dan
koperasi (sebagai pelaku pembangunannya). Kelompok sasaran
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(target group) pembangunan RS/RSS ini juga sudah sangat spesifik, yaitu
golongan masyarakat berpendapatan rendah (GMBR) di perkotaan.

3. Sumber/Masukan dalam Perumusan Tujuan dan Sasaran
Karena lebih menyangkut pada nilai-nilai dasar, sumber atau acuan dalam
perumusan tujuan biasanya adalah dokumen-dokumen politis dalam bentuk
Undang-undang Dasar, Undang-undang, dan dokumen rencana pembangunan
yang bersifat makro (misalnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional — RPJPN). Meskipun demikian, terdapat pula masukan- masukan lain
yang seyogyanya menjadi pertimbangan dalam upaya kita merumuskan tujuan
dan sasaran secara lebih baik, yaitu antara lain:
a. Pemahaman karakteristik wilayah perencanaan (masalah, potensi, dan
kendala).
b. Persepsi dan sistem nilai dalam masyarakat.
. Kebijakan pembangunan secara makro pada tingkat nasional dan regional.
d. Kebijaksanaan sektoral yang terkait dengan wilayah perencanaan.

G. PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI

Tahap pengumpulan data mempunyai peranan yang sangat penting dalam
perencanaan, karena perencanaan pada dasarnya merupakan suatu proses
pengambilan keputusan yang tidak dapat dilakukan tanpa didukung oleh
informasi yang memadai. Sebenarnya kegiatan pengumpulan data bukan
merupakan tahapan kegiatan sekuensial yang berdiri sendiri tetapi terkait
dengan hampir semua tahapan kegiatan lainnya dalam proses perencanaan.
Dalam perencanaan, data atau informasi diperlukan untuk tiga tujuan utama,
yaitu:

a. ldentifikasi permasalahan dan perkembangan eksisting, sebagai dasar
bagi perumusan kebijaksanaan/rencana

b. ldentifikasi dan evaluasi alternatif kebijaksanaan/rencana

c. Sebagai umpan balik, untuk siklus proses perencanaan berikutnya.

Menurut kebutuhannya dalam perencanaan, tipe informasi yang perlu
dikumpulkan dan dianalisis, dapat dibagi tiga, yaitu:
a. Data yang memberikan informasi tentang distribusi (dibedakan antara
spatial distribution dan aspatial distribution). Data ini memberikan
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informasi yang bersifat deskriptif, yang dapat digunakan untuk
membandingkan antarkelompok, kegiatan, atau wilayah geografis yang
berbeda, terutama dalam rangka mengindentifikasi potensi dan
permasalahan pembangunan.

b. Data yang memberikan informasi tentang keterkaitan (relationship), baik
dalam bentuk spatial maupun aspatial.

c. Data indikator perkembangan, yang memberikan informasi yang
menunjukkan tingkat atau derajat perkembangan yang telah dicapai oleh
suatu wilayah atau kelompok penduduk. Biasanya disajikan dalam bentuk
time-series sehingga dapat menunjukkan peningkatan/penurunan atau laju
pertumbuhan.

Untuk maksud perencanaan wilayah dan kota, data yang dikumpulkan
sebaiknya mengandung informasi yang relevan dengan tujuan yang akan
dicapai dan persoalan yang akan dipecahkan. Dalam hal ini menjadi penting
kualitas data yang secara umum dipengaruhi oleh:

a. Bagaimana data tersebut dikumpulkan: sistematik atau tidak; jika
menggunakan sampel, apakah bersifat acak/random atau tidak; dilakukan
secara rutin/temporer.

b. Mengapa data dikumpulkan: apakah dalam rangka pemantauan (on going
monitoring) atau respon terhadap suatu krisis; apakah untuk merespon
kebutuhan internal atau memenuhi kebutuhan eksternal

c. Kapan data dikumpulkan: sekarang atau pada masa lalu atau pasca
perencanaan

d. Siapa yang mengumpulkan data: petugas terlatih/berpengalaman atau
tidak; high-level atau low-level staff; lembaga berkompeten atau tidak.

1. Pengumpulan Data
Pengumpulan data biasa dilakukan dengan suatu survei, yang tujuannya
terutama bersifat deskriptif, yaitu untuk:
a. menjelaskan objek yang ada
b. menjelaskan fakta secara kuantitatif
c. mengidentifikasi aspek-aspek yang terkait
d. mengukur karakteristik persoalan.



- PWKL4201/MODUL 4 4.25

Berdasarkan sumbernya, biasanya dibedakan dua jenis data, yaitu:

a. Data Primer; yang diperoleh secara langsung dari objeknya, baik melalui
observasi maupun wawancara.

b. Data Sekunder; yang diperoleh dari sumber lain yang lebih dahulu
mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis sesuai dengan tujuan
tertentu.

Berdasarkan cakupan data dan teknik pengumpulannya, dibedakan pula
antara data yang diperoleh dari sensus dan data yang diperoleh dari sampel.
Sensus dilakukan terhadap semua objek/populasi tanpa kecuali, sedangkan
sampel dilakukan terbatas pada jumlah tertentu dari seluruh populasi.
Pengumpulan data pada dasarnya tidaklah dilakukan setiap saat tetapi menurut
perioda waktu tertentu baik secara reguler (tahunan, lima tahunan, dan sepuluh
tahunan) maupun tidak. Sensus, misalnya, dilakukan sepuluh tahun sekali;
Survei Penduduk antarSensus (Supas) dilakukan lima tahun sekali.

2. Sumber Data Sekunder untuk Perencanaan Wilayah dan Kota

(PWK)

Dikaitkan dengan sumber daya yang tersedia karena mahalnya
pengumpulan data secara primer maka data sekunder yang telah dikumpulkan
dan diolah oleh sumber data tertentu perlu dimanfaatkan secara optimal.
Sumber data/informasi untuk perencanaan wilayah dan kota dewasa ini
tersebar di banyak tempat/instansi. Pengetahuan terhadap berbagai sumber
data mutlak diperlukan agar data yang dikumpulkan sesuai dengan kompetensi
sumber yang mengeluarkan atau mempublikasikannya.

Identifikasi dan pengumpulan data biasanya terlebih dahulu dilakukan
melalui penelusuran kepustakaan (library searches) serta dari publikasi
pemerintah. Instansi sumber data bisa instansi pusat/kementerian teknis,
instansi  provinsi, instansi kabupaten/kota, BUMN/BUMD, lembaga
penelitian, serta organisasi swasta. Namun, dalam hal ini perlu terlebih dahulu
dipahami dari sifat datanya apakah data yang bersifat umum atau spesifik. Data
yang bersifat umum/dasar biasanya sudah tersedia di Badan Pusat Statistik
(BPS) yang telah menghimpun berbagai data umum untuk berbagai keperluan.
Misalnya saja BPS melakukan beberapa macam sensus, antara lain Sensus
Penduduk, Sensus Pertanian, Sensus Ekonomi. BPS juga melakukan survei
sektoral atau lintas sektoral secara berkala, antara lain
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Susenas (Survai Sosial Ekonomi Nasional), Supas (Survai Penduduk antar-
Sensus) yang kemudian diolah dan dipublikasikan untuk berbagai
kepentingan. Selain itu, juga secara teratur dipublikasikan berbagai statistik
tahunan (misal Statistik Indonesia dan Statistik Lingkungan Hidup). Untuk
skala wilayah yang lebih kecil/lokal dikenal publikasi seperti Propinsi dalam
Angka, Kabupaten dalam Angka, Statistik Kecamatan, dan Potensi Desa.

3. Pengumpulan Data Primer

Tidak semua data untuk perencanaan sudah tersedia dalam bentuk data
sekunder sehingga perlu dilakukan pengumpulan data primer untuk data yang
bersifat spesifik. Dalam hal ini dikenal tiga teknik utama, yaitu:
a. Penyebaran kuesioner
b. Wawancara
c. Observasi

Pengumpulan data primer dengan kuesioner dilakukan dengan
menggunakan alat bantu daftar pertanyaan yang telah disusun secara sistematik
yang kemudian disebar kepada responden (baik sensus maupun sampel).
Teknik ini lazim dilakukan dalam upaya untuk menggali informasi lebih jauh
tentang:

a. karakteristik demografis dan kondisi sosial ekonomi
b. pola aktivitas atau perilaku
c. sikap, opini, persepsi

Teknik wawancara biasanya dilakukan kepada responden yang berwenang
dalam pengambilan keputusan, tokoh dalam suatu masyarakat. Wawancara
dapat dilakukan baik secara formal (terstruktur) maupun informal (tak
terstruktur). Hal ini ditujukan untuk menggali lebih jauh tentang persepsi
mereka terhadap persoalan. Sedangkan observasi dilakukan untuk mengamati
secara visual terhadap objek/persoalan dalam wilayah perencanaan secara
langsung di lapangan. Dalam hal ini dapat pula dilakukan observasi-partisipan,
dimana surveyor langsung terlibat (biasanya dalam survei sosial atau
community base development).
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H. ANALISIS DATA

Dalam proses perencanaan, tahapan analisis pada dasarnya merupakan

pendekatan, metode, prosedur, atau teknik yang dilakukan untuk menelusuri
kondisi historis dan kondisi sekarang dari wilayah perencanaan, untuk
menentukan hal yang dapat dilakukan dan kebijaksanaan, rencana atau
program yang akan durumuskan pada masa yang akan datang.

1.

Kegiatan analisis mencakup:

Analisis data dasar bertujuan untuk mendeskripsikan dan menilai
keadaan atau kondisi masa lalu secara historis dan masa kini (existing
condition) sehingga persoalan yang telah atau akan dirumuskan didukung
oleh data dan informasi yang relevan. Dari analisis terhadap data historis
dapat dikenali perilaku dinamis dari objek/sistem yang diamati seiring
dengan perjalanan waktu. Analisis data dasar secara keseluruhan
dilakukan untuk tujuan deskriptif atau explanatory.

Analisis prakiraan dilakukan berdasarkan kecenderungan historis jika
dianggap tidak ada intervensi (no action forecast). Untuk itu adanya data
yang bersifat time-series menjadi mutlak, karena tanpa itu analisis tidak
dapat dilakukan. Dalam hal ini lazim dipergunakan data historis dalam
waktu yang cukup panjang (misalnya 20, 10 atau paling sedikit 5 tahun)
sehingga dapat dilakukan proyeksi atau ekstrapolasi ke masa yang akan
datang. Analisis ini lebih dimaksudkan pada tujuan prediktif, yaitu
memperkirakan perubahan yang akan terjadi.

Analisis penyusunan skenario di masa datang. Analisis ini biasanya
sudah memasukan adanya alternatif apa yang akan terjadi atau yang
diinginkan terjadi, selain dari kecenderungan yang ada. Tujuannya
bersifat prediktif, yaitu untuk menilai alternatif yang dapat dilakukan
atau prediksi terhadap hasil yang mungkin diperoleh di masa yang akan
datang. Jenis analisis ini terkait dengan tahapan proses perencanaan
berikutnya, yaitu identifikasi alternatif dan evaluasi atau penilaiannya.
Apa yang dianalisis secara substansial sebenarnya sangat bergantung
pada ruang lingkup perencanaan serta skala wilayah perencanaannya.
Ruang lingkup perencanaan wilayah dan kota secara garis besar
mencakup aspek fisik (spasial), sosial, dan ekonomi. Berkaitan dengan
itu, secara sederhana analisis dapat dilakukan sesuai dengan pembagian
ketiga aspek substantif tersebut (analisis fisik-lingkungan, analisis
ekonomi, analisis sosial-demografi).
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Pembagian jenis analisis menurut substansinya, dapat pula dilakukan
secara spasial, sektoral, dan temporal; yang ketiganya saling berkaitan
satu sama lain:

a. Analisis spasial biasanya mengacu pada kategori ruang yang bisa
dimulai dari skala mikro sampai ke makro atau sebaliknya sesuai
dengan unit data yang dipergunakan (lingkungan, kawasan, Kkota,
wilayah, nasional, dan internasional).

b.  Analisis sektoral biasanya menggunakan kategori sektor sebagai basis
untuk melakukan analisis (misalnya saja dalam analisis ekonomi
seringkali dilakukan analisis sesuai dengan sektor-sektor PDRB:
pertanian, pertambangan dan galian, industri pengolahan, dan
seterusnya).

c. Analisis temporal, mengacu pada kerangka waktu sehingga dapat
menjadi indikasi perkembangan: di masa lalu, sekarang atau di masa
yang akan datang.

Selain ruang lingkup secara substansi, dalam analisis perlu pula
diperhatikan lingkup analisis dalam kaitannya dengan wilayah perencanaan.
Dalam hal ini sering dibedakan antara analisis eksternal atau makro, yang
lingkup pengamatannya lebih luas dibanding wilayahnya sendiri (misal dalam
perencanaan propinsi, lingkup eksternal ini nasional atau wilayah pulau); serta
analisis internal atau mikro, yaitu wilayah perencanaannya sendiri secara rinci
(misal dalam perencanaan provinsi, kabupaten/kota yang tercakup dalam
provinsi tersebut).

Dalam analisis perlu pula dipahami pengertian unit analisis, yaitu satuan
terkecil dari wilayah perencanaan yang diamati. Unit analisis ini berkaitan
langsung dengan unit data yang ada atau telah dikumpulkan. Biasanya, unit
analisis berada satu tingkat lebih rendah dari skala wilayah perencanaan.
Misalnya saja dalam perencanaan tata ruang provinsi, unit analisisnya
sekurang-kurangnya adalah kabupaten/kota. Tentu saja unit analisis yang lebih
rinci akan lebih baik, namun akan membutuhkan teknik analisis yang lebih
rumit di samping waktu analisis yang lebih lama.

1. Metode Analisis Perencanaan: Analisis Kuantitatif

Didasarkan pada metoda atau tekniknya, secara umum dibedakan dua
jenis analisis dalam perencanaan, yaitu analisis kuantitatif dan analisis
kualitatif. Teknik-teknik yang digunakan untuk menganalisis informasi yang



- PWKL4201/MODUL 4 4.29

dapat dikuantifikasikan (atau data yang dapat diukur, diuji dan dimanipulasi

misalnya dalam bentuk-bentuk persamaan, tabel) disebut sebagai metode

analisis kuantitatif. Penggunaan analisis kuantitatif dalam perencanaan

terutama dilakukan untuk:

a. mempelajari kecenderungan (trend) jangka panjang;

b. meramalkan dampak kebijakan yang diambil dan memperkirakan
persoalan-persoalan yang potensial terjadi;

c. menjadi dasar pertimbangan dalam pengembangan berbagai alternatif
rencana yang akan diambil.

Dalam analisis kuantitatif, pemahaman terhadap statistik sangat
diperlukan, terutama dalam kaitannya dengan analisis yang bersifat deskriptif
dan peramalan. Di luar dua jenis analisis tersebut dikenal pula analisis untuk
tujuan optimasi dan pengambilan keputusan.

2. Metode Statistik: Analisis Deskriptif

Metode statistik pada dasarnya adalah pengorganisasian data/informasi
yang telah dikumpulkan serta interpretasinya sehingga informasi tersebut
dapat lebih dipahami. Untuk tujuan analisis deskriptif, metode statistik
menyangkut pengukuran:
a. statistik deskriptif dasar: prosentase, rasio, rate, dan distribusi frekuensi
b. kecenderungan memusat: mean, median, modus
c. penyebaran data: variasi, standar deviasi.

Metoda statistik dpergunakan pula untuk analisis inferensi, misalnya yang
berkaitan dengan distribusi sampling, estimasi parameter serta pengujian
hipotesis. Penggunaan statistik lebih lanjut adalah untuk:

a. analisis asosiasi (asosiasi korelatif dan asosiasi eksperimen), yang
semestinya dibedakan menurut jenis variabelnya (interval, rasio, ordinal,
nominal)

b. analisis multivariate: regresi berganda, analisis faktor, korelasi kanonikal,
analisis klaster.

3. Analisis Peramalan

Dalam analisis kuantitatif seringkali dilakukan peramalan (forecasting).
Jika perencana membicarakan kejadian di masa depan maka sesungguhnya
yang dibicarakan adalah masa depan alternatif. Tidak ada masa depan yang
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unik saat ini, yang ada adalah sekumpulan masa depan yang mempunyai

kemungkinan terjadi. Dengan perencanaan yang baik serta pengambilan

keputusan yang sesuai, dapat dipersiapkan masa depan yang mempunyai
kemungkinan kejadian yang tertinggi.

Ada tiga alasan utama dipergunakannya peramalan dalam perencanaan,

yaitu:

a. mengidentifikasikan  persoalan; menggunakan peramalan untuk
mengamati kecenderungan dan pola sepanjang waktu, dan dengan
demikian dapat mendeteksi persoalan yang mungkin terjadi.

b. menaksir dampak yang ditimbulkan; menggunakan peramalan untuk
menaksir akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan.

c. membuat keputusan normatif; peramalan membantu perencana untuk
membuat keputusan yang bisa mencapai tujuan normatif.

Metode peramalan dapat berkisar dari meneliti variabel tunggal sampai
menganalisis interaksi multivariat yang kompleks. Peramalan yang paling
sederhana biasanya hanya melibatkan satu variabel, dengan mengamati
kecenderungannya, dapat diramalkan perilakunya di masa depan. Semakin
kompleks teknik peramalan biasanya melibatkan sejumlah variabel; dengan
menggunakan alat bantu komputer maka dapat dilakukan simulasi dan
penaksiran kejadian-kejadian di masa depan. Teknik peramalan ini lazim
dipergunakan dalam penyusunan skenario dan analisis sistem.

Dengan penyusunan skenario, perencana menciptakan berbagai
kemungkinan gambaran (skenario) masa mendatang. Skenario yang baru
diciptakan dengan memvariasikan hasil-hasil kejadian utama. Kejadian atau
variabel kunci dapat diukur secara kualitatif (lebih baik, lebih buruk, atau sama
saja) dan secara kuantitatif (misalnya dua kali dibandingkan dengan sekarang,
setengah dari tingkat sekarang). Contoh teknik peramalan yang lain adalah
dengan melakukan analisis sistem. Misalnya saja System Dynamics seperti
yang telah dikembangkan oleh J.W. Forrester. Dalam model urban dynamics,
Forrester mengembangkan sebuah model yang kompleks menyangkut
interaksi antarelemen dalam kota (perumahan, lapangan pekerjaan, industri).

Apapun teknik peramalan yang digunakan oleh perencana, ada beberapa
hal yang perlu diperhatikan:

a. semakin jauh dimensi waktu peramalan dibuat, semakin kecil
kemungkinan hasil peramalan tersebut sesuai. Peramalan yang
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berjangkauan jauh bukanlah alat yang paling akurat untuk pembuatan
kebijakan; karenanya perencana dianjurkan untuk berhati-hati mengenai
akurasi tiap teknik.

b. seringkali terjadi kesalahan dalam mengasumsikan bahwa suatu hubungan
antara kejadian mempunyai hubungan kausal hanya sekadar karena
adanya korelasi.

c. peramalan akan baik kalau data yang digunakan juga baik. Jumlah data
yang terbatas. Data yang tidak terukur dengan baik dan melakukan
reduksi data secara terburu-buru akan mengarah pada peramalan yang
tidak tepat, tak peduli betapa canggihnya teknik yang digunakan.

4. Metode Analisis Terapan dalam Perencanaan

Selain metoda analisis kuantitatif (yang lazim pula digunakan di bidang
lain) di atas, dalam bidang perencanaan wilayah dan kota dikenal pula berbagai
metoda atau model analisis yang sifatnya terapan, yang lebih spesifik terkait
dengan substansi data yang dianalisis.

Model pada dasarnya adalah suatu gambaran atau abstraksi dari sistem
nyata. Dalam sistem sosial, secara naluriah sesungguhnya manusia
menggunakan model mentalnya untuk mengambil keputusan. Namun, model
mental ini tidaklah lengkap, seringkali kabur, dan tidak adaptif terhadap
konsekuensi-konsekuensi dinamis yang muncul dalam sistem. Dalam kaitan
inilah kemudian model kuantitatif atau matematis/lkomputer dipandang dapat
mengatasi kelemahan model mental, yaitu dengan cara menginterelasikan
secara eksplisit asumsi-asumsi yang terpaut di dalamnya. Dengan model ini
pulalah dapat dilakukan simulasi, yang berarti upaya untuk menirukan
beroperasinya suatu sistem melalui (atau menggunakan) suatu model. Simulasi
ini merupakan metode untuk mempelajari dinamika suatu sistem. Simulasi
memberikan suatu deskripsi perilaku sistem dalam perkembangannya sejalan
dengan bertambahnya waktu. Sejalan dengan pengelompokan metoda analisis
maka dalam perencanaan wilayah dan kota dibedakan berdasarkan tujuan:

a. Model Deskriptif; merepresentasikan situasi eksisting
b. Model Prediktif; diperlukan untuk mensimulasikan keadaan yang akan
datang, bersifat forecasting
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c. Model Perencanaan; disebut juga model normatif, merupakan perluasan
dari model forecasting; dikembangkan dengan adanya goals dan
constrain tertentu.

Dengan menggunakan model, seorang analis dapat:

a. memproyeksikan kecenderungan alami dalam sistem.
mengidentifikasi alternatif pola perkembangan yang diinginkan.
sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan sesuai dengan arah yang
diinginkan.

d. mengetahui dampak kebijakan.

Secara substansial, dibedakan tiga jenis model/analisis terapan dalam
perencanaan wilayah dan kota:

a. Analisis Kependudukan, yang secara garis besar terdiri dari model
kecenderungan (ekstrapolasi linear, ekstrapolasi non-linear, eksponensial)
dan model komposit (model Cohort dan model migrasi).

b. Analisis Perekonomian, antara lain model Economic Base, Location
Quotient, Shift-Share, dan Input-Output.

c. Model Interaksi Spasial, antara lain model Gravitasi, model Intervening
Opportunity, model Lowry.

5. Analisis Kualitatif dalam Perencanaan

Dalam proses perencanaan, perencana seringkali dihadapkan pada
persoalan-persoalan yang tidak selalu dapat dipecahkan dengan analisis yang
bersifat kuantitatif. Hal ini terjadi karena dalam perencanaan wilayah dan kota
persoalannya tidaklah semata-mata persoalan rencana fisik dan bersifat teknis
belaka, namun juga seringkali beranjak ke analisis kebijakan yang berada
dalam konteks sistem sosial yang kompleks. Dalam hal ini seorang perencana
seyogyanya melibatkan diri ke dalam sistem yang menyangkut manusia dan
sosial, yang biasanya sulit dijelaskan atau dipahami secara rasional dan
numerik semata-mata. Dalam konteks inilah kemudian analisis kualitatif
diperlukan, yakni untuk mengkaji informasi tentang aspek-aspek kualitatif
yang ada pada sistem manusia, sosial, fisik dan politik, serta kaitan timbal balik
antarsistem tersebut.

Kadangkala orang beranggapan metoda kualitatif berarti metode yang
tidak membutuhkan kuantifikasi. Anggapan ini tentu saja tidak benar karena
metoda kualitatif juga tetap membutuhkan pengamatan, perhitungan,
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pemetaan, pendiagraman, dan analisis. Informasi harus tetap dicari dan

dikumpulkan, dan bukan hanya diperoleh melalui intuisi belaka.
Peranan analisis kualitatif antara lain adalah:

a. membantu perencana memeriksa faktor-faktor yang tidak mudah diukur
secara kuantitatif.

b. bukanlah metode yang tingkatannya lebih rendah dari metoda kuantitatif.
Keduanya justru dapat secara bersama-sama dan saling melengkapi.

c. tidaklah selalu lebih mudah, lebih singkat dan lebih murah daripada
metoda kuantitatif.

d. memberikan sudut pandang yang lebih besar, sesuatu yang mungkin
diperlukan secara khusus dalam tahap-tahap penjajagan (exploratory
phases) dalam proses perencanaan.

Penggunaan metoda kualitatif biasanya didasarkan pada beberapa alasan,
yaitu: waktu yang terbatas; kelangkaan data; dan subjektivitas.

I. IDENTIFIKASI DAN EVALUASI ALTERNATIF

Dengan melakukan analisis, diharapkan diperoleh alternatif atau pilihan
tindakan yang mungkin untuk memecahkan persoalan. Manakala terdapat
serangkaian tindakan yang mungkin dapat diidentifikasi, tugas perencana
selanjutnya adalah membandingkan secara rinci terhadap kelebihan dan
kekurangan antaralternatif sehingga dapat memberikan informasi kepada
pengambil keputusan untuk memilih alternatif yang terbaik. Membandingkan
antaralternatif dalam konteks perencanaan secara umum disebut pula sebagai
penilaian (appraisal). Dalam perencanaan fisik, lazim pula dipergunakan
terminologi evaluasi untuk menjelaskan proses membandingkan kelebihan dan
kekurangan suatu rancangan rencana tata ruang yang berbeda. Selain itu, juga
sering pula digunakan terminologi assesment untuk menjelaskan kajian atau
analisis dampak dari suatu tindakan atau rencana, sebelum rencana tersebut
dilaksanakan (misalnya saja analisis dampak lingkungan).

1. Ildentifikasi Alternatif

Pada tahap ini dikemukakan berbagai alternatif rencana, kebijakan atau
pemecahan persoalan yang mungkin beserta variasi dan kombinasi antar
alternatif utamanya. Sekurang-kurangnya ada tiga jenis alternatif utama yang
dapat diidentifikasi, yaitu:
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1. No-Action Alternative; yakni alternatif untuk tidak melakukan tindakan
apapun atau mempertahankan status quo. Alternatif ini merupakan hasil
analisis data dasar atau no action forecast. Meskipun alternatif tanpa
tindakan ini seringkali dilecehkan (karena jika suatu persoalan sudah dapat
diformulasikan berarti suatu tindakan pemecahan diperlukan), namun
tetap penting untuk dipertimbangkan karena peranannya sebagai tolok
ukur untuk membandingkannya dengan alternatif lain.

2. Alternatif yang didasarkan pada kebijakan yang ada; alternatif ini
disebut juga alternatif tindakan terbatas (limited action) yang dapat
dikembangkan dengan memberikan kemungkinan adanya perubahan
inkremental dari alternatif tanpa tindakan. Sumber utama alternatif ini
misalnya adalah pengalaman pada lokasi lain dengan kasus sejenis. Dalam
hal ini analis membandingkan penyelesaian persoalan pada kasus sejenis
di tempat lain untuk diterapkan pada persoalan yang dihadapi.

3. Alternatif baru; alternatif ini benar-benar merupakan hasil kreativitas
baru yang ditawarkan sebagai cara penyelesaian persoalan.
Pengembangan berbagai alternatif baru ini dapat dilakukan misalnya
dengan teknik brainstorming.

2. Evaluasi Alternatif

Evaluasi atau appraisal adalah proses menganalisis sejumlah alternatif
dengan maksud untuk menunjukkan keuntungan (advantages) dan kerugian
(disadvantages) atau manfaat (benefit) dan mudharat (cost) secara komparatif
serta meletakkannya dalam suatu kerangka penilaian secara logis. Kegiatan
appraisal mencoba untuk memperkirakan sesuatu yang akan terjadi jika suatu
alternatif dipilih; bagaimana dampaknya yang dapat diantisipasi; siapa yang
diuntungkan atau dirugikan; kapan dampak tersebut terjadi; serta bagaimana
efisiensi dari investasi yang dilakukan dalam kaitannya dengan manfaat yang
akan diperoleh.

Dalam tahapan evaluasi (bahkan seringkali sebelumnya) perlu dilakukan
penentuan kriteria evaluasi. Kriteria pada dasarnya adalah pernyataan spesifik,
aturan atau standar tentang dimensi-dimensi sasaran yang akan dipergunakan
untuk mengevaluasi sejumlah alternatif dan mengambil keputusan. Dalam
rangka penilaian atau evaluasi terhadap berbagai alternatif yang mungkin dapat
diidentifikasi, seperangkat kriteria harus ditentukan terlebih dahulu. Kriteria
ini misalnya saja menyangkut biaya (cost) dan
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manfaat  (benefit), efektivitas, efisiensi, pemerataan, kemudahan
administratif, dan legalitas atau akseptabilitas secara politis.

J. IMPLEMENTASI

Tahapan pelaksanaan merupakan suatu proses penerjemahan atau
perwujudan tujuan dan sasaran perencanaan ke dalam bentuk program, atau
proyek spesifik. Sering dikatakan pula bahwa pelaksanaan adalah proses
interaksi antara tujuan yang telah dirumuskan dengan tindakan-tindakan yang
dilakukan untuk mencapainya. Dalam konteks perencanaan, pelaksanaan
biasanya dianggap sebagai bagian dari tahapan akhir dari siklus perencanaan.
Tahapan ini menyangkut sesuatu yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan
dan sasaran spesifik yang telah dirumuskan dan diungkapkan dalam bentuk
rencana.

Apa peranan perencana dalam tahap pelaksanaan? Ada kecenderungan
yang menganggap bahwa peranan perencana berakhir ketika produk rencana
telah dihasilkan. Pelaksanaan sering dipandang sebagai serangkaian aktivitas
yang sangat berbeda sifatnya dari aktivitas perencanaan sehingga bukan lagi
menjadi tanggung-jawab perencana tetapi aparat teknis fungsional
pemerintahan (misalnya saja dalam pembangunan prasarana fisik). Jelas
bahwa suatu rencana yang baik haruslah dapat dioperasionalisasikan. Dalam
konteks pelaksanaan proyek misalnya, pelaksanaan mengacu pada proses
pengubahan sumber daya ke dalam barang dan jasa untuk mendukung
perubahan perilaku dalam kelompok sasaran (beneficiary groups). Dalam
konteks proses pelaksanaan inilah perencana berkepentingan. Peranannya
adalah dalam hal mobilisasi, pengorganisasian dan manajemen berbagai
sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang
dirumuskan dalam rencana. Dalam hal ini perencana perlu
mempertimbangkan:

1. apayang akan dilakukan; sumber daya yang harus disediakan;

2. kemampuan untuk mengendalikan atau mengelola sumber daya untuk
mencapai hal yang diinginkan;

3. bagaimana keterkaitan pihak lain dan peranannya dalam pelaksanaan.

Salah satu tahap paling kritis dalam tahap akhir proses perencanaan adalah
pada saat mengambil keputusan bagaimana melaksanakan dan/atau
mengoperasionalisasikan rencana, program, atau proyek tertentu. Dalam hal
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ini muncul dapat dikemukakan beberapa pertanyaan: Apa yang harus
dilakukan sebelum rencana dilaksanakan? Tahapan apa saja yang harus
dilalui? Berapa besar biaya yang diperlukan? Siapa saja yang harus dilibatkan?
Banyak faktor yang memengaruhi proses pelaksanaan rencana, antara lain
adalah: sifat dari proses perencanaan, organisasi perencanaan dan
pelaksanaannya, isi atau contents rencana, serta manajemen proses
pelaksanaan (Conyer dan Hill, 1984).

Terkait dengan sifat dari proses perencanaan, banyak persoalan
pelaksanaan rencana dapat diselesaikan jika kita memandang perencanaan dan
pelaksanaannya bukan sebagai proses yang terpisah satu sama lain. Dalam hal
ini perlu dipahami benar-benar bahwa pelaksanaan aktual dari suatu rencana
pada hakekatnya merupakan kelanjutan logis dari tahapan identifikasi,
evaluasi dan pemilihan alternatif. Setelah tahapan pelaksanaan tampak
pentingnya kegiatan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana
yang akan menjembatani ke siklus perencanaan berikutnya.

Faktor organisasi perencanaan dan pelaksanaannya memengaruhi
pelaksanaan rencana karena konsep perencanaan sebagai suatu proses siklis,
menekankan pentingnya isu kelembagaan (organizational isus) sehingga
dalam perencanaan seorang perencana tidaklah sendirian. Proses perencanaan
melibatkan banyak pihak, bahkan seringkali dalam jalinan yang kompleks.
Keterlibatan antarpihak akan terjadi baik dalam penyusunan rencana maupun
pelaksanaannya. Konsekuensinya, banyak persoalan pelaksanaan disebabkan
oleh faktor-faktor kelembagaan (antara lain tidak ada atau kurangnya
koordinasi antara perencana dengan pihak lain yang seharusnya terlibat secara
langsung dalam perencanaan; atau juga kurangnya koordinasi antarinstansi
pemerintah).

Terkait dengan isi atau muatan rencana, yang diperlukan adalah rencana
yang realistis, dalam pengertian adanya sumber daya yang tersedia untuk
pelaksanaannya serta kemampuan politis dan administratif untuk
mendukungnya. Dalam hal ini suatu rencana yang baik adalah rencana yang
realistis untuk dilaksanakan, bukan rencana yang mengandung tujuan atau
sasaran yang tidak dapat dicapai. Rencana yang realistis juga berarti bahwa
masyarakat dapat memperoleh manfaat dari rencana tersebut.

Dalam manajemen proses pelaksanaan, pelaksanaan rencana pada
dasarnya menyangkut mobilisasi, pengorganisasian, dan pengelolaan sumber
daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tindakan yang telah diarahkan
dalam rencana. Banyak rencana meskipun realistis, ternyata tidak dapat
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dilaksanakan karena tidak tersedianya sumber daya tertentu yang dibutuhkan,
baik secara kuantitas, tempat maupun waktunya. Pada banyak kasus justru
tidak ada koordinasi antara tahapan penyiapan rencana dengan prosedur yang
digunakan untuk mengalokasikan sumber daya (misalnya saja pada
pelaksanaan rencana komprehensif jangka menengah dengan penganggaran
biaya secara tahunan).

K. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan (monitoring) dan evaluasi merupakan dua tahap terakhir dari
proses perencanaan sebelum memulai siklus proses perencanaan baru.
Kegiatan pengawasan sendiri bersama-sama dengan kegiatan penertiban
merupakan bentuk dari pengendalian pemanfaatan ruang. Kegiatan evaluasi
sering pula dikaitkan dengan kegiatan revisi atau peninjauan kembali suatu
rencana.

1. Pemantauan

Pada dasarnya pemantauan mengacu pada aktivitas untuk mengukur
pencapaian (progress) dalam pelaksanaan suatu rencana. Pemantauan (dan
juga evaluasi) merupakan tahapan penting yang mempertautkan penyiapan
rencana dengan pelaksanaannya karena merupakan satu-satunya cara guna
memperoleh informasi sampai sejauhmana rencana benar-benar dilaksanakan.
Informasi semacam ini diperlukan tidak saja untuk mengetahui apakah rencana
dilaksanakan atau apakah pelaksanaan suatu rencana menimbulkan dampak
tetapi juga dapat berfungsi sebagai dasar bagi perbaikan atau penyempurnaan
rencana untuk masa berikutnya.

Aktivitas pemantauan menyangkut pengumpulan data/informasi tentang
yang terjadi secara aktual selama proses pelaksanaan rencana, dalam rangka
menemu kenali bagaimana berbagai masukan (sumber daya) dalam
pelaksanaan rencana dapat dimanfaatkan; dan bagaimana berbagai aktivitas
esensial sebagai pelaksanaan rencana dilakukan. Hasil dari pemantauan ini
adalah tersedianya informasi yang memungkinkan dilakukannya suatu
evaluasi terhadap pelaksanaan rencana, baik secara periodik maupun pada
akhir masa berlakunya rencana.

Pemantauan pada dasarnya merupakan suatu in house activity dari instansi
pelaksana. Pemantauan memberikan masukan bagi sistem pelaporan internal,
yang dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi, mengantisipasi
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persoalan atau mengdiagnosanya secara lebih dini sehingga tindakan koreksi
jika diperlukan dapat dilakukan. Dalam kegiatan pemantauan lazim digunakan
dua jenis masukan, yaitu laporan reguler sebagai bagian dari pengelolaan aliran
informasi, serta laporan periodik terhadap suatu persoalan atau issu tertentu.
Konsep perencanaan yang berkesinambungan tidak saja menuntut adanya
pelaksanaan rencana yang dapat dipantau secara baik tetapi juga menuntut agar
pemantauan dapat dilakukan secara kontinu. Pemantauan bukanlah aktivitas
yang dilakukan sekali saja tetapi merupakan bagian dari keseluruhan proses
perencanaan.

Sekalipun rencana, kebijakan atau program dirancang sedemikian rupa
untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan, tidak selalu
pelaksanaannya dapat mewujudkan semua tujuan tersebut. Hal ini dapat saja
terjadi karena lemahnya daya antisipasi para perencana maupun pelaksana
program/proyek, atau terganggunya pelaksanaan yang menjadikan tidak
tercapainya tujuan/sasaran, atau juga karena pengaruh dari berbagai kondisi
lingkungan yang tidak teramalkan sebelumnya. Dalam konteks inilah
diperlukan adanya evaluasi, sebagai salah satu tahapan penting yang
menjadikan perencanaan sebagai suatu proses yang kontinu.

2. Evaluasi

Evaluasi adalah penilaian terhadap kinerja pelaksanaan rencana yang
dilakukan dalam jangka waktu tertentu (pada akhir tahap tertentu dari
pelaksanaan rencana), yang dapat berupa on-going evaluation dan evaluasi
pasca pelaksanaan (ex-post evaluation). Kegiatan evaluasi dilakukan untuk
mengidentifikasi lebih jauh sasaran yang sudah dicapai, dampak apa yang
timbul, atau konsekuensi lainnya dari pelaksanaan rencana. Dengan evaluasi
ini juga dapat diidentifikasi persoalan baru yang dapat menjadi fokus bagi
siklus proses perencanaan selanjutnya. Dalam konteks pelaksanaan program
misalnya, kegiatan evaluasi diarahkan untuk menilai efisiensi dan efektivitas
pelaksanaan program tersebut. Efektivitas program merujuk pada tingkat
pencapaian tujuan; sedangkan efisiensi merujuk pada derajat kehematan
penggunaan masukan atau sumber daya untuk pelaksanaan program. Jadi,
dalam evaluasi (yang menggunakan model pencapaian tujuan, goal attainment
model) ini efisiensi dan efektivitas merupakan kriteria utama penilaian.
Sesungguhnya di samping kriteria efisiensi dan efektivitas, dapat juga
dipergunakan berbagai kriteria lain yang tentu saja harus relevan dengan
rencana, kebijakan atau program yang dievaluasi.
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Seperti halnya pemantauan, evaluasi dimaksudkan untuk belajar dari
pengalaman masa lalu sehingga sesuatu yang direncanakan untuk masa yang
akan datang adalah sesuatu yang lebih baik dari yang telah terjadi. Keduanya
sesungguhnya merupakan alat untuk mengukur keberhasilan dan/atau
kegagalan dalam proses pelaksanaan rencana.

Dalam lingkup penataan ruang, evaluasi merupakan usaha untuk menilai
kemajuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam mencapai tujuan rencana tata
ruang. Hasil evaluasi dapat menjadi pertimbangan perlu tidaknya dilakukan
peninjauan kembali (review) terhadap suatu rencana (misalnya saja dalam
bentuk penyempurnaan, penyesuaian atau penyusunan kembali/revisi).

&E LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas,
kerjakanlah latihan berikut!

1) Jelaskan tujuan pengumpulan data dan informasi dalam perencanaan!
2) Uraikan 3 jenis alternatif yang dapat dikembangkan dalam perencanaan!
3) Uraikan faktor-faktor yang memengaruhi proses pelaksanaan rencana!

Petunjuk Jawaban Latihan

1) Tujuan utama pengumpulan data dan informasi: (1) Identifikasi
permasalahan dan perkembangan eksisting, sebagai dasar bagi perumusan
kebijaksanaan/rencana; (2) Identifikasi dan evaluasi alternatif
kebijaksanaan/rencana; (3) Sebagai umpan balik, untuk siklus proses
perencanaan berikutnya.

2) Jenis alternatif yang dapat dikembangkan dalam proses perencanaan
adalah: (1) No-Action Alternative; yakni alternatif untuk tidak melakukan
tindakan apapun atau mempertahankan satus quo; (2) Alternatif yang
didasarkan pada kebijakan yang ada; alternatif ini disebut juga alternatif
tindakan terbatas (limited action) yang dapat dikembangkan dengan
memberikan kemungkinan adanya perubahan inkremental dari alternatif
tanpa tindakan: (3) Alternatif baru; alternatif ini benar-benar merupakan
hasil kreativitas baru yang ditawarkan sebagai cara penyelesaian
persoalan.
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Faktor-faktor yang memengaruhi proses pelaksanaan rencana, antara lain
adalah: sifat dari proses perencanaan, organisasi perencanaan dan
pelaksanaannya, isi atau contens rencana, dan manajemen proses
pelaksanaan.

Pendefinisian persoalan titik mula dari siklus dalam proses
perencanaan secara keseluruhan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan
persoalan adalah kesenjangan (gap) antara apa yang ada dengan apa
yang diinginkan. Berdasarkan pendefinisian persoalan secara benarlah
kemudian tujuan (goals) dan sasaran (objectives) dapat dirumuskan.
Tujuan dan sasaran dalam pengertian umum merupakan ekspresi
prioritas apa yang ingin dicapai dari kegiatan perencanaan yang dilakukan,
yang formulasinya dilakukan pada tahap awal dari siklus perencanaan.
Kegiatan perumusan tujuan dalam perencanaan kota diarahkan untuk
menghasilkan suatu pernyataan yang bersifat kualitatif berkenaan dengan
pencapaian yang diinginkan dari hasil perencanaan/kebijaksanaan
dan/atau keputusan, yang dapat menjadi pedoman nyata dalam
menentukan tindakan yang sesuai untuk mencapainya.

Tahap pengumpulan data dan informasi mempunyai peranan yang
sangat penting dalam perencanaan karena perencanaan pada dasarnya
merupakan suatu proses pengambilan keputusan yang tidak dapat
dilakukan tanpa didukung oleh informasi yang memadai. Dalam
perencanaan, data atau informasi diperlukan untuk tiga tujuan utama,
yaitu: identifikasi permasalahan dan perkembangan eksisting, sebagai
dasar bagi perumusan kebijaksanaan/rencana; identifikasi dan evaluasi
alternatif kebijaksanaan/rencana; dan sebagai umpan balik, untuk siklus
proses perencanaan berikutnya. Didasarkan pada hasil pengumpulan data
dan informasi, dilakukan analisis yang pada dasarnya merupakan
pendekatan, metode, prosedur, atau teknik yang dilakukan untuk
menelusuri  kondisi historis dan kondisi sekarang dari wilayah
perencanaan, untuk menentukan hal yang dapat dilakukan dan
kebijaksanaan, rencana atau program yang akan durumuskan pada masa
yang akan datang. Tahapan analisis mencakup analisis data dasar, analisis
prakiraan, dan analisis untuk penyusunan skenario di masa datang.
Dengan melakukan analisis, diharapkan diperoleh alternatif atau pilihan
tindakan yang mungkin untuk memecahkan persoalan. Manakala terdapat
serangkaian tindakan yang mungkin dapat diidentifikasi, tahap
selanjutnya dalam proses perencanaan adalah membandingkan secara
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rinci terhadap kelebihan dan kekurangan antar alternatif sehingga dapat
memberikan informasi kepada pengambil keputusan untuk memilih
alternatif yang terbaik, yang lazim disebut sebagai evaluasi alternatif.
Alternatif terpilihlah yang kemudian diimplementasikan.
Implementasi atau pelaksanaan merupakan suatu proses
penerjemahan atau perwujudan tujuan dan sasaran kebijaksanaan ke
dalam bentuk program, atau proyek spesifik. Dalam proses perencanaan,
pelaksanaan adalah interaksi antara tujuan yang telah dirumuskan
dengan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapainya. Faktor-
faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan rencana, antara lain
adalah: sifat dari proses perencanaan, organisasi perencanaan, dan
pelaksanaannya, isi/muatan rencana, dan manajemen proses pelaksanaan.
Pemantauan dan evaluasi merupakan dua tahap terakhir dari proses
perencanaan sebelum memulai siklus proses perencanaan baru.
Pemantauan mengacu pada aktivitas untuk mengukur pencapaian dalam
pelaksanaan suatu rencana, yang mempertautkan penyiapan rencana
dengan pelaksanaannya. Pemantauan merupakan satu-satunya cara guna
memperoleh informasi sampai sejauhmana rencana benar-benar
dilaksanakan. Berdasarkan hasil pemantauan itu kemudian dilakukan
evaluasi sebagai penilaian terhadap kinerja pelaksanaan rencana yang
dilakukan dalam jangka waktu tertentu (pada akhir tahap tertentu dari
pelaksanaan rencana), yang dapat berupa on-going evaluation dan
evaluasi pasca pelaksanaan. Kegiatan evaluasi dilakukan untuk
mengidentifikasi lebih jauh sasaran yang sudah dicapai, dampak apa
yang timbul, atau konsekuensi lainnya dari pelaksanaan rencana. Dengan
evaluasi ini juga dapat diidentifikasi persoalan baru yang dapat menjadi
fokus bagi siklus proses perencanaan selanjutnya.

% TES FORMATIF 2

Petunjuk: Untuk soal 1 — 5 pilihlah salah satu jawaban yang menurut Anda
paling tepat

1) Karakteristik pokok dari persoalan dalam kebijakan publik termasuk di
dalamnya perencanaan wilayah dan kota adalah sebagai berikut,
kecuali....

interdependensi

dinamis

statis

artifisial

OOow>



4.42

2)

3)

4)

5)

PENGANTAr PERENCANAAN WILAYAh DAN KOTA

Kegiatan perumusan tujuan dalam perencanaan wilayah dan kota

diarahkan untuk menghasilkan....

A. suatu pernyataan mengenai kesenjangan (gap) antara yang ada
dengan apa yang diinginkan

B. identifikasi permasalahan dan perkembangan eksisting, sebagai dasar
bagi perumusan kebijaksanaan/rencana;

C. suatu pernyataan yang bersifat kualitatif berkenaan dengan
pencapaian yang diinginkan dari hasil perencanaan yang dapat
menjadi pedoman nyata dalam menentukan tindakan yang sesuai
untuk mencapainya.

D. kondisi historis dan kondisi sekarang dari wilayah perencanaan, untuk
menentukan hal yang dapat dilakukan dan kebijaksanaan, rencana
atau program yang akan dirumuskan pada masa yang akan datang.

Sasaran dapat dibedakan secara kontras dengan tujuan berdasarkan
karakteristiknya sebagai berikut, kecuali ....

specification of purposes

cara pendefinisiannya

perioda waktu

pencapaiannya

perlakuan terhadap target group

moow»

Lingkup analisis dalam kaitannya dengan wilayah perencanaan, terdiri
dari ....

A. analisis sektoral dan analisis temporal

B. analisis fisik, social, dan ekonomi

C. analisis eksternal/makro dan analisis internal/mikro

D. analisis kuatitatif dan kualitatif.

Alasan utama dipergunakannya peramalan dalam perencanaan adalah

sebagai berikut, kecuali ....

A. mengidentifikasikan persoalan; menggunakan peramalan untuk
mengamati kecenderungan dan pola sepanjang waktu

B. menaksir dampak yang ditimbulkan; menggunakan peramalan untuk
menaksir akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan.

C. memastikan yang akan terjadi di masa yang akan datang

D. membuat keputusan normatif; membantu perencana untuk membuat
keputusan yang bisa mencapai tujuan normatif.
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Petunjuk: Untuk soal 6 - 7, pilihlah:

6)

7)

A. lJika pernyataan benar, alasan benar dan keduanya menunjukkan
hubungan sebab-akibat

B. lJika pernyataan benar, alasan benar tetapi keduanya tidak
menunjukkan hubungan sebab-akibat

C. Jika salah satu dari pernyataan tersebut salah

D. lJika kedua pernyataan salah.

Rencana merupakan tujuan perencanaan.
sebab

Tujuan perencanaan adalah mencapai tujuan tertentu yang diidentifikasi
atau dipreskripsikan sebelumnya.

Tahap pengumpulan data mempunyai peranan yang penting dalam
perencanaan.

sebab
Kegiatan pengumpulan data bukan merupakan tahapan Kkegiatan

sekuensial yang berdiri sendiri tetapi terkait dengan hampir semua tahapan
kegiatan lainnya dalam proses perencanaan.

Petunjuk : Untuk soal 8 — 9, pilihlah :

8)

9)

Jika (1) dan (2) benar
Jika (1) dan (3) benar
Jika (2) dan (3) benar
Jika semuanya benar

OOow>

Dalam perencanaan, data atau informasi diperlukan untuk tujuan
utama....

1. sebagai umpan balik, untuk siklus proses perencanaan berikutnya
2. identifikasi dan evaluasi alternatif kebijaksanaan/rencana

3. identifikasi permasalahan dan perkembangan eksisting

Tahapan analisis dalam perencanaan mencakup ....
1. analisis data dasar

2. analisis prakiraan

3. analisis untuk evaluasi
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10) Pada tahap identifikasi alternatif dikemukakan berbagai alternatif rencana,
kebijakan, atau pemecahan persoalan yang mungkin beserta variasi dan
kombinasi antar alternatif utamanya ....

1. no-action alternative
2. alternatif yang didasarkan pada kebijakan yang ada
3. alternatif baru

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang
terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian,
gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap
materi Kegiatan Belajar 2.

. Jumlah Jawaban yang Benar
Tingkat penguasaan = x 100%

Jumlah Soal

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat
meneruskan dengan modul selanjutnya. Bagus! Jika masih di bawah 80%,
Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang
belum dikuasai.
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Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 2
1)
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3)
4)
5)
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10)
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Analisis

Evaluasi

Pemantauan

Perencanaan

Persoalan/masalah

Proses
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Glosarium

pendekatan, metode, prosedur, atau teknik yang
dilakukan untuk menelusuri kondisi historis dan
kondisi sekarang dari wilayah perencanaan,
untuk menentukan hal yang dapat dilakukan dan
kebijaksanaan, rencana atau program yang akan
dirumuskan pada masa yang akan datang.

Penilaian terhadap kinerja pelaksanaan rencana
yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu
(pada akhir atau tahap tertentu dari pelaksanaan
rencana), baik berupa on-going evaluation
maupun evaluasi pascapelaksanaan (ex-post
evaluation).

Aktivitas untuk mengukur pencapaian dalam
pelaksanaan  suatu rencana;  menyangkut
pengumpulan data/informasi tentang hal yang
terjadi secara aktual selama proses pelaksanaan
rencana.

Proses untuk menentukan tindakan masa depan
yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Fenomena (sesuatu yang dapat dilihat atau
dirasakan) disebut persoalan jika terdapat
kesenjangan (gap) antara apa yang ada dengan
apa yang diinginkan.

: Rangkaian kegiatan, langkah atau peristiwa yang

berurutan dan berkaitan satu sama lain (kegiatan
sekuensial). Proses cenderung bersifat teknis,
alamiah atau ilmiah, dan pada umumnya tidak
terikat peraturan manusia.
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Proses Perencanaan

Rencana

Sasaran

Tahapan dalam
proses perencanaan

Tujuan
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Rangkaian kegiatan yang berkesinambungan
untuk menentukan tindakan di masa depan
dan/atau mencapai tujuan tertentu secara
sistematis.

Rumusan kegiatan yang akan dilaksanakan
secara spesifik di masa yang akan datang; produk
dari suatu proses perencanaan (blueprint) yang
merepresentasikan tujuan atau apa yang ingin
dicapai serta regulasi, yakni alat untuk mencapai
tujuan.

Pernyataan  spesifik  yang  menyangkut
pencapaian tujuan yang bersifat terukur dan
mempunyai kerangka waktu dalam
pencapaiannya.

Rincian kegiatan yang meliputi pendefinisian
persoalan; perumusan tujuan dan sasaran;
Pengumpulan data dan informasi; analisis;
identifikasi dan evaluasi alternatif; implementasi;
pemantauan; dan evaluasi.

Pernyataan yang bersifat kualitatif berkenaan
dengan pencapaian yang diinginkan dari hasil
perencanaan/kebijaksanaan dan/atau keputusan,
yang dapat menjadi pedoman nyata dalam
menentukan tindakan yang sesuai untuk
mencapainya.
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MobuL 5

Pendekatan dalam Perencanaan
Wilayah dan Kota

== PENDAHULUA N

S etelah Anda memahami proses yang harus dilalui dalam perencanaan
ilayah dan kota secara komprehensif, selanjutnya Anda akan mempelajari
materi bahasan tentang pendekatan-pendekatan (approach) yang dapat
dilakukan dalam perencanaan wilayah dan kota. Dalam hal ini secara garis
besar dapat dibahas tiga kelompok pendekatan dalam perencanaan wilayah
dan Kota. Pertama adalah kelompok yang membedakan, antara
pendekatan sektoral serta pendekatan spasial dalam perencanaan ruang.
Kedua adalah kelompok konsep perencanaan dalam perencanaan wilayah.
Konsep ini menerangkan bagaimana caranya wilayah direncanakan untuk
dikembangkan. Ketiga adalah kelompok yang membedakan, apakah
perencanaan ini dilakukan secara rasional-komprehensif, ataukah akan
dilakukan secara perencanaan strategis.

Dengan berdasarkan hal di atas maka modul ini terbagi dalam tiga
kegiatan belajar. Kegiatan Belajar 1 membahas mengenai pendekatan sektoral
dan pendekatan spasial dalam konteks perencanaan wilayah. Kegiatan belajar
ini mencakup, pertama pendekatan sektoral di dalam pengembangan wilayah;
kedua, pendekatan spasial dalam perencanaan wilayah. Baik pendekatan
sektoral maupun pendekatan spasial keduanya dipakai dalam perencanaan
pembangunan di Indonesia. Perencanaan spasial atau perencanaan tata ruang
sebenarnya adalah esensi dari perencanaan wilayah yang mengatur dimana
suatu kegiatan dilakukan.

Kegiatan Belajar 2 membahas mengenai pendekatan atau konsep
bagaimana perencanaan wilayah itu dilakukan. Dalam hal ini dikenal tiga
konsep dalam perencanaan wilayah, yaitu Perencanaan Pengembangan dari
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Atas (Top-down development), Perencanaan Pengembangan dari Bawah
(Bottom-up Development), dan pendekatan Perencanaan Ekonomi Lokal
(Local Economic Development).

Pendekatan pengembangan dari atas adalah pendekatan pengembangan,
dimana pengembangan dimulai dari wilayah yang paling berkembang dan
sektor yang paling maju terlebih dahulu, kemudian pengembangan ini
diharapkan akan menjalar ke wilayah serta sektor lainnya. Pendekatan
perencanaan dari bawah adalah pengembangan, dimana pengembangan
menitikberatkan pada pengembangan di wilayah yang kurang berkembang
dengan sektor-sektor pengembangan yang terintregasi, sehingga diharapkan
wilayah tersebut dapat berkembang minimal untuk memenuhi kebutuhan
dasarnya (basic need), dan kemudian berkembang ke arah perkembangan yang
lebih maju. Pendekatan pengembangan ekonomi lokal adalah pendekatan
pengembangan yang merupakan kombinasi dari kedua pendekatan terdahulu.
Pendekatan ini mencoba menghilangkan kekurangan- kekurangan dari kedua
pendekatan terdahulu.

Kegiatan Belajar 3 secara khusus akan membahas pendekatan dalam
perencanaan kota. Secara esensial, perencanaan kota merupakan intervensi
terhadap perkembangan kota/kawasan perkotaan yang berlangsung pesat
seiring dengan pertumbuhan penduduk dan kegiatan sosial-ekonomi yang
menyertainya. Semakin pesat pertumbuhan penduduk perkotaan yang
menuntut pemenuhan kebutuhan dasarnya, sementara di sisi lain semakin
terbatasnya lahan perkotaan serta masih belum terpenuhinya secara memadai
pelayanan prasarana dan sarana perkotaan saat ini, menjadi tantangan dalam
perencanaan kota, terutama di negara berkembang. Sebagai suatu disiplin ilmu
sekaligus profesi, perencanaan kota telah berkembang dengan berbagai
pendekatan yang selama ini diterapkan dalam praktik perencanaan kota, baik
di negara-negara maju maupun negara-negara berkembang. Pada bagian ketiga
modul ini akan dibahas beberapa pendekatan dominan dalam praktek
perencanaan kota yang selama ini diterapkan, antara lain rational
comprehensive planning, disjointed incremental approach, dan mixscanning
approach; advocacy planning; dan strategic planning. Tinjauan ini akan
difokuskan pada esensi dan perbedaan tiap pendekatan, karakteristik, dan
relevansinya dengan isu dan persoalan pembangunan perkotaan.
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KEGIATAN BELAJAR 1

Pendekatan Sektoral dan Spasial
dalam Pengembangan Wilayah

A. PENDEKATAN PERENCANAAN SEKTORAL

Pendekatan sektoral adalah bagian dari perencanaan wilayah yang
mempunyai pendekatan berdasarkan aspek-aspek dalam perencanaan wilayah.
Dimaksudkan dengan aspek adalah semua segi dari perencanaan wilayah atau
unsur kegiatan wilayah yang sebagian besar telah dibahas pada modul 2,
walaupun dalam pendekatan sektoral ini, lebih ditekankan pada penduduk serta
seluruh kegiatannya. Semua aspek ini berada di atas ruang yang dinamakan
wilayah. Dengan demikian, aspek-aspek ini merupakan bagian dari
perencanaan wilayah juga. Akan tetapi, biasanya sektor atau aspek ini
dikembangkan berdasarkan kepentingan sektor itu sendiri, terlepas dari
konstelasi ruangnya, serta kadang-kadang terlepas kaitannya dengan sektor
atau aspek yang lainnya. Dengan demikian, dikenal istilah perencanaan
sektoral. Pendekatan sektoral ini perlu karena kalau aktivitas- aktivitas yang
berada di dalam suatu wilayah tidak dipilah-pilah dalam sektor-sektor maka
akan sukar sekali untuk mengumpulkan data, menganalisis, serta menentukan
strategi pengembangan aktivitas-aktivitas yang ada di dalam suatu wilayah.

Walaupun pendekatan sektoral ini lebih mementingkan kepentingan
pengembangan sektornya sendiri, akan tetapi rencana-rencana sektoral
tersebut tetap merupakan bagian dari perencanaan wilayah. Dengan tujuan dari
perencanaan sektoral ini untuk mengembangkan sektornya sendiri seoptimal
mungkin maka dengan sendirinya, hasil dari perencanaan sektoral ini
mempengaruhi pengembangan wilayah. Juga hasil dari perencanaan sektoral
ini, memerlukan wadah untuk tempat kegiatannya. Dengan demikian,
perencanaan sektoral tetap tidak dapat dilepaskan dari perencanaan ruang. Jadi,
perencanaan sektoral tetap tidak dapat dilepaskan dari perencanaan wilayah.

Perencanaan sektoral serta pelaksanaanya ini dikerjakan oleh badan atau
organisasi yang memang ahli serta memang mempunyai spesialisasi dalam
pengembangan tiap aspek. Di dalam struktur pemerintahan, badan ini berada
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baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah. Pada tingkat pusat, badan
ini berupa Kementerian Teknis. Contohnya adalah Kementerian Pekerjaan
Umum, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam, dan Kementerian
Pertanian. Tiap kementerian, bertanggung jawab atas salah satu aspek. Pada
tingkat daerah, badan ini disebut dinas atau organisai perangkat daerah (OPD).
Contohnya adalah Dinas Bina Marga, dan Dinas Pertanian. Seperti telah
dikatakan bahwa pendekatan sektoral dalam perencanaan ini lebih
mementingkan pada kepentingan pengembangan sektor itu sendiri maka
rencana serta pelaksanaannya ini harus dikoordinasikan agar tidak
bertentangan dengan aspek lainnya. Pada tingkat pusat, koordinasi ini
dilakukan oleh Bappenas. Pada tingkat daerah, koordinasi ini dilakukan oleh
Bappeda, yang secara periodik melakukan Musrenbang atau Musyawarah
Perencanaan Pembangunan yang diikuiti oleh semua Dinas-dinas serta OPD.
Dengan demikian, perkembangan yang dapat saling merugikan dapat
dihindarkan.

Sebagaimana telah dikatakan di atas, perencanaan dengan pendekatan
sektoral mencakup unsur-unsur seperti yang telah diuraikan pada modul 2,
walau lebih menekankan kepada aktivitas penduduk, fasilitas yang harus
melayani penduduk, serta pola dan struktur ruang tempat tinggal penduduk.
Aktivitas penduduk secara umum terdiri atas 4 aktivitas utama, yaitu Wisma,
Karya, Marga, dan Suka.

Wisma adalah tempat tinggal penduduk. Dalam pendekatan ini, wisma
diartikan dalam arti yang luas, termasuk di dalamnya kawasan pemukiman
lengkap dengan prasarananya seperti air bersih, air buangan, dan fasilitas
pembuangan sampah.

Karya adalah aktivitas dimana penduduk dapat bekerja sebagai tempat
mencari nafkah. Ini meliputi berbagai aspek ekonomi seperti pertanian,
industri, dan perdagangan.

Marga adalah prasarana yang harus dibangun agar penduduk dapat
berkarya serta nyaman untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. Termasuk ke
dalam hal ini adalah prasarana perhubungan (jalan raya, baik di dalam maupun
di luar kota), irigasi, listrik dan tenaga, serta telekomunikasi.

Suka adalah semua hal yang diperlukan oleh penduduk agar
kreativitasnya dapat berkembang serta mendapatkan kepuasan rohani.
Termasuk ke dalam hal ini adalah semua sarana yang diperlukan untuk
kehidupan penduduk seperti pendidikan, keagamaan/ibadah, dan rekreasi.
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Semua hal tersebut merupakan aspek-aspek yang dipikirkan di dalam
pendekatan sektoral. Dalam prakteknya, hal-hal tersebut dipilah-pilah dalam
perencanaan serta pelaksanaannya diserahkan kepada kementerian terkait.
Contohnya, wisma dan marga menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan
sumber daya buatan manusia. Hal ini dapat dipilah-pilah menjadi aspek
pemukiman, prasarana jalan, dan jembatan, prasarana pengairan, energi dan
listrik. Sebagian besar, hal ini menjadi tanggung jawab kementerian Pekerjaan
Umum. Di dalam kementerian pekerjaan umum, pekerjaan ini dipilah-pilah
lagi menjadi tanggung jawab berbagai bidang, yang menjadi tanggung jawab
Direktorat Jenderal. Direktorat Jenderal Bina Marga, bertanggung jawab atas
perencanaan serta pembangunan jalan raya dan jembatan. Direktorat Jenderal
Penataan Ruang betanggung jawab atas penataan ruang dari semua aktivitas,
baik pada tingkat nasional, maupun yang berada di wilayah ataupun kota.
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air bertanggung jawab atas pengelolaan
segala sumber daya air, Direktorat Jenderal Cipta Karya bertanggung jawab
atas pengembangan pemukiman, penataan bangunan, dan lingkungan serta
pengembangan penyehatan lingkungan permukiman. Kementerian-
kementerian yang lainpun bertanggung jawab atas berbagai aspek yang
masing-masing menjadi tanggung jawabnya. Dalam pekerjaan perencanaan
wilayah, aspek-aspek tersebut juga dipilah-pilah dan menjadi obyek-obyek
peninjauan/pembahasan sendiri-sendiri. Bagaimana aspek tersebut dipilah-
pilah dapat dilihat dalam uraian di bawah ini.

1. Aspek pertama yang biasanya menjadi obyek peninjauan dalam
perencanaan wilayah adalah aspek yang bukan termasuk dalam kategori
wisma karya, marga, suka seperti disebutkan di atas merupakan unsur
dasar pembentuk wilayah, yaitu aspek sumber daya alam. Dalam aspek
pertama ini, biasanya sumber daya alam ini dibahas sebagai aspek fisik
buatan alam serta lingkungan yang terjadi oleh aspek fisisk ini. Aspek
pertama ini biasanya disebut sebagai aspek fisik dan lingkungan.
Lingkup dari kajian, baik pengumpulan data maupun analisis dari aspek
fisik dan lingkungan ini telah banyak dibahas dalam Modul 2 sehingga di
sini tidak perlu dibahas lagi.

2. Aspek Sosial dan kependudukan. Aspek ini telah banyak dibahas dalam
modul 2 sehingga tidak perlu dibahas lagi.

3. Aspek Karya yang berupa kegiatan penduduk untuk mencari nafkahnya.
Aspek ini biasa disebut sebagai aspek ekonomi. Kegiatan ekonomi ini
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meliputi berbagai sektor ekonomi. Agar didapat pegangan serta
keseragaman di dalam kajian mengenai aspek ini maka sebaiknya
pembagian sektor ekonomi ini mengikuti pembagian dari BPS, yang
diantaranya dipakai dalam menghitung Produk Domestik Bruto (PDB)
bagi kegiatan ekonomi seluruh Indonesia, atau Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) bagi wilayah-wilayah (Provinsi dan kabupaten/kota).
Secara garis besar, pembagian sektor ekonomi tersebut adalah sebagai
berikut:

a.

Pertanian, yang terbagi lagi dalam:

1) Tanaman bahan makanan

2) Tanaman perkebunan

3) Peternakan

4) Kehutanan

5) Perikanan

Pertambangan dan penggalian, yang terbagi lagi dalam:

1) Migas dan gas bumi

2) Nonmigas

3) Penggalian

Industri pengolahan yang terbagi dalam:

Industri migas: pengilangan minyak, gas alam cair, industri tanpa
migas

Listrik, gas, dan air bersih

Bangunan (konstruksi)

Perdagangan, restoran dan hotel yang terbagi lagi dalam:

1) Perdagangan besar dan eceran

2) Restoran

3) Hotel

Pengangkutan dan komunikasi, yang terbagi dalam:

Angkutan: kereta api, jalan raya, pengangkutan laut, sungai, danau
dan penyeberangan, pengangkutan udara, jasa penunjang
pengangkutan, dan komunikasi.

Keuangan, Persewaan Bangunan dan jasa perusahaan, yang terbagi
dalam: bank, lembaga keuangan tanpa bank, sewa bangunan dan jasa
perusahaan.

Jasa-jasa, yang terbagi lagi dalam: jasa sosial dan masyarakat, jasa
hiburan dan budaya, jasa perorangan dan rumah tangga

(BPS, 2007)



- PWKL4201/MODUL 5 5.7

Kesembilan sektor di atas adalah sektor-sektor ekonomi yang lazim dikaji
dalam aspek ekonomi. Sudah pasti, dalam suatu wilayah, terdapat perbedaan,
sektor yang merupakan sektor yang penting. Wilayah tertentu, mungkin sektor
pertaniannya yang menonjol. Di wilayah yang lain, mungkin sektor industri
yang menonjol. Untuk dapat mengetahui kekuatan ekonomi utama suatu
wilayah maka dapat dilakukan analisis atas sektor-sektor ekonomi ini.
Terdapat beberapa metode untuk mengetahui sektor yang merupakan sektor
potensial. Salah satunya yang paling populer adalah dengan memakai location
quotient ( LQ). LQ dapat dihitung, apabila dimiliki data selain dari besarnya
aktivitas ekonomi atau PRDB dari tiap sektor ekonomi yang ada di wilayah
studi. Selain itu, juga perlu diketahui besarnya aktivitas ekonomi tiap sektor di
sistem wilayah dimana wilayah studi berada. Misalnya, jika ingin diketahui,
sektor ekonomi di Jawa Barat yang produknya di ekspor ke wilayah lainnya di
Indonesia maka selain dari data PDRB tiap sektor di Jawa Barat, harus
diketahui pula PDRB tiap sektor di seluruh wilayah lain di Indonesia. Besarnya
LQ dinyatakan dengan suatu kuosien yang besarnya:

LO = R1i/Ri
R1n/Rn

Dimana R1i adalah PDRB sektor 1 di wilayah i

Ri adalah PDRB total seluruh sektor di wilayah i

R1n adalah PDRB sektor 1 di seluruh negara

Rn adalah PDRB total seluruh sektor di seluruh negara
(Bendavid Val, 1991).

Seandainya LQ besarnya lebih dari 1 (>1) maka sektor tersebut adalah
sektor basis atau produk sektor tersebut diekspor ke wilayah lain.
Seandainya LQ besarnya kurang dari 1 (<1) maka sektor tersebut adalah
sektor servis artinya sektor tersebut hanya mampu memenuhi kebutuhan
wilayah itu atau bahkan mungkin meng-impor dari wilayah lain.

LQ ini menurut perhitungannya adalah untuk menentukan, apakah
suatu sektor adalah sektor basis, atau sektor servis. Akan tetapi, jika LQ
dipakai untuk menentukan basis atau nonbasis maka banyak asumsi yang
harus dipenuhi yang hampir tiap wilayah tidak dapat memenuhi asumsi
tersebut. Jadi, paling jauh, LQ. hanya dapat dipakai untuk menentukan,
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apakah suatu sektor merupakan sektor yang kuat atau tidak di wilayah itu.
Seandainya LQ > 1, maka secara relatif, sektor tersebut lebih kuat dari
sektor yang sama di wilayah lain. Jadi, dapat dikatakan bahwa sektor
tersebut potensial untuk dikembangkan lebih lanjut. Sebaliknya, jika LQ
< 1 maka dapat dikatakan bahwa sektor tersebut kurang potensial.

Selain berdasarkan PDRB, LQ juga dapat dihitung berdasarkan
banyaknya pekerja di tiap sektor. Perhitungan ini juga dapat menunjukkan
apakah suatu sektor potensial atau tidak. Jika LQ dicari berdasarkan
PDRB maka kekuatan sektor tersebut di wilayah itu terletak pada
produknya. Jika LQ dihitung berdasarkan jumlah tenaga kerja maka
kekuatan sektor itu di wilayah tersebut terletak pada tenaga kerjanya.

Selain dengan LQ, analisis sektoral ini dapat juga dilanjutkan dengan
menghitung multiplier effect atau efek pengganda. Efek pengganda adalah
efek yang menyebabkan sektor basis dapat menginduksi tumbuhnya
industri lain, yaitu industri servis. Juga analisis Input-Output dapat dipakai
untuk menghitung dampak dari perkembangan satu sektor terhadap sektor
lainnya. Akan tetapi, analisis tersebut terlalu jauh jika diterangkan.
Sektor yang termasuk ke dalam Marga adalah sektor prasarana. Sektor
prasarana adalah semua bangunan fisik buatan manusia yang diperlukan
agar aktivitas lainnya dapat berjalan dengan baik, misalnya jaringan jalan,
bendungan atau waduk, jaringan jalan kereta api, dan jaringan listrik.
Seringkali prasarana ini tidak atau belum dapat secara langsung
dimanfaatkan oleh penduduk. Bendung atau waduk misalnya, belum dapat
dimanfaatkan langsung sebelum waduk tersebut dilengkapi alat- alat
pembangkit tenaga listrik. Listrikpun baru dapat dinikmati penduduk atau
industri baru setelah ada jaringan transmisi yang mengalirkan listrik yang
didapat ke rumah-rumah penduduk atau ke industri. Waduk ini belum
dapat dinikmati petani untuk mengairi sawahnya sebelum ada jaringan
irigasi. Jalan raya belum dapat dinikmati penduduk, kalau penduduk
belum mempunyai kendaraan atau modal transportasi lainnya. Sektor
prasarana mencakup antara lain prasarana jaringan jalan darat, dan
prasarana pengairan yang secara rinci sudah diuraikan dalam Modul 2,
sehingga tidak diuraikan. Hal yang penting dinyatakan dalam sektor ini
adalah kapasitas dari masing-masing prasarana tersebut.
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5.

Sektor yang termasuk ke dalam suka adalah sektor yang biasa disebut
sebagai aspek sarana. Sarana adalah semua fasilitas, yang dapat langsung
dimanfaatkan penduduk agar penduduk dapat hidup sejahtera. Sarana ini
biasa disebut juga sebagai fasilitas, yang dapat dibagi dalam fasilitas
umum serta fasilitas sosial. Dengan demikian, aspek sarana ini sering juga
disebut aspek fasum (fasilitas umum) dan fasos (fasilitas sosial).
Termasuk ke dalam fasilitas umum adalah semua fasilitas yang disediakan
oleh pemerintah bagi kepentingan umum dan biasanya didapat secara
gratis. Termasuk ke dalam fasilitas ini adalah misalnya kantor polisi,
pemadam kebakaran, pasar, taman umum, dan masjid. Termasuk ke dalam
fasilitas sosial adalah fasilitas yang dapat disediakan baik oleh pemerintah
maupun oleh swasta, dan kadang-kadang diberikan secara gratis, kadang-
kadang harus membayar. Termasuk ke dalam fasilitas ini adalah misalnya
sekolah/fasilitas pendidikan, masjid/tempat ibadah, fasilitas kesehatan
(Puskesmas, Posyandu, Rumah Sakit, Apotek, dan lain-lain), tempat
hiburan (bioskop, pusat kebudayaan, diskotek, dan lain-lain), dan
bermacam-macam fasilitas lainnya. Biasanya makin maju tingkat
ekonomi suatu wilayah atau kota, makin beragam fasilitas yang tersedia
di wilayah tersebut.

Aspek yang termasuk ke dalam wisma adalah aspek atau sektor sistem
kota. Sistem kota adalah suatu sistem dari pusat-pusat konsentrasi
penduduk beserta kegiatannya, dimana diharapkan penduduk hidup di
tempat tinggal yang layak dan dapat menikmati prasarana serta sarana
yang ada serta mendapat kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang
layak. Kota ini mempunyai jenjang atau hierarki. Ada kota dengan hierarki
tinggi, artinya kota yang mempunyai jumlah penduduk serta fasilitas yang
lebih lengkap, ada kota dengan hierarki lebih rendah. Dengan demikian,
hierarki kota dipengaruhi ketersediaan lapangan kerja, jumlah penduduk
yang memadai, dan berbagai sarana. Makin lengkap semua hal tersebut,
makin tinggi hierarki kotanya. Dengan demikian, kedudukan kota-kota
yang ada pada suatu wilayah ditentukan oleh nilai yang agregat dari semua
faktor tersebut. Jadi, banyaknya jumlah penduduk, tersedianya lapangan
kerja, tersedianya satu persatu dari fasilitas yang ada, harus dinilai secara
agregatif sehingga didapat penjumlahan nilai. Kota dengan penjumlahan
nilai yang tertinggi merupakan kota dengan hierarki 1, kota-kota dengan
penjumlahan nilai kedua tertinggi, merupakan kota-kota hierarki 2, dan
seterusnya. Karena
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setiap fasilitas tersebut mempunyai satuan sendiri, maka tidak mungkin
jumlah fasilitas, jumlah penduduk, dan sebagainya dijumlahkan demikian
saja. Untuk hal tersebut ada teknik tertentu untuk mendapatkan nilai, yaitu
dengan pemberian skor, yang kemudian disusun dalam suatu skalogram.
Bagaimana menyusun skalogram ini terlalu jauh untuk diterangkan akan
tetapi yang terpenting adalah suatu pengertian, bahwa sistem kota ini
adalah suatu aspek yang penting di dalam perencanaan sektoral dari suatu
wilayah.

Aspek Kelembagaan dan Keuangan Daerah. Semua pembangunan
yang direncanakan memerlukan lembaga-lembaga untuk melaksanakan
rencana tersebut, serta juga keuangan. Dengan demikian, aspek ini juga
merupakan hal yang penting untuk dibahas. Kelembagaan merupakan
faktor yang penting karena kelembagaan menentukan rencana yang telah
disusun dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak. Kelembagaan yang
tidak terampil serta tidak mampu, akan menyebabkan rencana yang sebaik
apapun tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian, ada dua
hal yang harus dikaji dalam aspek kelembagan dan keuangan ini. Pertama
adalah susunan kelembagaan itu. Dalam susunan kelembagaan ini harus
dilihat, apakah lembaga-lembaga yang ada, yaitu Dinas-dinas dan OPD-
OPD susunannya telah lengkap serta efisien. Apakah semua aspek dari
perencanaan telah ada lembaga yang akan melaksanakannya. Juga, apakah
lembaga yang ada cukup efesien sehingga tidak ada lembaga yang tidak
mempunyai tugas tertentu yang spesifik? Hal lain yang harus dilihat
adalah kemampuannya, yaitu kemampuan SDM-nya. Di sini dilihat
apakah kualifikasi pejabat-pejabatnya memenuhi kualifikasi yang
diperlukan untuk dapat melaksanakan rencana? Apakah staf-stafnya juga
cukup mempunyai kualifikasi yang diperlukan?

Dilihat dari sudut keuangan daerah, harus dilihat dari sumber-sumber
utama keuangan daerah. Apakah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari
Dana Alokasi Umum, dari Dana Bantuan? Hal ini menentukan, sampai
dimana kemampuan daerah untuk dapat membiayai baik pengeluaran rutin
(seperti gaji pegawai, perjalanan, dan pengeluaran keperluan kantor) serta
dana pembangunan. Makin tinggi % alokasi anggaran belanja daerah
untuk pembangunan, berarti daerah tersebut makin mampu untuk dapat
melaksanakan pembangunan. Demikian juga dari alokasi pendapatan
daerah. Makin besar % pendapatan daerah yang
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berasal dari PAD, berarti makin mampu daerah tersebut untuk
membiayai daerahnya.

B. PENDEKATAN PERENCANAAN SPASIAL

Pendekatan spasial sebetulnya merupakan “jiwa” dari perencanaan
wilayah. Perencanaan wilayah dan kota, sering juga disebut sebagai
perencanaan tata ruang. Space, asal kata dari spatial, yang diterjemahkan ke
dalam bahasa Indonesia menjadi spasial, artinya ruang. Jadi sebenarnya,
perencanaan wilayah adalah perencanaan ruang atau perencanaan spasial.
Perencanaan spasial, kalau disandingkan dengan perencanaan sektoral artinya
meletakan rencana-rencana sektoral itu pada lokasi yang tepat. Perencanaan
spasial dasarnya adalah perencanaan lokasi.

Penentuan lokasi merupakan hal yang sangat penting dalam perencanaan
wilayah. Suatu sektor yang direncanakan dengan baik, apabila lokasinya tidak
tepat, mungkin saja dapat mengalami kegagalan. Suatu kawasan industri
misalnya hanya dapat berkembang di lokasi yang mempunyai aksesibilitas
yang baik, baik ke lokasi bahan baku industri tersebut, maupun ke pasar dari
hasil industri. Di tempat yang direncanakan untuk lokasi industri tersebut,
tenaga pekerja harus cukup tersedia, baik dalam jumlahnya, maupun dalam
kualitasnya, serta upahnyapun tidak terlalu tinggi apabila dibandingkan dengan
wilayah lainnya. Tersedia prasarana yang diperlukan seperti listrik, air,
jaringan telekomunikasi serta pembuangan limbah yang baik (Smith, 1981).
Seandainya persyaratan-persyaratan lokasi tersebut tidak terpenuhi maka di
lokasi tersebut industri tidak akan berkembang dengan baik. Dengan demikian,
investasi yang sudah dikeluarkan untuk pembangunan kawasan industri ini
hanya akan memberikan keuntungan yang kecil, atau bahkan merugi.
Akibatnya, perkembangan wilayah yang diharapkan dapat terjadi dengan
adanya kawasan industri tersebut tidak akan terjadi dengan baik. Jadi, jelas di
sini terlihat bahwa persoalan lokasi atau persoalan ruang merupakan faktor
yang sangat penting, bahkan inti dari perencanaan wilayah.

Selain dari keuntungan bagi investor yang tidak kalah pentingnya, bahkan
sebetulnya lebih penting adalah meletakan aktivitas tersebut sehingga
membawa kesejahteraan dan kenyamanan bagi penduduk. Adanya industri
seperti contoh di atas seharusnya membawa kesejahteraan, misalnya memberi
lapangan kerja yang baik, membawa berbagai fasilitas seperti listrik, air, dan
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jaringan jalan baru, yang bukan saja dinikmati oleh industri, akan tetapi juga
oleh penduduk. Hal ini harus menjadi perhatian karena sekarang sering terjadi
bahwa demi kepentingan investor dengan dalih untuk pembangunan ekonomi,
penduduk dirugikan misalnya penggusuran, kena pencemaran, dan kerugian-
kerugian yang lain sehingga tidak membawa kesejahteraan dan kenyamanan,
bahkan sebaliknya.

Masalah lainnya bahwa seringkali, lokasi yang baik untuk pengembangan
satu sektor adalah lokasi yang baik juga untuk pengembangan sektor lainnya.
Kita ambil saja sebagai contoh wilayah Pantura (pantai utara) Jawa Barat.
Pantura adalah suatu wilayah sangat baik untuk pertanian padi sawah. Mulai
dari Bekasi, membentang terus ke timur sampai Cirebon, wilayah pantura
adalah wilayah dataran rendah yang landai, tanahnya subur, cocok untuk
pertanian lahan basah (sebagian padi, sebagian tebu), sebagian besar sudah
mendapat irigasi yang baik dari bendung Jatilujur serta daerah aliran sungai
yang lain.

Perkembangan industri yang terjadi pada tahun 1970-an, memerlukan
lahan yang tidak terlalu jauh dari Jakarta (pelabuhan dan pusat perdagangan
serta pemerintahan), aksesibiltas yang baik dengan pelabuhan, aksesibilitas
yang baik dengan penduduk yang cukup terampil untuk menjadi pekerja
industri, tersedia listrik serta air yang baik, serta kontur tanah yang datar dalam
bentang yang luas. Kawasan yang cocok untuk itu adalah Kabupaten Bekasi.
Padahal, Kabupaten Bekasi adalah tanah pertanian yang subur dan sangat
cocok untuk pertanian padi. Di sini terjadi konflik guna lahan. Terjadi rebutan
antara kepentingan industri serta kepentingan pertanian. Konsep pembangunan
pada tahun 1970-an berpihak pada pengembangan industri maka pertanian
dikorbankan. Bekasi berkembang menjadi kawasan industri yang padat,
lengkap dengan kota-kota tempat penduduk bermukim yang disertai semua
sarana dan prasarananya. Kota-kota ini kemudian bukan hanya menjadi tempat
pemukiman para pekerja industri akan tetapi karena lokasinya yang bagus tadi,
juga menjadi tempat berkembangnya berbagai sarana. Di sini tumbuh Rumah
Sakit yang besar dan mewah, Universitas- universitas serta fasilitas pendidikan
lainnya yang juga besar-besar. Tumbuh aktifitas perdagangan, serta aktifitas
lain, baik yang berhubungan dengan industri maupun yang tidak. Pokoknya,
kabupaten Bekasi tumbuh menjadi kabupaten yang dilengkapi kota-kota
dengan berbagai fasilitas yang sangat bagus di samping sebagai lokasi
kawasan-kawasan industri.
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Perkembangan tidak berhenti disni saja. Kabupaten Karawang pun yang
bersisian dengan kabupaten Bekasi dan merupakan lumbung padi Jawa Barat,
sudah terancam menjadi perluasan kawasan industri di Kabupaten Bekasi.
Untuk mengatasi masalah ini, peran seorang perencana wilayah sangat
diperlukan. Bagaimana caranya mengatur agar perkembangan industri yang
sudah terlanjur tinggi sejak tahun 1970-an tidak sampai merugikan produksi
pertanian yang tidak kalah pentingnya dari perkembangan industri.

Konflik guna lahan bukan hanya terjadi antara pertanian dengan industri
seperti itu saja. Konflik guna lahan juga sering terjadi antara pertanian dengan
pemukiman, antara kehutanan dengan pemukiman atau dengan pertanian.
Antara hutan lindung dengan pertambangan, dan sebagainya. Bahkan kadang-
kadang konflik ini bukan hanya melibatkan kepentingan dua aktifitas tetapi
bisa juga tiga aktivitas seperti pertanian dengan pemukiman dan industri.
Kewajiban para perencana ruang adalah mengatur agar konflik ini dapat
diselesaikan dengan baik sehingga tidak saling merugikan bahkan sebaiknya
menjadi suatu sinergi.

Hal lain yang merupakan unsur dari perencanaan wilayah adalah suatu
kenyataan bahwa wilayah tidak pernah sepenuhnya homogen. Selalu terjadi
wilayah yang lebih berkembang serta wilayah yang belum berkembang.
Aktivitas serta penggunaan lahan di suatu wilayah, dapat berbeda antara
subwilayah yang satu dengan subwilayah lainnya. Karena terdapat perbedaan-
perbedaan ini maka dalam satu wilayah harus terdapat strategi pengembangan
yang berbeda bagi setiap bagian wilayah yang berbeda, atau sering kali disebut
subwilayah. Dalam perencanaan sistem perencanaan wilayah di Indonesia,
subwilayah yang mempunyai karakteristik hampir bersamaan ini disebut
sebagai Wilayah Pengembangan (WP). Sebagai contoh, Provinsi Jawa Barat
terbagi dalam 6 WP, yaitu:

1. WP Bodebekpunjur, yang meliputi kabupaten dan kota Bogor, kota
Depok, Kabupaten dan kota Bekasi, kawasan Puncak, serta kabupaten
Cianjur. Penekanan aktivitas di WP ini adalah pariwisata, industri
manufaktur, perikanan, perdagangan, jasa, pertambangan, agrobisnis,
serta agrowisata.

2. WP Purwasuka yang meliputi kabupaten Purwakarta, kabupaten Subang,
serta kabupaten Karawang. Penekanan aktivitas di WP ini adalah
pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, bisnis kelautan,
industri pengolahan, pariwisata, dan pertambangan.
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3. WP Ciayumajakuning, meliputi kabupaten dan kota Cirebon, kabupaten
Indramayu, kabupaten Majalengka, kabupaten Kuningan. Penekanan
aktivitas di WP ini adalah agribisnis, agroindustri, perikanan,
pertambangan, dan pariwisata.

4. WP Priangan Timur-Pangandaran meliputi kabupaten Garut, kabupaten
dan kota Tasikmalaya, kabupaten Ciamis, kota Banjar dan kawasan
Pangandaran. Penekanan aktivitas di WP ini adalah pertanian,
perkebunan, perikanan tangkap, pariwisata, industri pengolahan, industri
kerajinan, dan pertambangan mineral.

5. WP Sukabumi dan sekitarnya meliputi kabupaten Sukabumi dan kota
Sukabumi. Penekanan aktivitas di WP ini adalah perkebunan, pertanian,
perternakan, perikanan tangkap, pariwisata, industri pengolahan dan
bisnis kelautan, pariwisata, dan pertambangan mineral.

6. WP Cekungan Bandung, meliputi kabupaten dan kota Bandung, kota
Cimahi dan kabupaten Bandung Barat. Penekanan aktivitas di WP ini
adalah pertanian, pertanian hortikultura, industri nonpolutif, industri
kreatif, perdagangan dan jasa, pariwisata, dan perkebunan.

Terlihat bahwa wilayah yang dicakup setiap WP, luasnya bervariasi,
tergantung pada persamaan Karakteristik dari tiap WP tersebut. WP
Purwasuka, misalnya adalah WP yang merupakan kawasan perkembangan
industri yang sebagian merupakan limpahan dari perkembangan industri di
Bodetabekpunjur, meliputi kabupaten-kabupaten Karawang, sebagian
Purwakarta serta sebagian kabupaten Subang. Selain dari kegiatan industri,
WP ini mempunyai aktivitas perkebunan yang cukup menonjol serta pertanian.
Bagian utara dari WP ini berada di pantai serta adanya waduk Jatiluhur maka
aktifitas perikanannya cukup besar. Dengan demikian, aktivitas yang
mendapat tekanan adalah aktivitas-aktivitas yang telah disebutkan di atas.

Tiap WP lain, mempunyai karakteristik yang hampir sama pula sehingga
masing-masing menjadi satu WP tersendiri. Aktivitas yang mendapat
penekananpun terlihat berbeda-beda antara satu WP dengan WP lainnya.

Pembagian dalam WP ini bukan hanya berlaku bagi suatu Provinsi, daerah
yang lebih kecilpun, yaitu kabupaten dan kota terbagi dalam WP-WP. Sama
dengan dalam proivinsi, WP di kabupaten dan kota juga dibentuk berdasarkan
karakteristik yang sama. Dalam satu kabupaten, beberapa kecamatan yang
mempunyai karakteristik yang sama sehingga dapat
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diterapkan strategi perkembangan yang sama dikelompokan dalam satu WP.
Demikian juga dalam satu kot